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SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

AR-RANIRY BANDA ACEH

“Guruku”

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. 
Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada 
Nabi Besar Muhammad Saw, keluarganya, shahabat, ulama 
mutaqaddimin dan mutaakhirin. Alhamdulillah, UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh kembali menunjukkan kebanggaan atas terbitnya 
kembali karya-karya akademik para dosen sebanyak 100 
judul pada tahun 2020 melalui Penerbit Ar-Raniry Press. Saya 
mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja secara ikhlas, 
cerdas dan cepat atas keberhasilan menyelesaikan program 
penerbitan 100 judul buku ini. 

Kehadiran buku-buku dari berbagai disiplin ilmu ini 
memberikan beberapa arti penting. Pertama, memperkaya 
khazanah keilmuan masyarakat akademik, khususnya UIN 
Ar-Raniry dan umumnya masyarakat secara luas. Kedua, 
memperkaya referensi akademik yang diperlukan dalam 
proses pembelajaran perguruan tinggi, baik di tingkat lokal, 
nasional maupun internasional. Ketiga, memberikan motivasi 
bagi para dosen untuk lebih produktif dalam menulis dan 
mempublikasikan karya melalui penerbitan kampus. Keempat, 
membangun prestise kampus UIN Ar-Raniry sebagai lumbung 
referensi perbukuan perguruan tinggi di kancah nasional dan 
internasional.

Kehadiran 100 judul buku di atas merupakan langkah 
awal dari program yang saya kumandangkan di awal tahun 
2020, yaitu “Guruku” [Gerakan Seribu Buku]. Alhamdulillah, 
tahapan pertama dari program tersebut telah dilaksanakan 
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secara baik oleh tim Penerbit Ar-Raniry Press.  Program ini 
diharapkan akan dilanjutkan secara berkesinambungan dari 
tahun ke tahun, sehingga tercapai target 1000 buku.

Penamaan program “Guruku” merupakan bentuk 
kecintaan pada guru dan ilmu pengetahuan. Guru adalah 
instrumen penting dalam mencetak generasi cerdas yang 
berwawasan islami dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 
kebangsaan. Maka, melalui program ini diharapkan para dosen 
UIN Ar-Raniry dapat berperan aktif untuk mempublikasikan 
karya tulis, sehingga kiprah mereka dapat seiring sejalan 
dengan program akselerasi kenaikan pangkat dan guru besar.  
Program ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi 
pada peningkatan kualitas akademik insan akademik dan 
masyarakat Islam secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, 
regional dan mancanegara. 

Saya percaya bahwa semangat para penulis, penerbit 
dan para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan inilah 
yang menjadi kunci kesuksesan penerbitan 100 buku tahun 
2020. Atas dasar inilah, saya meyakini bahwa keberlanjutan 
penerbitan buku karya dosen ini akan berjalan di tahun-tahun 
berikutnya, sehinga secara tidak langsung akan menjadi nilai 
tambah (added value) bagi reputasi UIN Ar-Raniry dan semua 
sivitas akademikanya. 

Darussalam, Juni 2021
Rektor UIN Ar-Raniry,

Prof. Dr. Warul Walidin AK., MA 



SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga Buku Daras Filsafat Hukum Islam ini dapat 
tuntas dikerjakan. Selawat dan salam kepada Rasulullah saw., 
sosok yang jadi teladan bagi umat manusia di seluruh penjuru 
dunia. Salam sejahtera kepada keluarga Nabi dan sahabat beliau 
yang telah berdedikasi bagi pengembangan Islam sebagai 
agama dan ilmu. Tidak lupa kepada para ulama mutaqaddimin 
dan mutaakhkhirin yang dengan segenap kemampuannya telah 
merumuskan aspek-aspek filosofis hukum Islam sehingga men-
jadi pedoman bagi generasi muda Islam hingga sekarang.

Penulisan buku daras merupakan program prioritas 
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam 
beberapa tahun ini. Hal ini dilakukan mengingat adanya pe-
ngembangan kurikulum beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena 
itu, buku daras untuk beberapa mata kuliah harus disesuaikan 
dengan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan tersebut. 

Mengingat keterbatasan fakultas dalam ketersediaan ang-
garan, maka program penerbitan buku daras dilakukan secara 
bertahap. Fakultas harus menerapkan skala prioritas dengan cara 
mengutamakan buku-buku yang tingkat kebutuhannya tinggi. 
Maka pada tahun ini, yang diterbitkan adalah buku daras untuk 
mata kuliah yang diajarkan pada enam prodi yang ada di lingku-
ngan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Mata kuliah Filsafat Hukum Islam adalah salah satu yang 
diajarkan pada seluruh prodi, yaitu Prodi Hukum Keluarga, 
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi 
Syari'ah, Prodi Hukum Pidana Islam, Prodi Hukum Tata Negara 
dan Prodi Ilmu Hukum. Materi Filsafat Hukum Islam yang 
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diajarkan pada masing-masing prodi ini dapat dikatakan tidak 
berbeda. Oleh karena itu, penerbitan Buku Daras Filsafat Hukum 
Islam memberi manfaat untuk seluruh prodi, maka buku ini 
masuk dalam daftar prioritas penerbitan. Dengan demikian, 
penerbitan buku daras ini merupakan peristiwa penting di 
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Menghargai peristiwa penting ini, maka kami sebagai 
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Ar-Raniry Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada para 
penulis; Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Dr. Jabbar Sabil, MA, 
Dr. Ali Abubakar, M.Ag., Dr. Mizaj Iskandar, Lc. LLM dan Dedy 
Sumardi, M.Ag. Apa yang dihasilkan sekarang ini merupakan 
amal jariah yang terus mengalir pahalanya selama ilmu yang 
dituangkan dalam buku ini diamalkan oleh penikmatnya. 
Demikian pula terima kasih kami kepada Dr. Jabbar Sabil, MA 
yang telah meluangkan waktunya untuk mengedit karya tulis 
ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada tim yang 
telah mengerjakan disain dan layout buku ini, saudara Muhadi. 

Selanjutnya kepada adik-adik mahasiswa, dengan bangga 
kami persembahkan karya ini. Harapan kami yang paling 
utama, hendaknya dapat memetik teladan dari kerja keras 
dan kegigihan guru kalian yang tergambar jelas dalam buku 
ini. Ambillah hikmah sehingga kalian tidak mudah menyerah 
dalam belajar, barulah kemudian berhasil mendulang ilmu dari 
dalam buku ini. 

Terakhir kami juga menyampaikan terima kasih kepada 
seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas 
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terutama atas 
dukungan dan kerja sama sehingga program penerbitan buku 
daras ini bisa berjalan sebagaimana direncanakan. Wassalam.

Darussalam, Juni 2021
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq Armia



PENGANTAR TIM PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Alllah, dengan rahmat dan 
hidayah-Nya tim penulis Buku Daras Filsafat Hukum Islam dapat 
menyelesaikan tugasnya. Selawat dan salam kepada Rasulullah 
saw. sumber inspirasi dalam seluruh aspek kehidupan, juga 
kepada keluarga dan sahabat beliau. Tidak lupa takzim kami 
kepada para ulama dan guru-guru kami.

Filsafat Hukum Islam termasuk mata kuliah pokok di 
fakultas syari'ah yang diajarkan pada semester-semester akhir. 
Sejauh amatan kami sudah banyak buku daras filsafat hukum 
Islam yang ditulis di lingkungan PTKIN, namun sedikit sekali 
yang relevan dengan spesifikasi Fakultas Syari'ah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry Banda Aceh (FSH UIN Ar-Raniry).  Oleh karena 
itu kami berinisiatif untuk menyusun materi yang sesuai 
dengan kerangka dan karakter keilmuan yang dikembangkan 
di FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Ide ini berangkat dari isu pengembangan kurikulum 
PTKIN yang mengacu pada KKNI, di mana salah satu tuntutannya 
adalah spesifikasi Program Studi. Mengikuti perkembangan ini, 
FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengambil kekhususan pada 
integrasi ilmu hukum Islam dengan ilmu hukum umum dalam 
konteks pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Dalam 
hal ini, Kami melihat keberadaan filsafat hukum Islam adalah 
landasan dasar bagi visi integrasi. Dari itu Kami berusaha 
menyusun materi kajian sesuai dengan tuntutan pengembangan 
kurikulum Prodi-prodi di lingkungan FSH UIN Ar-Raniry.

Penulisan Buku Daras Filsafat Hukum Islam ini sudah 
direncanakan cukup lama. Pada tanggal 22 September 2015, 
tim pengajar MK Filsafat Hukum Islam duduk membicarakan 
materi ideal dan outline tentatif bagi buku dimaksud. Kala itu 
berkumpul empat orang dosen, yaitu Prof. Dr. Syahrizal Abbas, 
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MA, Dr. Ali Abubakar, M.Ag., Dr. Jabbar Sabil, MA dan Mizaj 
Iskandar, Lc., MML. Diskusi yang berlangsung dari pukul 09.30 
wib sampai menjelang siang itu menghasilkan kesepakatan 
akan perlunya Buku Daras Filsafat Hukum Islam dengan visi 
integrasi dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh. 

Pertemuan-pertemuan berikutnya makin mengerucut 
pada penghimpunan materi ajar. Diskusi yang cukup alot 
berkembang terkait kerangka penulisan. Tim harus bekerja 
keras menemukan formulasi agar pembahasan filsafat hukum 
Islam bisa ditampilkan dalam kerangka yang sebangun dengan 
filsafat hukum umum, tapi tidak mendistorsi pemahaman 
terhadap ruh dari filsafat hukum Islam itu sendiri. Akhirnya 
tim sepakat untuk menjadikan integrasi paradigma normatif 
dan empiris sebagai kerangka yang bertaut antara pemikiran 
filsafat hukum Islam dan pemikiran filsafat hukum umum. 

Sementara dalam alur penulisan, tim cenderung sepakat 
untuk menempatkan isu integrasi hukum Islam dan hukum po-
sitif menjadi sealur dan bermuara pada taqnin. Tujuannya agar 
sejalan dengan penerapan syariat Islam kaffah di Aceh. Semua 
materi yang terkumpul ditulis dalam alur ini. Beberapa kendala 
yang dihadapi pada tataran teknis adalah dalam menentukan 
periode dan kriteria pemikiran aliran dan tokoh pemikirnya. 
Ada sebagian tokoh yang dilihat dari waktu hidupnya cocok 
digolongkan pada periode tertentu. Tetapi pemikirannya justru 
harus dikeluarkan dari periode tersebut. Demikian pula ada 
tokoh yang tergolong ke dalam aliran tertentu, tapi ketika 
didalami, ternyata pemikirannya justru berbeda.

Kekurangan-kekurangan seperti ini menuntut kajian yang 
lebih dalam. Insya Allah tim penulis akan menyempurnakan 
buku ini pada masa-masa berikutnya. Pada pertemuan terakhir 
tim penulis, Oktober 2020, disepakati bahwa buku ini sudah 
pantas diterbitkan. Tim penulis membuka diri untuk kritik dan 
masukan dari khalayak pembaca, baik dosen, mahasiswa mau 
pun pembaca umum. Billahittaufiq wal hidayah.

Darussalam, Juni 2021
Tim Penulis



PENGANTAR PENERBIT
AR-RANIRY PRESS

Dengan rahmat Allah SWT, akhirnya pelaksanaan program 
Penerbitan 100 Buku Dosen UIN Ar-Raniry tahun 2020 telah 
selesai dilaksanakan. Kegiatan menerbitkan buku karya dosen 
di lingkungan UIN Ar-Raniry, sesungguhnya telah sejak lama 
dilaksanakan oleh Penerbit Ar-Raniry Press, meskipun dalam 
jumlah yang terbatas. Dalam rangka meningkatkan publikasi 
akademik dan desiminasi pengetahuan, maka pada tahun 2020, 
Rektor UIN Ar-Raniry mencanangkan program Penerbitan 1000 
Buku Karya Dosen secara berkelanjutan setiap tahunnya dan 
program ini diberi tema “Guruku” [Gerakan Seribu Buku].

Program penerbitan buku ini mendapat respon positif dari 
dosen dan segenap sivitas akademika UIN Ar-Raniry. Melalui 
laporan ini, Penerbit Ar-Raniry sebagai pelaksana program 
melaporkan bahwa untuk tahun 2020, naskah buku yang 
dikirimkan penulis untuk diterbitkan oleh Penerbit Ar-Raniry 
Press sebanyak 100 judul. Semua naskah tersebut berasal dari 
dosen. Dengan waktu yang terbatas dan semangat yang kuat, 
penerbit dapat menyelesaikan proses penerbitan buku-buku 
tersebut. Mulai dari proses penerimaan naskah, penyuntingan, 
pra-cetak, sampai pencetakan akhir. Semua ini dilakukan 
sebagai bentuk tanggung jawab penerbit dalam menyukseskan 
program penerbitan 1000 buku dosen yang diharapkan dapat 
berjalan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan awal dalam penerbitan 100 buku karya 
dosen tahun 2020 ini, tidak terlepas dari sumbangsih dan 
partisipasi semua pihak; penulis, editor, layouter, pendesain 
kulit buku, operator mesin cetak, staf finishing percetakan, dan 
lain-lain. Sebagai manusia biasa, pelaksana program menyadari 
bahwa masih terdapat kekurangan baik dari aspek kualitas 
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tulisan, kesalahan dalam ketikan, kesalahan setting dan lainnya 
sehingga masukan untuk perbaikan dari semua pihak sangatlah 
diharapkan bagi kesinambungan program ini di tahun-tahun 
mendatang. Wassalam.

 
Banda Aceh,  Juni 2021
Kepala Penerbit Ar-Raniry Press

Muliadi Kurdi
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.	 Kebutuhan	terhadap	filsafat	hukum	Islam	
Semua ilmu merupakan hasil kajian filosofis terhadap 

suatu objek tertentu, baik itu objek abstrak, konkret maupun 
objek yang konkret di satu sisi tapi abstrak di sisi lain.1 Oleh 
karena itu ilmu tidak lepas dari filsafat, bahkan ada saja aspek 
ilmu yang menuntut keterlibatan filsafat. Hal serupa juga terjadi 
pada ilmu hukum, sehingga mahasiswa hukum dituntut untuk 
mempelajari filsafat hukum karena dua alasan berikut:
1. Agar mahasiswa mampu menghayati karakteristik ilmu 

hukum yang cukup spesifik di antara ilmu-ilmu lain;
2. Agar mahasiswa memiliki kemampuan kritis dan kreatif 

dalam menghadapi masalah keilmuan hukum.
Dua alasan ini merupakan manfaat (outcome) yang hen-

dak dicapai melalui mata kuliah Filsafat Hukum, baik hukum 
konvensional maupun hukum Islam. Pencapaian manfaat terse-
but lebih efektif jika ilmu hukum Islam dan ilmu hukum konven-
sional diajarkan secara terintegrasi. Ini tidak mustahil, sebab 
ilmu hukum konvensional dan hukum Islam berpotongan pada 
ranah siyāsah syar‘īyyah.2 Dalam hal ini, hukum Islam kontem-
porer telah mengenal istilah fiqh qanuni yang semakna dengan 
hukum dalam artian konvensional, yaitu ketentuan atau aturan 
mengikat yang dibuat oleh pemerintah (al-tasyrī‘ al-waḍ‘ī).3

Membicarakan integrasi, satu hal yang tidak boleh diabai-
kan adalah penggunaan kata hukum secara terminologis dalam 
keilmuan hukum. Dalam Bahasa Indonesia, kata hukum dipa-

1 Objek kajian ilmu alam adalah sesuatu yang konkret-inderawi atau empiris, 
sedangkan ilmu sosial menyelidiki objek yang abstrak-konsepsual atau metaempiris. 
Adapun objek kajian ilmu humaniora bersifat konkret di satu sisi tapi abstrak di sisi lain, 
misalnya bahasa yang bisa didengar, tapi yang dikaji adalah makna kandungannya.

2 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw Niẓām al-Dawlah al-
Islāmiyyah fī Syu’ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah (Kairo: Da� r al-
Ans�ar, 1977), hlm. 15. 

3 Gha� lib ‘Alī� al-Dawu� dī�, al-Madkhal ilā ‘Ilm al-Qānūnī, cet. VII (Oman: Da� r al-
Wa�’il, 2004) hlm. 10.
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kai untuk menyebut aturan pemerintah (hukum konvensional), 
lalu kata yang sama juga digunakan untuk menyebut hukum 
Islam. Akibatnya, tidak jarang kata hukum Islam pahami dalam 
arti general, padahal ada kekhususannya.

Sepintas ini hanya soal kebahasaan saja, tapi sebenarnya 
cukup substantif. Dalam fikih Islam hukum didefinisikan se-
bagai khiṭāb Allah, dengan demikian kata hukum dalam fikih 
tidak sama maknanya dengan kata hukum dalam ilmu hukum 
konvensional. Sementara untuk hukum dalam arti aturan pe-
merintah, Islam membahasnya dalam kajian siyāsah syar‘īyyah 
dengan menggunakan istilah qanun. Dengan demikian kata 
hukum dalam ilmu hukum konvensional sepadan dengan kata 
qanun dalam siyāsah syar‘īyyah. Dalam praktiknya, integrasi 
berlangsung antara ilmu hukum konvensional dan siyāsah 
syar‘īyyah yang belakangan dekat dengan sebutan fiqh qanuni.

Mengingat siyāsah atau fiqh qanuni tidak lepas dari fikih, 
maka kajian hukum integratif juga berkutat dengan konsep-
konsep fikih sehingga menjadi lebih komprehensif. Itulah 
mengapa dalam siyāsah dikenal istilah qanun syar‘ī dan qanun 
waḍ‘ī. Dengan demikian, kata hukum dalam arti konvensional 
bisa disebut qanun syar‘ī di satu sisi dan qanun waḍ‘ī di sisi 
lain. Hal ini kerap menimbulkan cara pandang dikotomik 
antara qanun yang dihasilkan secara syar‘ī dan qanun yang 
dirumuskan secara sekuler. Hal ini menimbulkan pertanyaan, 
benarkah kedua jenis qanun ini berada pada dua sisi yang 
saling beroposisi?

Pertanyaan seperti ini menjadi tugas filsafat hukum 
Islam untuk menjawabnya. Bahkan dalam konteks integrasi 
ilmu hukum Islam dan ilmu hukum konvensional, ini menjadi 
pertanyaan utama yang harus diselesaikan. Kalau tidak, 
upaya integrasi akan mengalami hambatan sejak dari langkah 
pertamanya. Jawaban terhadap masalah utama ini menjadi 
dasar penempatan fiqh qanuni sebagai salah satu entitas sistem 
hukum Islam, terintegrasi dalam kesatuan yang utuh.

Fiqh qanuni merupakan aspek terapan (taṭbiqī) dari 
hukum Islam yang muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan 
siyāsah syar‘īyyah. Misalnya dalam hal penyelenggaraan negara, 
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diperlukan adanya aturan konstitusional (al-qānūn al-dustūrī), 
aturan administrasi (al-qānūn al-idārī) dan sebagainya. Demi-
kian pula dalam penyelenggaraan tatanan kehidupan berma-
syarakat, diperlukan aturan perdata (al-qānūn al-mālī), aturan 
pidana (al-qānūn al-jinā’ī) dan sebagainya. Dari sudut pandang 
ini, qanun merupakan pelayan (khādim) bagi syariat.4

Mengingat aspek terapan selalu terkait dengan kondisi 
yang terus berubah, maka fiqh qanuni pun mengikuti perubah-
an pada orientasi ilmiah dan penyesuaian dengan tuntutan 
yang muncul dari tata kelola negara kontemporer. Oleh karena 
itu, fiqh qanuni sebagai ilmu juga turut memetik hikmah 
dari pengalaman penerapan hukum sepanjang sejarah umat 
manusia di berbagai belahan dunia.5 Dari sudut pandang ini, 
fiqh qanuni juga menghadapi tantangan serupa dengan apa 
yang dialami oleh ilmu hukum konvensional, yaitu tantangan 
dalam rangka penegakan supremasi hukum.

Problem mendasar dalam penegakan supremasi hukum 
tidak bisa dijawab oleh ilmu hukum atau fiqh qanuni, sebab 
ia bersifat filosofis. Pertama masalah ontologi hukum, yaitu 
tentang hakikat terdalam dari aturan yang dibuat pemerintah 
(ulil amri) sehingga memiliki daya ikat. Kedua masalah epis-
temologi, tentang bagaimana aturan-aturan ulil amri bisa 
berlaku dengan cara-cara yang bersih dari kesewenangan. 
Ketiga masalah aksiologi, di mana tujuan negara dan tujuan 
hukum kerap dianggap berseberangan. Ketiga masalah ini men-
jadi tugas filsafat hukum yang tersimpul dalam dua pertanyaan 
fundamental berikut ini:6

1. Apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat bagi 
hukum?

2. Atas dasar (kriteria) apa hukum dapat dinilai keadilannya?

4 ‘Abd Alla�h Mabru� k al-Najja� r, al-Madkhal al-Mu‘āṣir li Fiqh al-Qānūn, cet. I 
(Kairo: Da� r al-Nahd� ah al-‘Arabiyyah, 2001), hlm. 5.

5 Yu� suf Mu’atsī�, “As�r al-‘Ulu� m al-Qa�nu� niyyah ‘ala�  al-Bah� s�  al-Fiqhī� al-Mu‘a� s� ir”, 
Majallat al-Ijtihād li al-Dirāsāt al-Qānūniyyah wa al-Iqtiṣadiyyah, No. 22, vol. 4, tahun 
2019, hlm. 402-412.

6 Bernard Arif Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, cet. I (Bandung: 
Mandar Maju, 1999), hlm. 119.
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Landasan kekuatan mengikat hukum yang dimaksud 
dalam fiqh qanuni adalah pada ranah siyāsah syar‘īyyah. 
Artinya, dalam konteks fiqh qanuni, filsafat hukum Islam harus 
menjawab pertanyaan tentang landasan mengikat dari perintah 
dan larangan pemerintah (al-tasyrī‘ al-waḍ‘ī) yang tertuang 
di dalam qanun. Demikian pula filsafat hukum Islam harus 
menjawab pertanyaan tentang kriteria yang dapat digunakan 
untuk menakar adil tidaknya suatu aturan yang ditetapkan 
pemerintah (al-tasyrī‘ al-waḍ‘ī). Tentu saja jawaban yang diberi-
kan harus sejalan dengan tuntunan syariat Islam.

Jawaban terhadap kedua pertanyaan di atas menjadi 
sarana bagi mahasiswa untuk dapat menghayati karakteristik 
ilmu hukum, sekaligus menjadi syarat untuk mampu bersikap 
kritis dan kreatif. Bagi calon praktisi hukum, penghayatan 
terhadap ilmu yang ditekuninya mutlak diperlukan. Demikian 
pula kemampuan kritis dan kreatif dalam bidang hukum, 
sebab tanpa kemampuan ini, sulit dibayangkan mereka mampu 
mengemban tugas di dunia kerja. Jadi mata kuliah filsafat 
hukum Islam merupakan kebutuhan bagi calon praktisi hukum, 
apalagi hukum Islam. Bahkan dalam konteks integrasi hukum 
Islam dan hukum konvensional, filsafat hukum Islam menjadi 
syarat utamanya.
2.	 Batasan	kajian	filsafat	hukum	Islam

Berdasarkan kebutuhan di atas, maka subjek materi mata 
kuliah Filsafat Hukum Islam dapat dibatasi pada kajian terhadap 
aspek-aspek yang tidak terjawab oleh keilmuan hukum Islam, 
baik itu ilmu Fikih, Usul Fikih, Siyāsah Syar‘īyyah, Fiqh Qanuni 
maupun ilmu Maqāṣid al-Syarī‘ah. Alasannya jelas, sebab sifat 
ilmu yang berupa pengetahuan sistematis menuntut muatan 
subjek materi ilmu yang sudah teruji validitasnya. Sedangkan 
masalah yang dikemukakan dalam batasan di atas bersifat 
spekulatif.

Perlu diingatkan bahwa sifat spekulatif di sini bukan 
berarti invalidnya kajian filsafat hukum Islam, sebab sifat spe-
kulatif adalah ciri kajian filosofis yang berupa abstraksi ter-
hadap realitas. Perhatikan, ilmu hukum berhenti setelah usai 
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mengungkap keberadaan hukum sebagai realitas, sementara 
masalah hukum dan juga ilmu hukum tidak berhenti. Lalu mun-
cul spekulasi-spekulasi sebagai tawaran solusi terhadap suatu 
masalah hukum. Pada saat seperti ini, diperlukan filsafat hukum, 
sebab metode filsafat adalah sarana mendekati kebenaran. 
Maka tawaran yang bermunculan itu dapat ditimbang melalui 
filsafat hukum Islam.

Melihat ke dalam hukum Islam, ilmu-ilmu yang disebutkan 
di atas telah memberi ajaran terkait dua pertanyaan fundamental 
filsafat hukum. Tetapi di abad kontemporer ini, soal supremasi 
hukum dalam konteks siyāsah syar‘īyyah dibicarakan kembali. 
Akibatnya, hal-hal yang sebelumnya dianggap telah selesai, kini 
harus dikritisi kembali. Nah, untuk memberi ruang yang cukup 
bagi proses kritis ini, maka kajian filsafat hukum Islam dibatasi 
pada aspek yang tidak terjawab oleh ilmu-ilmu hukum Islam 
saja.

Mengingat masalah-masalah hukum dibicarakan oleh 
ilmu-ilmu yang disebutkan di atas, maka pembicaraan filsafat 
hukum Islam berkisar pada hubungan-hubungan antarilmu dan 
antaraspek masalah. Hal ini sesuai dengan hikmah filsafat itu 
sendiri yang dapat menjadi sarana mengintegrasikan kembali 
ilmu-ilmu yang cenderung terpisah-pisah dan terspesialisasi. 
Oleh karena itu, filsafat hukum Islam menjadi syarat bagi upaya 
integrasi ilmu syariah dan ilmu hukum (fiqh qanuni).

Sekilas pandang batasan ini terkesan sempit, tapi sebe-
narnya tidak, sebab kemungkinan bagi kemunculan masalah-
masalah baru di bidang hukum cukup luas, tidak bisa dibatasi 
pada satu aspek saja. Jadi pembatasan yang dikemukakan di sini 
lebih dekat kepada ciri pembeda antara lapangan kajian filsafat 
hukum dan lapangan kajian ilmu hukum. Selain itu, pembatasan 
juga penting dalam rangka melatih mahasiswa menjadi kritis 
dan kreatif, sebab dengan pembatasan, proses pembelajaran 
menjadi terfokus dan mahasiswa lebih aktif.

Meski telah diberi batasan, namun ini tetap kabur bagi 
pemula yang belum tajam membedakan batas lapangan kajian 
ilmu-ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, pembelajaran mata 
kuliah Filsafat Hukum Islam harus disajikan secara terintegrasi 
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dengan ilmu Fikih, Usul Fikih, Siyāsah Syar‘īyyah, Fiqh Qanuni 
(Ilmu Hukum) maupun ilmu Maqāṣid al-Syarī‘ah. Dengan demi-
kian, mahasiswa akan terlatih berpikir kritis, kreatif, holistik 
dan moderat, hal inilah yang mengantarkan mahasiswa pada 
penghayatan terhadap hukum.
3.	 Ruang	lingkup	kajian	filsafat	hukum	Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kajian filsafat 
hukum Islam mencakup aspek ontologis, epistemologis dan 
aksiologis dari hukum Islam, baik itu hukum Islam dalam arti 
fikih maupun siyāsah. Selain topik-topik utama ini, kajian filsafat 
hukum Islam juga menuntut adanya pembahasan tentang per-
kembangan pemikiran filsafat hukum Islam itu sendiri. Oleh 
karena itu, setelah pembahasan tentang pengertian dan objek 
material-formal filsafat hukum Islam, lalu dilanjutkan dengan 
materi tentang periode dan pertumbuhannya.

Kajian filsafat hukum Islam tidak lepas dari pendapat 
para tokoh serta pengikutnya yang dapat dikategorikan sebagai 
aliran pemikiran. Maka diperlukan kajian tentang aliran pemi-
kiran yang berkembang dalam filsafat hukum Islam. Aliran 
pemikiran ini memiliki karakteristik tersendiri yang tidak bisa 
diidentikkan dengan aliran pemikiran kalam. Oleh karena itu, 
identifikasi aliran-aliran pemikiran filsafat hukum Islam tidak 
bisa dipadai dengan kategorisasi dalam ilmu kalam sehingga 
perlu disajikan dalam pembahasan tersendiri (lihat Gb. 01).

Materi kajian yang disebutkan di atas adalah dasar bagi 
topik inti yang hendak menjawab dua pertanyaan fundamental. 
Topik inti tersebut merupakan kajian tentang aspek ontologi, 
epistemologi dan aksiologi dari hukum Islam. Aspek ontologi 
dan epistemologi dari kajian buku ini didedikasikan untuk 
menjawab pertanyaan fundamental pertama, yaitu tentang 
landasan kekuatan mengikat hukum. Pertanyaan pertama ini 
dijawab dalam rangkaian Bab Tujuh, Bab Delapan dan Bab 
Sembilan. Adapun pertanyaan fundamental kedua, dijawab 
dalam rangkaian Bab Sepuluh, Bab Sebelas dan Bab Dua Belas. 
Jadi jawaban inti tersimpul pada Bab Sembilan dan Bab Dua 
Belas. Perhatikan ilustrasi berikut:
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Gb. 01. Alur proses pembelajaran Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam

Memerhatikan lingkupnya, maka pembelajaran filsafat 
hukum Islam terkoneksi dengan mata kuliah pendukung 
sebagai berikut:
1. Pengertian, objek material dan objek formal filsafat hukum 

Islam. Pembahasan ini terkoneksi dengan kajian filsafat 
umum, filsafat ilmu, filsafat hukum dan ilmu maqāṣid.

2. Periodisasi, macam aliran dan pertumbuhan pemikiran fil-
safat hukum Islam. Pembahasan ini terkoneksi dengan ka-
jian tārīkh tasyrī‘, sejarah peradaban Islam dan Ilmu Kalam.

3. Hakikat hukum (ontologi) dan hubungannya dengan moral. 
Pembahasan ini terkoneksi dengan kajian fikih, usul fikih, 
ilmu maqāṣid dan sejarah fikih.

4. Hubungan hukum dengan kekuasaan (epistemologi). Pemba-
hasan ini terkoneksi dengan kajian usul fikih, ilmu maqāṣid, 
sejarah usul fikih dan siyāsah syar‘īyyah.

5. Tujuan hukum (aksiologi) dan hubungannya dengan negara. 
pembahasan ini terkoneksi dengan ilmu maqāṣid, sejarah 
usul fikih dan siyāsah syar‘īyyah.

B.	 Tujuan	Pembelajaran	Filsafat	Hukum	Islam
Mengawali kajian ini ada baiknya dikutip pandangan 

Joseph Schacht tentang Islam. Setelah penelitian mendalam 
ia menyatakan: “Syariat Islam merupakan ikhtisar pemikiran 
Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup Muslim, serta 
merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri.”7 Perhatikan, 

7 Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law (Oxfort: Clarendon Press, 
1964), hlm. 1.
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apa yang dimaksudnya dengan kata syariat, apakah dalam arti 
norma hukum atau norma etika?

Kebanyakan orang bingung menghadapi istilah hukum 
Islam, syariat Islam, qanun dan fikih, atau dalam istilah Arab 
sering digunakan al-aḥkām al-syar‘iyyah, al-syar‘iyyat al-
islāmiyyah, al-tasyrī‘ al-islāmī, al-fiqh al-islāmī dan al-qanūn al-
islāmī. Semua kata ini digunakan secara bergantian dalam kon-
teksnya masing-masing. Hal ini membuat bingung orang-orang 
yang tidak sampai pada penghayatan hukum Islam. Mereka 
mengira boleh menerjemahkan kata-kata itu semua dengan 
satu frasa “al-ḥukm al-islāmī”, kata yang sama sekali tidak per-
nah digunakan dalam terminologi Islam. Jadi keliru jika frasa ini 
disinonimkan dengan islamic law atau islamic yurisprudence.

Uraian di atas memperlihatkan manfaat (outcome) mem-
pelajari filsafat hukum Islam secara ringkas tapi mendalam. 
Dengan kata lain, manfaat mempelajari filsafat hukum Islam 
adalah agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap hukum 
Islam itu sendiri. Mempelajari filsafat hukum Islam juga ber-
guna untuk mengantarkan pengkajinya pada penghayatan ter-
hadap hukum Islam. Sebab hakikat terdalam dari hukum Islam 
tidak bisa dicapai jika bukan dengan kajian kefilsafatan.

Manfaat yang disebutkan di atas dapat dicapai jika tujuan 
(output) pembelajaran telah diwujudkan. Pertama, memenuhi 
tuntutan perkuliahan tatap muka dan penugasan (baik tugas 
terstruktur maupun mandiri) yang dikuantitatifkan sebesar 2 
(dua) sks. Kedua, memenuhi capaian materi perkuliahan sejum-
lah 16 (enam belas) kali pertemuan. Ketiga, telah memenuhi 
standar asesmen dan evaluasi pembelajaran sebagaimana 
ditetapkan dalam kurikulum dan tertuang dalam Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS).

Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan capaian pem-
belajaran Prodi dalam rangka mencetak lulusan sesuai dengan 
profil yang telah ditetapkan dalam kurikulum prodi. Meski telah 
dirancang sedemikian rupa, namun tujuan ini tidak mudah 
karena materi filsafat hukum Islam itu sendiri memiliki tingkat 
kerumitan tinggi. Oleh karena itu, proses ini harus didukung 
dengan ketersediaan materi perkuliahan yang memadai.
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C.	 Peta	Konsep
Perkuliahan filsafat hukum Islam bukan sekadar untuk 

memberi pengetahuan kongnitif, bahkan untuk melatih ke-
mampuan berpikir abstrak-filosofis yang berada pada level 
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Oleh karena itu, konsep 
dasar mata kuliah Filsafat Hukum Islam ini dibangun di atas 
landasan konseptual filsafat sebagai metode. Salah besar jika 
filsafat dilihat sebagai hasil berpikir filosofis, atau pemikiran 
para filosof. Sebab sebenarnya filsafat adalah berpikir itu 
sendiri, yaitu metode berpikir yang rasional, kritis, reflektif 
dan argumentatif.8 Untuk memahaminya lebih dalam, mari me-
masuki satu persatu langkah kajian tentang peta konsep kajian 
filsafat hukum Islam.
1.	 Filsafat	sebagai	metode

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia 
yang merupakan bentuk majemuk yang terdiri dari kata philos 
dan kata sophia. Secara bahasa kata philos berarti kekasih 
atau bisa juga berarti sahabat, sedangkan kata sophia berarti 
kebijaksanaan atau kearifan, bisa juga berarti pengetahuan. Jadi 
secara harfiah, kata philosophia berarti mencintai kebijaksanaan 
atau sahabat pengetahuan.9 Nah, dari makna bahasa saja sudah 
terlihat bahwa yang dimaksud bukanlah hasil atau produk pe-
mikiran, tapi proses berpikir itu sendiri.

Selanjutnya kata philosophia diserap ke dalam Bahasa 
Arab menjadi kata falsafah. Ibn Manẓ�u� r memberi catatan, bahwa 
kata ini meupakan unsur asing (‘ajamī) yang diserap ke dalam 
bahasa Arab dan sepadan dengan kata al-ḥikmah,10 bisa juga 

8 Ahmad Baidowi, dkk. (penyunting), Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu 
Keislaman (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), hlm. 22. 

9 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, cet. XVI (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 
hlm. 14. Menurut tradisi kuno, istilah philosophia digunakan pertama sekali oleh 
Pythagoras (sekitar abad ke-6 SM). Ketika diajukan pertanyaan apakah ia seorang yang 
bijaksana, dengan rendah hati Pythagoras menjawab bahwa ia hanya philosophia, yakni 
orang yang mencintai pengetahuan. Akan tetapi, kebenaran kisah itu sangat diragukan 
karena pribadi dan kegiatan Pythagoras telah bercampur dengan berbagai legenda, 
bahkan tahun kelahiran dan kematiannya tak diketahui dengan pasti. Yang jelas pada 
masa Sokrates dan Plato, istilah philosophia dan philosophos sudah populer.

10 Ibn Manẓ�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. VII, (Kairo: Da� r al-H� adī�s� , 2003), hlm. 158.
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diartikan ḥubb al-ḥikmah (cinta kebijaksanaan).11 Kemudian 
dari bahasa Arab, kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia 
menjadi kata filsafat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), kata filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan 
dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang 
ada, sebab, asal dan hukumnya.12 Makna etimologis ini juga 
menunjuk pada arti proses, bukan hasil atau produk.

Makna harfiah ini menunjukkan hakikat filsafat sebagai 
kegiatan atau perbuatan, yaitu kegiatan akal dalam memikirkan 
tentang sesuatu. Menurut Louis O Kattsoff, ia sejenis percaka-
pan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. 
Secara lebih teknis, dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini berupa 
perenungan kefilsafatan yang berusaha untuk menyusun suatu 
bagan konsepsional, hasil generalisasi dan abstraksi dari pen-
galaman tentang hal-hal serta proses-proses satu persatu. Ke-
giatan ini memiliki ciri yang dapat diringkas sebagai berikut:13

1) Radikal (Yunani: radix: akar) berpikir sampai ke akarnya.
2) Universal (umum), artinya berpikir tentang hal atau proses 

yang bersifat umum.
3) Konseptual, artinya secara general (perumusan) atau 

abstraksi dari pengamatan tarhadap hal atau proses yang 
partikular atau individual.

4) Koheren dan konsisten, artinya sesuai dengan kaidah 
berpikir logis dan tidak mengandung kontradiksi.

5) Sistematis, artinya kebulatan dari sejumlah unsur yang saling 
berhubungan menurut aturan tertentu untuk mencapai 
suatu tujuan.

6) Komprehensif, artinya mencakup secara menyeluruh.
7) Bebas, yaitu bebas dari prasangka-prasangka.

Berpikir dengan tujuh ciri ini berlangsung dalam tiga 
lapangan yang disebut kerangka umum filsafat; 1) ontologi,14 

11 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM, 1995), hlm. 1.
12 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 

Gramedia, 2008), hlm. 392.
13 Louis O Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj.Soejono Soemargono, cet. X 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 6, dst. 
14 Kattsoff. Pengantar Filsafat..., hlm. 73. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, 
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(māhiyyah) yaitu untuk menjawab pertanyaan ‘apa’ hakikat 
sesuatu; 2) epistemologi15 (kayfiyyah), untuk menjawab 
pertanyaan ‘bagaimana’ sesuatu; 3) aksiologi.16 (ghāyah), yaitu 
untuk menjawab pertanyaan ‘untuk apa’ yang terkait dengan 
tujuan.17 Dalam praktik berpikir kefilsafatan pada tiga lapangan 
ini, harus dipatuhi aturan berikut:
1. Jika yang disorot adalah aspek ontologi dari objek, maka 

harus dipandang secara ontologis, sebab cara pandang 
epistemologi atau cara pandang aksiologi tidak mungkin 
mengantar pada pengetahuan yang benar tentang ontologi 
objek yang sebenarnya.

2. Jika yang disorot adalah aspek epistemologi dari objek, 
maka sudut pandang ontologi atau aksiologi tidak bisa 
menyampaikan pada pengetahuan yang benar tentang 
epistemologi suatu objek.

3. Demikian pula jika yang disorot adalah aspek aksiologi 
dari objek, maka sudut pandang ontologi dan epistemologi 
tidak bisa mengantar pada pengetahuan yang benar tentang 
aksiologi suatu objek.

Pengertian filsafat seperti yang disebutkan di atas adalah 

‘on’ artinya ‘yang ada,’ dan logos artinya ‘penyelidikan tentang,’ atau asas-asas 
rasionalitas. Rapar. Pengantar Filsafat..., hlm. 45. Ontologi adalah nama lain metafisika 
umum, ia membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh dan sekaligus.

15 Riẓal Mustansyir dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2001), hlm.16. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani “episteme” dan “logos”. 
Episteme artinya pengetahuan (knowledge), logos artinya teori. Dengan demikian 
epistemology berarti teori pengetahuan. A.M.W. Pranarka, Epistemologi Dasar; Suatu 
Pengantar (Jakarta: CSIS, 1987), hlm. 3. Dalam bidang ini terdapat tiga persoalan 
pokok: (a) apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan 
yang benar itu datang, dan bagaimana kita mengetahuinya? (b) Apakah sifat dasar 
pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pemikiran kita? Kalau 
ada, apakah kita dapat mengetahuinya? (ini adalah persoalan yang mengarah pada 
problem phenomena dan noumena). (c) Apakah pengetahuan kita itu benar (valid)? 
Bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dari yang salah? (poin terakhir 
ini adalah yang mengarah pada problem verifikasi). Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu; 
Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, cet. II 
(Yogyakarta: Belukar, 2005), hlm. 20.

16 Jujun S Suriasumantri. Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 234. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang 
berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.

17 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam..., hlm. 4.
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dasar bagi lahir dan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan, 
itulah sebabnya mengapa orang mengatakan filsafat adalah 
induk ilmu pengetahuan.18 Tetapi di sisi lain, harus diakui bahwa 
ilmu pengetahuan tidak bisa menggantikan filsafat, bahkan 
ilmu pengetahuan itu sendiri malah memunculkan persoalan-
persoalan kefilsafatan.19

Uraian ringkas ini cukup memadai bagi usaha memper-
kenalkan hakikat filsafat tanpa perlu mendefinisikannya secara 
rigit. Harus diakui benar adanya pernyataan banyak penulis, 
filsafat akan dipahami setelah seseorang terjun berfilsafat, 
bukan lewat uraian teoretis. Selanjutnya mari melihat filsafat 
sebagai kegiatan teknis yang diharap dapat melatih kemampuan 
seseorang dalam berpikir abstrak.
2.	 Prinsip-prinsip	akal	sebagai	sarana	berpikir	ilmiah

Kegiatan berpikir kefilsafatan dengan tujuh ciri di atas, 
dilakukan dengan menggunakan logika sebagai sarananya. 
Oleh karena logika adalah sarana berpikir ilmiah, maka kegiat-
an berpikir kefilsafatan harus memakai empat prinsip akal. 
Prinsip-prinsip itu disebut juga universal postulates of all 
reasoning, keempat prinsip tersebut adalah:
1. prinsip identitas (principium identitatis/law of identity); 
2. prinsip kontradiksi (principium contradictionis/law of 

contradiction); 
3. prinsip penyisihan jalan tengah (principium exclusi tertii/

law of excluded middle); 
4. prinsip alasan memadai (principium rationis sufficient/law 

of sufficient reason).20 
Keempat prinsip ini merupakan fitrah dari hakikat 

keberadaan manusia, sebab akal merupakan satu-satunya 
anugerah yang mebedakan manusia dari hewan. Dari itu, 

18 Jujun, Filsafat Ilmu..., hlm. 23.
19 Ewing, A. C., The Fundamental Questions of Philosophy, cet. II (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1952), hlm. 13. 
20 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis  

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 18. Tiga prinsip pertama dirumuskan oleh 
Aristoteles (382-322 SM), sedangkan prinsip yang keempat dirumuslan oleh Gottfried 
Wilhelm Leibniẓ (1645-1716 M).



Pendahuluan 13

kegiatan berpikir yang menerapkan empat prinsip ini menjaga 
manusia dari kebinatangannya. Penerapan keempat prinsip ini 
merupakan syarat agar suatu objek olah pikir dapat dikatakan 
masuk akal. Sebaliknya, jika prinsip ini dilanggar maka serta-
merta orang mengatakan itu tidak masuk akal, mustahil atau 
memperturutkan hawa nafsu.

Setiap manusia berakal dipastikan mengoperasikan empat 
prinsip ini dalam kegiatan berpikir. Hanya saja kompleksitas 
masalah berbeda-beda, mulai dari respon sederhana, berpikir 
memakai satu perspektif sampai pada berpikir multiperspektif. 
Semakin kompleks objek olah pikir yang dihadapi, maka semakin 
komprehensif penerapan prinsip-prinsip akal ini. Pada tingkat 
tinggi, berpikir multiperspektif menuntut kemampuan analisis 
holistik dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. 
Bisa saja ada aspek yang belum tuntas diidentifikasi, lalu me-
nimbulkan kontradiksi internal. Dari itu, perlu keterbukaan 
berpikir dan kesiapan berdiskusi untuk melengkapi yang luput 
dan kurang.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa berpikir kefil-
safatan adalah berpikir yang memenuhi prinsip dan kerangka 
yang baru saja disebutkan. Terpenuhinya prinsip dan kerangka 
tersebut dapat diketahui melalui tujuh ciri yang disebutkan se-
belumnya. Dengan pengertian seperti ini, maka dapat dipahami 
bahwa prinsip dan kerangka yang telah disebutkan di atas juga 
dipakai dalam memikirkan hukum Islam. Kegiatan berpikir 
yang memenuhi prinsip dan kerangka inilah yang disebut seba-
gai berpikir secara kefilsafatan terhadap hukum Islam.
3.	 Konsep	moderasi	Islami

Memerhatikan uraian pada latar belakang, saat membahas 
tentang kebutuhan terhadap filsafat hukum Islam, telah 
disinggung tentang isu oposisi antara qanun syar‘ī dan qanun 
waḍ‘ī. Mengingat kebutuhan ilmu hukum integratif, isu oposisi 
ini harus dimoderasi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan 
konsep moderasi Islami dari ayat berikut: 
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Tidakkah mereka merenungi Alquran, kalau bukan dari sisi Allah 
sungguh di dalamnya terdapat kontradiksi. (QS. Al-Nisa’ [4]: 82)

Menurut al-Qurt�ubī�, ayat ini merupakan dalil keharusan 
berpikir (nalar), istidlal, meninggalkan taklid buta, dan 
sekaligus dalil atas keberlakuan kias.21 Ini menunjukkan bahwa 
tadabbur berkaitan dengan epistemologi, yaitu kaidah rasional, 
sistematis dan tidak kontradiktif. Menurut Ibn ‘A� syu� r, tadabbur 
terhadap Alquran dilakukan dengan dua cara: 1) menghayati 
ayat per ayat (tafṣīlī), yaitu mengkaji petunjukan ayat terhadap 
makna yang dikandungnya; 2) menghayati Alquran secara 
keseluruhan, yaitu mengkaji aspek balagahnya hingga tampak 
Alquran benar-benar dari Allah dan kandungannya benar. Cara 
kedua mengantar pada tidak adanya pertentangan antar satu 
dan lain ayat Alquran.22

Adapun konsep moderasi sebagai kerangka teoretik 
tulisan ini diambil dari apa yang dirumuskan oleh Kuntowijoyo, 
ia mengatakan:23

Agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-
satunya sumber pengetahuan dan melupakan kecerdasan manu-
sia, atau sebaliknya, menganggap pikiran manusia sebagai satu-
satunya sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Jadi sumber 
pengetahuan itu dua macam, yaitu yang berasal dari Tuhan dan 
yang berasal dari manusia, dengan kata lain teoantroposentrisme.

Konsep yang diajukan Kuntowojoyo ini bisa diringkas 
sebagai moderasi-dualisme, yaitu pora pikir yang menerima dan 
memadukan dua sisi ekstrem sehingga menjadi pola berpikir 
multiperspektif dan multidimensional. Pola pikir ini kebalikan 
dari pola pikir monisme, seperti keyakinan para penganut 
realitas tunggal.24 Konsep moderasi-dualisme ini digunakan 

21 Al-Qurt�ubī�, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān, jld. VI (Kairo: Maktabah al-
Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 185.

22 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, cet. II, jld. II 
(Tunisia: al-Syirkah al-Tu� nisiyyah li al-Tawẓī�‘, 1985), hlm. 18. 

23 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, edisi 
kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 54. 

24 Kattsoff, Pengantar Filsafat..., hlm. 52, 150. Penganut monisme hanya 
mengakui adanya satu substansi. Monisme epistemologis menghadapi permasalahan 
kebenaran, sebab pengetahuan bisa berbeda dari objek.
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untuk menyorot masalah yang menjadi fokus kajian tulisan ini, 
yaitu isu dikotomi qanun syar‘ī dan qanun waḍ‘ī.

Kata moderat berarti menghindari perilaku atau peng-
ungkapan yang ekstrem, atau kecenderungan ke arah dimensi 
atau jalan tengah.25 Kata moderat berasal dari bahasa Inggris 
‘moderate,” padanannya dalam bahasa Arab adalah “mu‘tadil” 
atau “mutawasiṭ”26 yang berarti pertengahan.27 Kata wasaṭa 
dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang berada di antara 
dua tepi.28 Menurut ‘Alī� Muh� ammad al-S�ala�bī�, wasaṭa tidak 
lepas dari arti kebaikan (al-khayriyyah) dan pertengahan (al-
bayniyyah).29 Adapun wacana yang dibangun Alquran dengan 
kata al-wasaṭiyyah dapat dilihat dalam penggunaannya pada 
ayat berikut:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat 
Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi 
saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan 
kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 
yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa 
amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 
oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
manusia. (Q.S. al-Baqarah [2]: 143). 

25 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 924.
26 Munī�r al-Ba‘albakī�, al-Mawrid; Qāmūs Inklīzī-‘Arabī, edisi keenam (Beirut: 

Da� r al-‘Ilm li al-Mala�yī�n, 1973), hlm. 586. 
27 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, cet. 

VIII (Krapyak, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1621, 1760. 
28 Ibn Manẓ�u� r, Lisān al-‘Arab..., hlm. 297. 
29 ‘Alī� Muh� ammad al-S�ala�bī�, al-Wasaṭiyyah fī al-Qur’ān al-Karīm (Kairo: 

Maktabah al-Ta�bi‘ī�n, 2001), hlm. 38. 
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Menurut al-T�abarī�, kata “wasaṭa” dalam ayat ini bermakna 
pertengahan “al-‘adl,” ini berarti orang-orang baik “al-khayyār.” 
Sebab orang baik di antara manusia adalah orang yang bersikap 
pertengahan.30 Para mufasir menafsirkan ayat ini dengan 
merujuk ayat berikut: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali 
‘Imran [3]: 110). 

Menurut Ibn ‘A� syu� r, kedua ayat ini merupakan pujian 
untuk kaum muslimin, karena Allah mempersiapkan mereka 
untuk suatu keutamaan. Mereka dilengkapi dengan bekal yang 
dapat menjadikan mereka moderat (tawāsuṭ), yaitu berupa 
ajaran syariat yang tipologinya menuntun pikiran. Dengan 
demikian, selama mengikuti syariat, umat Islam tidak akan 
jatuh dalam kesesatan.31 Moderatisme Islam berarti ajarannya 
yang pertengahan, baik dalam hal ontologi, epistemologi mau 
pun aksiologinya. Lalu umat Islam dikatakan moderat karena 
timbul sikap pertengahan sebagai akibat mengamalkan ajaran 
Islam. 

Mengingat ajaran Islam bersumber dari Alquran dan 
Sunah, maka di satu sisi ia berdimensi teosentris, tetapi di sisi 
lain ia berdimensi antroposentris. Penerimaan terhadap kedua 
dimensi inilah yang disebut paradigma teoantroposenstrisme, 
yaitu sikap pertengahan atau moderasi secara dualisme, bukan 
dikotomi dan bukan kontradiksi. 

Bisa dijelaskan bahwa dimensi teosentris dari ajaran 
Islam berisi akidah, ibadah, akhlak dan sebagian kasus 

30 Al-T�abarī�, Tafsīr al-Ṭabarī, jld. II (Beirut: Da� r al-Fikr, t.th.), hlm. 6.
31 Ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Taḥrīr..., jld. II, hlm. 18.
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khusus dalam bidang perdata dan pidana. Setiap ajaran dalam 
dimensi teosentris berlaku tetap karena ta‘abbud. Sementara 
dimensi antroposentris ajaran Islam berisi aturan muamalah 
yang disyariatkan kaidah-kaidah dasarnya saja secara umum. 
Misalnya musyawarah (al-syūrā), persamaan di depan hukum 
(al-musāwah), keadilan (al-‘adālah), tidak memberatkan (lā 
ḍarara wa lā ḍirāra) dan kaidah-kaidah lain yang menjadi dasar 
bagi furū‘.32 Nah, masing-masing dari dimensi ini ditempatkan 
pada posisinya sehingga antara satu dan lainnya tidak berkon-
tradiksi.

Moderasi-dualisme merupakan suatu kebijaksanaan 
(al-ḥikmah) yang timbul karena ilmu dan amal berdasar ilmu.33 
Ahli hikmah mengetahui posisi sesuatu sehingga ia mampu 
menempatkannya secara harmoni, tidak kontradiksi. Maka 
inti dari hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. 
Hikmah juga berarti mendahulukan sesuatu yang lebih bermanfa-
at, tapi untuk itu diperlukan pengetahuan yang benar. Para ulama 
menjelaskan bahwa rukun hikmah itu ada tiga:34

1. Ilmu yang benar dan kokoh.35 Mengingat telah terputusnya 
wahyu dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad saw., 
maka untuk menjadi bijaksana manusia harus meninggalkan 
waham (praduga). Oleh karena itu, ilmu yang benar dan 
kokoh dibuktikan oleh validitas metode dan pendekatan, 
serta ketahanan terhadap berbagai uji (falsifikasi). Hal lain 
yang menjadi rukun hikmah dapat dilihat dalam Hadis yang 
dibukukan oleh Muslim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah 
pernah memuji al-Asya� j, seorang pemimpin kabilah, dengan 
ucapan: “Pada dirimu ada dua perkara yang dicintai Allah, 
yaitu cerdik (al-ḥilm) dan kehati-hatian (al-unnah).” Para 

32 ‘Abd al-Karī�m Zayda�n, al-Madkhal li Dirāsat al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Iskandariah: Da� r Ghabr ibn al-Khatta�b, 1969), hlm. 52-54.

33 Ah� mad al-S�a�wī� al-Ma� likī�, Ḥāsyiyyah al-‘Allāmah al-Ṣāwī ‘alā Tafsir Jalālayn, 
jld. I (Beirut: Da� r al-Fikr, t.th.), hlm. 128. Pemaknaan al-ḥikmah sebagai ilmu bermanfaat 
yang mengantar pada amalan merupakan penafsiran yang paling sahih.

34 Jabbar Sabil, Muslim Moderat: Tadabbur Sirkularitas Keilmuan Islam (Banda 
Aceh: Bandar Publishing, 2016), hlm. 66.

35 Ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Taḥrīr..., jld. III, hlm. 61. Al-Ḥikmah adalah ilmu yang 
kokoh dan perbuatan dijalankan berdasar ilmu tersebut.
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ulama menjadikannya sebagai rukun kedua dan ketiga bagi 
hikmah. 

2. Cerdik (al-ḥilm). Al-Ḥilm merupakan perpaduan antara 
pengetahuan mendalam dan kasih sayang. Orang cerdik 
mampu mengendalikan diri saat marah, padahal ia punya 
kemampuan dan kesempatan untuk melampiaskannya. Ke-
cerdikan membuat seseorang dapat mengelola energi marah 
(al-quwwah al-ghaḍabiyyah) menjadi positif. Sebab paduan 
pengetahuan yang mendalam dan kasih sayang menimbulkan 
dorongan mental untuk memperbaiki kesalahan. 

3. Kehati-hatian (al-unnah). Al-Unnah berarti tidak tergesa-gesa 
dalam memutuskan sesuatu. Ukurannya adalah terpenuhinya 
perintah “fatabayyanu” dengan melakukan survey, observasi 
dan sebagainya sesuai konteks.

4.	 Konsep	hak	dan	kewajiban
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hak 

berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 
sesuatu.36 Kata hak merupakan unsur serapan dari bahasa Arab 
yang mana al-ḥaqq berarti lawan dari batil.37 Menurut al-Khu� lī�, 
definisi hak terbaik dari generasi awal dapat dirujuk dari al-
Qa�d� i H� usain Abu�  ‘Alī� al-Marwaẓī�, yaitu:38

Hak adalah kekhususan yang muncul dari pada apa yang dijadikan 
tujuan secara syarak.

Definisi ini menunjukkan hakikat ontologis hak yang kon-
septual, yaitu suatu kehususan, baik itu pada kepemilikan benda 
fisik maupun pada kepemilikan manfaat atau lainnya yang tidak 
berwujud fisik. Lalu tambahan sifat “muẓhir” menunjukkan 
bahwa hak tersebut merupakan konsekuensi atau hasil yang 
peruntukannya tidak boleh dirampas oleh orang lain. Sedang 
kata “yuqṣad lah syar‘an” menunjukkan hak tersebut diperoleh 
dengan cara yang dibolehkan oleh syariat.

36 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 474.
37 Ibn Manẓ�u� r, Lisān al-‘Arab..., jld. II, hlm. 525.
38 Ah� mad Mah� mu� d al-Khu� lī�, Naẓariyyat al-Ḥaqq bayn al-Fiqh al-Islāmī wa al-

Qānūn al-Waḍ‘ī, cet. I (Kairo: Da� r al-Sala�m, 2003), hlm. 38..
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Menurut Fath� ī� al-Durynī�, para ulama sepakat adanya dua 
macam hak, yaitu hak Allah yang terkait dengan masyarakat dan 
hak manusia yang bersifat individu.39 Menurut ahli fikih dan usul 
fikih, hak Allah bersifat ta‘bbud, baik pada ibadah murni yang 
merupakan hak mutlak Allah maupun yang berpadu dengan 
hak manusia seperti pada ibadah ẓakat. Adapun hak manusia 
dibahas dalam konteks muamalah, baik itu kepemilikan harta 
secara materil maupun kepemilikan dalam arti yang abstrak. 
Di sini terjadi perpotongan antara fikih dan siyāsah, sebab 
hak manusia juga diatur oleh ulil amri melalui qanun.40 Kedua 
macam hak ini berkaitan langsung dengan kewajiban.

Menurut KBBI, kata kewajiban berarti sesuatu yang 
harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang 
berlaku.41 Dalam bahasa Arab, kata wajaba semakna dengan 
kata lazima,42 yang dalam bahasa Inggris artinya sepadan 
dengan kata imperative.43 Adapun uṣūliyyūn mendefinisikan 
kewajiban sebagai berikut:44

Kewajiban adalah sesuatu yang dituntut oleh al-Syāri‘ agar 
dikerjakan sebagai tuntutan yang mengikat.

Definisi ini melihat hakikat ontologis wajib sebagai per-
buatan Allah yang memberi tuntutan (ṭalab), lalu ditambah 
dengan sifat dari tuntutan, yaitu memberi daya ikat (ilzām). 
Sifat tuntutan (ṭalab) yang mengikat (mulzim) memunculkan 
beban (kulfah) di dalam tanggungan (żimmah) si subjek hukum 
(mukallaf). 

Selain pada kewajiban dalam arti tuntutan, konsep 
tanggungan (żimmah) juga mencakup kepemilikan nonmateril, 

39 Fath� ī� al-Duraynī�, Naẓariyyat al-Ta‘assuf fī Isti‘māl al-Ḥaqq fī Fiqh al-Islāmī, 
cet. IV (Beirut: Mu� ’assasah al-Risa� lah, 1988), hlm. 27.

40 Al-Khu� lī�, Naẓariyyat al-Ḥaqq..., hlm. 107.
41 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 1553.
42 Ibn Manẓ�u� r, Lisān al-‘Arab..., jld. IX, hlm. 217.
43 Al-Ba‘albakī�, al-Mawrid..., hlm. 452. imperative = ilzāmī.
44 Sala�m Madku� r, al-Madkhal ilā al-Fiqh al-Islāmī, cet. II (Kairo: Maktabah ‘Abd 

Alla�h Wahbah, 1955), hlm. 68.
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misalnya pada utang (dayn), hak asuh (ḥaḍanah), atau wakil 
(wakālah). Maka kajian tentang daya ikat hukum dibahas 
dalam konteks hak Allah dan hak manusia. Dalam konteks hak 
Allah, timbul diskusi terkait kewajiban menunaikan tuntutan 
yang bersifat ta‘abbud, yaitu kepatuhan terhadap perintah dan 
larangan Allah. Lalu pada hak manusia, dibicarakan tentang 
kewajiban menunaikan amanah dan berbuat adil. Berdasar dua 
macam hak dan kewajiban inilah timbul kajian hukum dalam 
arti fikih dan siyāsah.
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E.	 Latihan
1. Jelaskan manfaat (outcome) yang hendak dicapai melalui 

mata kuliah Filsafat Hukum, baik hukum konvensional 
maupun hukum Islam.
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2. Jelaskan dua pertanyaan fundamental ilmu hukum yang 
menjadi tugas filsafat hukum untuk menjawabnya. 

3. Jelaskan batasan kajian mata kuliah Filsafat Hukum Islam.
4. Jelaskan pengertian berpikir secara kefilsafatan. 
5. Mengingat adanya oposisi antara qanun syar‘ī dan qanun 

waḍ‘ī maka diperlukan moderasi berdasar konsep yang 
dirumuskan oleh Kuntowijoyo. Sebutkan ringkasan konsep 
tersebut.

6. Hakikat filsafat adalah kegiatan atau perbuatan, yaitu ke-
giatan akal dalam memikirkan tentang sesuatu. Secara lebih 
teknis, kegiatan ini berupa perenungan-perenungan berikut, 
kecuali...
a. percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau 

dengan orang lain
b. perenungan kefilsafatan yang berusaha untuk menyusun 

suatu karya fiksi 
c. perenungan kefilsafatan yang berusaha untuk menyusun 

suatu bagan konsepsional
d. perenungan kefilsafatan yang berusaha untuk menyusun 

suatu generalisasi dan abstraksi dari pengalaman
7. Ciri berpikir secara kefilsafatan adalah: 1) Radikal; 2) 

Universal; 3) Konseptual; 4) Koheren; 5) Sistematis; 6) 
Komprehensif; 7) bebas dari. Kata komprehensif di sini 
bermakna...
a. menghindari prasangka
b. sampai ke akar-akarnya
c. mencakup secara menyeluruh
d. berpikir secara umum

8. Berikut ini adalah lapangan-lapangan yang disebut kerangka 
umum filsafat...
a. ontologi (māhiyyah)
b. epistemologi (kayfiyyah)
c. aksiologi. (ghāyah)
d. a, b dan c benar
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9. Berikut ini adalah prinsi-prinsip akal, kecuali...
a. prinsip akal sehat
b. prinsip identitas
c. prinsip kontradiksi
d. prinsip alasan memadai

10.Berikut ini adalah rukun-rukun hikmah, kecuali...
a. al-‘ilm
b. al-ḥilm
c. al-amanah
d. al-Unnah



BAB DUA
PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengon-

traskan perbedaan antara objek material dan objek formal fil-
safat hukum Islam. Namun sebelum itu harus dipahami lebih 
dahulu tentang pengertian filsafat hukum Islam dan hikmah 
pensyariatan hukum Islam. Standar kompetensi pembelajaran 
ini berada pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Maka 
disajikan materi pembelajaran sebagai berikut:
1. Pengertian filsafat hukum Islam dan hikmah pensyariatan;
2. Pengertian dan perbedaan antara objek material dan objek 

formal filsafat hukum Islam.
Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 

sampai pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu mengintegra-
sikan antara konsep berpikir kefilsafatan dengan materi yang 
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah sebagai pengantar kuliah; 
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana eva-

luasi kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi kelompok untuk mengindentifikasi adanya sikap 

integrasi antara konsep berpikir kefilsafatan dan materi 
yang disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang pengertian filsafat 

hukum Islam dan hikmah pensyariatannya; 
2. Membangun skema, diagram atau sketsa tentang perbedaan 

antara objek material dan objek formal filsafat hukum Islam.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang terkait 

dengan pengembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. 
Ketiga ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik 
itu ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Pengertian dan Objek Kajian Filsafat Hukum Islam 

1. Pengertian Filsafat Hukum Islam
Memahami filsafat hukum Islam tidak lepas dari makna 

tiga kata yang menyusunnya, yaitu kata filsafat, kata hukum dan 
kata Islam, maka berikut ini dijelaskan pengertian ketiganya.

a.	 Pengertian	filsafat
Pengertian filsafat telah diuraikan pada pendahuluan 

buku ini, mengingat keterbatasan ruang, maka di sini tidak 
dijelaskan lagi, bagi yang membutuhkan dapat membacanya 
kembali. Satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa filsafat 
adalah kegiatan berpikir yang sesuai dengan ciri, prinsip dan 
kerangka yang telah dijelaskan pada Bab Satu.

b. Pengertian hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum 

berarti aturan atau undang-undang.1 Kata hukum berasal dari 
Bahasa Arab yang secara bahasa berarti ilmu (al-‘ilm) atau 
pemahaman (al-fahm), namun secara istilah dimaknai sebagai 
pemberian norma terhadap sesuatu,2 baik berupa perbuatan 
atau sifat. Ketika pemberian norma dilakukan secara syar‘ī, 
maka hukum disebut sebagai ḥukm al-syar‘ī.3 Adapun pemberian 
norma oleh pemerintah (ulil amri) disebut qānūn. Para fukaha 
mendefinisinya sebagai berikut:4

Dalam istilah fukaha, qanun didefinisikan sebagai kumpulan 
kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan, yang mana jika 
diperlukan, orang akan dipaksa mengikuti aturan tersebut oleh 
pemegang otoritas.

1 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm. 510. 

2 Ibn Manẓ�u� r. Lisān al-‘Arab, jld. II (Kairo: Da� r al-Ḥ� adī�s� , 2003), hlm. 540.
3 ‘Alī� Ḥ� asb Alla�h, Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī (Kairo: Da� r al-Fikr al-‘Arabī�, 1982), 

hlm. 375. 
4 ‘Abd Alla�h Mabru� k al-Najja� r, al-Madkhal al-Mu‘āṣirah li Fiqh al-Qānūn (Kairo: 

Da�r al-Nahd� ah, 2001), hlm. 13.
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Melihat dalam diskursus keilmuan hukum Islam, maka 
dapat dikatakan bahwa dalam Islam dikenal adanya dua macam 
hukum. Pertama hukum dalam konsepsi fikih, yaitu ketentuan-
ketentuan al-Syāri‘ yang bersifat transenden (mutā‘alī). Kedua 
hukum dalam konsepsi siyāsah, yaitu ketetapan ulil amri yang 
bersifat imanen (kāmin). Masuk lebih jauh dalam teori hukum 
Islam, bagi ahli usul (uṣūliyūn) hukum adalah khiṭāb al-Syāri‘, 
sementara menurut ahli fikih (fuqahā’) hukum adalah sifat bagi 
syariat yang merupakan konsekuensi dari khiṭāb.5 Ahli usul 
mendefinisikan hukum sebagai berikut:6

Hukum menurut ahli usul adalah sapaan Ilahi (khiṭāb Allāh) yang 
terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (iqtiḍā’), 
pilihan (takhyīr), maupun yang terkait dengan ḥukm al-waḍ‘ī.

Khiṭāb yang dimaksud pada definisi ini adalah tuntutan 
agar sesuatu dilakukan (ṭalab al-fi‘l) atau tuntutan agar ditinggal-
kan (ṭalab al-tark), tuntutan tersebut berupa perintah (al-amr) 
atau larangan (al-nahy). Sedangkan pilihan (takhyīr) adalah hal 
yang tidak ada perintah atau larangan dan dipulangkan pada 
pilihan mukallaf. Adapun tiga poin yang terakhir disebut oleh 
ahli usul sebagai ḥukm al-waḍ‘ī, yaitu sebab (al-sabab), syarat 
(al-syarṭ), dan pencegah (al-māni‘).7 Ketiga hal ini dipahami ber-
dasar penjelasan nas syariat dan juga indikator logis.

Menurut Ḥ� usayn Ḥ� a�mid Ḥ� assa�n, khiṭāb yang dimaksud 
uṣūliyyūn adalah kalam Allah yang bersifat al-nafsī al-azalī yang 

5 Wahbah al-Zuhaylī�, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, jld. I (Beirut: Da� r al-Fikr, 1986), 
hlm. 41. 

6 Muh� ibb al-Dī�n ibn ‘Abd al-Syaku� r al-Bah� a� rī�, Musallam al-Ṡubūt, jld. I (Beirut: 
Da�r al-Fikr, t.th.), hlm. 54. 

7 Mengenal hukum syarak merupakan tujuan dari ilmu fikih dan uṣūl al-
fiqh, tetapi ilmu uṣūl al-fiqh melihat dari sisi peletakan kaidah dan metode yang 
mengantar kepada hukum. Sedangkan ilmu fikih melihat dari sudut pandang aktivitas 
peristinbatan yang menerapkan kaidah dan metode uṣūl al-fiqh. Khiṭāb Allāh di sini 
berarti kalam Allah dan perantaranya, yaitu Sunah, ijmak, dan dalil syariat lainnya. 
‘Abd al-Karī�m Zayda�n, al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Mu’assasah al-Risa� lah, 1987), 
hlm. 23. 
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ditunjuk oleh kalam lafẓī dan dalil syar‘ī lainnya. Keberadaan 
khiṭāb menjadi inti dari hukum, yaitu sebagai Yang Menghendaki 
(munsyi’) adanya hukum syar‘ī (insyā’ al-ḥukm al-syar‘ī).8 Pan-
dangan ahli usul ini memperjelas bahwa hukum Islam dalam 
konsepsi fikih adalah sistem yang ditetapkan berdasar wahyu, 
maka keberadaannya lebih tinggi dari negara dan masyarakat. 
Menurut Muslehuddin, sistem hukum ini tidak dikontrol oleh 
negara atau pun masyarakat, sebaliknya ia yang mengontrol 
negara dan masyarakat.9 Berbeda halnya dengan hukum dalam 
konsep siyāsah, sebab berupa kewenangan pemerintah untuk 
mengatur masyarakat.

Adapun pada hukum konvensional, definisi tertua melihat 
hukum sebagai ketentuan yang mengatur tentang sikap tindak 
manusia, yakni mengatur bagaimana manusia harus betindak 
dalam kehidupannya.10 Untuk susunan definisinya, Kansil me-
ngutip redaksi yang dianggapnya cukup baik dan lengkap, yaitu 
sebagai berikut:11

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat 
yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran 
mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya 
tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

Beranjak dari definisi ini, Kansil menyimpulkan bahwa 
hukum dapat dibatasi dengan melihat empat komponen:12 
a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat; 
b) Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang ber-

wajib; 
c) Peraturan itu bersifat memaksa; 

8 Ḥ� usayn Ḥ� a�mid Ḥ� assa�n, al-Ḥukm al-Syar‘ī ‘ind al-Uṣūliyyīn (Kairo: Da� r al-
Nahd� at al-‘Arab,1972), hlm. 18.

9 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalists 
(Lahore: Islamic Publication, t.th.), hlm. 55. 

10 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 
37. 

11 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1977), hlm. 38

12 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 39. 
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d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah 
tegas. 

Dari empat komponen ini, yang terpenting bagi identitas 
hukum adalah otoritas, yaitu tentang siapa yang mengadakan 
hukum. Menurut Van Apeldorn unsur atau komponen inilah 
yang membedakan kaidah hukum dari kaidah etika dan agama, 
kata kuncinya adalah kaidah yang dikeluarkan oleh negara.13 
Inti yang dimaksudnya adalah daya ikat.

Unsur atau komponen ini menjadi perdebatan yang tak 
habisnya, filsafat hukum didera oleh pertanyaan tentang kekua-
tan transendental yang menjadi alasan bagi berlakunya hukum 
secara mengikat. Catatan sejarah menunjukkan pasang surut-
nya pemikiran para pemikir/filosof, hal ini dapat ditelusuri de-
ngan membaca kembali buku-buku filsafat hukum pada pem-
babakan perkembangan filsafat hukum.14 

Menurut Lili Rasjidi, pada masa kejayaan Yunani dan 
Romawi kuno, yang mengemuka adalah aliran filsafat hukum 
alam. Bangsa Yunani menganut hukum ketuhanan, yang mana 
dewa-dewa bertahta di atas dunia manusia. Dewa-dewa tersebut 
harus tunduk pada undang-undang tuhan yang disebut moira.15 
Lima abad kemudian, terjadi perubahan yang dipengaruhi oleh 
pemikiran filosof besar, yaitu Socrates. Ia menjadi tonggak per-
ubahan, karena ialah yang pertama kali memberi perhatian 
kepada manusia sepenuhnya.16

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa mulanya 
filsafat hukum menjelaskan tentang hubungan antara masya-
rakat dengan aturan alam, alam pun dipandang suci dan sakral. 
Lalu di abad modern terjadi perubahan, di mana hukum di-

13 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 
hlm. 429

14 Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 
hlm. 14. Misalnya pembabakan yang dipilih oleh Lili Rasjidi, ia membaginya kepada 
1) zaman purbakala (masa Kejayaan Yunani dan Romawi), 2) abad pertengahan, 3) 
zaman renaissance, 4) zaman baru dan 5) zaman modern.

15 Amiruddin Abdul Wahab, Hukum Alam (Banda Aceh: Fakultas Ḥukum 
Unsyiah, 1979), hlm. 5. 

16 Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum..., hlm. 15
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definisikan sebagai ketetapan pemerintah semata dan lepas 
dari pengaruh agama atau teologi. Tetapi di abad postmodern, 
pandangan modern dikritik sehingga hukum cenderung dilihat 
secara sosiologis-empiris. Bahkan belakangan muncul aliran 
critical legal studies (CLS) yang menganut pluralisme hukum.17

Melihat dari sudut pandang Islam, hukum sebagaimana 
definisi yang dikutip oleh Kansil sama dengan siyāsah, yaitu 
aturan yang ditetapkan pemerintah demi maslahat masyarakat 
umum.18 Otoritas pemerintah memberi kekuatan mengikat 
pada suatu aturan sehingga dapat disebut sebagai hukum. 
Dalam Islam, peraturan pemerintah dipandang sahih selama 
tidak bertentangan dengan syariat (qanun syar‘ī). Jadi, hukum 
dalam arti aturan pemerintah tidak kehilangan tempat dalam 
sistem hukum Islam. Sebab hakikat hukum adalah aturan yang 
dibuat oleh otoritas tertentu, baik dalam arti teosentris maupun 
antroposentris.

c. Pengertian Islam
Kata Islam dapat dilacak penggunaannya dalam Alquran, 

antara lain pada ayat berikut ini:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. 
Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali 
sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 
(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap 
ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. 
(QS. Ali ‘Imran [3]: 19).

Memerhatikan redaksi ayat, tampak bahwa kata “Islam” 
dipakai setelah kalimat penegasan “agama yang diridai di sisi 
Allah.” Menurut Ibn ‘A� syu� r, kata agama (al-dīn) merupakan 

17 Munir Fuady, Filsafat dan Teori Hukum Postmodern (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2005), hlm. 11. Aliran CLS berakar dari ajaran kiri baru seperti mazhab 
Franfrut.

18 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw Nizām al-Dawlah al-
Islāmiyyah fī Syu’ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah (Kairo: Da� r al-
Ansar, 1977), hlm. 15. 
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genus (jins), sedangkan kata Islam merupakan nama bagi 
agama yang diridai di sisi Allah. Ia menyatakan pada dasarnya 
kata al-dīn bermakna balasan (jazā’), lalu secara uruf (ḥaqīqat 
‘urfiyyah) berubah penggunaannya menjadi nama bagi ajaran 
akidah dan amal yang disampaikan Rasulullah saw. dari Allah.19 
Tidak jauh berbeda dari Ibn ‘A� syu� r, al-Qurt�ubī� mengartikan kata 
al-dīn sebagai taat dan agama (al-ṭā‘ah wa al-millah). Adapun 
kata Islam diartikan sebagai iman dan berbagai ketaatan 
(ditulis berbentuk jamak: al-ṭā‘āt), maksudnya taat terhadap 
semua ketentuan syariat. Menurut al-Qurt�ubī�, ini merupakan 
pendapat jumhur mutakallimin.20

Memperhatikan uraian mufasir di atas, tampak bahwa 
kata Islam dimaknai sebagai nama bagi keseluruhan ajaran 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., baik itu akidah, 
syariat maupun akhlak yang beliau ajarkan. Dalam konteks 
siyāsah syar‘iyyah, Rasulullah saw. telah memberi contoh 
dalam pengelolaan negara Islam di Madinah, yaitu melalui 
penyusunan Piagam Madinah.21 Oleh karena itu, kata Islam 
mengandung makna yang luas, mencakup ketentuan hukum 
Islam hasil ijtihad para ulama terhadap teks Alquran dan Sunah, 
termasuk pula aturan-aturan dari pemerintah yang sejalan 
dengan tuntunan syariat dan dirumuskan berdasar mekanisme 
musyawarah (syūrā).22

Beranjak dari uraian di atas, maka ajaran Islam harus 
dicari dari sumbernya, bukan dari amaliah pemeluknya, 
sebab aturan pemerintah pun harus sesuai dengan tuntunan 
Alquran dan Sunah. Ajaran Islam tidak bisa dipahami melalui 
penelitian yang menerapkan teori-teori ilmu sosial. Misalnya 
menggunakan teori fungsional yang membatasi agama sebagai 

19 Muhammad al-Ta�hir Ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr, jld. III (Tunisia: 
Da�r al-Tu� nisiyyah, 1984), hlm. 188.

20 Al-Qurt�ubī�, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, jld. IV (Kairo: Maktabah al-
Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 41. 

21 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian 
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk 
(Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 12.

22 ‘Abd al-Qa�dir ‘Awdah, al-Islām wa Awḍā‘unā al-Siyāsiyyah (Kairo: Da� r al-
Kita�b al-‘Arabī�, 1951), hlm. 78. 
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“pendayagunaan sarana non-empiris atau supra-empiris untuk 
maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris.”23 Ini me-
nimbulkan distorsi pemahaman terhadap Islam, seolah-olah 
rigid dan kaku. Padahal ajaran Islam memiliki sifat terbuka dan 
akomodatif, buktinya adalah penerapan ta‘līl dan al-ḥikmah 
dalam epistemologi hukumnya.

Penerapan ta‘līl dan al-ḥikmah dalam epistemologi 
hukum Islam menjadikan nas Alquran dan Sunah bersifat ako-
modatif terhadap isu-isu hukum baru yang muncul di tengah 
masyarakat. Jadi isu-isu sosial kemasyarakatan tidak lepas dari 
cakupan Alquran dan Sunah walau secara kontekstual. Hanya 
saja hal-hal yang bersifat publik dipulangkan kepada siyāsah 
syar‘iyyah di bawah kewenangan penguasa (ulil amri), dan itu 
tidak keluar dari konsepsi hukum Islam. Hal ini pula yang telah 
menimbulkan salah paham pada pengamat dari luar Islam.

Salah seorang peminat kajian hukum Islam, Joseph 
Schacht, menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada pembedaan 
antara hukum privat dan hukum publik, hukum sipil dan hukum 
penalti dan seterusnya sebagaimana halnya yang lumrah dikenal 
dalam sistem hukum Barat modern.24 Kiranya pernyataan ini 
karena membatasi hukum Islam pada fikih saja, padahal aspek 
publik diakomodasi oleh siyāsah syar‘iyyah.

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa kata Islam ber-
arti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., ber-
sumber dari Allah Swt., baik itu ajaran akidah, syariah, maupun 
akhlak. Mengingat hal-hal yang bersifat akhlāqī diberikan hak 
bagi penguasa untuk mengaturnya, maka Islam harus dipahami 
sebagai satu sistem yang utuh, di mana siyāsah syar‘iyyah juga 
bagian dari entitas sistem Islam itu sendiri. Jadi pada penger-
tian Islam, tercakup pula siyāsah syar‘iyyah di dalamnya.

d.	 Pengertian	filsafat	hukum	Islam
Sebelum membicarakan makna terminologis filsafat 

hukum Islam, lebih dahulu harus dipahami pengertian filsafat 
23 Thomas F. O’Dea, Sosiologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 

hlm. 13.
24 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxfort: Clarendon Press, 

1964), hlm. 113. 



Pengertian Filsafat Hukum Islam 31

Islam dan pengertian filsafat hukum. Ḥal ini penting agar tidak 
terjadi bias ketika masuk pada diskusi tentang filsafat hukum 
Islam, terutama saat diskusi tentang objek material dan objek 
formal filsafat hukum Islam. 

Filsafat dengan pengertian kegiatan berpikir adalah ke-
butuhan manusia secara fitrah. Bahkan menurut Muh� ammad 
Yu� suf Mu� sa� , kegiatan berpikir secara kefilsafatan justru men-
dapat dorongan dari Alquran.25 Berdasar tiga kerangka filsa-
fat, ketika yang disorot secara kefilsafatan adalah Islam, maka 
didapat pengetahuan tentang tiga aspek Islam, yaitu ontologi 
Islam (akidah), epistemologi Islam (syariat) dan aksiologi Islam 
(akhlak). Ḥal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut;

Gb. 02. Tiga aspek Islam yang disorot secara kefilsafatan

Sorotan terhadap ketiga aspek di atas melahirkan ilmu 
akidah, ilmu fikih dan ilmu akhlak. Ilmu-ilmu ini telah lahir di 
abad kedua hijriyah di samping Ilmu-ilmu Alquran seperti ilmu 
qiraah dan ilmu tafsir.26 Kala itu umat Islam belum mengenal 
filsafat Yunani, jadi fitrah berpikir kefilsafatan melahirkan ilmu-
ilmu tersebut di bawah panduan Alquran dan Sunah. Maka 
bisa dipastikan kala itu telah berlangsung kegiatan berpikir 
kefilsafatan yang sah disebut filsafat Islam.27

Berpikir kefilsafatan ala Yunani baru dilakukan dalam 
Islam pada abad ketiga hijrah. Ahmad Daudy mengutip riwayat 

25 Muh� ammad Yu� suf Mu� sa� , al-Qur’ān wa al-Falsafah (Kairo: Maktabah al-
Iskandariyyah, 2011), hlm. 10.

26 Abu�  al-Yaẓī�d Abu�  Zayd al-‘Ajamī�, al-‘Aqidah al-Islāmiyyah ‘ind al-Fuqahā’ al-
Arba‘ah (Kairo: Da� r al-Sala�m, 2007), hlm. 45.

27 Ibrahim Madkur, Fi al-Falsafat al-Islamiyyah: Manhaj wa Tatbiquh, jld. II 
(Kairo: Dar al-Ma‘arif, 2003), hlm. 7.
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dari al-Farabī� dan Mas‘u� dī�, bahwa pada masa Khalifah al-
Mutawakkil (226-253 H/841-867 M), pusat studi yang awalnya 
lahir di Athena, telah berpindah ke Iskandariah, lalu ke Antioch 
dan Kota Ḥarran. Pada masa Khalifah al-Musta‘id (279-289 
Ḥ/892-902 M), pusat studi tersebut berpindah dari Ḥarran 
ke Bagdad. Bersamaan dengan itu, berpindah pula dua tokoh 
penerjemah, yaitu Tsabit ibn Qurrah dan Qista ibn Luqa.28

Catatan sejarah menunjukkan bahwa kegiatan berpikir 
ala kefilsafatan Yunani masuk ke dalam tradisi keilmuan Islam 
melalui tokoh seperti al-Alla� f (w. 234 Ḥ/849 M) atau al-Naẓẓa�m 
(w. 230 H/845 M). Memerhatikan tahun wafat kedua tokoh ini, 
tampak adanya selisih tiga puluh tahun dari tahun wafat Imam 
al-Sya� fi‘ī� (w. 204 Ḥ/820 M). Maka dapat disimpulkan aktivitas 
al-Alla� f dan al-Naẓẓa�m berlangsung setelah lahirnya ilmu-
ilmu penting seperti Usul Fikih. Ini menguatkan keyakinan, 
bahwa filsafat Islam memiliki kekhususan tersendiri. Menurut 
Ibra�hī�m Madku� r, filsafat Islam jauh lebih luas dari pada aliran 
Aristotelianisme Arab, sebab pemikiran filsafat Islam telah 
muncul dalam aliran-aliran teologis (kalam) sebelum orang-
orang paripatetik (musya’iyun) dikenal menjadi tokoh filsafat.29 

Kegiatan akal serupa juga berlaku ketika yang disorot 
adalah hukum Islam. Hanya saja lebih sempit dari yang 
disorot oleh filsafat Islam, sebab hukum Islam hanyalah satu 
bagian dari keseluruhan Islam itu sendiri, yaitu syariat. Hal 
ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gb. 03. Tiga aspek hukum Islam sebagai bagian dari Islam secara 
keseluruhan.

28 Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4. 
29 Ibra�hī�m Madku� r, Fī Falsafat al-Islāmiyyah..., jld. II, hlm. 7.
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Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam 
merupakan aspek epistemologis dari Islam, yaitu syariat. Ketika 
syariat disorot, maka metode filsafat menuntut kajian terhadap 
aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologis 
dari syariat itu sendiri. Kajian atas ketiga aspek syariat inilah 
yang kemudian melahirkan pengetahuan tentang hukum Islam 
(fikih), teori hukum Islam (usul fikih) dan teori tujuan hukum 
Islam (maqāṣid al-syarī‘ah). Memerhatikan kajian para ulama, 
semua pengetahuan tentang hukum Islam dihasilkan di bawah 
kesadaran bahwa Alquran dan Sunah adalah sumbernya.

Kegiatan berpikir secara kefilsafatan terhadap hukum 
Islam telah menghasilkan ilmu-ilmu penting, di antaranya usul 
fikih yang lahir dari upaya gigih Imam al-Sya� fi‘ī� (w. 204 Ḥ/820 
M). Ilmu fikih dan usul fikih lahir di masa tradisi ilmiah Islam 
belum bersentuhan dengan filsafat Yunani. Mengingat filsafat 
adalah induk ilmu, maka kelahiran ilmu fikih dan usul fikih 
menjadi indikator bahwa tradisi ilmiah hukum Islam memiliki 
filsafat hukum tersendiri. Dapat dipastikan filsafat hukum Islam 
berbeda dari filsafat hukum konvensional.

Untuk memahami perbedaannya, mari merujuk pendapat 
para ahli tentang filsafat hukum konvensional. Menurut Van 
Apeldorn, filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan 
apa hukum itu? Filsafat hukum menghendaki agar kita berfikir 
masak-masak tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri 
sendiri, apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum.30 

Hukum yang dimaksud oleh Van Apeldorn adalah hukum 
dalam arti aturan pemerintah. Perhatikan bagaimana pernyata-
an Van Apeldorn ini sesuai dengan hakikat filsafat sebagaimana 
diuraikan pada bab satu, ia melihat filsafat sebagai kegiatan ber-
pikir masak-masak. Artinya berpikir secara kefilsafatan terha-
dap aturan pemerintah dengan mematuhi prinsip akal dan me-
menuhi kerangka umum filsafat. Dengan demikian, filsafat yang 
sifatnya rasional, kritis, reflektif dan argumentatif dijadikan se-
bagai metode untuk mengkaji hukum.31 Ini berarti menjadikan 

30 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 427. 
31 Ahmad Baidowi, dkk. (penyunting), Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu 

Keislaman (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), hlm. 22. 
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filsafat sebagai alat sehingga dihasilkan falsafah hukum, baik 
pada aspek ontologi, epistemologi maupun aksiologinya.

Kegiatan serupa juga berlaku terhadap hukum Islam yang 
tidak terbatas pada aturan pemerintah saja, bahkan termasuk 
hukum dalam arti perintah dan larangan Allah (khiṭāb al-Syāri‘). 
Dari itu dapat didefinisikan, bahwa filsafat hukum Islam adalah 
kegiatan berpikir secara kefilsafatan terhadap aspek ontologi, 
aspek epistemologi dan aspek aksiologi dari hukum Islam, baik 
itu hukum dalam arti fikih mau pun hukum dalam arti siyāsah. 
Kegiatan ini bukan sesuatu yang baru (bid‘ah) sebab telah 
dilakukan jauh sebelum terjadinya persentuhan tradisi ilmiah 
Islam dengan pemikiran kefilsafatan Yunani.

2.	 Hikmah	dan	perbedaannya	dengan	filsafat	hukum	Islam
Secara umum, dalam bahasa Arab kata falsafah sering 

diterjemah dengan kata al-ḥikmah. Ini kurang tepat, apalagi 
dalam konteks filsafat hukum Islam. Menurut Dr. ‘Abd al-‘Aẓī�ẓ 
al-Rabī�‘ah, kata ḥikmah digunakan oleh ahli usul dalam dua pe-
ngertian. Pertama berarti tujuan akhir dalam penetapan suatu 
hukum (maqāṣid), yaitu tercapainya maslahat, baik dengan cara 
mengadakannya, maupun dengan cara mencegah mudarat se-
hingga maslahat menjadi langgeng. Kedua, kata ḥikmah dipakai 
dalam arti suatu keadaan yang mendasari pensyariatan hukum 
(al-ma‘nā al-munāsib). Misalnya masyaqqah dalam rukhṣah sa-
lat karena musafir, ini disebut hikmah (al-ma‘nā al-munāsib), 
tapi bukan tujuan akhir dari penetapan hukum (maqāṣid).32

Dua pengertian ḥikmah ini berbeda karena yang pertama 
berarti tujuan akhir (ghāyah/kausa finalis) sehingga identik 
dengan maqāṣid. Adapun yang kedua efek dari perbuatan hu-
kum yang menjadi motivasi (al-bā‘iṡ/kausa efisien) penetapan 
hukum, disebut al-munāsib. Dari dua pengertian ini, ahli usul 
lebih sering memakai kata ḥikmah dalam arti maqāṣid. Para ahli 
usul mendefiniksan maqāṣid sebagai berikut:33

32 ‘Abd al-‘Aẓī�ẓ al-Rabī�‘ah, al-Sabab ‘ind al-Usūliyīn, jld. II (Riyad: Ja�mi‘ah al-
Ima�m Muhammad ibn Sa‘u� d, 1980), hlm. 17. 

33 Ah� mad al-Raysu� nī�, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-Syaṭibī (Herndon, 
USA: IIIT, 1995), hlm. 19.
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Maqāsid al-syarī‘ah adalah tujuan, di mana syariat ditetapkan 
untuk mewujudkan tujuan itu bagi kemaslahatan hamba. 

Definisi ini menunjukkan bahwa maqāṣid adalah tujuan 
akhir pensyariatan hukum Islam. Di kalangan ahli usul, maqāṣid 
dianggap identik dengan al-ḥikmah. Contohnya pendapat Ibn 
Farh� u� n al-Ma� likī�, saat menjelaskan maqāṣid dalam peradilan 
(qaḍā’). Ia mengatakan bahwa hikmahnya adalah untuk meng-
hilangkan kesukaran, menolak celaan, melenyapkan kezaliman, 
menolong orang yang terzalimi, memutuskan perdawaan dan 
amar makruf nahi munkar.34 Dalam bahasa Indonesia, hikmah 
seperti ini disebut falsafah yang berarti pandangan hidup.35 
Kata ini berbeda dengan filsafat yang berarti pengetahuan dan 
penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu 
yang ada, sebab, asal dan hukumnya.36

Sebagai objek kajian, maqāṣid atau ḥikmah merupakan 
sesuatu yang abstrak, sebab ia berupa konsep-konsep yang ter-
kandung dalam teks Alquran dan Sunah. Lalu hikmah-hikmah 
tersebut dihimpun dalam ilmu maqāṣid menjadi kaidah. Hanya 
saja kajian ilmu maqāṣid terbatas pada abstraksi konsep 
tujuan al-Syāri‘, ia tidak mencakup siyāsah, tapi terkait dan 
menjadi landasan siyāsah.37 Ini berbeda, sebab siyāsah fokus 
pada konsep-konsep yang dirumuskan dari teks qanun yang 
ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri), lalu dihimpun dalam 
ilmu fiqh qanuni.

Fakta ini menunjukkan perbedaan maqāṣid dari filsafat 
hukum Islam. Hikmah atau maqāṣid merupakan kajian filosofis 
terhadap aspek aksiologis dari syariat/hukum Islam. Semen-
tara filsafat hukum Islam merupakan kajian terhadap aspek 

34 Ibn Farh� u� n, Tabṣirat al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aqḍiyyah wa Manāhij al-Aḥkām, jld. 
I (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), hlm. 8.

35 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 387.
36 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 392.
37 Fath� ī� al-Duraynī�, Khaṣā’iṣ al-Tasyrī‘ al-Islāmī fī al-Siyāsah wa al-Ḥukm, cet. II 

(Beirut: Mu� ’assasah al-Risa� lah, 2013), hlm. 23.
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ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum Islam, baik itu 
hukum dalam arti fikih maupun hukum dalam arti siyāsah. 
Dengan demikian, objek kajian filsafat hukum Islam lebih luas 
dibanding maqāṣid, sebaliknya objek kajian maqāṣid lebih 
sempit dibanding filsafat hukum Islam.

3.	 Objek	material	dan	objek	formal	filsafat	hukum	Islam
Luasnya objek kajian filsafat hukum Islam bukan berarti 

kacau atau tumpang tindih dengan ilmu lain. Seperti diuraikan 
pada Bab Satu, kajian filsafat hukum Islam dibatasi pada masalah 
yang tidak terjawab oleh keilmuan hukum Islam. Masalah yang 
disorot merupakan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi 
dari hukum. Untuk memahaminya lebih dalam, mari masuk 
pada telaah tentang objek material dan objek formal filsafat 
hukum Islam.

a.	 Objek	material	filsafat	hukum	Islam
Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran 

pemikiran (gegenstand), atau dapat juga dikatakan sesuatu 
yang diselidiki, atau sesuatu yang dipelajari. Objek material 
mencakup apa saja, baik sesuatu yang konkret seperti manusia, 
tumbuhan dan batu, mau pun sesuatu yang abstrak seperti ide-
ide, nilai-nilai dan kerohanian.38 Misalnya ilmu hukum, objek 
materialnya adalah dogmatika hukum, yaitu kodifikasi (aturan 
tertulis) yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki daya ikat. 

Bedakan dengan hukum Islam, di mana objek materialnya 
berada di dalam dua macam teks: 1) teks yang berupa nas 
syariat, baik itu ayat Alquran maupun Hadis Nabi saw. yang 
telah dibukukan; 2) teks berupa qanun yang dipositifkan oleh 
ulil amri. Jadi objek material yang dikaji ilmu hukum Islam 
adalah teks, baik teks nas syariat mau pun qanun.

Memerhatikan uraian tentang pengertian filsafat hukum 
Islam, tampak bahwa objek yang dikaji atau diteliti adalah 
hukum dalam arti fikih (khiṭāb Allāh) dan hukum dalam artian 
siyāsah (khiṭāb ūlil amri). Ḥukum dalam arti fikih merupakan 
objek material yang juga menjadi kajian ilmu Fikih, Usul Fikih 

38 Tim Penyusun Fakultas Filsafat UGM, Filsafat Ilmu; Sebagai Dasar 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Klaten: Intan Pariwara, 1997), hlm. 13. 
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dan ilmu Maqāṣid al-Syarī‘ah. Sementara hukum dalam arti 
siyāsah merupakan objek material yang juga dikaji oleh ilmu 
Siyāsah Syar‘īyyah dan Fiqh Qanuni, tetapi masing-masing 
ilmu ini menyorot sisi yang berbeda. Dalam istilah filsafat ilmu, 
sisi yang berbeda-beda ini disebut objek formal suatu ilmu. 
Demikian pula filsafat hukum Islam, ia memiliki objek formal 
tersendiri yang membuatnya berbeda dari ilmu-ilmu lain, walau 
objek material yang disorotnya sama dengan ilmu lain.

b.	 Objek	formal	filsafat	hukum	Islam
Objek formal adalah adalah cara memandang atau cara 

meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek 
material kajiannya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. 
Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan 
ilmu, bahkan sekaligus membedakannya dari bidang kajian 
ilmu lain. Satu objek material dapat ditinjau dari berbagai 
sudut pandangan sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-
beda.39 Sudut pandang yang berbeda-beda itulah yang disebut 
objek formal suatu ilmu. Misalnya ilmu hukum, meski yang 
dihadapinya sebagai objek material adalah dogmatika hukum 
yang berupa teks qanun, tetapi objek formal yang disorotnya 
adalah makna yang terkandung dalam dogmatika hukum yang 
berupa teks aturan tersebut.

Demikian pula pada fikih, objek formalnya adalah ide-
ide atau konsep yang terkandung dalam nas (perintah dan 
larangan al-Syāri‘). Adapun pada siyāsah, selain nas syariat, 
objek formalnya juga termasuk makna yang terkandung dalam 
aturan pemerintah (ulil amri), itulah yang telah melahirkan 
ilmu fiqh qanuni. Objek formal kedua ilmu ini bersifat abstrak, 
sebab berupa konsep-konsep yang terkandung dalam teks, 
lalu diabstraksikan secara filosofis. Ḥanya saja objek formal 
fikih adalah kandungan teks Alquran dan Sunah, sementara 
objek formal siyāsah ditambah dengan kandungan teks qanun 
yang merupakan kajian terhadap peraturan ulil amri atau 
pemerintah.

Secara metafor, sudut pandang ini bisa ditamsilkan 

39 Tim Penyusun, Filsafat Ilmu..., hlm. 13. 
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seperti kaca mata yang dipakai oleh peneliti saat melakukan 
pengamatan. Menurut Bernard Arif Sidharta, objek formal ilmu 
hukum (konvensional) dapat dirangkum dalam dua pertanyaan 
fundamental berikut ini:40

1. Apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat bagi 
hukum?

2. Atas dasar (kriteria) apa hukum dapat dinilai keadilannya?
Dalam dua pertanyaan ini terkandung masalah tentang 

hakikat hukum (ontologi), hubungan hukum dengan kekua-
saan (epistemologi) dan hubungan hukum dengan moral 
(aksiologi). Ketiga masalah ini menjadi objek formal filsafat 
hukum konvensional karena objek materialnya adalah aturan 
pemerintah. Asumsi dasarnya, hakikat hukum sebagai aturan 
menuntut adanya otoritas bagi keberlakuan mengikatnya, 
maka kajian filsafat hukum tertuju pada hakikat dan hubungan 
yang terjalin antara hukum dan negara. Tetapi kajian tersebut 
tidak lepas dari kerangka umum filsafat yang mencakup aspek 
ontologi, epistemologi dan aksiologi dari hukum. Sampai di sini 
dapat disimpulkan bahwa objek formal filsafat hukum adalah 
penggunaan kerangka umum filsafat sebagai perspektif dalam 
kajian terhadap aturan pemerintah.

Berbeda dari filsafat hukum konvensional, filsafat hukum 
Islam justru menggunakan kerangka umum filsafat untuk 
menyorot hubungan hukum dengan perintah dan larangan 
Allah, Sunah Rasulullah dan aturan ulil amri secara integratif 
dan holistik. Ini menjadikan kajian filsafat hukum Islam lebih 
komprehensif dan lebih kompleks sehingga menuntut para 
pengkajinya untuk lebih serius.

Keseriusan ini menjadi lebih besar lagi tuntutannya, me-
ngingat kajian filsafat hukum Islam belum disatukan dalam 
satu materi yang tersendiri, tapi tersebar dalam kajian Ilmu 
Fikih, Ilmu Usul Fikih, Ilmu Maqāṣid al-Syarī‘ah, Ilmu Siyāsah 
Syari‘iyyah dan juga Fiqh Qanuni. Rekaman terhadap materi 
filsafat hukum Islam tersebar dalam kitab-kitab pada bidang 

40 Bernard Arif Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, cet. I (Bandung: 
Mandar Maju, 1999), hlm. 119.
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keilmuan yang disebutkan di atas. Bahkan sebagian darinya 
direkam dalam kitab-kitab qawā‘id, baik itu qawā‘id fiqhiyyah, 
qawā‘id uṣūliyyah, maupun qawā‘id maqāṣidiyyah.

Melihat secara lebih detil, kajian terhadap aspek onto-
logis hukum Islam malah lebih luas sebarannya dari sekadar 
ilmu-ilmu yang telah disebutkan di atas, bahkan harus di-
telusuri dalam diskusi Ilmu Kalam. Sementara kajian aspek 
epistemologis dari hukum Islam cenderung terkonsentrasi 
dalam diskusi uṣūliyyūn dan terekam dalam kitab-kitab usul 
fikih. Adapun aspek aksiologis dari hukum Islam menyebar 
dalam kitab-kitab usul fikih, dan belakangan dikumpulkan 
dalam kitab-kitab tersendiri yang diberi judul maqāṣid al-
syarī‘ah.

Satu hal yang diduga menyebabkan filsafat hukum belum 
tertata dalam satu ilmu khusus, adalah anggapan sarjana 
muslim bahwa filsafat hukum Islam adalah subjek materi ilmu 
usul fikih.41 Tetapi asumsi ini tidak memadai dengan semakin 
teguhnya keberadaan ilmu usul fikih sebagai ilmu tentang teori 
hukum Islam. Sebagian sarjana muslim menempatkan maqāṣid 
al-syarī‘ah sebagai filsafat hukum Islam, tetapi maqāṣid pun 
telah dijadikan sebagai ilmu mandiri.42

Di sisi lain, satu bagian dari filosofi hukum Islam yang 
terkait dengan hubungan antara hukum dan negara tidak 
berhenti dalam konsep siyāsah syar‘iyyah. Bagian ini juga belum 
cukup memadai dijawab oleh ilmu Fiqh Qanuni, bahkan masih 
terus memicu diskusi filosofis. Oleh karena itu, diskusi tentang 
hubungan hukum dan negara masih menuntut kajian filsafat 
hukum Islam untuk mengakomodasinya. Maka perlu usaha 
menghimpun kajian tersebut dalam subjek filsafat hukum 
Islam.

41 Muh� ammad ‘Alī� Jumu‘ah, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa ‘Alāqatuh bi al-Falsafat al-
Islāmiyyah (Kairo: al-Ma‘had al-‘A� lamī� li al-Fikr al-Isla�mī�, 1996), hlm. .

42 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r 
al-Sala�m, 2005), hlm. 39.
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C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut:
1. Filsafat hukum Islam adalah kegiatan berpikir secara ke-

filsafatan terhadap aspek ontologi, aspek epistemologi dan 
aspek aksiologi dari hukum Islam, baik itu hukum Islam 
dalam artian fikih maupun hukum dalam artian siyāsah.

2. Filsafat hukum Islam berbeda dari al-ḥikmah, sebab hikmah 
(disebut juga maqāṣid al-syarī‘ah) adalah tujuan syariat 
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

3. Al-Ḥikmah merupakan konsep dari nas Alquran dan Sunah, 
sedangkan filsafat hukum Islam juga mencakup konsep-
konsep dari peraturan pemerintah (qanun) di samping kon-
sepsi Alquran dan Sunah.

4. Filsafat hukum Islam mengkaji aspek ontologi, epistemologi 
dan aksiologi dari hukum (fikih dan siyāsah), sementara 
hikmah mengkaji aspek aksiologi hukum saja. Jadi ruang 
lingkup filsafat hukum Islam lebih luas dibandingkan dengan 
hikmah (maqāṣid). 

5. Filsafat hukum Islam juga berbeda dengan filsafat hukum 
konvensional, sebab objek kajian filsafat hukum konvensional 
adalah hukum positif yang ditetapkan pemerintah. Semen-
tara filsafat hukum Islam mengkaji ketentuan hukum dalam 
arti fikih dan siyāsah sekaligus. 

6. Objek material berbeda dari objek formal, sebab objek 
material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran 
(gegenstand), atau dapat juga dikatakan sesuatu yang di-
selidiki, atau sesuatu yang dipelajari. 

7. Objek formal adalah adalah cara memandang atau cara me-
ninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek 
material kajiannya, serta prinsip-prinsip yang digunakan-
nya. Oleh karena itu, satu objek material dapat ditinjau dari 
beberapa sudut pandangan sehingga menimbulkan ilmu 
yang berbeda-beda.

8. Objek material ilmu hukum adalah dogmatika hukum, yaitu 
aturan pemerintah yang memiliki daya ikat. Adapun objek 
formal ilmu hukum, adalah makna yang terkandung dalam 
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dogmatika hukum. Jadi ini berbeda dari objek material dan 
objek formal filsafat hukum dan filsafat hukum Islam.

9. Objek material filsafat hukum Islam adalah hukum dalam 
artian fikih dan siyāsah. 

10.Objek formal filsafat hukum Islam adalah penggunaan ke-
rangka umum filsafat, yaitu ontologi, epistemologi dan ak-
siologi, untuk menyorot hubungan hukum dengan perintah 
dan larangan Allah, Sunah Rasulullah dan aturan ulil amri 
secara integratif dan holistik.
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E. Latihan
1. Jelaskan pengertian filsafat hukum Islam. 
2. Jelaskan pengertian hikmah pensyariatn hukum Islam. 
3. Buatlah anasilis perbandingan antara filsafat hukum 
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Islam dan hikmah pensyariatan hukum Islam. 
4. Jelaskan pengertian objek material dan objek formal. 
5. Berikan analisis yang mengkontraskan perbedaan antara 

objek material dan objek formal filsafat hukum Islam.
6. Berikut ini adalah unsur-unsur hukum, salah satu yang 

terpenting dalam unsur-unsur ini adalah:
a.  Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam 

pergaulan masyarakat.
b. Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang 

berwajib.
c.  Peraturan itu bersifat memaksa.
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut 

adalah tegas. 
7. Aturan pemerintah tidak kehilangan tempat dalam sis-

tem hukum Islam, sebab hakikat hukum adalah otoritas 
dalam arti...
a.  Teosentris.
b. Antroposentris.
c.  teosentris dan antroposentris.
d. semua salah.

8. Dalam Islam dikenal dua macam hukum, bila dilihat dari 
cara pemberian normanya, maka kedua macam hukum 
itu disebut:
a.  Hukum positif dan hukum adat.
b. Ḥukm al-syar‘ī dan qānūn.
c.  Hukum transenden (mutā‘alī) hukum imanen 

(kāmin).
d. Hukum Allah dan Hukum Ulil Amri.

9. Berpikir kefilsafatan dalam hukum Islam telah dilakukan 
sebelum terjadi persentuhan dengan filsafat Yunani. Ini 
terbukti dengan lahirnya ilmu usul fikih, disusun oleh:
a.  Al-Alla� f (w. 234 Ḥ/849 M).
b. Al-Naẓẓa�m (w. 230 Ḥ/845 M).
c.  Al-Sya� fi‘ī� (w. 204 Ḥ/820 M).
d. Al-Mutawakkil (226-253 H/841-867 M).
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10.Objek kajian filsafat hukum Islam adalah hukum dalam 
arti fikih (khiṭāb Allāh) dan hukum dalam artian siyāsah 
(khiṭāb ūlil amri). Sebagai objek material ini juga menjadi 
objek kajian ilmu...
a.  Fikih, Usul Fikih dan ilmu Maqāṣid al-Syarī‘ah.
b. Ilmu Siyāsah Syar‘īyyah dan Fiqh Qanuni.
c.  a dan b salah.
d. a dan b benar.

F. Daftar Istilah
Akhlāqī; bersifat akhlak, nilai-nilai moralitas
Antroposentris; berpusat pada manusia.
Critical legal studies; nama satu aliran hukum kontemporer yang 

berakar dari ajaran kiri baru seperti maẓhab Franfrut. 
Fiqh qanuni; ilmu tentang peraturan perundangan yang di-

tetapkan oleh pemegang otoritas (ulil amri).
Genus (jins); jenis yang digeneralisasi atau diabstraksi ber-

dasar esensi dari sekelompok objek yang memiliki 
kesamaan.

Ḥukum konvensional; hukum yang laẓim berlaku sekarang ini.
Hukum taklīfī; adalah sesuatu yang menuntut pelaksanaan per-

buatan tertentu dari seorang mukallaf, atau meninggal-
kannya atau memilih antara melakukan dan meninggal-
kan suatu perbuatan.

Ḥukm al-waḍ‘ī; ketentuan akal yang berupa sebab, syarat dan 
penghalang.

Ḥaqīqat ‘urfiyyah; kata yang semula berupa konotasi, tetapi 
kemudian menjadi denotatif akibat kebiasaan yang di-
terima luas (uruf).

Imanen (kāmin); berada dalam kesadaran atau akal budi 
manusia.

Khiṭāb; tuntutan agar sesuatu dilakukan (ṭalab al-fi‘l) atau tun-
tutan agar ditinggalkan (ṭalab al-tark), tuntutan terse-
but berupa perintah (al-amr) atau larangan (al-nahy)

Al-Ma‘nā al-munāsib; suatu keadaan yang mendasari pensya-
riatan hukum, atau motivasi awal penetapan hukum.
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Maqāsid al-syarī‘ah adalah tujuan, di mana syariat ditetapkan 
untuk mewujudkan tujuan itu bagi kemaslahatan 
hamba.

Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemi-
kiran (gegenstand), atau dapat juga dikatakan sesuatu 
yang diselidiki, atau sesuatu yang dipelajari.

Objek formal adalah adalah cara memandang atau cara me-
ninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap 
objek material kajiannya, serta prinsip-prinsip yang 
digunakannya.

Qanun; kumpulan kaidah yang menata hubungan kemasya-
rakatan, yang mana jika diperlukan, seseorang akan 
dipaksa mengikuti aturan tersebut oleh pemegang 
otoritas.

Siyāsah; aturan yang ditetapkan oleh pemerintah demi masla-
hat masyarakat umum.

Teosentris; berpusat pada Tuhan.
Transenden (mutā‘alī); di luar kesanggupan manusia. 



BAB TIGA 
PERTUMBUHAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

A. Standar Kompetensi
Kajian ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemam-

puan analisis (C4) tentang pertumbuhan filsafat hukum Islam 
menurut periodenya. Standar kompetensi ini berada pada level 
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk mencapai standar 
kompetensi dimaksud, maka disajikan subjek materi sebagai 
berikut:
1. Pengertian dan periodisasi pertumbuhan filsafat hukum Islam.
2. Analisis perbedaan antarperiode pertumbuhan.

Masuk pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa sampai 
pada sikap organisasi (A4), yaitu mampu mengintegrasikan 
antara konsep berpikir kefilsafatan dengan kajian tentang 
periode pertumbuhan filsafat hukum Islam. Dengan demikian, 
mahasiswa sampai pada kemampuan membandingkan (A4) 
antarsatu dan lain periode. Untuk itu, perkuliahan dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah untuk memberi pengantar perkuliahan; 
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik dari kemampuan 

tanggap mahasiswa terhadap kajian tentang periode 
pertumbuhan filsafat hukum Islam;

3. Diskusi kelompok untuk mengindentifikasi sikap integrasi 
antara konsep berpikir kefilsafatan dan subjek materi 
tentang periode pertumbuhan filsafat hukum Islam;

Adapun pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi pertumbuhan filsafat hukum Islam; 
2. Membangun skema, diagram, timeline atau sketsa pertum-

buhan filsafat hukum Islam berdasar materi yang disajikan.
Selain tugas terstruktur mahasiswa juga diberikan tugas 

mandiri, hanya saja ini berdasar pertimbangan dosen. Ketiga 
ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem 
asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu 
ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam
Kajian terhadap pertumbuhan filsafat hukum Islam 

dilakukan secara genealogis,1 dimulai dari masa kemunculan, 
sebab dan proses-proses yang menyebabkan maju mundurnya 
filsafat hukum Islam. Ini penting diketahui agar mahasiswa 
dapat memahami kemajuan yang telah dicapai dalam bidang 
filsafat hukum Islam. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perio-
de berarti kurun waktu. Sedangkan kata periodisasi berarti pem-
babakan atau pembagian menurut zamannya.2 Dengan demikian, 
pengertian periodisasi dalam kajian ini adalah pembabakan atau 
pembagian masa pertumbuhan filsafat hukum Islam ke dalam 
kurun waktu tertentu untuk mengetahui dinamika atau pasang 
surut kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam.

Mengingat periodisasi memerlukan pembedaan antarsatu 
dan lain periode, maka harus ditetapkan indikatornya. Indikator 
pertumbuhan filsafat hukum Islam adalah intensitas kegiatan 
berpikir kefilsafatan, atau adanya hasil berpikir kefilsafatan 
seperti lahirnya ilmu-ilmu baru.

Suatu pembabakan genealogis tidak lepas dari perspektif 
atau paradigma pembuatnya. Misalnya periodisasi genealogis 
yang dipakai oleh Muh� ammad Yu� suf Mu� sa�  terhadap sejarah 
perkembangan fikih. Ia memakai pola genalogis kehidupan ma-
nusia yang mulai dari kelahiran, masa remaja (syabab), masa 
dewasa sampai pada tutup usia. Maka ia membagi periode 
pertumbuhan fikih menjadi masa kemunculan, masa pertum-
buhan, masa kematangan, dan masa kemunduran.3 Adapun 

1 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm. 439. Genealogi berarti garis keturunan manusia dalam 
hubungan keluarga sedarah, atau garis pertumbuhan binatang (tumbuhan, bahasa, 
dan sebagainya) dari bentuk-bentuk sebelumnya.

2 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 1058. 
3 Muh� ammad Yu� suf Mu� sa� , al-Madkhal li Dirāsat al-Fiqh al-Islāmī (Mesir: Da� r 

al-Fikr al-‘Arabi, 1961), hlm. 22. Sejarah fikih dibagi empat periode: 1) kemunculan, 
yaitu dimulai pada masa Rasulullah Saw. dan berakhir pada masa wafatnya beliau; 
2) periode pertumbuhan (al-syabab), yaitu dimulai pada masa sahabat dan tabiin 
besar yang berlangsung terus sampai pada akhir abad I H; 3) periode kematangan 
dan kesempurnaan yang mencakup masa kodifikasi (tadwīn) dan munculnya imam 
mujtahid, lalu berakhir pada pertengahan abad IV H; 4) Periode kemunduran.
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buku ini melihat periode pertumbuhan sebagai pasang surut, 
maka periode pertumbuhan pemikiran filsafat hukum Islam 
dapat dibagi menjadi periode-periode sebagai berikut:
1. Masa kemunculan, yaitu dimulai dari masa sahabat sampai 

meninggalnya sahabat terakhir pada tahun 100 H/718 M.
2. Masa pengembangan, yaitu dimulai dari saat berakhirnya 

masa sahabat sampai pada saat meninggalnya imam mazhab 
terakhir, yaitu Imam Ah� mad ibn H� anbal (w. 241 H/856 M).

3. Masa kematangan, yaitu dimulai pada abad ke III H, di 
mana telah terjadi persentuhan tradisi ilmiah Islam dengan 
pemikiran filsafat Yunani yang memicu kematangan filsafat 
hukum Islam.

4. Masa kemunduran, bermula dari abad VI H seiring terjadinya 
stagnasi filsafat Islam secara keseluruhan.

5. Masa pembaruan modern, dimulai dari tahun 1800 M 
sampai menguatnya pemikiran filsafat postmodern di tahun 
1980 M. 

6. Masa pembaruan posmodern, dimulai dari tahun 1980 
sampai sekarang. 

Berikut ini diuraikan pertumbuhan filsafat hukum Islam 
dalam masing-masing periode.

1. Masa kemunculan
Mengikuti alur berpikir logis, bahwa setiap ilmu dihasilkan 

dari kegiatan berpikir kefilsafatan, maka semua ilmu tentulah 
berinduk pada filsafat. Tetapi logika ini tidak berlaku pada ilmu 
yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, apalagi ajaran agama 
yang diwahyukan langsung kepada Nabi Muhammad saw. 
Dari itu, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Islam belum 
muncul di masa kehidupan Rasul saw.

Di sisi lain, pada masa hidup Nabi Muhammad saw., 
filsafat hukum tidak diperlukan, sebab semua masalah hukum 
dapat ditanyakan langsung kepada beliau. Tetapi setelah 
Rasulullah wafat, permasalahan hukum yang baru memerlukan 
keterlibatan nalar akal pikiran. Hal ini menuntut adanya konsep, 
teori dan metode penuntun nalar agar tidak menyimpang dari 
Alquran dan tradisi yang telah dibangun oleh Rasul. Kebutuhan 
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terhadap konsep-konsep teoretis ini memicu munculnya ke-
giatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, para ulama sejak dari 
masa sahabat memegang teguh komitmen; bahwa persoalan 
hukum Islam tidak boleh keluar dari tuntunan Alquran dan 
Sunah. Oleh karena itu, mereka menggali konsep-konsep 
Alquran dan Sunah tentang hukum, lalu dirumuskan teori-teori 
yang menjadi landasan epistemologis-metodologis. Dengan de-
mikian, hasil ijtihad dapat diuji kesesuaiannya dengan keten-
tuan serta tuntunan Alquran dan Sunah. 

Para sahabat adalah yang pertama kali merumusankan 
konsep dan teori-teori hukum dalam Islam. Mereka dianggap 
kompeten karena dipercaya memiliki pemahaman yang men-
dalam terhadap Alquran dan Sunah, yaitu melalui internalisasi 
selama menjalani hidup bersama Nabi Muhammad saw. Lalu la-
hirnya konsep dan teori hukum Islam menjadi indikator, bahwa 
kegiatan berpikir kefilsafatan terhadap hukum Islam telah dimu-
lai oleh para sahabat. Indikator lain yang lebih konkret adalah 
lahirnya ketetapan hukum baru yang berbeda dari masa Rasul.

Penerapan pemikiran kefilsafatan dalam bidang hukum 
Islam bisa dilihat dari hasil ijtihad para sahabat, terutama di 
kalangan khulafaur rasyidin. Contoh kasus pertama setelah 
wafatnya Rasulullah saw. adalah ijtihad ‘Umar ibn al-Khat�t�a�b 
dalam bidang siyāsah syar‘iyyah, yaitu pada saat pengangkatan 
Abu Bakar menjadi Khalifah. Diriwayatkan, setelah adanya 
bai’at dari para tokoh kaum Muhajirin dan Anshar, lalu keesokan 
harinya Umar mengadakan ba’iat massal penduduk Madinah. 

Setelah Abu Bakar dipersilakan naik ke mimbar, lalu 
Umar mengambil giliran pertama berpidato. Umar menjelaskan 
bahwa yang ia lakukan itu bukan dari petunjuk tekstual 
Alquran, tapi ia yakin ini benar secara kontekstual. Lalu ia 
mengajak semua penduduk Madinah untuk membai’at Abu 
Bakar sebagai khalifah. Peristiwa ini menunjukkan pemikiran 
kefilsafatan ‘Umar ibn al-Khat�t�a�b; bahwa memilih pemimpin 
adalah hak semua orang dalam satu komunitas.4 Oleh karena 

4 Muh� ammad Balta� jī�, Manhaj ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī‘: Dirāsah 
Mustaw‘abah li Fiqh ‘Umar wa Tanẓīmihi (Kairo: Maktabah al-Syaba�b, 1998), hlm. 516.
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itu, Umar berinisiatif untuk melaksanakan bai’at secara massal, 
walau sebelumnya telah ada bai’at dari para pemuka penduduk 
Madinah.

Contoh lainnya penerapan pidana bagi peminum khamar 
yang di masa Khalifah Umar digandakan. Anas ibn Ma� lik me-
riwayatkan:5

Dari Anas ibn Ma� lik, bahwa seorang lelaki yang minum khamar 
dibawa kepada Nabi saw., maka beliau mencambuknya empat 
puluh kali. Diberitakan bahwa Abu�  Bakr juga melakukan hal yang 
sama, namun di masa ‘Umar dilaksanakan musyawarah, di mana 
disarankan agar dikenakan cambuk delapan puluh kali, maka 
‘Umar melaksanakannya.

Kebijakan seperti contoh di atas tentu dihasilkan dari 
pemikiran kefilsafatan, jadi terbukti kegiatan berpikir kefilsa-
fatan dalam bidang hukum Islam cukup intens dilakukan pada 
masa sahabat. Bahkan dalam bidang muamalah cukup banyak 
kebijakan baru yang diambil melalui penerapan berpikir ke-
filsafatan, misalnya perubahan yang dilakukan oleh ‘Ali ibn 
Abī� Ta� lib terkait dengan sifat amanah masyarakat. Di masa 
Rasulullah saw. seorang tukang (al-ṣāni‘), atau penyewa tidak 
menanggung kerugian barang yang rusak di tangannya, sebab 
ia dianggap amanah, kecuali jika terbukti adanya unsur ke-
sengajaan. Perhatikan bunyi Hadis pada riwayat berikut ini:6 

Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada kewajiban menanggung 
kerugian pada orang yang dipercaya.” 

5 Al-Nawawī�, Syarh Sahīh Muslim,  jld. XI (Kairo: Maktabah al-Tawfī�qiyyah, 
t.th.), hlm. 204.

6 Al-Da�ruqut�nī�, Sunan al-Dāruqutnī (Beirut: Mu� ’assasah al-Risa� lah, 2004), jld. 
III, hlm. 42. 
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Menurut ‘Ali ibn Abī� Ta� lib, keadaan di masa beliau men-
jabat sebagai khalifah telah berubah, orang-orang sudah tidak 
amanah seperti di masa Rasul, maka memberlakukan Hadis ini 
secara tekstual dapat menghilangkan banyak hak. Dari itu ‘Ali 
ibn Abī� Ta� lib ra. mewajibkan pembayaran (ḍamān).7 Contoh-
contoh seperti ini cukup banyak terjadi di masa sahabat, dan 
mereka berhasil menyelesaikan masalah hukum dengan penuh 
kebijaksanaan. Motivasinya untuk menjawab persoalan hukum 
dalam masyarakat secara bertanggung jawab.

Kiranya uraian ini memadai untuk menunjukkan adanya 
aktivitas berpikir kefilsafatan di masa para sahabat. Indikator-
indikator yang diangkat juga cukup kuat untuk menyimpulkan; 
bahwa di masa sahabat telah muncul kegiatan berpikir kefil-
safatan dalam bidang hukum Islam. Mari melanjutkan kajian 
tentang pertumbuhan pada periode berikutnya.

2. Masa pengembangan
Jika pada masa kemunculan terlihat giatnya kegiatan 

berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, maka di 
masa pe-ngembangan terjadi sistematisasi terhadap kegiatan 
berpikir kefilsafatan. Maka lahir mazhab-mazhab fikih yang me-
rumuskan epistemologi hukum Islam, lalu dibakukan menjadi 
metode istinbat mazhabnya. Perijtihadan imam mazhab juga 
tidak lepas dari pola berpikir kefilsafatan para sahabat, jadi jelas 
yang dilakukan adalah sistematisasi filsafat hukum sahabat.

Menurut Imam al-Ghaza� lī�, rentang masa sahabat berakhir 
dengan meninggalnya sahabat terakhir pada tahun 100 H/ 
718 M.8 Nama sahabat tersebut adalah Abu�  al-T� ufail ‘A� mir 
ibn Wa�s� ilah ibn al-Asyqa‘, ada juga yang mengatakan sahabat 
terakhir ini wafat pada tahun 110 H/728 M. Di masa sahabat, 
permasalahan hukum ditanyakan langsung pada salah satu di 
antara mereka. Tetapi setelah wafatnya sahabat terakhir, maka 
para ulama generasi tabiin dituntut untuk lebih mandiri dalam 
menghadapi permasalahan yang muncul di bidang hukum.

7 Muh� ammad Qa�sim al-Mansī�, Taghayyur al-Ẓurūf wa Atharuh fī Ikhtilāf al-
Aḥkām fī Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r al-Sala�m, 2010), hlm. 352.

8 Al-Ghazza� lī�, al-Mankhūl min Ta‘līqāt al-Usūl (Beirut: Da� r al-Fikr, 1998), hlm. 
429. 
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Tuntutan kemandirian ini memicu aktivitas berpikir 
kefilsafatan dalam bidang hukum Islam. Informasi tentang 
kegiatan intelektual para ulama di masa ini dapat disimak dari 
ucapan Abu�  H� anī�fah. Menurut sebuah riwayat, beliau memberi 
pernyataan sebagai berikut;9 

“…saya mengambil dari al-Kitāb, jika tidak saya dapatkan, maka 
saya mencarinya dari Sunnah Rasulullah, maka jika tidak saya 
dapatkan, saya mencarinya dari pendapat sahabat-sahabatnya, 
saya akan mengambil dan meninggalkan dari siapa saja yang 
saya sukai di antara mereka, dan saya tidak akan keluar dari 
pendapat mereka untuk mengambil pendapat orang lain (selain 
sahabat). Maka jika upaya itu telah maksimal, atau kita sampai 
kepada Ibra�hī�m, al-Sya‘bī�, Ibn Sī�rī�n, al-H� asan, ‘At�a� ’, Sa‘ī�d ibn 
al-Musayyab, dan lain-lain dari kalangan orang yang berijtihad,  maka 
saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Menyimak pernyataan Abu�  H� anī�fah, dapat disimpulkan 
bahwa ulama menggali pola-pola berpikir filosofis sahabat, 
lalu disistematisasi menjadi teori-teori yang melandasi bangun 
epistemologi hukum Islam. Melalui sistematisasi pemikiran 
filsafat hukum sahabat, tokoh sekaliber Abu�  H� anī�fah berhasil 
membangun prosedur metodologis ijtihadnya. Bahkan metode 
yang beliau susun menjadi mazhab yang diikuti sampai seka-
rang karena keteguhan epistemologinya. 

Kemunculan mazhab Abu�  H� anī�fah dan mazhab-mazhab 
lainnya menjadi indikator maraknya kegiatan berpikir kefil-
safatan dalam bidang hukum Islam. Pada masa ini pula lahir 
ilmu fikih dan ilmu usul fikih yang tentunya dihasilkan oleh 
aktivitas berpikir kefilsafatan. Mengingat pada masa ini belum 
ada persentuhan dengan filsafat Yunani, maka aktivitas ini 
dipastikan sebagai tradisi islami murni.

Ada yang mengatakan pemikiran Abu�  H� anī�fah dipenga-
ruhi oleh filsafat Yunani. Menurut Ibra�hī�m Madku� r, pendapat 
ini keliru. Bahkan pendapat-pendapat kalāmiyyah yang diala-
matkan kepada Abu�  H� anī�fah, sebenarnya ulah orang setelah-
nya. Adapun tiga imam mazhab lainnya malah menghindari 

9 Al-Khat�ī�b al-Baghda�dī�, Tārīkh al-Baghdād, jld. XIII (Beirut: Da� r al-Kutub al-
’Ilmī�yyah, 1997), hlm. 365. 



Filsafat Hukum Islam52

keterlibatan dengan diskusi kalāmiyyah.10

Fakta ini menunjukkan bahwa abad kedua hijriyah me-
rupakan era baru yang dapat disebut sebagai masa pengem-
bangan filsafat hukum Islam. Capaian utama para ulama masa 
ini adalah sistematisasi pola pikir kefilsafatan sahabat menjadi 
metode ijtihad. Hal ini jelas, sebab dalam rentang waktu tahun 
100 H sampai 200 H telah lahir ilmu fikih dan usul fikih seba-
gai hasil sistematisasi tersebut. Artinya, para ulama periode ini 
berhasil merumuskan ontologi dan epistemologi hukum Islam. 
Periode ini berakhir dengan wafatnya imam mazhab fikih yang 
terakhir, yaitu Imam Ah� mad ibn H� anbal (w. 241 H/856 M).11

3. Masa kematangan
Jika ulama pada masa pengembangan telah melahirkan 

ilmu fikih dan usul fikih, maka para ulama pada masa kematang-
an melakukan penguatan epistemologi dan sistematika kedua 
ilmu tersebut. Lalu pada masa ini lahir ilmu-ilmu pendukung 
bagi fikih dan usul fikih. Padahal di masa yang sama, fikih di-
anggap telah mengalami kemunduran. Hal ini menunjukkan 
bahwa intensitas kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang 
hukum Islam meningkat tajam dibanding masa sebelumnya.

Masa kematangan filsafat hukum Islam dimulai pada abad 
III H yang ditandai terjadinya persentuhan tradisi ilmiah Islam 
dengan filsafat Yunani. Hal ini memicu peningkatan kegiatan 
berpikir kefilsafatan, terutama dalam bidang keilmuan kalam. 
Sementara dalam bidang ilmu hukum, kegiatan ini justru me-
micu diskusi yang mendalam dengan cakupan yang lebih luas. 
Indikatornya jelas, yaitu lahirnya ilmu al-qawā‘id al-fiqhiyah 
yang merupakan abstraksi filosofis terhadap fikih. Pada masa 
ini pula lahir teori maqāṣid al-syarī‘ah yang merupakan aspek 
aksiologis hukum Islam. Ini menjadi argumen betapa mendalam 
dan luasnya kajian filsafat Islam di masa kematangan ini.

10 Ibra�hī�m Madku� r, Fī al-Falsafat al-Islāmiyyah: Manhaj wa Taṭbiquh, jld. II 
(Kairo: Da� r al-Ma‘arif, 2003), hlm. 31.

11 Abu�  al-Yazī�d Abu�  Zayd al-‘Ajamī�, al-‘Aqidah al-Islāmiyyah ‘ind al-Fuqahā’ al-
Arba‘ah (Kairo: Da� r al-Sala�m, 2007), hlm. 39. Meski tahun wafat Ah� mad ibn H� anbal 
pertengahan abad III, tapi periode ini dibulatkan menjadi akhir abad kedua hijriyah.
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Menurut Mustafa�  Syalabī�, orang yang pertama kali me-
nyusun al-qawā‘id al-fiqhiyah adalah Abu�  T�a�hir al-Diba�s dari 
mazhab H� anafī�, ia hidup antara abad ketiga dan keempat 
hijriyah. Abu�  T�a�hir al-Diba�s merumuskan tujuh belas kaidah, di 
antaranya al-ḍarār yuzāl, al-yaqīn lā yazūl bi al-syakk, al-‘ādah 
muḥakkamah, al-masyaqqah tajlīb al-taysīr. Kemudian kaidah 
ini ditambah oleh Abu�  al-H� asan al-Karakhī� (w. 340 H/951 M), 
lalu al-Ima�m Najm al-Dī�n ‘Umar al-Nasafī� (w. 537 H/1142 M) 
menyertakan contoh dalam penulisannya.12 Sementara itu 
pada saat yang sama, ilmu usul fikih mengalami perbaikan se-
cara metodologis, disebabkan oleh intensitas kegiatan ilmiah 
pengikut mazhab.

Pemikiran kefilsafatan diperlukan oleh para ulama 
masa ini untuk memperjelas al-‘illah dari hasil istinbāt imam 
mazhab yang diikutinya. Mereka disebut sebagai ‘ulama’ al-
takhrij, yaitu takhrij al-manat yang artinya membahas al-‘illah 
bagi hukum. Umumnya usaha ini dilakukan oleh kalangan ula-
ma H� anafiyyah, karena kebanyakan hukum yang diriwayatkan 
dari imam mazhab mereka tidak diketahui‘illah-nya, maka me-
reka berijtihad untuk menjelaskan dasar peristinbatan imam 
mazhab mereka.13 Nah, usaha pengembangan metodologi yang 
mereka lakukan pun menjadi penyokong yang tidak bisa dipi-
sahkan dari mazhab yang mereka ikuti. Hal ini dilakukan me-
lalui pemikiran kefilsafatan, maka jelaslah filsafat hukum Islam 
mengokohkan sistematika usul fikih.

Diyakini bahwa pada masa kematangan ini pemikiran 
kefilsafatan Yunani telah memengaruhi usul fikih. Pemikiran 
kefilsafatan Yunani memberi tantangan dan sekaligus memicu 
kematangan filsafat hukum Islam itu sendiri. Hal ini seperti 
terlihat pada pemikiran tokoh semisal Abu�  Zayd al-Dabu� sī� (w. 
430 H/1039 M), Abu�  al-H� asan al-Bas�rī� (w. 436 H/1045 M), 
Imam al-Juwaynī� (w. 478 H/1085 M), Imam al-Ghaza� lī� (w. 505 
H/1111 M), Ibn Rusyd (w. 595 H/1198 M) dan lain-lain.

12 Mus�t�afa�  Syalabī�, al-Madkhal fī Fiqh al-Islāmī. cet. X (Beirut: Da� r al-Ja�mi‘ah, 
1985), hlm. 326. 

13 Khud� arī� Bikk, Tārīkh al-Tasyrī‘ī al-Islāmī (Beirut: Da�r al-Fikr, 1967), hlm. 
284. 



Filsafat Hukum Islam54

Pengembangan juga dilakukan dalam ranah siyāsah, 
pada masa ini lahir kitab-kitab siyāsah syar‘iyyah seperti al-
Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah dan al-Rutbah 
fī Ṭalab al-Ḥisbah yang ditulis oleh al-Mawardī� (w. 450 H/1058 
M). Demikian pula kitab yang ditulis oleh Imam al-Juwaynī� (w. 
478 H/1085 M) berjudul Ghiyāṡ al-Umam fī al-Tiyāṡat al-Ẓulm. 
Dua tokoh ini dari mazhab al-Sya� fi‘ī�, ada pula dari mazhab 
H� anbalī� seperti Abu�  al-Farra’ (w. 458 H/1066 M) yang menulis 
kitab berjudul serupa, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. Karya-karya 
ini menunjukkan tingginya aktivitas berpikir kefilsafatan dan 
luasnya aspek kajian yang dirambah. Maka tidak berlebihan jika 
periode ini disebut sebagai masa kematangan filsafat hukum 
Islam.

Sepanjang rentang masa yang dalam kajian sejarah 
fikih disebut sebagai masa taklid ini, ternyata terjadi pula 
pengembangan pemikiran kefilsafatan hukum Islam dalam 
aspek aksiologi. Pada masa ini telah dilakukan kajian terhadap 
al-maṣlaḥat al-mursalah sebagaimana terlihat pada karya al-
Juwaynī� dan muridnya, al-Ghaza� lī�. Tetapi kajian ini masih be-
rupa rintisan awal yang justru dikembangkan oleh para ulama 
pada masa kemunduran filsafat hukum Islam, lalu dimandiri-
kan sebagai ilmu tersendiri pada periode modern.

4. Masa kemunduran
Jika pada masa kematangan terjadi peningkatan kegiatan 

berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, maka pada 
masa kemunduran terjadi penurunan intensitas kegiatan 
tersebut. Tetapi ini bukan berarti matinya kegiatan berpikir 
kefilsafatan dalam hukum Islam, buktinya ditemukan karya 
para ulama pada ranah aksiologi hukum Islam.

Menurut Ibra�hī�m Madku� r, abad ke VI hijriyah merupakan 
masa kemunduran filsafat dalam Islam, sebab telah terjadi 
stagnasi dalam pemikiran kalam. Menurut Ibra�hī�m Madku� r, 
indikatornya bisa dilihat dari minimnya pendapat-pendapat 
kalāmiyyah yang baru, umumnya berupa pengulangan saja 
dari pendapat-pendapat sebelumnya.14 Ini bisa diterima dalam 

14 Ibra�hī�m Madku� r, Fī al-Falsafat al-Islāmiyyah…, hlm. 45 dan 54. 
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konteks pertumbuhan ilmu kalam, tapi tidak bisa begitu saja 
diperluas pada pertumbuhan filsafat hukum Islam.

Melihat pertumbuhan filsafat hukum Islam, telah terjadi 
diskusi mendalam pada aspek aksiologi. Hal ini bisa disimak 
pada pemikiran para tokoh semisal al-Ra�zī� (w. 606 H/1209 
M), Al-Amudī� (w. 631 H/1234 M). Ibn al-H� a� jib (w. 646 H/1248 
M), Ibn ‘Abd al-Sala�m (w. 660 H/1262 M), al-Qara� fī� (w. 684 
H/1285 M), Ibn Taymiyyah (w. 728 H/1328 M), Ibn Qayyim (w. 
751 H/1350 M), al-Maqqarī� (758 H/1357 M), dan al-Sya� t�ibī� (w. 
790 H/1388 M). Masing-masing dari tokoh ini memiliki karya 
monumental dalam bidang ilmu usul fikih.

Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas melakukan kajian 
aksiologi hukum Islam yang membawa langkah maju terhadap 
teori maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, tentunya tidak logis 
jika dikatakan bahwa filsafat hukum Islam mengalami stagnasi, 
faktanya di masa ini terjadi kemajuan pada teori maqāṣid. Namun 
begitu, tak bisa dipungkiri bahwa aktivitas berpikir kefilsafatan 
dalam bidang hukum Islam lebih rendah dibandingkan dengan 
masa kematangan filsafat hukum Islam. 

5. Masa pembaruan modern
Jika di masa kemunduran terjadi penurunan intensitas 

kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, 
di masa pembaruan modern justru meningkat kembali. Hal 
ini dipicu oleh pengaruh filsafat Barat modern yang berciri 
positivistik-saintifik. Sarjana muslim yang belajar ke Barat 
membawa pemikiran kefilsafatan Barat modern ke negara asal 
mereka, maka terjadi pembaruan filsafat hukum Islam.

Kata modern dalam KBBI diartikan terbaru atau muta-
khir.15 Menurut Harun Nasution (1919-1998 M), istilah modern 
berarti masa yang dimulai dari tahun 1400 H/1800 M sampai 
seterusnya.16 Di sini tidak diberinya batas akhir, hal ini wajar 
karena Harun tidak mengalami masa-masa yang dianggap 
sebagai akhir dari periode modern. Tetapi sekarang ini abad 

15 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm.924.
16 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 14.
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modern dinyatakan berakhir pada tahun 1980-an, saat istilah 
postmodern telah umum digunakan di lingkungan akademik.17 

Menurut Muhammad Azhar, periode modern telah me-
lewati empat babakan. Pertama revivalisme pramodern yang 
muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia. Kedua, modernisme 
klasik yang muncul pertengahan abad 19 di bawah ide-ide 
Barat. Ketiga, neorevivalisme (revivalisme pasca modern) yang 
berangkat dari pemikiran modernisme klasik tetapi berusaha 
membedakan diri dari Barat serta bersikap reaksioner terhadap 
modernisme klasik. Keempat neomodernisme yang dicetus-
kan oleh Fazlur Rahman yang bersikap kritis terhadap Barat 
dan juga terhadap warisan kesejarahan Islam sendiri.18

Memperhatikan metode dan pola-pola kritis Fazlur 
Rahman, jelas ia tidak bisa digolongkan sebagai modernis 
dan juga tidak cocok disebut neomodernis. Sebab jika dilihat 
pada pemikirannya, terutama dalam bukunya Islam and 
Modernity yang terbit pada tahun 1982, Rahman menggunakan 
hermeneutika sebagai perangkat kritisnya. Jadi ia telah 
menerima pengaruh pemikiran era posmodernisme. Selain 
itu, kritik Fazlur Rahman terhadap pemikir modernis klasik 
muslim, antara lain Muhammad ‘Abduh, justru ditujukan 
pada penerimaan mutlak mereka terhadap sains positif. Ini 
menunjukkan ia telah memakai isu-isu yang menjadi trend di 
kalangan kaum posmodernis. Sebagaimana diketahui, pos-
modernis cukup gencar mengkritik modernisme.

Jika Fazlur Rahman tidak dapat dimasukkan dalam go-
longan modernis, maka modernisme dapat dibagi dalam tiga 
gerakan berikut:
1. Revivalisme pramodern dalam gerakan Ibn ‘Abd al-Wahha�b, 

yaitu modernisme dalam arti sikap kritis terhadap Islam; 
2. Modernisme klasik, yaitu gerakan mengikuti Barat tanpa 

sikap kritis terhadap aspek ideologis dari sains modern; 
3. Neorevivalisme (revivalisme pasca modern), yaitu moder-

17 Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme: Teori dan Metode (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), hlm. 2. 

18 Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme 
Islam (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1996), hlm. 27 dst. 



Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam 57

nisme dalam arti sikap anti Barat dan kritis terhadap 
modernis klasik.

Revivalisme pramodern yang digerakkan oleh Ibn ‘Abd 
al-Wahha�b (w. 1206 H/1792 M), muncul sebagai gerakan pe-
murnian akidah tanpa persentuhan dengan modernisasi Barat.19 
Motivasi mereka bersifat internal, karena menganggap akidah 
umat Islam telah dipenuhi khurafat dan perlu dimur-nikan.20 
Sebenarnya, mereka tidak melakukan pembaruan pemikiran 
kefilsafatan, tapi cenderung mengadopsi bagian dari pemikiran 
kefilsafatan klasik, terutama pemikiran Ibn Taymiyyah.

Modernisme yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat 
modern yang positivistik baru muncul pada pertengahan abad 
ke-19. Modernitas pada masa ini dimulai dengan timbulnya 
kesadaran akan ketertinggalan umat Islam secara sosial, politik 
dan teknologi.21 Bagi Fazlur Rahman, modernisme klasik tidak 
kritis terhadap sekularisme dalam sains Barat yang menurutnya 
lebih buruk dari sufisme abad tengah Islam dan teologi Kristen 
abad pertengahan.22 

Modernisme yang menerima bulat-bulat sains Barat ini 
menuai sikap reaksioner dari neorevivalisme (revivalisme pasca 
modern). Neorevivalisme dalam gerakan Wahha�bī� disebut oleh 
Fazlur Rahman sebagai neofundamentalisme, alasannya karena 
mereka masih menganut revivalisme pramodern walaupun 
bersikap anti Barat.23 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
Neorevivalisme tidak melakukan pembaruan pada ranah filsafat 
hukum Islam. Sebaliknya, kegiatan berpikir secara kefilsafatan 
dalam bidang hukum Islam justru ditemukan pada tokoh mo-
dernis di pertengahan abad ke-19. Dengan demikian, dapat tarik 

19 Nurcholish Madjid (ed.), Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 
1994), hlm. 61.

20 Hamzah Ya’qub, Pemurnian Aqidah dan Syari’ah Islam (Jakarta: Pedoman 
Ilmu Jaya, 1988), hlm. 7.

21 Yusran Asmuni, Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan 
dalam Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 8 dan 67. 

22 Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago: University of Chicago Press, 
1982), hlm. 15.

23 Fazlur Rahman, Islam and Modernity..., hlm. 136.
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satu kesimpulan, bahwa periode pembaruan modern dimotori 
oleh kaum modernis yang muncul pertengahan abad ke-19.

Kata modern dipahami dalam beberapa konteks ber-
beda, maka dikenal pula istilah modernisme,24 mondernitas 
dan modernisasi.25 Secara konsep, modernisme menganut 
paradigma yang didasarkan pada teori Auguste Comte (w. 
1274 H/1857 M). Teori tersebut membagi perkembangan 
masyarakat secara genealogis dalam tiga tahapan, dari yang 
terendah sampai yang tertinggi. Pertama tahap teologis,26 kedua 
tahap metafisis,27 dan ketiga tahap positif.28 Pada tahap ketiga, 
dengan bertindak positif berarti manusia telah menempatkan 
kehendaknya yang bebas jauh di atas doktrin teologis dan 
metafisis.29 Inilah paradigma antroposentrisme dalam filsafat 

24 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme; Tantangan bagi Filsafat, cet. V 
(Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 29. ...yang dimaksud dengan “modernisme” di 
bidang filsafat adalah gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu yang mulanya 
diinspirasikan oleh Rene Descartes. Selanjutnya, modernisme dikokohkan oleh 
adanya gerakan Pencerahan (Enlightenment/Aufklarung). Modernisme kemudian 
mengabadikan dirinya hingga abad keduapuluh melalui dominasi sains dan 
kapitalisme.

25 T.M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, Filsafat Ilmu: Hakikat 
Ilmu Pengetahuan, Kritik terhadap Visi Positivisme Logis, serta Implikasinya (Jakarta: 
Kompas, 2015), hlm. 66. Para ahli berbeda dalam menafsirkan istilah modernisasi, 
modernitas dan modernisme sesuai bidang yang disorotnya. Menurut Daniel Bell, 
modernitas kerap diidentikkan dengan kebudayaan modern. Sementara Scott Lash 
mengartikan istilah modernisasi sebagai proses diferensiasi budaya dan otonomisasi 
sosial. Sementara Ross Poole menggunakan istilah modernitas untuk masyarakat yang 
mulai muncul di Eropa pada abad ke-17 dan abad ke-18 yang menunjukkan adanya 
perbedaan dengan masyarakat pra-modern atau tradisional. 

26 Tahap teologis menandai cara berpikir masyarakat yang menjelaskan 
realitas sosial menurut konsep-konsep teologis sehingga perubahan sosial selalu 
dikaitkan dengan ajaran agama (teologi). 

27 Perubahan dari tahap teologis ke tahap metafisis menunjukkan usaha 
manusia untuk menjelaskan realitas sosial menurut konsep-konsep filosofis yang 
abstrak, spekulatif, dan universal. 

28 Tahapan tertinggi dalam perubahan sosial dicapai dalam masyarakat 
yang berpikir secara positif. Istilah positif di sini dikaitkan dengan kehendak bebas 
manusia yang memutuskan bertindak sesuai dengan kenyataan empiris. Keputusan 
untuk bertindak menurut fakta menyatakan sisi rasionalitas yang dewasa, karena 
manusia tidak lagi menyerahkan nasibnya untuk dikendalikan oleh keyakinan teologis 
dan konsep-konsep spekulatif. 

29 Poespowardojo dan Alexander Seran, Filsafat Ilmu…, hlm.56. 
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Barat modern dan orientasi objektivitas-positivistik dalam 
bidang keilmuannya (sains modern).

Sayangnya teori Comte menimbulkan antipati apriori ter-
hadap hal-hal yang bersifat tradisional dan teosentris, karena 
dianggap sebagai kemunduran atau ketertinggalan (setback). 
Padahal secara substantif, tidak semua tradisionalitas dan hal 
yang teologis berarti kemunduran. Bahkan di kalangan ulama dan 
pemikir muslim sebelum era modern, banyak pemikiran yang 
justru melampaui zamannya, terutama pemikir yang moderat. 
Namun kecenderungan modern yang menggeneralisasi, maka 
tradisionalitas dan semua yang berbau teologis dipandang se-
bagai ketertinggalan (setback).

Bagi Fazlur Rahman, penerimaan bulat-bulat terhadap 
sains modern menimbulkan kontradiksi dengan akidah Islam. 
Alasannya, karena sains modern menegaskan keabadian dan 
kekekalan hukum alam. Akibatnya, sains modern tidak mem-
beri ruang bagi keberadaan Allah sebagaimana akidah Islam.30 
Maka Rahman pun melancarkan kritiknya terhadap kaum 
modernis muslim yang disebutnya sebagai modernisme klasik. 
Meski menuai kritik, namun kaum modernis telah memicu 
pertumbuhan filsafat hukum Islam di era modern.

Dalam bidang filsafat hukum Islam, modernisme ditandai 
dengan munculnya kesadaran pembacaan kembali kitab 
Imam al-Sya� t�ibī�. Lalu menjadi sebuah gerakan, yaitu gerakan 
pembacaan kembali kitab al-Muwāfaqāt. Hal ini dilakukan 
untuk pembaruan di ranah metodologi, di mana teori maqāṣid 
al-Sya� t�ibī� diyakini mampu menjawab persoalan hukum modern. 
Tokoh yang gencar menganjurkan pembacaan buku al-Sya� t�ibī� 
antara lain Muh� ammad ‘Abduh (w. 1323 H/1905 M) di Mesir, 
dan Abu�  al-A‘la�  al-Maudu� dī� di Pakistan.31

Sejauh yang dapat diamati, mulai dari pertengahan abad 
ke-19 M sampai tahun 1980 M, kajian uṣūliyyah di abad modern 
terfokus pada teori maqāṣid. Adapun topik-topik terkait lainnya 
dapat disebutkan antara lain: 1) hubungan wahyu dengan 

30 Fazlur Rahman, Islam and Modernity..., hlm. 51.
31 Muhammad Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy; A Study of Abū Ishāq al-

Shāṭibī’s Life and Thought (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 206. 
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akal; 2) hubungan perbuatan dengan efek (i‘tibār mā’alāt); 
3) masalah kebebasan kehendak manusia (al-kasb); dan 4) 
kausalitas. Ini menunjukkan terjadinya pasang naik kegiatan 
berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam di era modern, 
hal-hal yang dahulu telah dianggap final kini dipertanyakan 
kembali.

Meski menghadapi tantangan, namun pemikiran filsafat 
hukum Islam pada masa modern telah memberi sumbangsih 
besar dalam aspek aksiologi hukum Islam. Hal ini tampak dari 
karya Syaikh Muhammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r (w. 1394 H/1973 
M) dari Tunisia, tokoh yang secara khusus mengajak pada 
gerakan pembaruan uslub teori maqāṣid.32 Dalam kitabnya 
Maqāṣid al-Syari‘at al-Islāmiyyah, ‘A� syu� r mengajak pada 
pemandirian maqāṣid sebagai ilmu yang berdiri sendiri.33 Hal 
ini didiskusikan lebih mendalam pada tempatnya.

6. Masa pembaruan kontemporer
Jika di abad modern telah terjadi peningkatan aktivitas 

berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, maka pada 
abad kontemporer semakin bergairah. Perangkat kritis-
metodologis lebih beragam seiring peralihan orientasi filsafat 
kontemporer. Sarjana muslim kontemporer seperti Fazlur 
Rahman telah menggunakan hermeneutika kontemporer.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontempo-
rer berarti pada masa kini.34 Kelihatan kata ini sama maknanya 
dengan kata modern, mungkin KBBI belum mengakomodasi 
perubahan makna kata modern sekarang ini. Adapun dalam 
kajian ini, yang dimaksud dengan masa kini (kontemporer) 
adalah masa yang dimulai dari tahun 1400 H/1980 M. 
Memperhatikan rentang waktu dari tahun 1980 M sampai 
sekarang, banyak bermunculan tokoh-tokoh yang mengajukan 
ide pembaruan filsafat hukum Islam. Ini merupakan indikator 

32 Ziya�d Mh� ammad Ah� mī�da�n, Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah (Beirut: al-
Risa� lah, 2004), hlm. 50. 

33 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Maqāsid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r 
al-Sala�m, 2005), hlm. 39. 

34 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 729. 
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suburnya kajian filsafat hukum Islam kontemporer, sebab ide-
ide pembaruan tersebut tidak mungkin muncul tanpa pemikiran 
kefilsafatan.

Memperhatikan alur pemikiran postmodernisme, terda-
pat tiga ciri yang mendasar, yaitu deconstructionism, relativism, 
dan pluralism. Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar 
keilmuan yang telah mapan di era modern (disebut grand theo-
ry) dipertanyakan ulang oleh postmodernis. Upaya mengubah, 
memperbaiki, dan menyempurnakan teori “baku” dan “stan-
dar” yang diciptakan pada era modern inilah yang disebut seba-
gai deconstructionism.35 Metode dekonstruksi ini pertama kali 
diperkenalkan oleh Jacques Derrida (1930-2004 M), ilmuan 
dari Perancis. Dekonstruksi Derrida ini dapat disebut sebagai 
hermeneutika radikal, sebab ia memiliki kecenderungan men-
dekonstruksi aturan, konvensi dan konsep yang sebelumnya 
telah diterima di era modern.36

Banyak sarjana muslim kontemporer yang mengadopsi 
pemikiran dan metode seperti disebutkan di atas. Dalam konteks 
filsafat hukum Islam, pemikiran ini masuk cukup dalam sampai 
pada dekonstruksi Alquran sebagai sumber hukum. Jasser 
Auda mengidentifikasi adanya empat pendekatan posmodernis 
dalam hukum Islam, yaitu pos-strukturalisme, historisme, studi 
legal kritis dan pos-kolonialisme.37 Kebanyakan pemikir aliran-
aliran ini cenderung ekstrem, namun tidak bisa dinafikan ada 
pula tokoh posmodern yang moderat.

Mengamati isu-isu yang muncul di abad kontemporer, 
aspek aksiologis juga mendapat perhatian besar. Hal ini ber-
kaitan erat dengan trend globalisasi di abad kontemporer di 
mana persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, 
hubungan antaragama merupakan isu global yang menarik 
perhatian sarjana muslim kontemporer. Selain itu, masalah 
yang terkait dengan siyāsah syar‘iyyah juga dibicarakan, hanya 

35 Amin Abdullah, M., Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, cet. III 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 99 dan 101. 

36 Akhyar Yusuf Lubis. Postmodernisme…, hlm. 32-33.
37 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System 

Approach (London: IIIT, 2007), hlm. 182.



Filsafat Hukum Islam62

saja lebih fokus pada soal yang terkait dengan konstitusi islami. 
Hal ini dibicarakan lebih lanjut pada kajian berikutnya.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat 

dikemukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Periode pertumbuhan filsafat hukum Islam adalah pem-

babakan atau pembagian masa pertumbuhan filsafat hukum 
Islam dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui 
dinamika atau pasang surut kegiatan berpikir kefilsafatan 
dalam bidang hukum Islam.

2. Indikator pertumbuhan filsafat hukum Islam adalah 
intensitas kegiatan berpikir kefilsafatan, atau adanya hasil 
berpikir kefilsafatan seperti lahirnya ilmu-ilmu baru.

3. Periode pertumbuhan filsafat hukum Islam secara genealogis 
dibagi menjadi enam masa, yaitu: 1) masa kemunculan; 
2) masa pengembangan; 3) masa kematangan; 4) masa 
kemunduran; 5) masa pembaruan modern; dan 6) masa 
pembaruan posmodern.

4. Pada masa hidup Rasul tidak diperlukan filsafat hukum Islam, 
sebab semua persoalan dijawab langsung oleh Rasulullah.

5. Aktivitas berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam 
muncul pertama sekali di masa sahabat, indikatornya adalah 
lahirnya ketetapan hukum baru yang berbeda dari masa 
Rasul.

6. Masa pengembangan filsafat hukum ditandai dengan 
lahirnya ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Jadi prestasi ulama 
masa ini bagi pertumbuhan filsafat hukum Islam adalah 
pada penguatan ontologi dan epistemologi hukum Islam.

7. Masa kematangan ditandai dengan lahirnya ilmu al-qawā‘id 
al-fiqhiyah dan teori maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam bidang 
siyāsah, telah ditulis kitab al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, al-Rutbah 
fī Ṭalab al-Ḥisbah, Ghiyāṡ al-Umam fī al-Tiyāṡat al-Ẓulm.

8. Masa kemunduran bukan berarti kematian filsafat hukum 
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Islam, sebab terjadi pertumbuhan pada ranah aksiologi 
hukum Islam (maqāṣid). Kemunduran dalam bidang filsafat 
berarti masa surut atau berkurangnya aktivitas berpikir 
kefilsafatan.

9. Masa pembaruan modern filsafat hukum Islam ditandai 
dengan adanya gerakan pembacaan kembali kitab Imam 
al-Sya� t�ibī�, yaitu kitab al-Muwāfaqāt. Jadi prestasi ulama di 
masa ini adalah di bidang aksiologi hukum Islam (maqāṣid).

10.Masa pembaruan kontemporer ditandai dengan adopsi 
metode posmodern ke dalam kegiatan berpikir kefilsafatan 
hukum Islam. Maka dipakai pendekatan pos-strukturalisme, 
historisme, studi legal kritis dan pendekatan pos-
kolonialisme.
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E. Latihan
1. Jelaskan pengertian periode pertumbuhan filsafat hukum 

Islam.
2. Jelaskan pengertian genealogis.
3. Secara genealogis, periode pertumbuhan filsafat hukum 

Islam terdiri dari enam periode, sebutkan!
4. Bedakan secara kontras indikator pertumbuhan filsafat 

hukum Islam antara masa pengembangan dengan masa 
kematangan.

5. Bedakan secara kontras indikator pertumbuhan filsafat 
hukum Islam antara masa pembaruan modern dengan 
masa pembaruan postmodern.

6. Pengembangan filsafat hukum Islam dimulai setelah 
wafatnya sahabat Rasul yang terakhir, yaitu...
a.  ‘Umar ibn al-Khat�t�a�b.
b. ‘Ali ibn Abī� Ta� lib.
c.  ‘A� mir ibn Wa�s� ilah.
d. Anas ibn Ma� lik.

7. Lahirnya teori maqāṣid al-syarī‘ah merupakan indikator 
giatnya kegiatan berpikir kefilsafatan pada masa...
a.  kemunculan filsafat hukum Islam.
b. pengembangan filsafat hukum Islam.
c.  kematangan filsafat hukum Islam.
d. kemunduran filsafat hukum Islam
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8. Berikut ini adalah kitab-kitab yang ditulis pada masa 
kematangan filsafat hukum Islam dalam bidang siyāsah 
syar‘iyyah, kecuali... 
a.  Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyya.
b. Al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah.
c.  Al-Mankhūl min Ta‘līqāt al-Uṣūl.
d. Ghiyāṡ al-Umam fī al-Tiyāṡat al-Ẓulm.

9. Sumbangsih terbesar para tokoh di masa pembaruan 
modern bagi pertumbuhan filsafat hukum Islam adalah 
dalam bidang...
a.  kalāmiyyah.
b. al-qawā‘id al-fiqhiyah.
c.  maqāṣid al-syarī‘ah.
d. siyāsah syar‘iyyah.

10.Berikut ini adalah pendekatan-pendekatan yang diguna-
kan oleh tokoh postmodernis muslim, kecuali.
a.  pos-strukturalisme.
b. Historisme.
c.  studi kasus. 
d. pendekatan pos-kolonialisme.

F. Daftar Istilah
Dekonstruksi; adalah metode kritik sastra yang diperkenalkan 

pertama kali oleh ilmuan Perancis, Jacques Derrida 
(1930-2004 M).

Genealogi; adalah kajian asal-usul dan pertumbuhan sesuatu 
dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan 
perubahan dari bentuk-bentuk sebelumnya.

Modernisme; adalah gerakan pembaruan hukum Islam yang 
muncul pada pertengahan abad ke-19. Gerakan ini 
dipengaruhi oleh pemikiran Barat modern yang 
positivistik-saintifik.

Periode atau periodisasi berarti pembabakan atau pembagian 
menurut zamannya.
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Postmodern; adalah sebutan bagi era yang dimulai sekitar tahun 
1980-an sebagai penanda berakhirnya era modern.

Al-Qawā‘id al-fiqhiyah; adalah kaidah yang diabstraksikan dari 
fikih dan dipakai untuk membuat pengelompokan 
hukum sejenis.

Revivalisme pramodern adalah gerak yang dimotori oleh 
Muh� ammad ibn ‘Abd al-Wahha�b (w. 1206 H/1792 M) 
yang sering disebut sebagai Wahha�bī�.



BAB EMPAT 
ALIRAN-ALIRAN UTAMA 
FILSAFAT HUKUM ISLAM 

A. Standar Kompetensi
Pada tataran kognitif, kajian ini bertujuan untuk 

melakukan analisis tentang aliran-aliran filsafat hukum 
Islam yang berada dalam perpotongan antara aliran-aliran 
filsafat Islam dengan mazhab-mazhab fikih. Oleh karena itu, 
mahasiswa diharapkan mampu menganalisis (C4: analisys) 
pokok-pokok pikiran yang menjadi arus utama (mainstream) 
aliran-aliran filsafat hukum Islam sehingga dapat didentifikasi 
dan dibedakan secara jelas. Kompetensi ini berada pada level 
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk itu disajikan materi 
pembelajaran tentang pengertian dan pokok-pokok pikiran 
yang membentuk aliran-aliran filsafat hukum Islam.

Adapun pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi, yaitu mampu mengintegrasikan 
antara konsep berpikir kefilsafatan dengan materi yang 
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah sebagai pengantar kuliah; 
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana 

evaluasi kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi 
kuliah;

3. Diskusi kelompok untuk mengindentifikasi adanya sikap 
integrasi antara konsep berpikir kefilsafatan dan materi 
yang disajikan;

Pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharap mampu 
memberikan reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan tugas 
terstruktur, yaitu menyusun ringkasan materi tentang penger-
tian dan macam-macam aliran pemikiran filsafat hukum Islam. 

Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang terkait 
dengan pengembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. 
Ketiga ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik 
itu pada ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Pengertian dan Macam Aliran Filsafat Hukum Islam 

1.	 Pengertian	aliran	filsafat	hukum	Islam
Kata aliran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berarti haluan, pendapat atau paham.1 Makna kata aliran ini 
sepadan dengan kata firqah atau mażhab dalam Bahasa Arab. 
Secara etimologis kata firqah berarti sekelompok manusia (al-
ṭā‘ifah min al-nās),2 lalu secara terminologis digunakan untuk 
menunjukkan kelompok-kelompok aliran pemikiran kalam. 
Sedangkan untuk aliran fikih lazim digunakan kata mażhab 
yang berarti keyakinan yang menjadi haluan (al-mu‘taqad allażi 
yużhabu ilaih).3 

Perlu ditegaskan yang dimaksud adalah aliran dalam 
pemikiran filsafat hukum Islam, bukan filsafat Islam. Keduanya 
berbeda, sebab filsafat Islam menyorot Islam dari aspek 
ontologi (akidah), epistemologi (syariat) dan aksiologi (akhlak). 
Sedangkan filsafat hukum Islam hanya menyorot satu aspek 
saja dari Islam, yaitu epistemologi Islam (syariat) sebagaima-
na dijelaskan pada Bab Satu. Bahkan lebih sempit lagi, yaitu 
aturan syarak yang terkait dengan perbuatan mukallaf dan 
hubungannya dengan negara dan pemerintah. Maka dapat 
didefinisikan, bahwa aliran filsafat hukum Islam adalah 
pemikiran kelompok-kelompok yang menyorot hukum Islam 
secara kefilsafatan, baik terhadap hukum Islam dalam arti fikih 
mau pun siyāsah, baik yang disorot itu aspek ontologi, aspek 
epistemologi maupun aspek aksiologi dari hukum Islam.

Mengingat hukum Islam tidak lepas dari akidah Islam, 
maka ilmu hukum Islam tidak lepas dari ilmu kalam yang 
berupa produk filsafat Islam. Menurut Ibn Khaldu� n, ilmu kalam 
adalah disiplin ilmu yang mengandung argumentasi tentang 
akidah yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional.4 Orientasi 
rasional pada ilmu kalam membuatnya tidak mengenal taklid, 

1 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm. 41.

2 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. VII, (Kairo: Da� r al-H� adī�s� , 2003), hlm. 83.
3 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. III, hlm. 530.
4 Ibn Khaldu� n, Muqaddimah Ibn Khaldūn (Beirut: Da� r al-Fikr, t.th.), hlm. 458.
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sebab ia muncul sebagai upaya rasionalisasi isu kalam.
Menurut Abu�  H� asan al-Asy‘arī�, pada masa awal Islam, 

seorang bernama Ma‘bad ibn ‘Abd Alla�h al-Juhanī� al-Bis�rī� (w. 
80 H) datang ke Madinah. Ia seorang Nasrani yang telah masuk 
Islam, lalu mengajar dan membawa serta ajaran agama lamanya. 
Al-Juhanī� mempertanyakan tentang masalah takdir, apakah 
bersumber dari Allah atau perbuatan manusia. Akibatnya 
terbentuk dua kelompok pemikiran di Madinah, yang satu 
meyakini bahwa takdir bersumber dari Allah, dan yang lain 
meyakininya sebagai kehendak bebas manusia.5 

Sejak kasus pertamanya, tampak isu kalam terkait erat 
dengan paradigma berpikir. Paradigma adalah wacana atau 
discourses yang disepakati dalam mendiskusikan untuk mem-
bangun konsep keilmuan tertentu.6 Dalam realita, paradigma 
berpikir cenderung mengambil sisi ekstrem. Dilihat dalam skop 
yang luas, terdapat dua kutub ekstrem paradigmatik yang men-
jadi orientasi umum, yaitu orientasi ketuhanan (teosentris) dan 
yang berorientasi kemanusiaan (antroposentris).

Kecenderungan berparadigma ekstrem membuat seba-
gian orang menganut keyakinan teosentrisme pada masalah 
takdir, dan sebaliknya sebagian yang lain menganut keyakinan 
antroposentrisme.7 Di antara dua kutub ekstrem ini ada tokoh-
tokoh yang berhasil memoderasinya, yaitu penganut paradigma 
teoantroposentrisme.8 Hal ini bisa ditelusuri pada pendapat-

5 Abu�  H� asan al-Asy‘arī�, Maqālāt al-Islāmiyyah wa Ikhtilāf al-Muṣallīn, jld. I 
(Kairo: al-Nahd� at al-Mis�riyyah, 1950), hlm. 10.

6 Noeng Muhajir, Filsafat Ilmu; Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan 
Ilmu dan Penelitian, edisi III revisi (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), hlm. 46.

7 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, 
edisi kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 51. Antroposentrisme dalam 
rasionalisme manusia menempati kedudukan yang tinggi. Manusia menjadi pusat 
kebenaran, etika, kebijaksanaan dan pengetahuan. Manusia adalah pencipta, 
pelaksana, dan konsumen produk-produk manusia sendiri. 

8 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu..., hlm. 54. Agama tidak pernah menjadikan 
wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan kecerdasan 
manusia, atau sebaliknya, menganggap pikiran manusia sebagai satu-satunya sumber 
pengetahuan dan melupakan Tuhan. Jadi sumber pengetahuan itu dua macam, 
yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia, dengan kata lain 
teoantroposentrisme. 
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pendapat yang dipegang oleh aliran-aliran kalam. 
Kecenderungan ekstrem terjadi karena menerapkan pola 

berpikir monisme, yaitu berpikir secara monoperspektif. Hal 
ini bisa dilihat pada aliran kalam Jabba�riyyah yang teosentris, 
dan aliran Qadariyyah yang antroposentris. Akibat berpikir 
secara monoperspektif, keduanya saling beroposisi, sebab 
berada di dua kutub ekstrem yang berseberangan. Sementara 
itu, ada pula aliran kalam yang berhasil memoderasi kedua 
kutub ekstrem tersebut, antara lain aliran kalam Asy‘ariyyah.9 
Aliran ini menjadi moderat karena menerapkan pola berpikir 
multiperspektif.

Pendirian ekstrem dalam isu-isu kalam juga merambah 
pada diskusi tentang hukum, terutama dalam kaitannya dengan 
nilai-nilai moralitas. Di antaranya pendirian aliran Muktazilah 
yang melihat baik dan buruk bisa diketahui oleh akal secara 
apriori (ḍarūrī), akibatnya hukum Islam bisa diketahui meski 
tidak ada wahyu (khiṭāb).10 Masalah ini terkait langsung dengan 
persoalan hukum yang oleh ahli usul fikih didefinisikan sebagai 
perintah dan larangan Allah (khiṭāb). Jadi masalah ini menggugat 
hal yang paling dasar dari hukum, yaitu ontologinya.

Sebenarnya perspektif ilmu kalam tidak tepat untuk 
menyorot hukum Islam, walau ilmu kalam juga menyinggung 
persoalan hukum. Perhatikan, ahli hukum Islam perlu belajar 
ilmu kalam, sebab ada kala mereka harus masuk pada kajian 
kalam untuk menjawab persoalan hukum Islam.11 Hal ini 
disebabkan adanya materi ilmu kalam yang menjadi landasan 
ilmu hukum Islam.12 Tetapi tidak berlaku sebaliknya, sebab 
untuk menjadi ahli kalam tidak disyaratkan penguasaan ilmu 
hukum Islam. Ini berarti hukum Islam juga termasuk salah satu 

9 Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, edisi revisi (Bandung: Pustaka 
Setia, 2012), hlm. 47.

10 Wardani, Epistemologi Kalam Abad Pertengahan (Yogyakarta: LKiS, 2003), 
hlm. 145. Aliran ini disebut-sebut melakukan konvergensi atau sinstesis.

11 Abu�  al-Yazī�d Abu�  Zayd al-‘Ajamī�, al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah ‘ind al-Fuqahā’ al-
Arba‘ah (Kairo: Da� r al-Sala�m, 2007), hlm. 61.

12 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 7. 
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objek kajian ilmu kalam, walau hanya beberapa aspeknya saja.
Merujuk penjelasan al-Syahrasta�nī�, ia menyebut empat 

kategori masalah yang dibicarakan dalam keilmuan kalam, 
yaitu:13

1. Masalah sifat dan tauhid;
2. Masalah qadar dan keadilan;
3. Masalah janji, peringatan, nama-nama Allah dan hukum;
4. Masalah wahyu, akal, risalah dan imamah. 

Dari keempat kategori di atas, yang banyak kaitannya 
dengan hukum Islam adalah kategori masalah kedua dan 
keempat. Ilmu kalam mengkaji aspek yang terkait dengan 
teologi dari hukum Islam. Tetapi ilmu kalam punya objek formal 
sendiri yang berbeda dari objek formal ilmu hukum Islam. 
Mengingat objek formal menjadi pembatas sehingga lapangan 
kedua ilmu ini tidak tumpang tindih, maka ilmu kalam tidak 
mungkin mengupas tuntas hukum Islam.

Kekacauan terjadi karena ahli kalam masuk dari pintu 
filsafat, bukan dari pintu hukum Islam. Akibatnya, tanpa 
disadari ahli kalam menggunakan kerangka teoretik aksiologi 
Islam (ilmu akhlak) terhadap hukum. Padahal ahli hukum 
meneorikan hukum dari konsep otoritas yang menimbulkan 
daya ikat. Di antara dua teori ini, seharusnya yang dipegang 
adalah konsep teoretis ilmu hukum Islam, sebab objek formal 
hukum Islam ditentukan oleh ilmu hukum Islam.

Oleh karena ilmu hukum Islam memiliki objek formalnya 
sendiri, maka ilmu hukum Islam memerlukan filsafatnya sendiri. 
Ia tidak cukup dipulangkan pada filsafat Islam atau ilmu kalam, 
sebab objek formal filsafat Islam berbeda dari objek formal 
filsafat hukum Islam, apalagi ilmu kalam. Filsafat hukum Islam 
juga memiliki ahlinya sendiri yang kompeten dalam hukum 
Islam dan filsafat Islam sekaligus. Sementara ahli filsafat Islam 
belum tentu ahli dalam bidang hukum Islam.

Uraian ini menunjukkan bahwa pola yang membentuk 
aliran pemikiran filsafat hukum Islam berbeda dengan yang 
membentuk filsafat Islam. Filsafat hukum Islam merupakan 

13 Al-Syahrasta�nī�, al-Milal wa al-Nihal (Beirut: Da� r Fikr, 2005), hlm. 9-10. 
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perpotongan antara pemikiran filsafat Islam dan pemikiran 
hukum Islam, maka sulit untuk memilah ke dalam aliran kalam 
tertentu atau mazhab fikih tertentu. Bisa dikatakan pemikiran 
kefilsafatan hukum Islam tersebar dalam berbagai aliran kalam 
dan mazhab-mazhab fikih, saling bersilangan sehingga hanya 
bisa dikelompokkan berdasar kecenderungan umum saja.

Pengelompokan mazhab fikih dibuat berdasar tokoh 
mazhab yang diikuti. Memang masing-masing mazhab memi-
liki kekhususan pada metodologi yang digunakan, tapi penge-
lompokannya tetap berdasarkan tokoh pendiri mazhab. Se-
mentara dalam ilmu kalam, pengelompokan alirannya dibuat 
berdasarkan orientasi pemikiran, walau di antaranya ada pula 
yang diberi sebutan sesuai nama pencetusnya. Kedua pola 
pengelompokan ini tidak bisa diterapkan pada aliran filsafat 
hukum Islam, maka dipilah dalam dua aliran utama saja, yaitu: 
1. Mutakallimin

Aliran ini dinamakan Mutakallimin, karena pola kajian 
mereka memiliki kesamaan karakteristik dengan pola kajian 
kalam. Kajian Mutakallimin terhadap teori hukum Islam 
(usul fikih) terfokus pada aspek-aspek teoretis, lepas dari 
pengaruh keputusan fikih mazhab yang diikuti. Dengan kata 
lain, mereka mengikuti pola ilmu kalam yang tidak mengenal 
taklid dengan tujuan untuk menghasilkan kaidah yang berlaku 
umum. Hal ini menjadi ciri yang menunjuk-kan karakteristik 
aliran, maka mereka dinamakan mutakallimin.14

Mutakallimin juga disebut jumhūr al-‘ulamā’, karena 
diikuti oleh mayoritas ulama dari mazhab Ma� likī�, Sya� fi‘ī� 
dan H� anbalī�.15 Menurut Muh� ammad Abu�  Zahrah, tokoh 
ulama Mutakallimin melakukan studi epistemologi hukum 
Islam untuk mendapatkan metode istinbat yang benar dan 
merumuskan timbangan bagi rakyu secara umum.16

14 Muh� ammad Abu�  Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Da� r al-Fikr al-‘Arabī�, 1958), 
hlm. 18-19. 

15 Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 23-5.
16 Abu�  Zahrah, “Al-Ghazālī al-Faqīh” dalam Abū Hâmid al-Ghazālī, (Mesir: al-

Majlis al-A’la�  li Ri‘a�yat al-Funu� n wa al-A� da�b wa al-‘Ulu� m al-Ijtima�‘iyyah, 1962 M/1382 
H), hlm. 530
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2. Fukaha
Kelompok kedua disebut aliran Fukaha,17 yaitu pengikut 
mazhab H� anafī� yang berpedoman pada pendapat Abu�  H� anī�fah 
(w. 80 H).18 Beliau sempat hidup bersama empat sahabat, 
yaitu Anas ibn Ma� lik di Basrah, ‘Abd Alla�h ibn Abī� ‘Aufa�  di 
Kufah, Sahl ibn Sa‘d al-Sa‘ī�dī� di Madinah dan Abu�  T� ufail ‘Amī�r 
ibn Was�ī�lah di Mekah.19 Oleh karena itu, mazhab H� anafī� 
memiliki landasan konseptual yang mengakar kuat pada 
tradisi sahabat. Tetapi usul fikih aliran Fukaha disusun dalam 
rangka menguatkan putusan fikih mazhab. Hal ini dilakukan 
oleh pengikut mazhab H� anafī� dari generasi ke generasi.20

Menutup pembahasan ini perlu ditarik kesimpulan yang 
menjadi acuan bagi kajian berikutnya. Pertama, aliran pemikiran 
filsafat hukum Islam adalah pemikiran kelompok-kelompok 
yang menyorot hukum Islam secara kefilsafatan baik dari aspek 
ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Kedua, pemikiran 
yang dimaksud adalah pemikiran mazhab-mazhab fikih yang 
muncul setelah masa sahabat dan tumbuh jadi aliran, tetapi 
yang dilihat adalah pemikiran dalam konteks kefilsafatan, atau 
dengan kata lain; berpotongan dengan isu-isu kalāmiyyah.
2.	 Pokok	pikiran	aliran	utama	filsafat	hukum	Islam

Buku-buku sejarah fikih mencatat banyak mazhab yang 
muncul menjadi aliran fikih. Demikian pula dalam sejarah 
keilmuan kalam, banyak pemikiran yang memperoleh pengikut 
sehingga menjadi aliran kalam. Aliran-aliran tersebut ada yang 
bertahan dan ada yang kurang diminati sehingga hilang ditelan 
masa. Di antaranya juga ada yang muncul belakangan sehingga 
pengelompokannya harus didasarkan pada kesesuaian ciri 
dengan kategorisasi aliran sebelumnya.

Misalnya aliran Syī�‘ah, pada abad kedua hijriyah, dalam 
rentang tahun 100 H sampai 200 H, eksistensi Syī�‘ah adalah 

17 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, hlm. 23-5.
18 Khudharī� Bayk, Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Da� r al-Fikr, t.t.), hlm. 194. 
19 Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Fikih Islam, terj.: Nurhadi AGA (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 35. 
20 Abu Zahrah, Uṣūl al-Fiqh…, hlm. 18.
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sebagai aliran kalam, bukan aliran fikih. Contoh lainnya aliran 
Z� a�hirī�, benihnya baru muncul pada pertengahan abad III H 
melalui pendirinya, Da�wu� d al-As�baha�nī� (w. 270 H/883 M).21

Semula Da�wu� d adalah pengikut mazhab al-Sya� fi’ī�, lalu ia 
pun menyatakan kemandirian mazhabnya. Tapi pemikirannya 
yang ekstrem pada kutub tekstualitas membuatnya kekurang-
an pengikut. Baru pada pertengahan abad kelima hijriyah pe-
mikiran Z� ahirī� mendapat penguatan metodologi dari Ibn Hazm 
(w. 456 H/1066 M).22 Jadi pengembangan epistemologi aliran 
Z� ahirī� sempat terputus. 

Menurut ‘Alī� Jum‘ah usul fikih dihasilkan dari kajian uni-
versal (ru’yat kulliyyah) terhadap objek kajian filsafat Islam dan 
ilmu kalam.23 Sejak awal kemunculannya ilmu ini membahas 
seluruh aspek filsafat hukum Islam, baik itu ontologi, epistemo-
logi maupun aksiologi. Namun seiring kematangannya sebagai 
ilmu mandiri, usul fikih terspesialisasi pada epistemologi hu-
kum Islam.

Pokok-pokok pikiran kefilsafatan hukum Islam bisa dite-
mukan dalam kitab-kitab usul fikih mazhab. Caranya dengan 
menggunakan objek formal filsafat hukum Islam sebagai 
perspektif terhadap topik-topik kajian usul fikih. Tidak jarang 
pendapat-pendapat kalam dinukil oleh penulis usul fikih untuk 
menegaskan pendiriannya.
a.	 Pokok	pikiran	aliran	Fukaha

Merujuk kajian pada Bab Dua, tampak identitas hukum 
adalah otoritas, yaitu tentang siapa yang mengadakan hukum. 
Hal ini penting bagi ilmu hukum agar dapat menetapkan objek 
materialnya dan bisa dibedakan dari etika. Jika menurut Van 
Apeldorn kata kuncinya kaidah yang dikeluarkan oleh negara,24 

21 Muh� ammad Abu�  Zahrah, Tārīkh al-Mażāhib al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r al-
Fikr al-‘Arabī�, 1996), hlm. 531. 

22 Abu�  Zahrah, Tārīkh al-Mażāhib..., hlm. 538. Di awal kemunculannya Z� a�hiri 
terkucil, lalu muncul kembali di Andalusia melalui Ibn H� azm (w. 456 H).

23 ‘Alī� Jum‘ah, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa ‘Alāqatuh bi al-Falsafat al-Islāmiyyah (Kairo: 
al-Ma‘had al-‘A� lamī� li al-Fikr al-Isla�mī�, 1996), hlm. 10.

24 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 
hlm. 429
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itu karena otoritas menimbulkan daya ikat, jadi objek material 
ilmu hukum adalah aturan mengikat.

Mengingat hukum konvensional berdimensi antroposen-
tris, maka otoritas bermakn sumber yang mengadakan hukum 
sekaligus mengikat. Belakangan, barulah hukum konvensional 
membicarakan kedaulatan transenden dalam konteks negara 
hukum. Beda halnya dalam Islam, pembicaraan tentang otori-
tas dan sumber hukum tidak bisa disatukan, sebab kata sumber 
hukum Islam tidak identik dengan otoritas.

Diskusi tentang sumber hukum Islam memunculkan is-
tilah maṣādir al-tasyrī‘ al-Islāmī yang dibagi empat: 1) hukum 
yang bersumber dari nas yang jelas (ṣarīḥ) dan pasti (qaṭ‘ī al-
ṡubūt wa al-dilālah); 2) hukum yang bersumber dari nas yang 
ẓannī dilālah-nya terhadap hukum; 3) hukum yang bersumber 
dari ijmak; 4) hukum yang bersumber dari ijtihad tanpa nas 
dan ijmak.25 Lalu timbul pertanyaan, apakah istilah maṣādir di 
sini bermakna sumber yang memiliki otoritas?

Menurut al-Ghaza� lī�, dalil dalam arti sumber (aṣl) yang 
otoritatif mengadakan hukum secara mengikat (mulzim) 
hanya satu, yaitu firman Allah. Adapun perkataan Nabi saw., 
tidak otoritatif dengan sendirinya, sebab Sunah berperan 
sebagai pembawa berita (mukhbir) bahwa Allah menetapkan 
hukum ini dan itu. Sementara ijmak—disebut sebagai dalil 
karena—menjadi petunjuk kepada Sunah yang menunjuk pada 
hukum Allah. Adapun akal bukan dalil otoritatif hukum syariat, 
penamaannya sebagai sumber (aṣl) adalah metafor (majāzī). 
Al-Ghaza� lī� berkata:26

Dan jika kita iktibar sebab yang menjadikan hukum mengikat, 
maka itu hanya satu, yaitu hukum Allah. Tetapi apabila bukan 
aspek mulzim yang dilihat, maka semua sumber dikumpulkan 

25 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī, cet. II (Kuwait: Da� r al-
Qalam, 1972), hlm. 7.

26 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 80. Aṣl yang mengikat (mulzim) hanya satu, yaitu firman Allah.
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sehingga asal yang wajib dikaji menjadi empat seperti yang telah 
disebutkan.

Pernyataan al-Ghaza� lī� mewakili uṣūliyyūn moderat, sebab 
meski ontologi sumber hukum hanya satu, tapi ia juga melihat 
dari aspek epistemologis sehingga sumber hukum Islam ada 
empat. Sedangkan Mutakallimin ekstrem hanya mengakui 
Alquran saja sebagai satu-satunya sumber otoritatif.

Konsep metafor juga berlaku pada penggunaan kata 
sumber (maṣādir), sebab yang dilihat adalah sisi Alquran se-
bagai tempat di mana aturan hukum keluar, bukan otoritasnya. 
Jadi serupa dengan dalil sebagai sarana untuk mendapatkan 
hukum (al-mudrikāt).27 Kalau begitu dipastikan Fukaha dan 
Mutakallimin sepakat dalam hal keberadaan Alquran, Sunah, 
ijmak dan kias sebagai mudrikāt, sebab hukum menjadi ada 
dari tiada melalui mudrikāt, tapi bukan diadakan oleh mudrikāt. 
Meski ada kesepakatan, tapi di sisi lain Fukaha membedakan 
ontologi hukum saat berbicara tentang hujah dalam konteks 
kategorisasi pengetahuan manusia. Al-Sarakhsī� al-H� anafī� (w. 
490 H) menyatakan:28

Ketahuilah bahwa asal dalam hujah syariat itu tiga: al-Kitāb, al-
Sunnah, al-ijmā‘, dan yang keempat al-qiyās, yaitu makna yang 
diistinbat dari tiga asal sebelumnya. Asal ini terbagi dua, yaitu 
yang mewajibkan ilmu secara pasti (qaṭ‘ī) dan metafor yang tidak 
mewajibkan ilmu. Ini kami sebut metafor (mujawwaz) karena ia 

27 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm. 80.
28 Al-Sarakhsī�, Uṣūl al-Sarakhsī, cet. II, jld. I (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2005), hlm. 279.
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mewajibkan amal, padahal beramal tanpa ilmu pada dasarnya 
tidak boleh. Allah berfirman: “...dan jangan kamu memegang 
sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya...” Maka ia 
kami sebut metafor dari aspek wajib amal dengannya walaupun 
tidak mewajibkan ilmu secara pasti.

Secara detil, menurut Abu�  Zayd al-Dabu� sī� al-H� anafī� (w. 
430 H), hujah sebagai landasan beramal ada empat: 1) al-
āyat, merupakan nama untuk sesuatu yang menghasilkan 
ilmu secara yakin sehingga mukjizat rasul dinamakan al-ayāt; 
2) al-dalīl, merupakan nama bagi hujah secara manṭiq; 3) al-
‘illah, yaitu nama untuk sesuatu yang keberadaannya berakibat 
bagi terjadinya sesuatu yang lain, seperti luka yang berakibat 
kematian; 4) al-ḥāl, jenis ini dijelaskan sebagai keadaan 
tetapnya keberlakuan suatu hukum selama tidak ada dalil yang 
membatalkan. Semua ini merupakan hujah yang terbagi lagi 
kepada ẓahīr dan baṭīn, di mana hujah yang batin butuh curahan 
pemikiran (ta’ammul).29

Menurut al-Sarakhsī�, kata al-ḥujjah berasal dari kata 
ḥajja yang berarti mendominasi (ghalaba) atau kembali (rujū‘). 
Jadi hujah berarti sumber yang menjadi tempat kembali dalam 
rangka amal dengannya.30 Menurut al-Dabu� sī�, ini dinamakan al-
ḥujjah sebab hak Allah menjadi mengikat (iltizām) karenanya, 
atau wajib dirujuk sebagai dasar beramal. Adapun bayyinah 
berarti jelas (ẓahīr), karena hujah menimbulkan efek wajib 
beramal jika jelas petunjukannya kepada iltizām. Demikian 
pula burhān, adalah terminologi yang semakna dengan hujah 
secara umum.31 

Detil konsep ilmu dan amal bisa ditelusuri pada diskusi 
tentang Hadis ahad. Al-Sarakhsī� menyatakan sebagai berikut: 32

29 Abu�  Zayd al-Dabu� sī�, Taqwīm al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Da� r al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 14-15.

30 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. I, hlm. 277.
31 Al-Dabu� sī�, Taqwīm…, hlm. 19.
32 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. I, hlm. 291.
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Kemudian pendirian di kalangan ulama kami, bahwa yang 
ditetapkan berdasar Hadis mutawatir adalah ilmu apriori 
(ḍarūrī) sama kuatnya dengan yang empirik. Sedangkan pengikut 
al-Sya� fi’ī� mengatakannya sebagai ilmu yakin, tetapi bersifat 
aposteriori (muktasab), seperti ilmu tentang kebenaran nabi 
ketika memahami mukjizat, itu adalah ilmu yakin, tapi bersifat 
aposteriori, bukan apriori.

Ilmu apriori (ḍarūrī) yang dimaksud oleh al-Sarakhsī� 
adalah: 33

...sesungguhnya terwujudnya ilmu (ḍarūrī) berdasar sesuatu yang 
bukan perbuatan manusia, dan ia berada di luar kemampuan 
manusia.

Tampak di sini yang dimaksud adalah pengetahuan tran-
senden yang juga berlaku pada ijmak. Al-Sarakhsī� menyata-
kan:34

Disebutkan oleh Hisya�m dari Muh� ammad ra., fikih ada empat, 
yaitu: 1) apa yang ada dalam Alquran dan yang serupa dengannya; 
2) apa yang didatangkan oleh Sunah dan yang serupa dengannya; 
3) apa yang datang dari sahabat dan yang serupa dengannya; 4) 
apa yang dianggap oleh kaum muslimin baik dan yang serupa 
dengannya. Di sini terdapat penjelasan bahwa konsensus sahabat 

33 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. I, hlm. 283.
34 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. I, hlm. 318.
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setara dengan yang ditetapkan berdasar Alquran dan Sunah dari 
segi kepastian (maqṭū‘ bih) sehingga orang yang mengingkarinya 
dianggap kufur.

Sifat qaṭ‘ī dari ijmak sahabat berpengaruh terhadap 
kehujahannya sehingga berakibat bagi akidah orang yang 
menolaknya. Tetapi untuk kajian hukum, ini hanya menambah 
argumen keberlakuan ijmak sebagai salah satu dalil. Lalu apa 
relevansi pengetahuan transenden terhadap epistemologi 
hukum Islam? Al-Sarakhsī� menyatakan:35

Jangan dikatakan telah ditetapkan hak Allah berdasar dalil 
yang tidak mewajibkan ilmu pasti seperti Hadis ahad dan kias. 
Sebab Hadis ahad adalah hujah, karena perkataan Rasulullah 
saw. adalah hujah yang mewajibkan ilmu secara pasti. Tetapi 
penetapan ilmu darinya terhalang oleh syubhat dalam penukilan, 
fakta keterbatasan interaksi langsung dengan Rasul memaksakan 
ini terjadi. Sedangkan kias bukanlah hujah untuk menetapkan 
hukum secara mandiri, tapi perluasan (ta‘diyyah) hukum yang 
ditetapkan berdasar nas kepada kasus yang tidak ada nas, ini 
terpaksa dilakukan karena kebutuhan mendesak. Adapun pada 
ijmak, Allah menjadikan umat Islam sebagai saksi bagi manusia 
secara umum, dan hak tersebut adalah hak yang dipersaksikan 
secara general.

Peryataan al-Sarakhsī� ini menunjukkan pembedaan ilmu 
apriori (ḍarūrī) dan ilmu wajib amal tidak terkait langsung 

35 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. I, hlm. 298.
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dengan kebutuhan teoretis ilmu hukum Islam, bahkan ia 
menyatakan bukan syarat amal:36 

Adapun pernyataan: “...dan jangan kamu memegang sesuatu yang 
kamu tidak memiliki ilmu tentangnya...” maka yang disebut adalah 
ilmu yang munkar dalam proposisi negasi. Sedang kata benda 
infinitif (nakirah) di dalam proposisi negasi itu bermakna umum. 
Adapun penggunaan rakyu menghasilkan satu jenis pengetahuan 
secara empiris, walau ia bukan ilmu yakin. Padahal disepakati 
bahwa ilmu yakin bukan syarat untuk wajib beramal dan bukan 
pula syarat dalam kebolehan beramal.

Lebih jauh konsep ilmu dan amal menunjukkan kecen-
derungan paradigmatik Fukaha ke arah empirisme hukum. 
Perhatikan lanjutan dari pernyataan al-Sarakhsī� yang sebagian 
telah dikutip di atas: 37

Sesungguhnya beramal dengan Hadis ahad adalah wajib, padahal 
tidak dihasilkan ilmu yakin padanya. Beramal dengan rakyu 
dalam perang adalah boleh, dan wajib pada masalah kiblat 
ketika terjadi keserupaan, dan boleh dalam proses pengobatan, 
walau semua itu tidak mewajibkan ilmu yakin. Ini semua karena 

36 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. II, hlm. 141.
37 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. II, hlm. 141.
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tuntutan sesuai kemampuan, dan bukanlah kemampuan kita 
untuk menghasilkan ilmu yakin bagi hukum semua peristiwa 
hukum yang baru. Kesukaran dihilangkan, maka pembatasan 
penggunaan rakyu terhadap perkara-perkara baru yang tidak ada 
nas adalah kesukaran yang tidak tersembunyi. 

Kecenderungan aliran Fukaha pada empirisme semakin 
tampak jelas pada argumen keberlakuan kias. Al-Sarakhsī� me-
nyatakan:38 

Hukum al-‘illah yang kami namakan al-qiyās atau al-‘illah 
ditetapkan berdasar rakyu, berupa perluasan (ta‘diyyah) hukum 
nas berdasarkan al-‘illah kepada furū‘ yang menurut kami tidak 
ada nasnya. Sedangkan menurut al-Sya� fi‘ī� qiyās adalah keterkaitan 
hukum pada nas (manṣūṣ) dengan al-‘illah. Jadi perluasan 
(ta‘diyyah) bisa terjadi, tapi tidak pasti, oleh karena itu ta‘līl tanpa 
ta‘diyyah dianggap sah (oleh al-Sya� fi‘ī�).

Pernyataan al-Sarakhsī� ini mengindikasikan bahwa bagi 
Fukaha, hukum pada furū‘ ditetapkan berdasarkan rakyu. 
Tapi menurut S�adr al-Syarī�‘ah al-Bukha�rī� al-H� anafī� (w. 747 H), 
uṣūliyyūn dari aliran Fukaha melihat al-‘illah sebagai rukun al-
qiyās dan ta‘diyyah sebagai hukum al-‘illah, di mana al-qiyās 
tidak menetapkan hukum secara otoritatif pada furū‘, sebab 
yang menetapkan hukum hanya Allah semata.39 Lalu bagaimana 
peran akal dalam penetapan hukum pada furū‘?

Perhatikan teks penyataan di atas, jika kata “...ṡābitah 
bi al-ra’y...” bukan berkonotasi otoritas, lalu bagaimana 
proses penetapan hukum pada furū‘ berlangsung, al-Sarakhsī� 
menyatakan:40

38 Al-Sarkhasī�, Uṣūl..., jld. II, hlm. 192.
39 S� adr al-Syarī�‘ah al-Bukha�rī� al-H� anafī�, al-Tawḍīh li Matn al-Tanqīḥ fī Uṣūl al-

Fiqh (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), hlm. 112.
40 Al-Sarkhasī�, Uṣūl..., jld. II, hlm. 179.
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Pernyataannya al-‘illat al-syar‘ adalah tanda. Kami katakan: ilat 
adalah tanda dari segi ia bukan pengwajib dengan sendirinya, akan 
tetapi ia menjadi pengwajib bagi hukum karena ia dijadikan oleh 
syarak sebagai alasan kewajiban beramal. Dan sudah dimaklumi 
tidak bisa beramal dengannya kecuali setelah mengetahui 
eksistensinya. Dan jalan untuk itu adalah penentuan berdasar 
nas atau istinbat berdasar rakyu. Padahal penentuan berdasar 
nas dipastikan tidak ada dan tidak bisa dimunculkan oleh istinbat 
berdasar rakyu jika hukum tidak bisa dirasionalkan.

Pernyataan ini menunjukkan asumsi; bahwa daya ikat 
pada kias muncul karena kewajiban beramal setelah al-‘illah 
ditetapkan. Hal ini sejalan dengan konsep ṭalab sebagaimana 
dinukil oleh al-Sarakhsī�:41

Ketahuilah bahwa perintah dan larangan, sesuai pembagian yang 
telah kami jelaskan, adalah untuk tuntutan menunaikan yang 
disyariatkan, maka di dalamnya terkandung makna khiṭāb untuk 
menunaikan setelah ada kewajiban berdasar sebab-sebab yang 
dijadikan oleh syarak sebagai sebab wajibnya yang disyariatkan 
tersebut.

Konsep ini membedakan antara kewajiban sebagai 
tanggungan (zimmah) dan kewajiban untuk menunaikannya 
(adā’). Jelas dikatakan bahwa perintah dan larangan (khiṭāb) 
berperan untuk tuntutan (ṭalab) menunaikannya (adā’). Semen-
tara hukum menjadi wajib berdasar sebab yang ditetapkan 

41 Al-Sarakhsī�, Uṣūl..., jld. I, hlm. 298.
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oleh syarak. Dengan demikian, al-‘illah menimbulkan daya ikat, 
maka ia termasuk dalil atau sumber yang otoritatif. 

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa konsep ilmu 
untuk amal dan konsep ṭalab untuk adā’ menjadi indikator ke-
cenderungan Fukaha pada aliran empirisme hukum. Jika pada 
sumber hukum utama saja konsep ini diberlakukan, apalagi 
pada ‘urf, al-istiḥsān dan qawl al-ṣaḥābī. Itulah sebabnya maka 
dalam mazhab H� anafī�, keseluruhan dalil hukum berjumlah 
tujuh sumber.42 

b. Pokok pikiran aliran Mutakallimin
Pendirian seperti yang dipedomani oleh aliran Fukaha 

juga tidak jarang dipegang oleh sebagian Mutakallimin. Tetapi 
secara umum dapat dikatakan, bahwa dalam operasional al-
qiyās, menurut Mutakallimin hukum pada furū‘ ditetapkan 
berdasar khiṭāb al-Syāri‘ pada aṣl. Jadi daya ikat hukum di-
munculkan oleh khiṭāb sehingga konsep al-qiyās tidak ber-
peluang menjadi dalil atau sumber (maṣādir) yang otoritatif 
mengadakan hukum. Peran al-qiyās hanyalah memperjelas 
(muẓhīr lil ḥukm) pada cabang (furū‘).43 Itulah sebabnya Imam 
al-Ghaza� lī� menyatakan bahwa al-qiyās bersifat tawqīfī.44 

Perbedaan pendapat terkait daya ikat (mulzim) pada 
hukum Islam juga terlihat dalam diskusi tentang al-ijmā‘. 
Contoh, al-Sya� fi‘ī� menolak ijmā‘ sukūtī sebagai hujah, tapi al-
Amu� dī�, dalam al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, justru menerimanya.45 
Ini menunjukkan sikap al-Sya� fi’ī� yang membatasi agar sifat 
otoritatif tidak melebar. Di sisi lain, Mutakallimin memoderasi, 
bahwa ijmak umat dapat terjadi,46 padahal aliran ekstrem 
seperti Z� a�hirī� justru menganggapnya tidak mungkin terjadi.47

42 Muh� ammad Abu�  Zahrah, Muḥāḍarāt fī Tārīkh al-Mażāhib al-Fiqhīyah (tp.t., 
1961), hlm. 161.

43 Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan; Akar Penalaran Ta ‘lili dalam Pemikiran 
Imam Al-Ghazali, (Banda Aceh: LKaS, 2009), hlm. 3. 

44 Al-Ghaza� lī�, Asās al-Qiyās (Riyad: Maktabah al-‘Ubayka�n, 1993), hlm. 11. 
45 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok..., hlm. 13. 
46 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da�r al-Kutub, 2000), hlm. 137.
47 Ibn H� azm, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām (Beirut: Da� r al-Kutub al-`Ilmī�yah, t.th.), 

hlm. 546.



Filsafat Hukum Islam84

Mazhab-mazhab di kalangan Mutakallimin juga menam-
bah dalil pendukung seperti al-istiṣḥāb, ijmā‘ ahl al-madīnah, 
al-maṣlaḥat al-mursalah, al-istiṣlāḥ dan sadd al-żarī‘ah. Seperti 
Fukaha, sebagian tokoh aliran filsafat hukum Islam menganggap 
dalil-dalil pendukung memiliki daya ikat (mulzim) sendiri 
sebagaimana pada khiṭāb. Tetapi tokoh Mutakallimin seperti al-
Sya� fi’ī� dan al-Ghaza� lī� menyatakan bahwa al-istiḥsān/al-istiṣlāḥ 
bukan dalil otoritatif.48 Namun hasil istinbatnya bisa diberikan 
daya ikat (mulzim) melalui otoritas ulil amri. Aliran Mutakalli-
min dan Fukaha sepakat bahwa otoritas pemerintah mendapat 
legitimasi dari perintah menaati ulil amri dalam ayat berikut:49

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan taatilah 
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An-Nisa’ [4]: 59).

Otoritas yang diberikan Alquran kepada ulil amri men-
jadi solusi dalam memoderasi dua kutub pemikiran ekstrem 
aliran filsafat hukum Islam. Sebab ayat ini menetapkan adanya 
dua macam daya ikat (mulzim) pada hukum Islam, pertama 
kewajiban menaati Allah dan Rasul, kedua kewajiban menaati 
ulil amri.50

Berdasar ayat ini, maka tokoh yang menyatakan bahwa 
dalil hukum tambahan memiliki daya ikat, berarti cenderung 
menganut paradigma antroposentrisme sehingga bisa disebut 
menganut aliran hukum empiris. Mereka menjadikan hukum 
alam (kausalitas natural/al-‘illah) dan nilai moral (kausalitas 
moral) sebagai pengikat (mulzim). Hal ini terlihat pada pendapat 
mazhab H� anafī� yang menjadikan al-‘illah sebagai muṡbit lil ḥukm 
pada operasional al-qiyās dan maslahat pada operasi al-istiḥsān. 
Sedangkan pendapat yang menolak al-qiyās (Z� a�hirī� dan Syī�‘ah), 
cenderung berparadigma teosentrisme dan beraliran hukum 

48 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm. 180. Al-Ghazali mengatakan: “Laysa uṣūlan 
al-khāmisan bi ra’siha.”

49 Al-Ma�wardī�, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah (Kairo: 
Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.), hlm. 16.

50 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, jld. III (Tunisia: 
Da� r al-Tu� nisiyyah, 1984), hlm. 188.
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normatif, sebab mereka menolak kausalitas natural dan moral. 
Kedua pemikiran ini ekstrem, karena bersifat monoperspektif, 
parsial dan atomistik.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat di-

kemukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Aliran filsafat hukum Islam adalah pemikiran kelompok-

kelompok yang menyorot hukum Islam secara kefilsafatan, 
baik terhadap hukum Islam dalam arti fikih mau pun siyāsah, 
baik yang disorot itu aspek ontologi, epistemologi maupun 
aksiologi.

2. Ilmu hukum Islam memiliki objek formalnya sendiri, maka 
ilmu hukum Islam membutuhkan filsafatnya sendiri.

3. Pengelompokan aliran filsafat hukum Islam didasarkan pada 
pemikiran mazhab-mazhab fikih yang muncul setelah masa 
sahabat dan tumbuh jadi aliran. Adapun aspek yang dilihat 
adalah pemikiran hukum yang berpotongan dengan isu-isu 
kalāmiyyah. pemikiran kefilsafatan hukum Islam tersebar 
dalam berbagai aliran kalam dan mazhab fikih, maka hanya 
bisa dikelompokkan berdasar kecenderungan umum saja, 
maka dikenal adanya aliran Mutakallimin dan Fukaha.

4. Kajian Mutakallimin terhadap teori hukum Islam (usul fikih) 
terfokus pada aspek-aspek teoretis, lepas dari pengaruh 
keputusan fikih mazhab yang diikuti. Dengan kata lain, 
mereka mengikuti pola ilmu kalam yang tidak mengenal 
taklid dengan tujuan untuk menghasilkan kaidah yang 
berlaku umum.

5. Aliran Fukaha membangun kaidah usul fikih di bawah 
pengaruh mazhab fikih yang diikuti, untuk menguatkan 
putusan-putusan fikih mazhabnya sampai pada generasi-
generasi berikutnya. 

6. Aliran Mutakallimin disebut juga jumhūr al-‘ulama’, karena 
diikuti oleh mayoritas ulama dari mazhab Ma� likī�, Sya� fi‘ī� dan 
H� anbalī�. Sedangkan aliran Fukaha diikuti oleh ulama yang 
berpedoman pada pendapat fikih Imam Abu�  H� anī�fah.
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7. Dalam filsafat hukum Islam terdapat tiga pokok pikiran 
yang membentuk aliran utama, yaitu aliran yang ekstrem 
teosentris, aliran yang ekstrem antroposentris, dan aliran 
moderat yang berparadigma teoantroposentrisme.

8. Aliran yang berparadigma antroposentris membahas 
persoalan hukum di luar objek formal ilmu hukum, bahkan 
memakai perspektif ilmu alam atau ilmu akhlak. Di sisi lain 
aliran yang berparadigma teosentris, justru bersikap rigid 
dan kaku terhadap hukum, keduanya menyimpang dari 
objek formal ilmu hukum.

9. Aliran moderat berparadigma teoantroposentrisme yang 
melihat hukum secara dualisme, di satu sisi adalah khiṭāb 
Allah dan di sisi lain adalah khiṭāb ulil amri. 

10.Cara pandang dualisme dimungkinkan dalam sistem hukum 
Islam, sebab hukum Islam mengenal dua macam daya ikat 
hukum, yaitu khiṭāb Allah dan khiṭāb ulil amri. Jadi di satu 
sisi, sistem hukum Islam berdimensi teosentris yang bersifat 
ilahiah dan di sisi lain berdimensi antroposenstris yang 
bersifat insaniah.
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E. Latihan
1. Jelaskan pengertian aliran pemikiran filsafat hukum 

Islam.
2. Sebutkan aliran-aliran utama dalam filsafat hukum 

Islam.
3. Bedakan antara aliran kalam dan aliran filsafat hukum 

Islam.
4. Bedakan antara aliran filsafat Islam dan filsafat hukum 

Islam.
5. Berikan analisis, mengapa aliran filsafat hukum Islam 

dibatasi pada kategori umum saja, yaitu Mutakallimin 
dan Fukaha.

6. Manakah masalah kalāmiyah di bawah ini yang memiliki 
kaitan erat dengan kajian filsafat hukum Islam?
a.  Masalah sifat dan tauhid 
b. Masalah qadar dan keadilan 
c.  Masalah wahyu, akal, risalah dan imamah
d. b dan c benar

7. Tokoh pendiri mazhab yang tergolong tabiin adalah
a.  Abu�  H� anī�fah
b. Imam Ma� lik
c.  Imam al-Sya� fi’ī�
d. Imam Ah� mad ibn H� anbal

8. Selain disebut aliran Fukaha, pengikut Abu�  H� anī�fah juga 
dikenal sebagai golongan...
a.  ahli usul
b. ahli kalam
c.  ahl al-ḥadīṡ
d. ahl al-ra’y 

9. Pendiri mazhab Z� a�hirī� adalah Da�wu� d al-As�baha�nī� (w. 
270 H/883 M), sebelum ia menyatakan kemandirian 
mazhabnya, ia adalah pengikut mazhab...
a.  Abu�  H� anī�fah
b. Imam Ma� lik
c.  Imam al-Sya� fi’ī�
d. Imam Ah� mad ibn H� anbal
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10. Ijmā‘ ahl al-madīnah adalah sumber hukum menurut 
mazhab...
a.  Abu�  H� anī�fah
b. Imam Ma� lik
c.  Imam al-Sya� fi’ī�
d. Imam Ah� mad ibn H� anbal

F. Daftar Istilah
Ahl al-ra’y; adalah sebutan lain untuk aliran Fukaha (pengi-

kut mazhab H� anafī�) yang dianggap cenderung me-
ngedepankan akal.

Dualisme; aliran pemikiran yang melihat realitas sebagai ke-
satuan dari dua unsur, misalnya jasmani dan rohani.

Firqah; sebutan yang lazim digunakan untuk kategori kelompok-
kelompok aliran pemikiran kalam.

Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung argumen-
tasi tentang akidah yang diperkuat dengan dalil-dalil 
rasional.

Imperatif; bersifat memerintah atau memberi komando.
Kausalitas natural; sebab akibat yang berupa hukum alam.
Kausalitas moral; sebab akibat yang berupa keharusan etis.
Mazhab; sebutan yang lazim digunakan untuk kategorisasi 

kelompok-kelompok haluan fikih.
Paradigma adalah wacana atau discourses yang disepakati 

dalam mendiskusikan untuk membangun konsep 
keilmuan tertentu.

Monisme; aliran pemikiran yang melihat realitas secara 
tunggal, baik monisme idealistik maupun monisme 
materialistik.

Samāhah merupakan pertengahan antara kesempitan (al-
tadyīq) dan kemudahan (al-tasāhul), ia kembali pada 
makna al-i‘tidāl, al-‘adl, dan al-tawāsut.

Ta‘diyyat al-ḥukm; perluasan cakupan keberlakuan hukum 
dalam operasional al-qiyās.



BAB LIMA 
PEMIKIRAN MODERAT

DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM 

A. Standar Kompetensi
Terhadap kajian pada bab ini, secara kongnitif mahasiswa 

diharap mampu melakukan analisis untuk mengkontraskan 
(C4) keberadaan aliran moderat dalam filsafat hukum Islam. 
Standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran ini 
berada pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk 
mencapai standar kompetensi di atas, maka disajikan materi 
pembelajaran sebagai berikut:
1. Dialektika aliran-aliran filsafat hukum Islam dan lahirnya 

aliran pemikiran moderat; 
2.	 Maqāṣid sebagai kriteria untuk menilai keadilan hukum;

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi, yaitu mampu mengintegrasikan 
antara konsep berpikir kefilsafatan dengan materi yang 
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah sebagai pengantar kuliah; 
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana eva-

luasi kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi kelompok untuk mengindentifikasi adanya sikap 

integrasi antara konsep berpikir kefilsafatan dan materi 
yang disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks (S5), untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi perbandingan karakter aliran-

aliran filsafat hukum Islam; 
2. Membangun skema perbandingan karakteri aliran-aliran 

filsafat hukum Islam.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang terkait 

dengan pengembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. 
Ketiga ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah.
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B. Pemikiran Moderat dalam Filsafat Hukum Islam
Sebagaimana dijelaskan pada bab empat, bahwa pemikiran 

filsafat hukum Islam lebih banyak ditemukan dalam kitab-kitab 
usul fikih. Bahkan pemikiran dimaksud kerap berpotongan dan 
saling isi atau saling mempengaruhi antara satu aliran dengan 
aliran lainnya. Oleh karena itu, kajian terhadap karakter aliran-
aliran filsafat hukum Islam harus ditelusuri dalam kitab-kitab 
usul fikih. Jadi sedikit banyaknya, kajian ini harus masuk ke 
dalam sejarah usul fikih.
1.	 Dialektika	aliran-aliran	filsafat	hukum	Islam

Sejak pertama kali dibukukan, penulisan kitab usul fikih 
terus mengalami pengembangan, baik oleh aliran Mutakallimin 
maupun aliran Fukaha. Masing-masing aliran memiliki metode 
penulisan yang dipengaruhi oleh kerangka teoretik dan tujuan 
penulisannya. Uṣūliyyūn Mutakallimin cenderung fokus pada 
penguatan teori dan bebas dari pengaruh mazhab yang diikuti.1 
Oleh karena itu mereka menulis kitab usul fikih dengan pola 
teoretis murni, tidak menyertakan contoh aplikasi teori ke 
dalam kasus-kasus fikih. Kitab-kitab terpenting yang disusun 
berdasar metode Mutakallimin adalah sebagai berikut:2

1.  Al-Ta‘rīf	wa	al-Irsyād	 fī	Tartīb	Ṭurūq	al-Ijtihād, karya al-Qa�d� i 
Abu�  Bakr Muh� ammad ibn al-T�ayyib al-Baqilla�nī� al-Ma� likī� (w. 
403 H/1012 M). 

2. Al-Luma‘, karya al-Ima�m Abu�  Ish� a�q Ibra�hī�m ibn ‘Alī� ibn Yu� suf 
al-Syairazī� al-Sya� fi’ī� (w. 476 H/1083 M). 

3. Al-Qawāṭi‘, karya Abu�  al-Muz�affar Mans�u� r ibn Muh� ammad 
ibn al-Sam‘anī� al-Sya� fi’ī� (w. 489 H/1096 M). Ia pindah dari 
mazhab H� anafi ke mazhab al-Sya� fi’ī�.

4. Al-Burhān, karya Imam al-H� ara�mayn Abu al-Ma‘ali ‘Abd al-
Malik ibn Abi Muhammad ‘Abd Allah ibn Yusuf al-Juwayni al-

1 Muh� ammad Abu�  Zahrah, Uṣūl	al-Fiqh (Beirut: Da� r al-Fikr al-‘Arabī�, 1958), hlm. 
18-9. Menurut Abu�  Zahrah, kalangan Sya� fi‘iyyah menekuni uṣūl	al-fiqh	bukan untuk 
membela mazhabnya. Artinya bukan untuk memperkuat keputusan dan pendapat 
fikih yang ada dalam Mazhab al-Sya� fi‘i. tetapi mereka bertujuan untuk mendapatkan 
metode istinbat yang benar dan merumuskan timbangan bagi rakyu secara umum.

2 Mus�t�afa�  Sa‘ī�d al-Khinn, Abḥāṡ	 Ḥawl	 Uṣūl	 al-Fiqh	 al-Islāmī:	 Tarīkhuh	 wa	
Taṭawwuruh, cet. I (Beirut: Dar al-Kalim al-T�ayyib, 2000), hlm. 286, dst. 
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Sya� fi’ī� (w. 478 H/1085 M). 
5. Syarḥ	al-Burhān li al-Imām al-Ḥarāmayn, karya al-Ima�m Abu�  

‘Abd Alla�h Muh� ammad ibn ‘Alī� al-Mazirī� al-Ma� likī� (w. 536 
H/1142 M). 

6. Tażkirāt	al-‘Alīm	wa	al-Ṭarīq	al-Salīm, karya Abu�  Ns�sr ‘Abd 
al-S� id ibn Muh� ammad ibn al-Sibag al-Sya� fi’ī� (w. 477 H/1084 
M). 

7. Syarḥ	al-Kifāyah, karya Abu�  al-T�ayyib T�a�hir ibn ‘Abd Alla�h ibn 
T�a�hir al-T�abarī� al-Sya� fi’ī� (w. 450 H/1058 M). 

8. Al-‘Amd, karya al-Qa�d� ī� ‘Abd al-Jabba�r ibn Ah� mad al-Mu‘tazilī� 
(w. 410 H/1019 M). 

9. Al-Mu‘tamad, karya Abu�  al-H� asan Muh� ammad ibn al-T�ayyib 
al-Bas�rī� al-Mu‘tazilī� (436 H/1045 M). 

10.Al-Mustaṣfā, karya al-Ima�m Abu�  H� a�mid Muh� ammad ibn 
Muh� ammad ibn Ah� mad al-Ghaza� lī� al-Sya� fi’ī� (w. 505 H/1111 M). 

11.Syifā’	al-Ghalīl	fī	Bayān	Masālik	al-Ta‘līl, karya al-Ghaza� lī�. 
12.Al-Mankhūl	min	Ta‘liqāt	al-Uṣūl, karya al-Ghaza� lī�. 
13.Rawḍat	al-Nāẓir	wa	 Jannat	al-Manāẓir, karya Muwaffiq al-

Dī�n Abu�  Muh� ammad ‘Abd Alla�h ibn Ah� mad ibn Muhh� ammad 
ibn Quda�mah al-Maqadī�sī� al-Jamma�‘ilī� al-Dimasqī� al-H� anbalī� 
(w. 620 H/1223 M). 

Tiga di antara kitab usul ini menjadi kitab induk yang 
dipadu, diringkas atau dirangkum ke dalam kitab sesudahnya. 
Misalnya kitab al-Maḥṣūl karya Fakhr al-Dī�n al-Ra�zī� (w. 606 H) 
dan Sayf al-Dī�n al-Amudī� (w. 631 H), merupakan perpaduan 
dari tiga kitab induk (al-Burhān, al-Mu‘tamad dan al-Mustaṣfā). 
Kemudian pada masa berikutnya, kitab al-Maḥṣūl ini diberi 
komentar (syarḥ) atau diringkas (mukhtaṣar) oleh uṣūliyyūn dari 
berbagai mazhab. Berikut ini beberapa karya yang merupakan 
komentar (syarḥ) terhadap al-Maḥṣūl:3 
1. Syarḥ	al-Maḥṣūl, karya Syiha�b al-Dī�n al-Qara� fī� al-Ma� likī� (w. 

684 H/1285 M). 
2. Syarḥ	 al-Maḥṣūl, karya Abu�  ‘Abd Alla�h Muh� ammad ibn 

Mah� mu� d ibn ‘Iba�d al-‘Ajla� , dikenal dengan gelar Syiha�b al-
Dī�n al-Asfiha�nī�. (w. 655 H/1257 M). 

3 Al-Khinn, Abḥāṡ	Ḥawl	Uṣūl	al-Fiqh…, hlm. 297. 
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Adapun ringkasan (mukhtaṣar) dari kitab al-Maḥṣūl 
antara lain: 
1. Mukhtaṣar	 al-Maḥṣūl, karya Imam Taqī�y al-Dī�n al-Armawī� 

(w. 602 H/1206 M). 
2. Mukhtaṣar	al-Maḥṣūl, karya Imam Sira� j al-Dī�n al-Armawī� al-

Sya� fi’ī� (w. 672 H/1274 M). 
3. Minhāj	 al-Wuṣūl	 ilā	 ‘Ilm	 al-Uṣūl, karya al-Qa�d� ī� al-Bayd� awī� 

Nas�r al-Dī�n Abī� al-Khayr ‘Abd Alla�h ibn ‘Umar al-Sya� fi’ī� (w. 
685 H).

Kemudian kitab Minhaj	 al-Wusul	 ila	 ‘Ilm	 al-Usul ini 
dikomentari lagi oleh para ulama sesudahnya, di antaranya:
1. Nihāyat	al-Su’āl	fī	Syarḥ	Minhāj	al-Uṣūl, karya al-Imam Jama� l 

al-Dī�n Abu�  Muh� ammad ‘Abd al-Rah� ī�m ibn al-H� asan ibn ‘Alī� al-
Isnawī� al-Sya� fi’ī� (w. 772 H/1371 M). 

2. Syarḥ	Minhāj	al-Uṣūl, karya al-Ima�m Taqī�y al-Dī�n ‘Alī� ibn ‘Abd 
al-Ka� fī� al-Subkī� yang dikenal dengan kunyah Abu al-H� asan 
(w. 756 H/1355 H) dan disempurnakan oleh anaknya Ta� j al-
Dī�n al-Subkī� (w. 771 H/1370 M). 

3. Minhāj	al-‘Uqūl	fi	Syarḥ	Minhāj	al-Uṣūl, al-Ima�m Muh� ammad 
ibn al-H� asan al-Badkhasyī� (w. ?). 

4. Al-Najm	 al-Wahhāj, berupa karya prosa oleh al-Syaykh 
Syams al-Dī�n ‘Abd al-Rah� ī�m ibn H� asan al-‘Iraqī� (w. 806 H/1404 
M), kemudian karya prosa ini dikomentari oleh anaknya yang 
dikenal sebagai Abu�  al-‘Iraqī�.

Tampak pada karya-karya di atas; bahwa proses kritik, 
syarah dan ikhtisar berlangsung lintas mazhab fikih. Semen-
tara itu kitab al-Iḥkām karya al-Amūdī diringkas kembali, 
antara lain:4 
1. Al-Muntahā	al-Su’āl, diringkas oleh penulisnya sendiri. 
2. Al-Muntahā	al-Su’āl	wa	al-Amal	fī	‘Ilmay	al-Uṣūl	wa	al-Jadal, 

karya al-Ima�m Abu�  ‘Amru ‘Us�ma�n ibn ‘Amru al-Ma� likī� yang 
dikenal dengan gelar Ibn al-H� a� jib (w. 646 H/1248 M). 
Kemudian kitab ini dikomentari kembali, antara lain: 
a.	 Syarḥ	Mukhtaṣar	Ibn	al-Ḥājib, karya al-‘Alla�mah ‘Adu� d al-

Dī�n Abu�  al-Fad� l ‘Abd al-Rah� ma�n ibn Ah� mad al-I�jī� al-Sya� fi’ī� 
4 Al-Khinn, Abḥāṡ	Ḥawl	Uṣūl	al-Fiqh…, hlm. 300.
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(w. 756 H/1355 M). Kitab ini kemudian dikomentari 
lagi oleh al-‘Alla�mah Sa‘ad al-Dī�n Mas‘u� d ibn ‘Umar al-
Taftaza�nī� al-Sya� fi’ī� (w. 791 H/1389 M) dan oleh al-Syaykh 
‘Alī� ibn Muh� ammad ibn ‘Alī� yang dikenal dengan gelar 
al-Sayyid al-Syarī�f al-Jarjanī� kunyah-nya Abu�  al-H� asan al-
H� anafī� (w. 816 H/1413 M). 

b.	 Raf‘	al-Ḥājib	 ‘an	Mukhtaṣar	 Ibn	al-Ḥājib, karya al-Ima�m 
Ta� j al-Dī�n ‘Abd al-Wahha�b ibn ‘Alī� ibn al-Ka� fī� al-Subkī� al-
Sya� fi’ī� (w. 771 H/1370 M). 

c.	 Syarḥ	al-Mukhtaṣar	li	Ibn	al-Ḥājib, karya al-‘Alla�mah Qut�b 
al-Dī�n Mah� mu� d ibn Mas‘u� d ibn Mus�lih�  al-Syayra�zī� al-
Sya� fi’ī� (w. 710 H/1310 M). 

d.	 Al-Bayān	fi	Syarḥ	Mukhtaṣar	Ibn	al-Ḥājib, karya al-‘Alla�mah 
Syams al-Dī�n Mah� mu� d ibn ‘Abd al-Rah� ma�n al-Asfihanī� (w. 
749 H/1348 M). 
Keberadaan kitab-kitab ini menunjukkan bagaimana pro-

ses kitik dan transfer berlangsung dalam aliran Mutakallimin. 
Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Sya� fi’iyyah dikomentari 
oleh ulama dari kalangan Ma� likiyyah atau H� anbaliyyah, demi-
kian pula sebaliknya. Jadi perbedaan pendapat fikih mazhab ti-
dak menghalangi mereka untuk saling berkontribusi terhadap 
usaha-usaha pengembangan usul fikih, itu karena penulisan 
usul fikih dilakukan secara teoretis murni.

Berbeda dari aliran Mutakallimin, aliran Fukaha menulis 
kitab usul fikih didasari oleh kecenderungan menguatkan fikih 
mazhab. Dari itu kitab-kitab aliran ini dipenuhi contoh-contoh 
terapan dalam fikih. Menurut Mus�t�afa�  Sa‘ī�d al-Khinn, kitab-
kitab usul fikih yang disusun berdasar metode Fukaha, antara 
lain sebagai berikut:5

1. Ma’khaż	 al-Syarā’i‘, karya Abu�  Mans�u� r Muh� ammad ibn 
Muh� ammad al-Matu� ridī� (w. 333 H/945 M). 

2. Risālat	al-Karakhī	fī	al-Uṣūl, karya Abu�  al-H� asan ‘Ubayd Alla�h 
ibn al-H� asan al-Karakhī� (w. 340 H/951 M). 

3. Uṣūl	 al-Jaṣṣaṣ, karya al-Ima�m Abu�  Bakr Ah� mad ibn ‘Alī� al-
Ra�zī� al-Jas�s�as�  al-H� anafī� (w. 370 H/981 M). 

5 Al-Khinn, Abḥāṡ	Ḥawl	Uṣūl	al-Fiqh…, hlm. 306.
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4. Taqwīm	al-Adillah, karya al-Syaykh Abu�  Zayd ‘Abd Alla�h ibn 
‘Umar ibn ‘I�sa�  al-Qa�d� ī� al-Dabu� sī� (w. 430 H/1039 M). 

5. Kanz	al-Wuṣūl	 ilā	Ma‘rifat	al-Uṣūl, karya al-Ima�m Fakhr al-
Isla�m Abu�  al-H� asan ‘Alī� ibn Muh� ammad al-Bazdawī� (w. 482 
H/1089 M). Kemudian kitab ini dikomentari oleh ‘Ala� ’ al-Dī�n 
‘Abd al-‘Azī�z al-Bukha�rī� (w. 730 H/1330 M) dengan judul 
kitab Kasyf	al-Asrār. 

6. Uṣūl	 al-Sarakhsī, karya al-Ima�m Syams al-A� ’immah Abu�  
Bakr Muh� ammad ibn Ah� mad ibn Sahal al-Sarakhsī� (w. 483 
H/1090 M). 

7. Manār	al-Anwār, karya al-Ima�m Abu�  Barakat ‘Abd Alla�h ibn 
Ah� mad (w. 710 H/1310 M), dikenal dengan gelar H� afī�z�  al-
Dī�n al-Nasafī�. Kitab ini banyak dikomentari oleh para ulama 
sesudahnya.

Belakangan metode teoretis murni dirasa menimbulkan 
kesulitan bagi pengkaji usul fikih, maka timbul ide memode-
rasinya. Maka lahir kitab-kitab usul fikih yang berbicara secara 
teoretis dan sekaligus berisi contoh-contoh kasus fikih yang 
mengaplikasikan teori-teori usul fikih. Kitab-kitab perpaduan 
yang terpenting antara lain:6

1. Badī‘	 al-Niẓām	al-Jāmi‘	 bayn	Uṣūl	al-Bazdawī	wa	al-Iḥkām, 
karya al-Ima�m Muz�affar al-Dī�n Ah� mad ibn ‘Alī� al-Ba‘alba�kī� 
al-H� anafī� (w. 694/1295 M). 

2. Al-Tanqīh, karya al-Qa�d� ī� S� adr al-Syarī�‘ah ‘Ubayd Alla�h ibn 
Mas‘u� d al-Mah� bu� bī� al-Bukha�rī� al-H� anafī� (w. 747 H/). 

3. Jam‘	 al-Jawāmi‘, karya Ta� j al-Dī�n al-Subkī� al-Sya� fi’ī� (w. 
771/). 

4. Al-Taḥrīr, karya Kama� l al-Dī�n Muh� ammad ibn ‘Abd al-Wah� ī�d 
al-H� anafī� (w. 861 H/). dikenal dengan gelar Ibn al-Hama�m. 

5. Musallam	al-Ṡubūt, karya al-‘Alla�mah Muh� ibb al-Dī�n ibn ‘Abd 
al-Syaku� r al-Baharī� al-H� anafī� (w. 1119 H/). 

Sekilas pola penulisan uṣūliyyūn moderat menjadi serupa 
dengan metode penulisan kitab usul fikih Fukaha. Tetapi ada 
perbedaan mendasar, sebab contoh-contoh kasus fikih dalam 
kitab usul fikih Fukaha dimasukkan untuk memperkuat kaidah 

6 Al-Khinn, Abḥāṡ	Ḥawl	Uṣūl	al-Fiqh…, hlm. 312.
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atau membuktikan kesahihannya berdasar fikih mazhab. Ada-
pun contoh-contoh fikih dalam kitab uṣūliyyūn moderat dihadir-
kan sebagai contoh aplikasi teori.7 Tetapi dalam perjalanannya 
muncul masalah, sebab tidak semua persoalan usul fikih ada 
aplikasinya pada fikih. Hal ini memberikan makna tersendiri 
bagi kehadiran kelompok moderat.

Para uṣūliyyūn menyebut kelompok moderat ini sebagai 
mazhab takhrīj al-furū‘ ‘alā al-uṣūl, sebab kelompok ini meng-
hadirkan contoh kasus (furū‘) terhadap permasalahan usul 
fikih (dalil-dalil umum) yang dibahas dalam tulisan mereka.8 
Menurut Muh� ammad H� asan Haytu� , ternyata tidak jarang ma-
salah yang dibahas dalam usul fikih bersifat imajiner akibat 
tuntutan diskusi kalam, tetapi masuk ke dalam usul fikih karena 
ada persinggungannya.9 

Permasalahan imajiner dari diskusi kalam tersebut men-
jadi tugas tersendiri bagi uṣūliyyūn di masa kemunduran filsafat 
hukum Islam. Akibatnya aktivitas takhrīj al-furū‘ ‘alā al-uṣūl 
menjadi pola tersendiri, ia menjalankan proses penyeleksian 
terhadap subjek materi usul fikih berdasarkan relevansinya 
dengan kasus-kasus fikih. Pola ini menjadi bagian penting dalam 
usaha pengembangan subjek materi usul fikih dan pemilahan-
nya dengan masalah kefilsafatan hukum Islam. Sampai di sini 
dapat disimpulkan, bahwa kegiatan teknis penulisan kitab 
usul fikih memunculkan kesadaran akan percampuran materi 
ilmu usul fikih dengan masalah kefilsafatan hukum Islam, lalu 
melahirkan kelompok beraliran moderat.
2.	 Kelahiran	aliran	moderat

Selama akhir masa kematangan dan awal masa kemun-
duran filsafat hukum Islam (abad V H sampai abad VI H) terjadi 
aktivitas pengembangan usul fikih yang cukup pesat. Meski 
disebut sebagai masa taklid, tapi ulama masa ini tidak kurang 

7 Muh� ammad H� asan Haytu� , Kata Pengantar dalam: Al-Isnawī�, al-Tamhīd	 fī	
Takhrīj	al-Furū‘	‘alā	al-Uṣūl, tahkik: Muh� ammad H� asan Haytu�  (Beirut: Mu’assasah al-
Risa� lah, 1980), hlm. 12.

8 Al-Khinn, Abḥāṡ	Ḥawl	Uṣūl	al-Fiqh…, hlm. 312, 317 dan 323.
9 Muh� ammad H� asan Haytu� , Kata Pengantar..., hlm. 12.
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prestasinya. Bahkan lahir kitab-kitab usul fikih dari ragam 
aliran.10 Menurut Mus�t�afa�  Sa‘ī�d al-Khinn, di antara aliran-aliran 
ekstrem lahir kelompok moderat (pertengahan antara ahl al-
ḥadīṡ dan ahl	al-ra’y) yang berusaha memoderasi antara teks 
dan konteks.11

Sebagian dari tokoh moderat ini telah teridentifikasi 
pada kitab-kitab yang mereka tulis sebagaimana disebutkan 
pada sub bab di atas. Hanya saja uraian pada sub bab tersebut 
terfokus pada pola penulisan usul fikih, bukan pemikirannya. 
Dalam konteks pemikiran, Mustafa Sa‘id al-Khinn menyebutkan 
dua kelompok, pertama madrasah takhrīj al-furu‘ ‘alā al-uṣūl, 
kedua madrasah al-maqāṣid al-syar‘iyyah. 

Kedua kelompok ini muncul pada masa kemunduran 
filsafat hukum Islam. Hanya saja kelompok pertama fokus 
pada penulisan ulang kitab usul fikih yang disertai contoh ap-
likasinya, sedang yang kedua melahirkan teori maqāṣid (detil 
dan tokoh aliran kedua dibahas pada sub bab berikutnya). 
Jadi jelaslah masa kemunduran di sini bukan berarti matinya 
kegiatan berpikir kefilsafatan dalam hukum Islam. Kelompok 
moderat mengkritisi permasalahan usul fikih yang berkaitan 
dengan kalam seperti perintah terhadap orang yang belum ada 
(amar	al-ma‘dūm), dan persoalan syariat sebelum pengutusan 
Rasul.12

Harus diakui bahwa ilmu usul fikih sebagai teori hukum 
Islam menerima cukup banyak pengaruh kalam.13 Namun 
dengan munculnya aliran moderat, sedikit demi sedikit materi 
yang tidak berhubungan langsung dengan fikih dikurangi. 
Hal ini bisa dilihat dalam karya tokoh uṣūliyyūn yang hidup di 
masa kemunduran filsafat hukum Islam, antara lain dua tokoh 
berikut yang hidup di abad VIII H:14

10 Abu�  Zahrah, Uṣūl	al-Fiqh…, hlm. 17-8.
11 Al-Khinn, Abḥāṡ	Ḥawl	Uṣūl	al-Fiqh..., hlm. 285. 
12 Al-Khinn, Abḥāṡ	Ḥawl	Uṣūl	al-Fiqh…, hlm. 312, 317 dan 323.
13 Kha� lid ‘Abd al-Lat�ī�f Muh� ammad Nu� r ‘Abd Alla�h, Masā’il	Uṣūl	al-Dīn	al-Mabhūṡ	

fī	 ‘Ilm	Uṣūl	al-fiqh:	 ‘Araḍ	wa	Naqḍ	‘alá	Ḍū’	al-Kitāb	wa	al-Sunnah, jld. I (Madinah: al-
Jamī�‘ah al-Isla�miyyah, 1426 H), hlm. 49.

14 Muh� ammad H� asan Haytu� , Kata Pengantar..., hlm. 15.
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1. Al-Isnawī� al-Sya� fi’ī� (w. 772 H/1370 M), menulis kitab al-
Tamhīd	fī	Takhrīj	al-Furū‘	‘alā	al-Uṣūl. 

2. Al-Sya� t�ibī� al-Ma� likī� (w. 790 H/1388 M), menulis kitab al-
Muwāfaqāt fī	 Uṣūl	 al-Syarī‘ah. Al-Sya� t�ibī� menulis dalam 
al-Muwāfaqāt, bahwa memasukkan masalah yang tidak 
berhubungan dengan furū‘ fikih ke dalam usul fikih adalah 
perbuatan sia-sia.15

Seleksi serupa telah dilakukan oleh Imam al-Ghaza� lī� 
(w. 505 H/1111 M), bahkan menurut ‘Abd Alla�h Darra� z, al-
Sya� t�ibī� terinspirasi oleh al-Ghaza� lī�.16 Imam al-Ghaza� lī�, dalam 
pendahuluan kitab usul fikihnya, al-Mustaṣfā, menjelaskan 
apa saja yang menjadi subjek materi ilmu usul fikih.17 Ia juga 
menyatakan tidak memasukkan topik yang dianggapnya tidak 
relevan dengan usul fikih. Demikian pula penyertaan contoh 
dalam penulisan usul fikih seperti pola mazhab takhrīj al-furū‘ 
‘alā al-uṣūl, telah dilakukan oleh al-Ghaza� lī� dalam kitabnya 
Syifā’	 al-Ghalīl	 fī	 Bayān	 Masālik	 al-Ta‘līl. Dalam kitab ini ia 
menjelaskan teori ta‘līl dengan menyertakan contoh-contoh 
fikih.

Masalah kalam yang berhubungan dengan furū‘ fikih 
tetap dipertahankan, di antaranya hubungan wahyu dengan 
akal yang banyak dibicarakan dalam maqāṣid al-syarī‘ah.18 
Demikian pula soal hubungan perbuatan dengan efek (i‘tibār	
ma’ālat) yang banyak dibicarakan dalam ta‘līl.19 Termasuk 
juga masalah kemerdekaan kehendak manusia (al-kasb)20 

15 Ibra�hī�m ibn Mu� sa�  al-Lakhmī� al-Gharnat�ī� al-Ma� likī� al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt	
fī	Uṣūl	al-Syarī‘ah, jld. I (Kairo: Maktabah al-Tawfī�qiyyah, 2003), hlm. 31.

16 ‘Abd Alla�h Darra�z, dalam; al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt	fī	Uṣūl	al-Syarī‘ah, jld. I 
(Kairo: Maktabah al-Tawfī�qiyyah, 2003), hlm. 27. Lihat catatan kaki nomor 7.

17 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā	 fī	 ‘Ilm	 al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 9.

18 Jama� l al-Dī�n al-‘At�iyyah, Naḥw	Taf‘īl	al-Maqāṣid	al-Syarī‘ah (Beirut: Da�r al-Fikr, 
2003), hlm. 16.

19 H� usayn H� a�mī�d H� assa�n, Naẓariyyat	al-Maṣlaḥah	fī	al-Fiqh	al-Islāmī (Kairo: 
Da�r al-Nahd� at al-Isla�miyyah, 1971), hlm. 219.

20 ‘Umar Sulayma�n al-Asyqar, Maqāṣid	 al-Mukallafīn	 fīmā	 Yata‘abbad	 bih	 li	
Rabb	al-‘ālamīn (Kuwait: Maktabah al-Falla�h� , 1981), hlm. 39-41.
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dan kausalitas yang dibicarakan dalam al-qiyās.21 Masalah-
masalah seperti ini berkaitan erat dengan diskusi dalam 
filsafat tentang determinisme, pilihan bebas, dan probabilitas.22 
Tentu diskusi seperti ini tidak lepas dari pendirian kalam, tapi 
tetap dimasukkan karena usul fikih memerlukannya untuk 
membangun asumsi dasar keilmuan.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab Empat, bahwa dalam 
usul fikih terjadi penambahan sumber hukum selain empat 
yang disepakati. Hal ini menimbulkan tantangan terkait kriteria 
untuk menilai keadilan pada hukum. Masalah ini disikapi oleh 
uṣūliyyūn moderat, antara lain al-Ghaza� lī� dengan merumuskan 
tiga peringkat	 kulliyatul khamsah, yaitu primer (ḍarūriyyah), 
sekunder (ḥājiyyah) dan tersier (taḥsīniyyah).23 

Hal ini dilanjutkan oleh uṣūliyyūn periode kemunduran 
filsafat Islam, di antaranya al-Isnawī� (w. 772 H/1370 M) dan 
al-Sya� t�ibī� (w. 790 H/1388 M). Dilihat pada tahun wafatnya, 
tampak kedua tokoh ini berkiprah pada masa kemunduran 
pemikiran filsafat hukum Islam. Pada masa ini konsep tersebut 
diturunkan menjadi teori maqāṣid. Menurut Imam al-Sya� tibī�, 
adanya hukum atas semua perbuatan manusia telah dijamin 
sendiri oleh Allah dalam firman-Nya pada ayat 9 surat al-Hijr. 
Alasannya karena semua itu kembali pada pemeliharaan tujuan 
syariat (maqāṣid al-syarī‘ah).24

Teori maqāṣid al-syarī‘ah cukup baik dalam menjawab 
persoalan keadilan hukum. Tapi itu baru pada sisi interaksi de-
ngan Alquran dan Sunah, yaitu soal ketercakupan semua masa-

21 Saeful Anwar, Filsafat	 Ilmu	 Al-Ghazali;	 Dimensi	 Ontologi	 dan	 Aksiologi 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 160. Kausalitas dibicarakan dalam dua konteks, 
yaitu kausalitas natural dan kausalitas moral. Kausalitas natural adalah prinsip, atau 
hukum umum tentang hubungan sebab akibat peristiwa alam, bahwa sebab efektif 
menghasilkan akibat. Maka secara objektif dan konstan (mekanik deterministik), 
sebab yang sama dipandang pasti menghasilkan akibat yang sama pula. Adapun 
kausalitas moral adalah hukum sebab akibat perbuatan moral-kreatif manusia, bahwa 
ia pasti terbit dari sebab tertentu dan menimbulkan akibat tertentu. Demikian pula 
sebab yang sama dianggap akan menimbulkan akibat yang sama.

22 Jujun S Suriasumantri, Filsafat	 Ilmu;	 Sebuah	 Pengantar	 Populer (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 73. 

23 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā	…, hlm. 174..
24 Al-Sya� tibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. I, hlm. 58.
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lah hukum ke dalam nas. Sementara pada sisi interaksi usul fikih 
dengan realitas sosial, masih ada masalah tentang bagaimana 
hukum memiliki daya ikat. Sebagian uṣūliyyūn meng-anggap ini 
harus melalui ketetapan al-Syāri‘, sebab tidak ada hukum tan-
pa khiṭāb, baik berupa perintah maupun larangan. Sementara 
yang lain mencukupkan dengan rajīḥ-nya sisi maslahat. 

Diskusi ini menajam saat membicarakan kehujahan 
al-istiḥsān, al-maṣlaḥah	 al-mursalah, al-isiṣlāḥ dan sadd al-
żarī‘ah. Sebab bagi sebagian uṣūliyyūn, rajīḥ-nya sisi maslahat 
hanya memberi dorongan moral, bukan otoritas hukum yang 
memiliki daya ikat. Namun begitu, sebagian pengikut aliran 
filsafat hukum Islam tetap teguh meyakininya sebagaimana 
kaidah berikut:25

Jika maslahat lebih dominan perbandingannya dari mafsadat 
berdasar ukuran kebiasaan, maka maslahat tersebut merupakan 
tujuan syariat, dan manusia mengemban tuntutan syariat untuk 
mewujudkannya.

Inti masalah pada kaidah ini adalah soal i‘tibār	al-ma’āl, 
yaitu melakukan istinbat dengan memerhatikan kausalitas 
yang bersifat natural (al-ṭab‘ī) pada efek perbuatan. Artinya, 
maslahat sebagai tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) diyakini 
akan terwujud secara natural (kausalitas) jika hasil istiḥsān 
diterapkan.26 Selain dalam mazhab H� anafī�, al-istiḥsān dalam 
mazhab Ma� likī� juga dilandaskan pada efek perbuatan (i‘tibār	al-
ma’āl). Demikian pula sadd żarī‘ah dan man‘	al-ḥīlah (menolak 
penyiasatan), didasarkan pada i‘tibār	al-ma’āl.27 

Anggapan bahwa suatu ketentuan otomatis berlaku 
karena rajīḥ-nya sisi maslahat menunjukkan asumsi tentang 

25 ‘Abd al-Rah� ma�n Ibra�hī�m al-Kayla�nī�, Qawā‘id	 al-Maqāṣid	 ‘ind	 al-Imām	 al-
Syāṭibī;	‘Araḍan	wa	Dirāsatan	wa	Taḥlīlan (Beirut: Da� r al-Fikr, 2000), hlm. 146.

26 ‘Abd al-Rahma�n ibn Mu‘ammar al-Sanu� sī�, I‘tibār	al-Mālāt	wa	Murā‘at	Natā’ij	
al-Tasarrufāt;	Dirāsah	Muqāranah	fī	Usūl	al-Fiqh	wa	Maqāsid	al-Syarī‘ah (Arab Saudi: 
Da�r Ibn al-Jawzī�, 2002), hlm. 19.. 

27 H� usayn, Naẓariyyat	al-Maṣlaḥah..., hlm. 242. 
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keberlakuan nilai moral sebagai hukum di satu sisi, dan ke-
berlakuan hukum alam (kausalitas natural) di sisi lain. Dengan 
demikian, asumsi seperti ini menunjukkan kecenderungan ke-
lompok aliran filsafat hukum Islam pada konsepsi hukum secara 
sosiologis atau empiris. Sementara kelompok yang berasumsi 
bahwa hukum tidak cukup hanya berupa moralitas, tapi perlu 
otoritas bagi keberlakuannya, ini menunjukkan kecenderungan 
pada konsep hukum secara normatif.

Sampai di sini dapat ditarik satu simpulan, bahwa selama 
masa pengembangan dan kematangan filsafat hukum Islam, 
pemikiran aliran-aliran filsafat hukum Islam menguat pada 
dua aliran. Pertama aliran Mutakallimin yang normatif; dan 
kedua, aliran Fukaha yang empiris-sosiologis. Kemudian lahir 
kelompok moderat lebih berorientasi pada perumusan kriteria 
keadilan hukum berdasarkan rujukan pada kaidah umum 
syariat sehingga lahir teori maqāṣid al-syarī‘ah.

3. Maqāṣid	dan	kriteria	keadilan	hukum
Istilah maqāṣid digunakan pertama sekali oleh al-Tirmiz� ī� 

al-H� akī�m (w. 285 H/898 M) dalam kitabnya yang berjudul al-
Ṣalāh	wa maqāṣiduha, dan juga dalam kitab al-Ḥajj	wa	Asrāruh.28 
Adapun pemikiran tentang maqāṣid, menurut Yu� suf Ah� mad 
Muh� ammad al-Badawī�, telah muncul sejak disusunnya kitab 
al-Risālah oleh al-Sya� fi‘ī� (w. 204 H/820 M). Alasannya karena: 
1) Imam al-Sya� fi‘ī� telah melakukan ta‘līl dan membagi hukum 
kepada ma‘qūl dan ghayr ma‘qūl; 2) al-Sya� fi‘ī� telah berbicara 
tentang keharusan memelihara kaidah umum (al-qawā‘id	 al-
kulliyyah) dan maslahat dalam bab ijtihad dan istinbāṭ al-aḥkām; 
3) Imam al-Sya� fi‘ī� telah memerhatikan maqāṣid	al-aḥkām dan 
ghāyah/ahdāf.29

Adapun penggunaan kata maqāṣid sebagai terminologi 
khusus, menurut al-Raysu� nī�, dilakukan pertama kali oleh 
al-Juwaynī�. Dalam kitab al-Burhān, ia menggunakan kata al-

28 Ahmad al-Raysu� nī�, Naẓariyyat	al-Maqāṣid	‘ind	al-Imām	al-Syāṭibī (Herndon, 
USA: IIIT, 1995), hlm. 40. 

29 Yu� suf Ah� mad Muh� ammad al-Badawī�, Maqāṣid	al-Syarī‘ah	‘ind	Ibn	Taymiyyah 
(Oman: Da� r al-Nafa� ’is, 2000), hlm. 75. 
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maqāṣid, al-maqṣūd, dan al-qaṣd, lebih dari sepuluh kali.30 Lebih 
jauh dalam al-Burhān, al-Juwaynī� membahas maqāṣid pada kitab 
al-qiyās saat membicarakan pembagian al-‘illah dan al-aṣl. Ia 
merumuskan dasar-dasar teori maqāṣid dalam lima kategori.31 
Jadi Imam al-Juwaynī� adalah orang pertama yang merumuskan 
maslahat sebagai maqāṣid dan kulliyāt	al-khams.32 

Apa yang dikemukakan al-Juwaynī� ini belum tersistema-
tisasi dengan baik, lalu dilanjutkan oleh al-Ghaza� lī�. Murid al-
Juwaynī� ini berbicara tentang maqāṣid dalam empat kitabnya 
yang khusus ditulis dalam bidang usul fikih, yaitu al-Mankhīl	min	
Ta‘liqāt	al-Uṣūl, Asās	al-Qiyās, Syifā’	al-Ghalīl	fī	Bayān	al-Syabah	
wa	al-Mukhīl	wa	Masālik	al-Ta‘līl, dan al-Mustaṣfā	fī	‘Ilm	al-Uṣūl. 
Melalui kitab-kitab ini, ia telah memberikan perhatian betapa 
pentingnya mengetahui dan memahami maqāṣid al-syarī‘ah 
dari Alquran dan Sunah Rasul-Nya.33 Apa yang sebelumnya 
diklasifikasi al-Juwaynī� dalam lima kategori, dipadatkan men-
jadi tiga kategori yang dikenal sekarang sebagai al-ḍaruriyyāt, 
al-ḥājiyyāt, dan al-taḥsīniyyāt. Al-Ghaza� lī� memperjelas batasan 
kulliyāt	 al-khams (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta), memberikan contoh-contoh, dan menjelaskan seluk 
beluk pemahaman teori maqāṣid dalam pandangan syarak. 

Satu abad lebih setelah masa hidup al-Ghaza� lī�, al-Ra�zī� 
(w. 606 H/1210 M) melakukan kolaborasi atas kitab-kitab 
usul fikih. Kitab al-Maḥṣūl fī	 ‘Ilm	 Uṣūl	 al-Fiqh, karya al-Razi, 
merupakan ringkasan dari kitab al-Mu‘tamad karya Abu�  al-
H� asan al-Bas�rī� (w. 436 H/1045 M), al-Burhan karya al-Juwaynī�, 
dan al-Mustaṣfā, karya al-Ghazalī�.34 Melalui karyanya ini, al-
Ra�zī� menjadi jembatan yang menghubungkan kembali kajian 
maqāṣid dengan sarjana muslim di masanya.

Al-Amudī� (w. 631 H/1234 M) melanjutkan pekerjaan 
al-Ghaza� lī� dan al-Ra�zī� dengan memperluas penggunaan teori 

30 Al-Raysu� nī�, Naẓariyyat	al-Maqāṣid…, hlm. 48. 
31 Al-Juwaynī�, al-Burhān	fī	Uṣūl	al-Fiqh, jld. II (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1997), hlm. 79, dst.
32 Al-Raysu� nī�, Naźariyyat	al-Maqāşid…, hlm. 49. 
33 Al-Badawī�, Maqāşid	al-Syarī‘ah…, hlm. 80. 
34 Al-Badawī�, Maqāşid	al-Syarī‘ah…, hlm. 84. 
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maqāṣid, dalam kitabnya al-Iḥkām	fī	Uṣūl	al-Aḥkām. Jika sebe-
lumnya al-Ghazalī� memperlihatkan bahwa maqāṣid digunakan 
dalam istidlāl	mursal, maka al-Amudī� menggunakan dasar-da-
sar maqāṣid dalam metode tarjīḥ. Hal ini kemudian diikuti Ibn 
al-H� a� jib al-Ma� likī� (w. 646 H/1248 M), sebagaimana terlihat da-
lam kitabnya Mukhtaṣar	al-Muntahā	al-Uṣūlī. 

Selanjutnya Ibn ‘Abd al-Sala�m (w. 660 H/1262 M) mem-
beri sumbangan besar bagi usaha pengembangan teori maqāṣid 
lewat upayanya mengidentifikasi maṣāliḥ dan mafāsid. Ia orang 
pertama yang merumuskan teori dasar untuk mengidentifika-
sinya secara ilmiah dalam kitabnya Qawā‘id	al-Aḥkām	fī	Maṣāliḥ	
al-Anam. Upaya yang dilakukan Ibn ‘Abd al-Sala�m menjadi sum-
bangan besar bagi ulama setelahnya dalam mengembangkan 
teori maqāṣid, terutama oleh murid-muridnya. Salah seorang 
murid Ibn ‘Abd al-Sala�m yang konsen mengembangkan teori 
maqāṣid adalah al-Qara� fī� (w. 684 H/1285 M). 

Al-Qara� fī� mecurahkan perhatiannya untuk memperkuat 
asas-asas teori maqāṣid dengan menyusun empat belas kaidah 
tentang maṣāliḥ dan mafāsid dalam mukadimah kitabnya Tartīb	
al-Furūq. Selain tokoh di atas, pada abad klasik teori maqāṣid 
juga mendapat perhatian dari tokoh semisal Ibn Taymiyyah (w. 
728 H/1328 M) dan muridnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 
H/1350 M).35 Namun kedua tokoh ini tidak banyak melakukan 
pembaruan terhadap maqāṣid al-syarī‘ah.

Selanjutnya pengembangan teori maqāṣid dilakukan oleh 
al-Maqqarī� (w. 758 H/1357 M) dalam bukunya al-Qawā‘id	 fi	
al-Fiqh	wa	Uṣūl	al-Maqāṣid. Ia melakukan pengembangan teori 
maqāṣid pada aspek materi keilmuan dan metodologinya. Dalam 
hal materi keilmuan, ia menjadikannya lebih luas, al-Maqqarī� 
menjadikan maqāṣid sebagai subjek materi tersendiri melalui 
penggabungan materi tujuan (al-ghāyah) dengan sarana (al-
wasā’il). Ada pun cakupan pembahasan maqāṣid juga diperluas 
sehingga menjangkau semua al-ma‘ānī yang terkait dengan 
perbuatan (al-a‘māl) dan jalan (al-sulūk). 

Sementara dalam aspek metodologi, al-Maqqarī� merupa-
35 ‘Izz al-Dī�n ibn Zaghī�bah,	al-Maqāṣid	al-‘Āmmah	 li	al-Syarī‘at	al-Islāmiyyah 

(Kairo: Da� r al-Safwah, 1996), hlm. 57. 
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kan tokoh yang merumuskan sebagian dari asas (mabādī) teori 
maqāṣid berdasar metode istiqrā’ yang digelutinya. Asas-asas 
itu dirumuskannya setelah melakukan penelusuran secara in-
duktif (istiqrā’ī) terhadap fikih mazhab Ma� likī� secara khusus, 
dan mazhab lainnya secara umum. Hasil temuan dari penelusu-
ran terhadap fikih dan usul fikih itu disusunnya menjadi kaidah-
kaidah. Hasil karya al-Maqqarī� ini menjadi sumbangsih besar 
bagi studi maqāṣid al-syarī‘ah. Kaidah yang disusun oleh al-
Maqqarī� inilah yang kemudian dikembangkan oleh al-Sya� t�ibī�.36 

Teori maqāṣid mengalami kemajuan pesat di tangan 
Imam al-Sya� t�ibī� (w. 790 H/1388 M). Ia mengkhususkan bab 
kedua kitab al-Muwāfaqāt untuk pembahasan maqāṣid dan 
merumuskan metodologi (masālik) teori maqāṣid. Al-Sya� t�ibī� 
fokus pada hubungan maqāṣid al-syarī‘ah dengan nas guna 
menemukan kaidah umum syariat. Ia tidak memberi perhatian 
pada aplikasi maqāṣid dalam realitas.

Kajian maqāṣid terhenti dan baru mendapat perhatian 
lagi setelah munculnya gerakan pembacaan kembali kitab al-
Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah di abad modern. Dapat dikatakan 
terjadi kevakuman dari pertengahan abad ke-14 M sampai 
pertengahan abad ke-19 M, jadi vakum selama lebih kurang 
lima abad.

Salah seorang tokoh yang memberi perhatian besar ter-
hadap maqāṣid al-syarī‘ah dalam periode modern ini adalah 
Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r (w. 1394 H/1973 M). Ibn 
‘A� syu� r secara khusus mengajak kepada pembaruan uslub teori 
maqāṣid.37 Dalam kitabnya Maqāṣid	 al-Syarī‘at	 al-Islāmiyyah, 
ia membagi pembahasan dalam tiga bagian. Pertama tentang 
penetapan bahwa syariat memiliki tujuan dalam pensyariatan. 
Kedua, pembahasan tentang maqāṣid al-‘āmmah, dan ketiga, 
pembahasan tentang maqāṣid al-khāṣṣah pada masalah-
masalah khusus dalam kehidupan umat. Jadi Ibn ‘A� syu� r adalah 
orang pertama yang berbicara tentang maqāṣid dalam realitas 
empirik.

36 Bin Zaghī�bah, al-Maqāşid	al-‘Āmmah…, hlm. 59. 
37 Ziya�d Muh� ammad Ah� mī�da�n, Maqāṣid	al-Syarī‘ah	al-Islāmiyyah (Beirut: al-

Risa� lah, 2004), hlm. 50.
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Temuan besar Ibn ‘A� syu� r adalah peletakan syarat-syarat 
dalam rangka menetapkan suatu al-ma‘nā sebagai maqāṣid 
al-syarī‘ah. Ia menetapkan empat syarat: 1) tujuan itu bersifat 
pasti (al-ṡubūt); 2) tujuan itu bersifat jelas (al-ẓuhūr); 3) tujuan 
itu bersifat terukur (al-inḍibāṭ); 4) tujuan itu bersifat konsisten 
(al-ittirād). Menurut Bin Zaghī�bah, Ibn ‘A� syu� r adalah orang 
pertama yang memberi batasan (ḍawābiṭ) maqāṣid seperti ini.38 
Batasan ini menjadi dasar untuk mengukur keadilan hukum 
dalam realitas empirik.

Selain itu, Ibn ‘A� syu� r juga mengajak pada pemandirian 
maqāṣid sebagai ilmu yang berdiri sendiri. menurut Muh� ammad 
al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, ilmu usul fikih tidak akan mencapai tingkat 
pasti (qaṭ‘ī) karena berpijak pada ẓann. Sebaliknya, capaian 
hasil istinbat yang mendekati pasti—menurut ‘A� syu� r—bisa 
diperoleh melalui ilmu maqāṣid	al-syarī‘ah.39 Ajakan ibn ‘A� syu� r 
ini mendapat sambutan dari banyak ulama berikutnya di abad 
kontemporer.

Memasuki abad kontemporer, kajian tentang maqāṣid al-
syarī‘ah mendapat perhatian dari banyak tokoh, di antaranya 
Ahmad al-Raysu� nī� (dalam karyanya Naẓariyyat	 al-Maqāṣid	
‘ind	 al-Imām	 al-Syāṭibī, terbit tahun 1995), ‘Izz al-Dī�n ibn 
Zaghī�bah (dalam karyanya al-Maqāṣid	al-‘Āmmah	li	al-Syarī‘at	
al-Islāmiyyah, terbit tahun 1996), Muh� ammad Sa‘ad ibn Ah� mad 
ibn Mas‘u� d al-Yu� bī� (dalam karyanya Maqāṣid	 al-Syarī‘ah	 al-
Islāmiyyah, terbit tahun 1998), Nu� r al-Dī�n ibn Mukhta� r al-
Kha�dimī� (dalam karnyanya ‘Ilm	 al-Maqāṣid	 al-Syarī‘ah, terbit 
tahun 2001). Yu� suf al-Qarada�wī� (dalam karyanya Dirāsah	fī	Fiqh	
Maqāṣid	al-Syarī‘ah;	Bayna	al-Maqāṣid	al-Kulliyyah	wa	al-Nuṣūṣ	
al-Juz’iyyah, terbit tahun 2006), Jasser Auda (dalam karyanya 
Maqaṣid	 al-Shariah	 as	 Philosophy	 of	 Islamic	 Law;	 A	 System	
Approach, terbit tahun 2007). Masih banyak karya lain yang 
tidak mungkin disebut di sini, yang jelas dapat disimpulkan 
bahwa kajian maqāṣid al-syarī‘ah menjadi perhatian utama 
para sarjana muslim kontemporer.

38 Bin Zaghī�bah, al-Maqāṣid	al-‘Āmmah…, hlm. 87. 
39 Muh� ammad al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r, Maqāsid	al-Syarī‘at	al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r 

al-Sala�m, 2005), hlm. 39.
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Memperhatikan kajian-kajian yang telah dilakukan, 
terbuka peluang untuk memperdalam kajian maqāṣid al-
syarī‘ah dalam konteks hubungan aksiologi hukum Islam 
dengan negara. Hal ini berkaitan dengan keberadaan negara 
sebagai kekuasaan yang melaksanakan hukum syariat di satu 
sisi, dan negara sebagai lembaga sosial di sisi lain.40 Meski telah 
didiskusikan sejak dari abad klasik, namun aspek ini selalu 
menuntut kajian filosofis akibat perkembangan fungsi negara.

Para ulama sepakat bahwa siyāsah syar‘iyyah mengatur 
urusan umum dalam daulah Islam dengan aturan yang mampu 
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Menu-
rut ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, aturan itu memiliki kekuatan 
hukum selama tidak melanggar batasan-batasan syariat dan 
ketentuan-ketentuan umum syariat, walau pun aturan tersebut 
tidak mengikuti pendapat imam mazhab.41 Pendapat ulama 
kontemporer ini patut didiskusikan secara kefilsafatan dalam 
konteks aksiologi hukum Islam.

Satu hal yang mendesak dikaji adalah pertautan antara 
tujuan negara dalam menjalankan fungsinya di satu sisi dan 
tujuan syariat di sisi lain. Tujuan negara masa kini dirumuskan 
dalam konstitusi yang dianggap sebagai perwujudan dari ke-
hendak rakyat, lalu sejauhmana konstitusi tersebut berperan 
saat berhadapan dengan hukum Islam yang merupakan 
kehendak syariat? Hal-hal seperti ini juga menuntut kajian 
filsafat hukum Islam dalam ranah aksiologi hukum Islam. 

Aspek aksiologis mendapat perhatian besar dari sarjana 
muslim abad kontemporer, yaitu dalam topik maqāṣid al-syarī‘ah. 
Bagi sarjana muslim kontemporer, maqāṣid al-syarī‘ah potensial 
untuk menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. Isu-
isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, efek 
kemajuan teknologi di bidang medis, teknologi informasi dan 
lain-lain. Contoh-contoh ini merupakan isu global yang menarik 

40 Abid al-Jabiri, Agama,	Negara	dan	Penerapan	Syariah, terj. Mujiburrahman 
(Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001)  hlm. 62.

41 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, al-Siyāsah	 al-Syar‘iyyah	 aw	Niẓām	 al-Dawlah	 al-
Islāmiyyah	fī	Syu’ūn	al-Dustūriyyah	wa	al-Khārijiyyah	wa	al-Māliyyah (Kairo: Da� r al-
Ans�ar, 1977), hlm. 15. 
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perhatian sarjana muslim kontemporer, hal ini didiskusikan 
lebih dalam pada bab-bab berikutnya.

Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa kehadiran aliran 
moderat menyebabkan subjek materi ilmu usul fikih semakin 
terspesialisasi pada epistemologi hukum Islam dan dibedakan 
dari aksiologi hukum Islam. Lalu uṣūliyyūn modern yang 
dipelopori oleh Ibn ‘A� syu� r, memandirikan aksiologi hukum 
Islam menjadi ilmu maqāṣid. 

Dengan lahirnya ilmu maqāṣid, maka sebagian subjek 
materi pada ranah aksiologis hukum Islam telah dikeluarkan 
dari filsafat hukum Islam. Namun begitu, filsafat hukum 
Islam tetap diperlukan untuk menjawab persoalan yang tidak 
mampu dijawab oleh fikih, usul fikih dan ilmu maqāṣid, yaitu 
dua pertanyaan berikut:
1. Apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat bagi 

hukum?
2. Atas dasar (kriteria) apa hukum dapat dinilai keadilannya?

Dua pertanyaan ini dproyeksikan terjawab dalam kajian 
pada bab-bab berikutnya.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dike-

mukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Dalam pemikiran kefilsafatan hukum Islam terjadi dialektika 

antaraliran sehingga lahirkan dua kelompok moderat yang 
disebut sebagai madrasah	 takhrīj	 al-furu‘	 ‘alā	 al-uṣu� l dan 
madrasah	al-maqāṣid	al-syar‘iyyah.

2. Kitab-kitab usul fikih dikritik dan dikomentari oleh uṣūliyyūn 
antar mazhab sehingga terjadi proses saling mempengaruhi 
antar satu dan lain aliran pemikiran kefilsafatan hukum 
Islam (falsafat	al-tasyrī‘	al-Islāmī).

3. Masalah kalam yang menimbulkan pemikiran kefilsafatan 
hukum Islam (falsafat	 al-tasyrī‘	 al-Islāmī), antara lain: 1) 
hubungan wahyu dengan akal yang banyak dibicarakan 
dalam maqāṣid	al-syarī‘ah; 2) hubungan perbuatan dengan 
efek (i‘tibār	ma’ālat) yang banyak dibicarakan dalam ta‘līl; 
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3) masalah kemerdekaan kehendak manusia (al-kasb) yang 
dibicarakan dalam al-qiya�s.

4. Kelompok us�u� liyyu� n moderat menyertakan contoh-contoh 
kasus fikih dalam menulis kitab usul fikih sebagai contoh 
aplikasi teori, berbeda dari aliran Fukaha yang menghadirkan 
contoh kasus fikih untuk memperkuat fikih mazhab.

5. Tidak semua masalah usul fikih memiliki contoh aplikasi 
dalam fikih sehingga muncul kesadaran akan percampuran 
materi usul fikih dan falsafah pensyariatan hukum Islam 
(falsafat	al-tasyrī‘	al-Islāmī).

6. Aktivitas aliran moderat menjadi pola sendiri yang men-
jalankan proses penyeleksian materi usul fikih berdasarkan 
relevansinya dengan fikih. Pola ini menjadi bagian penting 
dalam proses pengembangan subjek materi usul fikih dan 
pemilahannya dengan falsafat pensyariatan hukum Islam 
(falsafat	al-tasyrī‘	al-Islāmī).

7. Teori maqāṣid dirumuskan pertama kali oleh Imam al-
Juwaynī�, ia menggunakan kata al-maqāṣid, al-maqṣūd 
sebagai terminologi khusus dalam kitab usul fikihnya al-
Burhān lebih dari sepuluh kali. 

8. Teori yang dirumuskan oleh Imam Imam al-Juwaynī� dibuat 
lebih sistematis oleh muridnya Imam al-Ghaza� lī�. Lalu 
pada masa kemunduran filsafat hukum Islam, teori ini 
dikembangkan oleh  Imam al-Sya� t�ibī� (w. 790 H/1388 M).

9. Capaian uṣūliyyūn abad modern adalah merumuskan kriteria 
keadilan hukum dalam realitas empiris dan memandirikan 
teori maqāṣid menjadi ilmu tersendiri, yaitu oleh Muh� ammad 
al-T�a�hir ibn ‘A� syu� r (w. 1394 H/1973 M).

10.Pemandirian ilmu maqāṣid menimbulkan pemilahan yang 
jelas antara objek kajian ilmu-ilmu hukum Islam dengan 
objek kajian falsafah pensyariatan hukum Islam (falsafat	al-
tasyrī‘	al-Islāmī). Maka ilmu hukum Islam di abad modern 
bertambah dengan ilmu maqāṣid di samping ilmu fikih dan 
usul fikih.
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Usūl	al-Fiqh	wa	Maqāsid	al-Syarī‘ah. Arab Saudi: Da� r Ibn 
al-Jawzī�, 2002.

E.	 Latihan
1. Jelaskan dialektika dalam penulisan kitab usul fikih 

sehingga melahirkan kelompok moderat dalam filsafat 
hukum Islam.

2. Sebutkan nama dua kelompok moderat yang lahir pada 
masa kemunduran filsafat hukum Islam.

3. Berikan analisis tentang perbandingan aktivitas yang 
dilakukan oleh dua aliran moderat tersebut.

4. Buatlah perbedaan kontras antara pemikiran kelompok 
moderat dengan pemikiran aliran ekstrem dalam filsafat 
hukum Islam.

5. Berikan argumen, mengapa masa kemunduran bukan 
berarti matinya kegiatan berpikir kefilsafatan dalam 
hukum Islam.

6. Kitab al-Maḥṣūl karya Fakhr al-Dī�n al-Ra�zī� (w. 606 H) 
merupakan perpaduan dari tiga kitab induk berikut, 
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kecuali...
a.  al-Risālah;
b. al-Burhān; 
c.  al-Mu‘tamad; 
d. al-Mustaṣfā.

7. Imam al-Ghaza� lī� merumuskan tiga peringkat	 kulliyatul 
khamsah dari yang tertinggi sampai yang terendah, 
yaitu...
a.  primer (ḍarūriyyah), sekunder (ḥājiyyah), tersier 

(taḥsīniyyah)
b. sekunder (ḥājiyyah), tersier (taḥsīniyyah), primer 

(ḍarūriyyah)
c.  tersier (taḥsīniyyah), sekunder (ḥājiyyah), primer 

(ḍarūriyyah)
d. a, b, dan c semua salah

8. Berikut ini adalah tokoh uṣūliyyūn pada masa kemun-
duran filsafat Islam... 
a.  al-Isnawī� (w. 772 H/1370 M) 
b. al-Sya� t�ibī� (w. 790 H/1388 M)
c.  a dan b benar
d. a dan b salah

9. Istilah maqāṣid digunakan pertama sekali oleh... 
a.  Imam al-Turmuzi
b. Al-Tirmiz� ī� al-H� akī�m
c.  Imam al-Sya� t�ibī�
d. Ibn ‘A� syu� r

10.Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan kajian pada ranah....
a. Ontologi hukum Islam
b. Epistemologi hukum Islam
c.  Aksiologi hukum Islam
d. Semua salah
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F.	 Daftar	Istilah
Determinisme; paham yang menganggap setiap kejadian atau 

tindakan, baik yang meyangkut jasmani maupun rohani, 
merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada 
di luar kemauan. 

Mukhtaṣar (ikhtisar); ringkasan.
Pilihan bebas; kemerdekaan berkehendak. 
Probabilitas; kemungkinan.
Kulliyatul khamsah; lima hal pokok, yaitu pemeliharaan agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta.
Primer (ḍarūriyyah); kebutuhan yang jika tidak dipenuhi dapat 

mengancam jiwa atau menimbulkan cidera berat.
Sekunder (ḥājiyyah); kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak 

berakibat pada ancaman jiwa atau cidera berat.
Syarah (syarḥ); keterangan; uraian; atau penjelasan.
Tersier (taḥsīniyyah); kebutuhan mewah.



BAB ENAM 
RELASI DALIL DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF 

ALIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM 

A. Standar Kompetensi
Melihat pada ranah kongnitif, kajian pada bab ini 

bermaksud agar mahasiswa mampu menganalisis (C4) 
perbedaaan perspektif aliran-aliran filsafat hukum Islam dalam 
melihat hubungan dalil dan hukum. Standar kompetensi ini 
berada pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk 
itu disajikan materi sebagai berikut:
1. Perspektif terhadap ontologi relasi dalil dan hukum; 
2. Perspektif terhadap epistemologi relasi dalil dan hukum;
3. Perspektif terhadap aksiologi relasi dalil dan hukum.

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi, yaitu mampu mengintegrasikan 
antara konsep berpikir kefilsafatan dengan materi yang 
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah sebagai pengantar kuliah; 
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana 

evaluasi kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi 
kuliah;

3. Diskusi kelompok untuk mengindentifikasi adanya sikap 
integrasi antara konsep berpikir kefilsafatan dan materi 
yang disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks, untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang perspektif aliran filsafat 

hukum Islam dalam melihat relasi dalil dan hukum; 
2. Membangun skema tentang peta perspektif aliran-aliran.

Mahasiswa juga diberikan tugas mandiriyang terkait 
dengan pengembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. 
Ketiga ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik 
itu ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.



Filsafat Hukum Islam112

B. Relasi Dalil dan Hukum dalam Perspektif Aliran-aliran 
Filsafat Hukum Islam

Menurut Imam al-Ghazālī, sumber kekuatan mengikat 
(mulzim) bagi hukum hanya satu, yaitu firman Allah Swt. Namun 
dalam kajian usul fikih, dalil dilihat sebagai sarana mendapat hukum 
(al-mudrikāt), maka ada empat asal sebagai dalil bagi hukum.1 Jadi 
kajian dalil dalam kitab usul fikih klasik fokus pada relasi petunjuk 
(dāll) dengan yang ditunjuk (madlūl), bukan pada relasi antara 
hukum dengan daya ikatnya.

Belakangan di abad modern, muncul kitab-kitab usul fikih 
yang membahas relasi dalil dengan hukum dalam konsep sumber 
(maṣādir) bagi hukum, bukan dalam konsep dāll-madlūl. Misalnya 
kitab yang ditulis oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, Maṣādir al-Tasyrī‘ 
al-Islāmī, di dalamnya memuat kategorisasi hukum berdasarkan 
sumbernya.2 Ini menunjukkan asumsi dasar; bahwa konsep relasi 
sumber dan hasil berpengaruh terhadap hakikat hukum. Logikanya, 
jika pengaruh itu tidak ada, mana mungkin ada kategori hukum 
berdasar sumbernya.

Sebaliknya, konsep dāll-madlūl, tidak memberi pengaruh 
pada hakikat hukum, bahkan aspek mulzim pada nas syariat 
diabaikan, karena konsepnya fokus pada sarana memperoleh 
hukum. Asal usul perbedaan ini perlu diketahui dalam rangka 
memahami daya ikat hukum. Maka harus dikaji perspektif aliran-
aliran filsafat hukum Islam dalam melihat relasi dalil syariat dan 
hukum. Kajian ini dibuat berdasar perkembangan pemikiran, 
mulai dari periode klasik, modern sampai posmodern.

1 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 80. Menurut al-Ghaza� lī�, dalil dalam arti sumber hukum (aṣl) yang 
mengikat (mulzim) hanya satu, yaitu firman Allah. Adapun perkataan Nabi saw., tidak 
mengikat dengan sendirinya, sebab ia berperan sebagai pembawa berita (mukhbir) 
bahwa Allah menetapkan hukum ini dan itu. Sementara ijmak—disebut sebagai dalil 
karena—menjadi petunjuk kepada Sunnah yang menunjuk pada hukum Allah. Adapun 
akal bukanlah dalil hukum syariat, maka penamaannya sebagai aṣl adalah metafor 
(majāzī).

2 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī, cet. II (Kuwait: Da� r al-
Qalam, 1972), hlm. 11. Hukum berdasarkan sumbernya terbagi empat: 1) hukum yang 
bersumber dari nas yang jelas (ṣarīḥ) dan pasti (qaṭ‘ī al-ṡubūt wa al-dilālah); 2) hukum 
yang bersumber dari nas yang ẓannī dilālah-nya terhadap hukum; 3) hukum yang 
bersumber dari ijmak; 4) hukum yang bersumber dari ijtihad tanpa nas dan ijmak.
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Mengawali kajian ini, lebih dahulu diberikan gambaran 
tentang pandangan ahli kalam. Salah satu aliran kalam, yaitu 
Muktazilah, secara tegas menyatakan bahwa hukum dapat 
ditemukan oleh akal tanpa perlu menunggu wahyu.3 Pandangan 
Muktazilah ini dibangun berdasarkan paradigma4 yang melihat 
ontologi hukum secara antroposentrisme.5 Sebaliknya sebagian 
ahli kalam lain melihat ontologi hukum secara teosentrisme, 
bahwa hukum adalah semata-mata khiṭāb Allah sehingga 
tidak ada hukum sebelum datangnya risalah atau khiṭāb. Di 
antara dua aliran ekstrem, ada yang berparadigma moderat 
(teoantroposentrisme).

Pendapat Muktazilah dikembangkan menjadi konsep 
kebaikan dan keburukan (al-ḥusn wa al-qubḥ) yang dapat 
dipahami manusia dari nas syariat. Konsep ini mempengaruhi 
perspektif, sudut pandang, atau fokus aliran-aliran filsafat 
hukum Islam saat menyorot hubungan dalil dan hukum. Maka 
timbul masalah filosofis; apakah hukum merupakan dalil 
syariat itu sendiri, atau pemahaman mujtahid terhadap dalil? 
Ini bersifat filosofis, jadi harus dibedah berdasar kerangka 
umum filsafat: 
1. ontologi, yaitu tentang hakikat sesuatu sebagai objek yang 

ada, baik ada secara konkret-inderawi atau ada secara 
abstrak-konseptual;

2. epistemologi, yaitu tentang cara meng-‘ada’-nya sesuatu, 
apakah ada secara mandiri atau dengan cara yang nisbi; 

3 Ḥ� usan Ḥ� a�mid Ḥ� assa�n, al-Ḥukm al-Syar‘ī ‘ind al-Uṣūliyīn (Kairo: Da� r al-Nahd� ah 
al-‘Arabiyyah, 1972), hlm. 120. Berdasar konsep ini Muktazilah menyatakan bahwa 
mereka yang belum tersentuh dakwah Islam dan orang-orang sebelum rasul (fatarāt) 
tetap terbeban taklīf. Mereka dituntut karena meninggalkan kebaikan dapat dipahami 
dengan kemampuan dari potensi akalnya.

4 Noeng Muhajir, Filsafat Ilmu; Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan 
Ilmu dan Penelitian, edisi III revisi (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), hlm. 46. 
Paradigma adalah wacana atau discourses yang disepakati dalam mendiskusikan 
untuk membangun konsep keilmuan tertentu.

5 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, 
edisi kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 51. Antroposentrisme dalam 
rasionalisme manusia menempati kedudukan yang tinggi. Manusia menjadi pusat 
kebenaran, etika, kebijaksanaan dan pengetahuan. Manusia adalah pencipta, 
pelaksana, dan konsumen produk-produk manusia sendiri. 
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3. aksiologi, yaitu tujuan atau hikmah dari keberadaan suatu 
objek. 

Berdasarkan kerangka umum filsafat ini, maka dalam 
konteks hubungan dalil dan hukum, dapat dikemukakan 
beberapa asumsi dasar sebagai pijakan. Asumsi dasar yang 
dimaksud adalah sebagai berikut:
1. relasi antara dalil dan hukum, secara ontologis adalah objek 

yang meng-‘ada’ secara abstrak-konseptual, sebab hakikat 
dari hubungan tersebut diabstraksikan menjadi konsep. 
Dengan kata lain, ia merupakan konsep rasional (al-ma‘qūl/
mawjūd fī al-ażhān);

2. dilihat secara epistemologis, relasi antara dalil syariat dan 
hukum terbangun secara nisbi (nisbah), sebab dikonsepsikan 
dengan cara menghubungkan petunjuk (dāll) dengan yang 
ditunjuk (madlūl);

3. relasi dalil dan hukum dilihat secara aksiologis, maka tujuan 
nas syariat adalah memberi informasi tentang hukum.

Merujuk peta konsep pada Bab Satu, maka ketiga asumsi 
ini harus digunakan sesuai aspek yang disorot. Aturannya 
sebagai berikut: 
1. jika yang disorot adalah aspek ontologi dari objek, maka 

harus dipandang secara ontologis, sebab cara pandang 
epistemologi atau cara pandang aksiologi tidak mungkin 
mengantar pada pengetahuan yang benar tentang ontologi 
objek yang sebenarnya. 

2. jika yang disorot adalah aspek epistemologi dari objek, 
maka sudut pandang ontologi atau aksiologi tidak bisa 
menyampaikan pada pengetahuan yang benar tentang 
epistemologi suatu objek.

3. demikian pula jika yang disorot adalah aspek aksiologi 
dari objek, maka sudut pandang ontologi dan epistemologi 
tidak bisa mengantar pada pengetahuan yang benar tentang 
aksiologi suatu objek.

Aturan ini merupakan tuntutan berpikir kefilsafatan 
itu sendiri, sebab berpikir kefilsafatan harus memenuhi tujuh 
kriteria dan mengikuti kerangka filsafat sebagaimana dijelaskan 
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pada pendahuluan buku ini. Mari menerapkan konsep ini pada 
relasi dalil dan hukum.

1. Perspektif terhadap ontologi relasi dalil dan hukum
Sebagaimana terungkap pada Bab Empat, aliran-aliran 

pemikiran filsafat hukum Islam tidak berselisih terhadap 
keberadaan nas syariat sebagai sumber hukum (maṣādir). 
Adapun mujtahid berperan dalam mengijtihadkan hukum dari 
sumber yang disebut juga dalil. Tapi dalam melihat hakikat 
ontologis relasi dalil dan hukum, masing-masing aliran filsafat 
hukum Islam mengambil perspektif yang berbeda. Akibatnya 
timbul perbedaan pendapat tentang hakikat hukum.

Masalah ini bermula dari keberadaan ayat hukum sebagai 
wahyu yang berbahasa Arab. Sebagai wahyu, yang dilihat adalah 
sisi khiṭāb-nya, bukan teks. Tapi sebagai teks berbahasa Arab, 
yang dilihat adalah sisi dilālah yang melibatkan pemahaman 
manusia. Jadi dalam relasi nas dan hukum, ayat hukum bisa 
dilihat sebagai khiṭāb yang mengadakan hukum, bisa juga dilihat 
sebagai dalil yang menjadi indikator hukum. Pertama berupa 
relasi hukum dan makna pada nas (khiṭāb) dan kedua relasi 
hukum dengan teks nas syariat (dalīl), berikut ilustrasinya:

Gb. 04. Dua Macam Relasi Nas Syariat dan Ḥukum

Ini berakibat pada ikhtilāfiyah tentang kategori hukum 
fardhu dan wajib. Bagi Fukaha, fardhu adalah sesuatu yang 
ditetapkan dengan dalil yang qaṭ‘ī tanpa adanya kesamaran 
(syubhat), seperti hukum shalat, haji dan zakat. Sedangkan 
wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasar dalil yang 
ẓannī, seperti membaca al-Fatihah dalam shalat, zakat fitrah 
dan qurban. Alasannya karena ketentuan ibadah-ibadah ini 
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ditetapkan berdasar Hadis yang tidak sampai pada derajat 
mutawatir.6

Konsekuensinya menurut Fukaha, meninggalkan fardhu 
dapat membatalkan amal, sedangkan meninggalkan wajib 
tidak membatalkan amal. Misalnya orang yang meninggalkan 
bacaan Surah al-Fatihah dalam shalat, itu tidak membatalkan 
shalat. Alasannya karena ditetapkan dengan dalil ẓannī, yaitu 
perintah Rasulullah yang merupakan hadis ahad.7 Sementara 
dalam soal akidah, aliran Fukaha menyatakan bahwa orang 
yang mengingkari fardhu itu kufur, karena ia mengingkari 
sesuatu yang dipahami secara ḍarūrī dari syariat. Tetapi tidak 
sama halnya jika yang diingkari adalah wajib.8

Pendapat ini timbul akibat cara pandang terhadap on-
tologi dari perspektif epistemologi. Sebenarnya, petunjukan 
teks nas syariat (dāll) terhadap hukum (madlūl) adalah episte-
mologi, cara teks nas terhubung dengan hukum (ada qaṭ‘ī dan 
ẓannī), tapi malah dilihat sebagai hakikat ontologis hubungan 
itu sendiri. Lalu hakikat ontologis relasi teks nas dan hukum 
dianggap identik dengan hakikat ontologis relasi khiṭāb dan 
hukum.9 Karena hukum adalah khiṭab, maka qaṭ‘ī-ẓannī dilihat 
sebagai sifat khiṭāb, bukan sifat dalil/teks sehingga diyakini 
berpengaruh bagi hakikat hukum. Dengan kata lain, sifat 
sumber diturunkan pada hasil.

Berbeda dari Fukaha, hakikat ontologis relasi dalil dan 
hukum disorot oleh Mutakallimin dari perspektif ontologi, yaitu 
konsep yang meng-‘ada’ secara abstrak-konseptual. Ḥubungan 
ini menempati realitas konsep yang abstrak (ma‘qūl/mawjūd fīl 
ażhān). Sementara relasi khiṭāb dan hukum menempati realitas 
yang ontologinya mengada secara hakiki walau tak terindera 
(mawjūd fīl khārij). Jadi hakikat ontologis kedua relasi ini tidak 

6 Ḥ� usan Ḥ� a�mid Ḥ� assa�n, al-Ḥukm al-Syar‘ī..., hlm. 32-33.
7 ‘Alī� Ḥ� asb Alla�h, Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī (Kairo: Da� r al-Fikr al-‘Arabī�, 1982), 

hlm. 384-385.
8 Ḥ� usan Ḥ� a�mid Ḥ� assa�n, al-Ḥukm al-Syar‘ī..., hlm. 32-33.
9 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, cet. XII (Kuwait: Da� r al-Qalam, 

1978), hlm. 10. Ia mengatakan jumhur uṣūliyyūn sepakat bahwa kata dalīl sama artinya 
dengan kata uṣūl atau maṣādir.
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bisa dinyatakan sama, apalagi dianggap identik.
Perhatikan, jika relasi khiṭāb dan hukum melahirkan 

konsep sumber hukum, maka khiṭāb adalah hukum itu sendi-
ri. Sebaliknya, jika relasi teks nas syariat dengan hukum 
melahirkan konsep dalil, apakah dalil merupakan hukum itu 
sendiri? Ternyata tidak, sebab hukum tetaplah berupa makna 
yang dikandung oleh dalil, bukan dalil itu sendiri. Dengan de-
mikian, hukum sebagai khiṭāb tidak dipengaruhi oleh pola dāll-
madlūl dalam relasi teks nas syariat dengan hukum.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa perspektif 
epistemologi dalam melihat ontologi relasi antara dalil dan 
hukum, mempengaruhi pandangan tentang hakikat hukum. 
Sebab konsep relasi dāll-madlūl menjadi identik dengan relasi 
khiṭab dan hukum. Adapun perspektif ontologis dalam melihat 
ontologi relasi dalil syariat dan hukum, justru meniadakan 
pengaruh terhadap hakikat hukum. Sebab relasi dāll-madlūl 
dilihat sebagai hubungan hukum dengan teks nas, bukan 
hubungan hukum dengan khiṭāb di dalam teks nas.

Selanjutnya, perspektif epistemologis dalam melihat rela-
si dalil dan hukum, membuat hakikat hukum dilihat secara an-
troposentrisme, yaitu hasil ijtihad ulama. Sebaliknya, perspektif 
ontologis dalam melihat relasi dalil syariat dan hukum, mem-
biarkan hukum tetap dalam hakikat teosentrisnya (khiṭāb). Dua 
kecenderungan ekstrem aliran filsafat hukum Islam ini terus 
berlanjut dari generasi ke generasi dengan ciri masing-masing 
sesuai zamannya. Jika di abad klasik dipengaruhi oleh pemikiran 
kalam yang di dalamnya masuk ide-ide filsafat Yunani, di abad 
modern justru dipengaruhi oleh filsafat Barat modern yang ber-
basis paradigma positivistik keilmuan alam dan sosial. 

Pengaruh filsafat modern bisa dilihat pada pemikiran tokoh 
modernis yang oleh Fazlur Rahman dinilai bersikap permisif 
terhadap sains dan investigasi alam tanpa batas.10 Misalnya 

10 Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago: University of Chicago Press, 
1982), hlm. 49-50. Fazlur Rahman menyebutkan lima nama yang merupakan tokoh 
modernis yang ia golongkan sebagai pengusung modernisme klasik, yaitu Sayyid 
Ah� mad Kha�n, Sayyid ‘Amī�r ‘Alī�, Jama� l al-Dī�n al-Afganī�, Namik Kemal dan Muh� ammad 
‘Abduh. Kelima tokoh ini disebutnya sebagai eksponen sikap positif terhadap sains dan 
investigasi alam tanpa batas.
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pemikiran Syaykh Muh� ammad ‘Abduh (w. 1323 Ḥ/1905 M), 
ia menyatakan bahwa akal didahulukan dari lahiriah teks nas. 
Adapun dalam konteks sains, ia meyakini bahwa keberlakuan 
sunnat Allāh fīl ‘ālam yang tidak pernah berubah merupakan 
ajaran pokok Islam.11 Dalam hubungannya dengan hukum, cara 
pandang terhadap nas seperti ini dapat dipastikan masuk pada 
aliran hukum empiris atau sosiologis. Maka di abad modern 
juga terjadi pertentangan antara aliran hukum empiris dengan 
aliran hukum normatif yang mempertahankan tradisi.

Seiring kritik yang gencar di belahan dunia Barat terha-
dap kegagalan modernisme, maka para sarjana muslim era pos-
modern juga melancarkan kritik terhadap modernis muslim. 
Seperti Fazlur Rahman, ia mengkriktik sikap modernis klasik 
yang terlalu permisif terhadap sains Barat yang dianggapnya 
sekuler.12 Posmodernis muslim juga mengadopsi ragam pende-
katan kaum posmodernis Barat ke dalam kajian hukum Islam. 
Hal ini bisa dilihat dari investigasi Jasser Auda, ia menunjukkan 
bahwa pendekatan pos-strukturalisme, historisme, studi legal 
kritis dan pos-kolonialisme telah digunakan.13

Memperhatikan perkembangan filsafat hukum Islam 
posmodern, perbedaan aliran hukum normatif dan empiris 
bukan sekadar berbeda dalam perspektif melihat hubungan 
dalil dan hukum. Gejala yang tampak, bahkan sampai pada 
tataran mempersoalkan hakikat nas syariat dari sudut pan-
dang hermeneutika. Jadi kritik posmodernis kontemporer 
lebih menyerupai diskusi kalāmiyyah di era klasik. Ini dibahas 
pada tempatnya, sekarang kajian dilanjutkan pada diskusi 
tentang perspektif aliran-aliran filsafat hukum Islam terhadap 
epistemologi relasi dalil syariat dengan hukum Islam.

2. Perspektif terhadap epistemologi relasi dalil dan hukum
Jika beda perspektif terhadap ontologi relasi dalil dan 

hukum menimbulkan perbedaan pendapat tentang kategori 
11 Muh� ammad ‘Abduh, al-A‘māl al-Kāmilah, tahkik: Muh� ammad ‘Ima�rah, cet. I, 

jld. I (Beirut: Da� r al-Syuru� q, 1993), hlm. 301-302. 
12 Fazlur Rahman, Islam and Modernity..., hlm. 50.
13 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System 

Approach (London: IIIT, 2007), hlm. 182.
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hukum, perbedaan perspektif terhadap epistemologinya me-
nimbulkan perbedaan pendapat tentang kategori dalil. Hal ini 
bisa dilihat pada kategorisasi antara dalil sam‘ī (naqlī) dan dalil 
‘aqlī (istidlāl); apa saja yang masuk ke dalam kategori al-dalīl 
al-sam‘ī dan apa saja yang tergolong al-dalīl al-‘aqlī.

Dalil berarti keadaan sesuatu yang dipahami sebagai 
perantaraan bagi sesuatu yang lain.14 Jadi yang satu disebut 
sebagai petunjuk (dāll), dan yang lain disebut sebagai yang 
ditunjuk (madlūl). Dalam pengertian ini, dalil tidak memiliki 
hakikat pada dirinya secara tersendiri. Bahkan hakikatnya 
terpulang pada apa yang sedang ditelaah sebagai dalil. Jika yang 
sedang ditelaah itu nas syariat, maka yang menjadi dalil adalah 
nas itu sendiri. Begitu pula halnya jika yang ditelaah adalah 
konsep-konsep rasional, maka konsep itulah yang merupakan 
dalil, yaitu dāll bagi madlūl-nya yang berupa hasil inferensi.

Ketiadaan hakikat pada diri dalil dikarenakan ontologinya 
yang berupa konsep dan epistemologinya yang sepenuhnya 
nisbi, yaitu relasi (nisbah tāmmah) antara dāll dan madlūl. 
Secara epistemologis, relasi dalil dan hukum dikonsepsikan 
dengan cara menghubungkan antara petunjuk (dāll) dengan 
yang ditunjuk (madlūl). Eksistensi ayat-ayat dan Hadis-hadis 
hukum adalah partikularia (juz’iyyāt) yang abstraksinya mem-
bentuk konsep universal (kullī) yang disebut dalil. Masing-
masing teks ayat dan Hadis hukum menjalin relasi dengan 
makna, yaitu hukum yang terkandung dalam teks. Esensi dari 
relasi ini adalah petunjuk (dāll) bagi hukum (madlūl), esensi ini 
diabstraksikan menjadi konsep dalil.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan melihat 
ontologi relasi dalil dan hukum dari perspektif epistemologi, 
aliran Fukaha melihat qaṭ‘ī dan ẓannī sebagai sifat khiṭāb, 
sehingga berpengaruh bagi hakikat hukum. Begitu pula 
saat melihat epistemologi hubungan dalil dan hukum dari 
perspektif ontologi, maka semua yang berhubungan dengan 
pola epistemologis dāll-madlūl dianggap dalil secara ontologis. 
Akibatnya, ontologi al-qiyās juga dianggap dalil dalam arti 

14 Al-Jarja�nī�, Kitāb al-Ta‘rīfāt (Singapura: al-Haramayn, t.th.), hlm. 104.
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sumber (aṣl), padahal sebutan aṣl untuk al-qiyās bukanlah 
hakiki, tapi majāzī.

Adapun aliran Mutakallimin melihat epistemologi hubu-
ngan dalil dan hukum dari perspektif epistemologi. Maka yang 
dilihat adalah epistemologi relasi teks nas dan hukum yang 
terbangun secara nisbi dalam pola dāll-madlūl. Epistemologi 
relasi teks nas dan hukum tidak serupa dengan epistemologi 
khiṭāb dan hukum. Sebab epistemologi relasi khiṭāb dan hukum 
terbangun dari perbuatan al-Syāri‘ yang hakiki dengan cara pe-
wahyuan, maka timbul daya ikat (mulzim) bagi hukum. Adapun 
relasi dalil dan hukum, terbangun dari nisbah tāmmah antara 
dāll dan madlūl, jadi tidak berakibat pada daya ikat hukum.

Perbedaan perspektif ini menyebabkan beda pendapat 
tentang kategorisasi al-dalīl al-sam‘ī. Menurut al-Zarkasyi 
(w. 794 H/1392 M), para uṣūliyyūn dari kalangan jumhur 
Mutakallimī�n, membatasi al-dalīl al-sam‘ī pada al-Kitāb, al-
Sunnah, dan al-ijmā‘ saja. Sementara bagi kalangan Fukaha 
(Ḥ� anafiyyah), selain al-Kitāb, al-Sunnah dan al-ijmā‘, al-istidlal 
juga dianggap al-dalīl al-sam‘ī.15 Jadi al-dalīl al-sam‘ī menurut 
Fukaha lebih luas karena mencakup inferensi rasional.

Persoalan ini tidak lepas dari pertanyaan filsafat ilmu; 
apakah inferensi menghasilkan pengetahuan baru atau tidak?16 
Hal ini bisa dilihat pada operasional al-qiyās. Menurut aliran 
Fukaha, hukum pada furū’ ditetapkan oleh al-‘illah.17 Dengan 
demikian, istidlal (inferensi/al-qiyās) dianggap menghasilkan 
hukum baru, artinya mengadakan hukum yang sebelumnya 
tidak ada. Dari perspektif ini, istidlal dilihat sebagai pengada 
(muṡbit) bagi hukum, maka aliran Fukaha memasukkan istidlal 
dalam kategori dalil sam‘ī (naqlī),18 begitu pula al-istiḥsān dan 
al-‘urf.

15 Al-Zarkasyī�, al-Baḥr al-Muḥīṭ, cet. III, jld. I (Kairo: Da�r al-Kutub, 2005), hlm. 54.
16 A.C. Ewing. Persoalan-persoalan Mendasar Fisafat, terj. Uzair Fauzan dan 

Fika Iffati Farikha, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82.
17 Mus�t�afa�  Syalabī�, Ta‘līl al-Aḥkām (Beirut: Da� r al-Nahz�ah al-‘Arabiyyah, 1981), 

hlm. 166.
18 S�adr al-Syarī�‘ah, al-Tawḍîḥ ‘alâ al-Tanqīh (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

t.th.) hlm. 111.
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Sebaliknya bagi Mutakallimin, Karena cenderung melihat 
dalil dari perspektif epistemologi, maka al-‘illah dilihat sebagai 
muẓhir bagi hukum, bukan muṡbit bagi hukum.19 Jadi bagi 
Mutakallimin, inferensi melalui al-qiyās tidak menghasilkan 
hukum baru, tapi memperluas keberlakuan hukum yang ada 
pada khiṭāb saja.

Contoh lainnya adalah pendapat Mazhab Ma� likī� tentang 
sadd al-żarī‘ah. Imam al-Qara� fī� (w. 684 Ḥ/1285 M), salah seorang 
tokoh usuliyyun dari kalangan Mazhab Ma� likī�, ketika mensyarah 
kitab al-Maḥṣūl fi al-Uṣūl, mengatakan bahwa sadd al-żarī‘ah 
merupakan salah satu dari sembilan belas dalil pensyariatan 
hukum.20 Tetapi menurut al-Zarkasyī�, selain empat sumber 
hukum yang disepakati, tidak ada sumber hukum baru. Adapun 
sadd al-żarī‘ah hanya berlaku sebagai bentuk pengharaman 
sarana (taḥrīm al-wasīlah).21

Pendapat al-Qara� fī� menunjukkan bahwa dalam melihat 
hubungan antara dalil dan hukum dari aspek epistemologinya, 
ternyata ada pula uṣūliyyūn dari aliran Mutakallimin yang 
serupa cara pandangnya dengan aliran Fukaha. Mereka cen-
derung melihat aspek epistemologis hubungan dalil syariat 
dengan hukum dari perspektif ontologi. Cara pandang seperti 
ini menimbulkan pencampuradukan sumber hukum (mulzim), 
antara nas syariat yang transenden dengan istidlal yang imanen. 
Sebaliknya, uṣūliyyūn dari kalangan Mutakallimin yang melihat 
hubungan hukum dengan dalil secara epistemologis, dengan 
tegas membedakan antara nas syariat berupa dalil sam‘ī (dalil 
naqlī) sebagai mulzim dan istidlal berupa dalil ‘aqlī (ra’y) 
sebagai muẓhir.

19 Al-Zarkasyī�, al-Baḥr al-Muḥīṭ..., jld. VII, hlm. 17.
20 Syiha�b al-Dī�n Abu�  al-‘Abba�s Ah� mad ibn Idrī�s al-Qara� fī�, Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl 

fī Ikhtiṣār al-Maḥṣul fi al-Usūl (Beirut: Da� r al-Fikr, 2004), hlm. 350. Sembilan belas dalil 
yang dimaksud adalah: 1) al-Kitāb; 2) al-Sunnah; 3) ijmā‘ al-ummah; 4) ijmā‘ ahl al-
Madīnah; 5) al-qiyās; 6) qawl al-ṣaḥabī; 7) al-maṣlaḥat al-mursalah; 8) al-istiṣḥāb; 9) 
al-barā’ah al-aṣliyyah; 10) al-‘awā’id; 11) al-istiqrā’; 12) sadd al-żarī‘ah; 13) al-istidlāl; 
14) al-istiḥsān; 15) al-akhż bi al-akhāff; 16) al-‘ismah; 17) ijmā‘ ahl al-Kūfah; 18) ijmā‘ 
al-‘itrah; dan 19) ijmā‘ al-khulafā’ al-arba‘ah. 

21 Al-Zarkasyī�, al-Baḥr al-Muḥīṭ..., jld. VIII, hlm. 93. 
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Dilihat pada tataran paradigmatik, perbedaan perspektif 
tersebut mengantarkan aliran Fukaha pada paradigma antro-
posentrisme, dan aliran Mutakallimin pada paradigma teosen-
trisme. Hal ini menjadi karakter masing-masing aliran pemikir-
an filsafat hukum Islam, baik yang beraliran empiris maupun 
normatif. Kecenderungan paradigmatik yang antroposentris 
juga terlihat pada pemikiran tokoh-tokoh muslim modern yang 
telah bersentuhan dengan sains positif modern. 

Sebagai contoh, pendapat Muh� ammad ‘Abduh tentang 
hukum mencatat utang. Menurut ‘Abduh, dahulu mencatat 
utang dianggap sukar karena sedikit orang yang mampu 
menulis, tapi sekarang bukan lagi kesuakaran. Maka berdasar 
argumen empiris ini ia menyatakan perintah “faktubūhu” 
dalam ayat 292 Surah al-Baqarah berarti wajib walau jumhur 
Mutakallimin mengatakan bukan wajib.22 Pola inferensi 
‘Abduh ini dipengaruhi oleh paradigma keilmuan sains 
modern, tetapi menurut Jasser Auda, pola penafsiran seperti 
ini bersifat apologis, akibatnya tafsir selalu berubah seiring 
perubahan temuan ilmiah.23 Secara paradigmatik ini tergolong 
antroposentris, di mana realitas sosial juga dijadikan sebagai 
sumber hukum sehingga mengakibatkan fikih harus berubah 
karena perubahan realitas.

Uraian ini mempelihatkan bahwa di abad modern, cara 
pandang yang memperluas al-dalīl al-sam‘ī melebihi nas syariat, 
mengambil bentuk yang lebih terbuka karena dipengaruhi oleh 
paradigma sains positif. Oleh karena itu, penetapan hukum 
Islam (fikih) dianggap memadai dengan mangadopsi metode 
keilmuan alam dan sosial saja. Metode dua ilmu ini dianggap 
mapan seiring perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan 
alam dan sosial di abad kontemporer.

Berbeda dari pola modernis, sarjana muslim posmodern 
justru meninggalkan sains positif. Posmodernis kembali pada 
Alquran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, lalu 
melakukan dekonstruksi terhadap Alquran dan Sunah. Terkait 

22 Muh� ammad ‘Abduh, al-A‘māl al-Kāmilah..., jld. IV, hlm. 736.
23 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah.., hlm. 182.



Relasi Dalil dan Hukum dalam Perspektif Aliran Filsafat Hukum Islam 123

pandangan tentang al-dalīl al-sam‘ī, posmodernis lebih lebih 
bebas melakukan tafsir apologis karena tujuan dekonstruksi. 
Dalam hal pandangan terhadap fikih, posmodernis juga 
menganggap fikih berubah seiring perubahan zaman.

3. Perspektif terhadap aksiologi hubungan dalil dan hukum
Sebagaimana disebutkan pada awal sub bab ini, bahwa 

dalam hubungan nas syariat dengan hukum secara aksiologis, 
tampak bahwa nas syariat bertujuan memberi informasi tentang 
ketentuan-ketentuan hukum. Adanya ketentuan hukum pada 
suatu ayat dilihat dari perintah atau larangan secara lughawī. 
Dalam hal ini, sangat sedikit nas Alquran yang menetapkan 
hukum secara normatif (qaḍā’ī) melalui perintah dan larangan, 
menurut ‘Abd al-Wahha�b al-Khalla� f berjumlah 282 ayat saja,24 
selebihnya bersifat moralitas (akhlāqī).

Ayat-ayat yang tidak mengandung perintah dan larangan 
tetap diambil kandungan kaidah etika di dalamnya. Selain itu, 
para ulama juga menelusuri ayat-ayat hukum yang kemudian 
digeneralisasi melalui proses abstraksi menjadi kaidah umum 
(al-qawā‘id al-kulliyyah). Jadi nas yang bersifat akhlāqī memiliki 
dua bentuk, pertama nas yang tidak memuat perintah atau 
larangan tapi mengandung pesan moral. Kedua hasil abstraksi 
dari berbagai nas yang dirumuskan menjadi kaidah umum (al-
qawā‘id al-kulliyyah). Kaidah umum ini disebut juga sebagai 
maqāṣid al-syarī‘ah yang sistematikanya dikaji dalam aspek 

24 Khalla� f, ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh..., hlm. 32-34. Hukum-hukum yang terkait dengan 
mu‘āmalah dalam konteks hukum modern dibaginya sebagai berikut:

1) Hukum Keluarga (al-aḥkām al-aḥwāl al-syakhṣiyyah) yang mengatur hubungan 
suami-istri dan kekerabatan, ada sekitar 70 ayat yang terkait dengan aturan 
ini dalam Alquran;

2) Hukum Perdata (al-aḥkām al-madāniyyah) yang mengatur hubungan antar 
individu dengan individu lain dalam hal kegiatan ekonomi (transaksi), 
menunai perjanjian dan pemeliharaan hak. Terkait dengan ini, terdapat 
sekitar 70 ayat Alquran;

3) Hukum Pidana (al-aḥkām al-jinā’iyyah) sekitar 30 ayat;
4) Hukum Acara (al-aḥām al-murāfa‘ah) sekitar 13 ayat;
5) Hukum Tatanegara (al-aḥkām al-dustūriyyah) sekitar 10 ayat;
6) Ḥukum Internasional (al-aḥkām al-dawliyyah) sekitar 25 ayat; 
7) Hukum Ekonomi (al-aḥkām al-iqtiṣād wa al-māliyyah) sekitar 10 ayat.
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aksiologi hukum Islam. Ḥal ini akan dibahas lebih detil pada 
bab tersendiri.

Minimnya nas yang menetapkan hukum secara normatif 
(qaḍā’ī) menimbulkan masalah dalam rangka memenuhi kebu-
tuhan hukum sehingga muncul pertanyaan, apakah nas syariat 
yang bersifat moralitas (akhlāqī) dan kaidah umum (al-qawā‘id 
al-kulliyyah) dapat berlaku sebagaimana layaknya ketentuan 
hukum yang ada khiṭāb-nya? Masalah ini menimbulkan perbe-
daan perspektif dalam melihat relasi dalil syariat dan hukum 
secara aksiologis.

Aliran Fukaha melihat aksiologi relasi dalil dan hukum 
dari perspektif ontologi, sebab teks nas adalah khiṭāb itu sendiri. 
Maka kaidah etika juga dianggap menimbulkan kewajiban 
sebagaimana pada ketentuan yang ada khiṭāb-nya. Sementara 
aliran Mutakallimin melihat dari perspektif aksiologi sehingga 
kaidah etika tidak menimbulkan kewajiban hukum. Secara 
aksiologis, tujuan nas syariat bukan semata menetapkan 
hukum, sebab ada pemberian kewenangan kepada ulil amri.

Selanjutnya aliran Fukaha cenderung memberlakukan 
universalia terhadap semua partikularia di bawahnya berdasar 
perintah umum, yaitu taklif untuk mewujudkan maslahat dan 
menolak mafsadat. Adapun aliran Mutakallimin, mengharuskan 
taklīf secara spesifik, barulah suatu kaidah etika dapat berlaku 
secara normatif (qaḍā’ī/qanūnī). Persoalan ini cukup rumit, 
Imam al-Sya� tibī� menjelaskan sebagai berikut:25

25 Ibra�hī�m ibn Mu� sa�  al-Lakhmī� al-Gharnat�ī� al-Ma� likī� al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt 
fī Uṣūl al-Syarī‘ah, jld. II (Kairo: Maktabah al-Tawfī�qiyyah, 2003), hlm. 51.
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Sesungguhnya partikularia (juz’iyyāt), jika tidak diperhitungkan 
sebagai tujuan dalam pembentukan universalia (kullī), maka 
perkara universalia tersebut tidak sah sama sekali. Alasannya 
karena universalia (kullī) dari sisi universalnya, tidak sah 
dijadikan sebagai tujuan taklīf, sebab universalia itu merupakan 
perkara abstrak (ma‘qūl), ia tidak ada dalam realitas empirik 
kecuali dalam kandungan partikularia-partikularia (juz’iyyāt). 
Oleh karena itu, menjadikan universalia sebagai tujuan taklīf 
berarti memberlakukan taklīf yang tidak mungkin dilaksanakan, 
dan ini tidak mungkin terjadi seperti yang akan dijelaskan, 
Insya Allah. Maka sebagaimana (universalia) itu tidak mungkin 
terwujud kecuali dengan adanya partikularia-partikularia, maka 
tujuan syariat pun tertuju kepada partikularia.

Uraian al-Sya� t�ibī� ini menunjukkan, bahwa masalah utama 
adalah soal keberlakuan kaidah umum yang bersifat moralitas 
(akhlāqī). Bagi al-Sya� t�ibī� ini cukup dilematis, sebab sebagai 
kaidah umum ia tidak mungkin serta merta diberlakukan, karena 
sifatnya yang abstrak-konseptual. Oleh karena itu, keberlakuan 
kaidah umum tersebut hanya mungkin terjadi pada kasus-
kasus partikular. Di sinilah masalah yang sebenarnya muncul, 
pertanyaannya: apa yang menjadikan ketentuan pada kasus 
partikular itu memiliki kekuatan mengikat?

Aliran Mutakallimin yang melihat aksiologi hukum Islam 
dari perspektif aksiologinya, menolak keberlakuan kaidah 
umum secara mutlak. Sementara kelompok Mutakallimin yang 
moderat menerima keberlakuannya dalam kondisi mendesak/
darurat. Pemikiran moderat bisa dilihat pada pendapat Imam 
al-Ghaza� lī�, ia menyaratkan tiga hal untuk boleh beramal dengan 
kaidah umum moralitas, yaitu bersifat primer (ḍarūrah), pasti 
(qaṭ‘iyyah) dan massif (kulliyah).26 Syarat primer (ḍarūrah) 
berarti masalah yang dihadapi itu mencapai peringkat yang 
mengancam jiwa. Syarat pasti (qaṭ‘iyyah), menunjukkan kaidah 
moral yang hendak diberlakukan itu telah disepakati, tidak ada 
khilaf terhadapnya. Syarat massif (kulliyah), berarti daya rusak 
dari kasus yang dihadapi bersifat komunal, bukan personal.

Berbeda dari aliran Mutakallimin, aliran Fukaha justru 
meyakini bahwa kaidah moralitas berlaku karena adanya 

26 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm 176. 
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perintah umum syariat, yaitu perintah mewujudkan maslahat 
dan menolak mafsadat. Adapun maslahat dan mafsadat itu 
sendiri dapat diketahui dengan mengamati sisi yang dominan 
pada suatu kasus berdasarkan kebiasaan (al-‘urf). Imam al-
Sya� t�ibī� menyatakan sebagai berikut:27

Maslahat dan mafsadat yang kembali pada masalah duniawi 
dapat dipahami dari aspek yang dominan di dalamnya. Jika yang 
dominan adalah aspek maslahat, maka ia merupakan maslahat 
yang dipahami  berdasarkan kebiasaan (‘urf). Sebaliknya jika 
yang dominan adalah aspek mafsadat, maka ia adalah mafsadat 
yang dipahami berdasar ‘urf. Dari itu suatu perbuatan memiliki 
dua sisi yang disandarkan pada aspek kejelasannya (al-rājiḥah), 
jika yang rājiḥ adalah sisi maslahat maka itulah yang dituntut, dan 
dikatakan: sesungguhnya itu adalah maslahat.

Bagi Fukaha, keberlakuan ‘urf ini didukung dengan 
argumen: bahwa pada masalah ‘ādiyyāt/mu‘āmalah, asal yang 
di-i‘tibār adalah mewujudkan maslahat bagi manusia. al-Sya� t�ibī� 
menyatakan:28 

Pendirian para ulama atas hal ini didasarkan pada tiga perkara. 
Pertama, berdasarkan istiqrā’; didapati bahwa al-Syāri‘ 
bermaksud mewujudkan kemaslahatan hambanya, dan hukum 
‘ādiyyāt berlaku mengikuti maslahat. Kedua, al-Syāri‘ memperluas 
penjelasan tentang al-‘illah dan hukum pada pensyariatan bab 
‘ādiyyāt, dan kebanyakannya di-ta‘līl dengan al-munāsib yang 
dapat dijangkau oleh akal. Ketiga, adanya pengakuan terhadap 
maslahat yang dipikirkan oleh orang-orang di zaman faṭarāt. 
Sebelum syariat Islam datang, para ahli pikir banyak menggunakan 
maslahat dalam aturan kehidupan mereka, dan syariat Islam tidak 
membatalkan kecuali yang bersumber dari hawa nafsu semata. 

27 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 21. 
28 Al-Sya� t�ibī�, al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 260. 
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Oleh karena itu, syariat mengakui sebagian hukum yang pernah 
berlaku di masa jahiliyah, misalnya diyat, perdamaian, berkumpul 
di hari Jumat untuk mendengar nasehat/zikir dan sebagainya.

Argumen ini dibantah oleh aliran Mutakallimin, sebab 
maslahat-mafsadat pada perbuatan telah ada jauh sebelum 
pensyariatan, tapi hukum baru ada setelah khiṭāb.”29 Ini artinya 
sifat mengikat dari nilai moral hanya ada melalui khiṭāb.

Lebih jauh menurut Mutakallimin, pengakuan syariat 
terhadap ‘urf tidak menjadikannya mandiri sebagai dalil, sebab 
sandaran hukum dalam arti daya ikat bagi ‘urf tetaplah khiṭāb 
Alquran dan Sunah. Bahkan menurut Mus�t�afa�  Syalabī�, pengakuan 
syarak bukanlah terhadap ‘urf itu sendiri, melainkan kepada 
maslahat yang jelas (al-maṣlaḥat al-rājiḥah) yang terkandung 
di dalamnya.30 Kalau begitu, keberlakuan al-maṣlaḥat al-rājiḥah 
tersebut tetap memerlukan taklīf yang memberinya kekuatan 
mengikat, dan itu bisa melalui taklīf ulil amri. 

Uraian ini memperlihatkan, bahwa nas akhlāqī dan kaidah 
umum, disepakati keberlakuannya sebagai pedoman/kaidah 
moral. Perbedaan pendapat muncul ketika masuk pada diskusi 
tentang keberlakuan nas akhlāqī tersebut secara normatif. 
Masing-masing aliran filsafat hukum Islam memiliki paradigma 
berpikir sendiri, dan ini tidak mungkin untuk disatukan, 
sebab paradigma tidak mudah berubah. Maka masing-masing 
pendapat dianggap benar dalam paradigmanya.31

Kecenderungan dua aliran pemikiran filsafat hukum 
Islam ini berlanjut pada era modern dan posmodern. Ḥanya 
saja modernis muslim cenderung mengikuti tren pemikiran 
modernis Barat yang positivistik. Mereka menganggap uni-
versalia (ide) merujuk dan merepresentasikan kenyataan 
seutuhnya, yaitu partikularia.32 Jika aliran hukum normatif 

29 Al-Syayra�zī�, al-Luma‘ fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Da� r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 105. 

30 Muh� ammad Mus�t�afa�  Syalabī�, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Da� r al-Ja�mi‘ah, 
1974), hlm. 329. 

31 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā..., hlm 176.
32 Bambang Sugiharto, I, Postmodernisme; Tantangan bagi Filsafat, cet. V 

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 71. 
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klasik menjadikan perintah mewujudkan kemaslahatan sebagai 
dasar keberlakuan kaidah moral, penganut aliran hukum 
normatif modern justru memberlakukannya berdasar argumen 
moral itu sendiri.

Kekeliruan konsep universalia modern telah dibongkar 
oleh posmodernis. Antara lain Karl R. Popper yang menyebutnya 
sebagai persoalan basis empiris dalam klaim keberlakuan 
mutlak universalia terhadap semua partikularia di bawahnya.33 
Sifat universalia yang berupa generalisasi atau abstraksi 
dari partikularia tidak identik dengan keberlakuannya bagi 
semua partikularia. Jadi klaim keberlakuan mutlak universalia 
terhadap partikularia mengandung kontradiksi internal. 

Kritik terhadap konsep universalia modern di belahan 
dunia Barat membuat posmodernis muslim juga meninggalkan 
konsep tersebut. Maka kebanyakan sarjana muslim kontemporer 
kembali pada konsep keberlakuan universalia berdasar khiṭāb 
umum mewujudkan maslahat. Perubahan ini bisa dilihat pada 
karya-karya kontemporer tentang kaidah maqāṣid al-syarī‘ah. 
Di antaranya bisa dibaca pada tulisan berikut:34

Sesungguhnya apabila maslahat terlihat dominan ketika 
dibandingkan dengan mafsadat berdasar hukum kebiasaan, maka 
ia merupakan tujuan syariat, dan mewujudkan tujuan tersebut 
menjadi tuntutan atas hamba.

Sampai di sini mari meninjau kembali pertanyaan di awal 
bab; apakah hukum merupakan nas syariat, atau pemahaman 
mujtahid terhadap nas? Dapat dijawab bahwa, dilihat dari rela-
si dalil dan hukum, maka hukum adalah pemahaman mujtahid. 
Tapi jika dilihat dari relasi khiṭāb dan hukum, maka hukum ada-
lah khiṭāb itu sendiri. Lalu bagaimana seharusnya ilmu hukum 
melihatnya? Hal ini dibahas pada Bab Tujuh dan Bab Delapan.

33 Popper, Karl R., Logika Penemuan Ilmiah, terj. Saut Pasaribu dan Aji 
Sastrowardoyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 27.

34 ‘Abd al-Rah� ma�n Ibra�hī�m al-Kayla�nī�. Qawā‘id al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-
Syātibī; ‘Araḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan (Beirut: Da� r al-Fikr, 2000), hlm. 146. 
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C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat 

dikemukakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Aliran-aliran pemikiran filsafat hukum Islam tidak berselisih 

terhadap keberadaan nas syariat (teks dan makna) sebagai 
sumber hukum. Adapun mujtahid berperan dalam meng-
ijtihadkan hukum dari sumber tersebut. Tapi dalam melihat 
hakikat ontologis relasi dalil dan hukum, masing-masing 
aliran mengambil perspektif yang berbeda.

2. Aliran Fukaha melihat hakikat ontologis relasi dalil dan 
hukum dari perspektif epistemologi, adapun Mutakallimin 
melihatnya dari perspektif ontologi. Ini berakibat pada 
ikhtilāfiyah tentang kategori hukum fardhu dan wajib.

3. Perspektif epistemologi dalam melihat ontologi relasi dalil 
dan hukum, mempengaruhi pandangan tentang hakikat 
hukum. Sebab konsep relasi dāll-madlūl menjadi identik 
dengan relasi khiṭab dan hukum. Adapun perspektif 
ontologis dalam melihat ontologi relasi dalil dan hukum, 
justru meniadakan pengaruh terhadap hakikat hukum. 
Sebab relasi dāll-madlūl dilihat sebagai relasi hukum dengan 
teks nas, bukan dengan khiṭāb di dalam nas.

4. Perbedaan perspektif dalam melihat epistemologis relasi 
dalil dan hukum menimbulkan perbedaan pendapat me-
ngenai apa yang termasuk ke dalam al-dalīl al-sam‘ī dan al-
dalīl al-‘aqlī.

5. Aliran Fukaha cenderung melihat epistemologi relasi dalil 
dan hukum dari perspektif ontologi. Akibatnya, inferensi 
rasional seperti al-qiyās juga dianggap dalil secara ontologis, 
padahal sebutan dalil untuk al-qiyās bukanlah hakiki, tapi 
majāzī.

6. Aliran Mutakallimin melihat epistemologi relasi dalil dan 
hukum dari perspektif epistemologi, maka ‘illah dilihat 
sebagai muẓhir bagi hukum, bukan muṡbit, jadi al-qiyās tidak 
menghasilkan pengetahuan baru, tapi hanya memperluas 
keberlakuan khiṭāb.

7. Perbedaan perspektif dalam melihat aksiologi dalil dan 
hukum menimbulkan perbedaan pendapat dalam melihat 
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keberlakuan kaidah etika dan kaidah umum syariat.
8. Aliran Mutakallimin melihat aksiologi relasi dalil dan hukum 

dari perspektif ontologi sehingga menolak keberlakuan 
mutlak kaidah umum. Sementara aliran moderat memboleh-
kan keberlaluan kaidah umum dalam kondisi mendesak 
(ḍarūrah).

9. Aliran Fukaha meyakini bahwa kaidah moralitas berlaku 
karena adanya perintah umum syariat, yaitu perintah umum 
mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.

10.Perbedaan perspektif melahirkan pemikiran ekstrem, dan di 
antaranya ada pemikiran moderat. Hal ini berlanjut sampai 
pada periode modern dan posmodern.
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E. Latihan
1. Jelaskan pengertian dalil. 
2. Jelaskan perbedaan orientasi kajian tentang keberadaan 

Alquran, bandingkan antara kitab usul fikih di masa 
klasik dengan kitab usul fikih di abad modern.

3. Bedakan secara kontras perspektif aliran Fukaha dan 
perspektif aliran Mutakallimin dalam menyorot hakikat 
ontologis dari relasi antara dalil dan hukum.

4. Bedakan secara kontras perspektif aliran Fukaha dan 
perspektif aliran Mutakallimin dalam menyorot aspek 
epistemologis dari relasi dalil dan hukum.
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5. Berikan analisis, mengapa aliran Fukaha memberlakukan 
kaidah umum sedangkan aliran Mutakallimin menolak 
keberlakuannya.

6. Salah satu kitab usul fikih yang membicarakan keberadaan 
dalil-dalil sebagai sumber hukum otoritatif adalah...
a.  Al-Mustaṣfā.
b. Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī.
c.  Al-Burhān.
d. a, b dan c salah.

7. Karena melihat ontologi relasi dalil dan hukum dari 
perspektif epistemologi, maka Fukaha membedakan 
hukum wajib dari...
a.  Sunnah.
b. Fardhu.
c.  Mubah
d. a dan b benar

8. Menurut aliran Mutakallimin, yang tergolong dalil ‘aqlī 
adalah...
a.  al-Kitāb 
b. al-Sunnah 
c.  al-ijmā‘ 
d. al-qiyās

9. Aliran moderat menerima keberlakuan kaidah umum syariat 
dengan tiga syarat, kecuali...
a.  tetap (ṡābit)
b. primer (ḍarūrah) 
c.  pasti (qaṭ‘iyyah) 
d. massif (kulliyah)

10.Hukum merupakan pemahaman mujtahid, jika dilihat 
dari relasi...
a.  Relasi khiṭāb dan hukum
b. Relasi dalil dan hukum
c.  Relasi ilat dan hukum
d. a, b dan c semua salah
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F. Daftar Istilah
Abstraksi; adalah proses membuat konsep universal berdasar 

partikular atau bagian-bagian yang memiliki esensi 
yang sama.

Juz’iyyāt; yaitu partikular atau bagian-bagian yang memiliki 
esensi atau sifat terdalam yang serupa sehingga 
bisa kelompokkan dalam satu genus dengan cara 
digeneralkan atau diabstraksikan.

Kulliyāt; yaitu konsep universal hasil abstraksi dari 
partikularia.

Mawjūd fīl a‘yān; yaitu sesuatu yang ada secara terindera, 
dapat dilihat, didengar, dirasa, dikecap atau dihirup 
aromanya.

Mawjūd fīl khārij; yaitu sesuatu yang ada secara hakiki, artinya 
ada secara ril, baik itu keberadaan Allah yang tidak 
terindera maupun adanya alam materil yang dapat 
diindera.

Al-Ma‘qūl; mawjūd fī al-ażhān; adanya sesuatu dalam realitas 
konsep, disebut juga bersifat abstrak atau meta-empirik, 
yaitu berupa objek yang berada di luar apa yang bisa 
dialami manusia.

Mulzim; iltizām, yaitu efek mengikat yang muncul dari sifat 
imperatif perintah atau larangan.

Nisbah tāmmah; yaitu konsep yang dibangun berdasarkan 
relasi antara dua objek atau lebih.



BAB TUJUH 
HAKIKAT ONTOLOGIS HUKUM ISLAM

DAN DAYA IKATNYA

A. Standar Kompetensi
Kajian pada bab ini bertujuan agar mahasiswa mampu 

melakukan analisis tentang hakikat ontologis hukum Islam, 
baik yang berupa ketentuan Allah mau pun ketetapan ulil amri. 
Standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran ini 
berada pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk 
mencapai standar kompetensi di atas, maka disajikan materi 
pembelajaran sebagai berikut:
1. Khiṭāb sebagai daya ikat (mulzim) bagi hukum Islam;
2. Hakikat ontologis hukum Islam.

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi, yaitu mampu mengintegrasikan 
antara konsep berpikir kefilsafatan dengan materi yang 
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah sebagai pengantar kuliah;
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana 

evaluasi kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi 
kuliah;

3. Diskusi kelompok untuk mengindentifikasi adanya sikap 
integrasi antara konsep berpikir kefilsafatan dan materi 
yang disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks, untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi ontologi hukum Islam;
2. Membangun diagram atau skema ontologi hukum Islam dan 

hubungannya dengan akhlak.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang terkait 

dengan pengembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. 
Ketiga ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik 
itu ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Hakikat Ontologis Hukum Islam dan Daya Ikatnya
Lima bab terdahulu menjelaskan pengertian, pertum-

buhan dan perspektif aliran-aliran filsafat hukum Islam tehadap 
relasi dalil dan hukum. Kajian tersebut menjadi dasar untuk 
mengkritisi objek material filsafat hukum Islam, yaitu hukum 
dalam arti fikih (khiṭāb Allāh) dan hukum dalam arti siyāsah 
(khiṭāb ūlil amri). Dari itu, Bab Tujuh dan Bab Delapan fokus 
pada aspek ontologis hukum, baik itu khiṭāb Allāh maupun khiṭāb 
ulil amri. Lalu Bab Sembilan fokus pada epistemologi sehingga 
bisa menjawab pertanyaan fundamental keilmuan hukum yang 
pertama, yaitu tentang landasan kekuatan mengikat hukum.

1. Khiṭāb sebagai daya ikat bagi hukum Islam
Merujuk pada kajian Bab Enam, dengan melihat dari 

perspektif epistemologi relasi dalil dan hukum, maka bagi 
aliran Fukaha hakikat hukum adalah pemahaman mujtahid. 
Akibatnya Fukaha membolehkan penetapan hukum berdasar 
istidlal, bahkan istidlal dianggap sebagai al-dalīl al-sam‘ī. 
Padahal, seperti dikatakan oleh Louay Safi, akal tidak bekerja 
sebagai sumber hukum bagi kasus partikular, tapi sebagai 
metode atau mekanisme penyimpulan.1 Bahkan menurut Imam 
al-Ghaza� lī�, akal malah menuntun pada pengakuan tidak adanya 
hukum tanpa khiṭāb.2 Mengingat fikih adalah ilmu hukum Islam, 
lalu benarkah semua hukum dalam fikih ditetapkan berdasar 
khiṭāb?

Kata fikih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
berarti hukum Islam.3 Dalam Bahasa Arab, kata fiqh berarti 
mengetahui atau memahami,4 lalu digunakan untuk penge-
tahuan tentang hukum syarak:5

1 Louay Safi. The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in Islamic and 
Western Methods of Inquiry (Malaysia: International Islamic University Press, 1996), 
hlm. 175. 

2 Al-Ghaza� lī�, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2000), hlm. 80.

3 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm.391.

4 Ibn Manz�u� r, Lisān al-‘Arab, jld. VII, (Kairo: Da� r al-D� adī�s� , 2003), hlm. 145.
5 Al-Juwaynī�, al-Waraqāt (Semarang: Toha Putra, t.th.) hlm. 4. 
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Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar‘iyyah yang 
jalannya adalah ijtihad.

Dilihat dalam arti hukum Islam, fikih berarti kumpulan 
norma atau kumpulan hukum syarak itu sendiri yang dihasilkan 
dengan cara ijtihad.6 Definisinya adalah sebagai berikut:7

Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat 
amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci.

Dua definisi ini menunjukkan adanya dua sisi berbeda 
dalam melihat hakikat fikih, di satu sisi sebagai proses dan di 
sisi lain sebagai produk. Definisi yang menyebut fikih sebagai 
kumpulan hukum syariat berarti melihat fikih sebagai produk, 
yaitu fikih dalam arti kumpulan hasil ijtihad ulama. Sementara 
definisi yang menyebut fikih sebagai pengetahuan tentang 
hukum syarak berarti melihatnya sebagai proses, yaitu proses 
yang membuat fikih diketahui sehingga bisa diamalkan. Fikih 
sebagai proses adalah studi terhadap ketentuan syariat dalam 
kaitannya dengan tingkah laku manusia dalam berbagai 
dimensi dan hubungannya dengan tujuan untuk diamalkan. 
Dari itu al-Juwaynī� cenderung melihat fikih sebagai teori hukum 
(yurisprudensi).

Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Juwaynī� dikritik 
oleh al-Kha� t�ib al-Minangkabawī�, ia menyatakan:8

Sebaiknya didefinisikan dengan kata al-‘ilm, karena ma‘rifah 
terkait dengan al-mufradāt, sedangkan al-‘ilm terkait dengan 
al-nisbat al-tāmmah. Artinya kata ma‘rifah berarti memahami 
ontologinya (al-taṣawwur) sedangkan al-‘ilm berarti memahami 
epistemologinya (al-taṣdīq), padahal fikih itu termasuk taṣdīqāt, 
yaitu mengenal hubungan perbuatan dengan hukum, bukan dari 

6 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 
hlm. 5.

7 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Kuwait: Da� r al-Qalam, 1978), hlm. 
11.

8 Ah� mad ibn ‘Abd al-Lat�ī�f al-Kha� t�ib, al-Nufaḥāt ‘alā Syarḥ al-Waraqāt 
(Singapura: al-Ḥ� aramayn, t.th.), hlm. 15. 
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taṣawwurāt. Dengan kata lain, fikih adalah mengenal hukum 
dalam arti mengetahui hubungan antara satu perbuatan tertentu 
dengan ketentuan hukum yang berlaku atasnya.

Kritik ini menunjukkan kencenderungan melihat fikih 
sebagai kumpulan peraturan, tapi tidak bisa disamakan de-
ngan pasal perundang-undangan. Bahkan hukum dalam arti 
peraturan perundang-undangan dibahas dalam ilmu tersendiri, 
yaitu siyāsah syar‘iyyah. Maka Fikih mencakup kaidah agama 
dan etika, berbeda dengan hukum dalam arti siyāsah yang 
dibedakan dengan tegas dari kaidah agama dan etika. Aturan 
pemerintah tertuang dalam qanun,9 ia berlaku berdasar otoritas 
pemerintah, walau sebenarnya berasal dari kaidah agama atau 
etika.

Adapun sifat fikih yang bersumber dari ajaran Alquran 
dan Sunah membuat fikih juga disebut ḥukm al-syar‘ī (hukum 
syarak, hukum syariah). Kata ini secara harfiah berarti norma 
atau peraturan hukum Islam dan merupakan satuan dari 
syariah.10 Maka kata syariah yang digabungkan menjadi “hukum 
syariah” merupakan penggunaan kata syariah dalam arti sempit, 
sebab—secara istilah—kata syarī‘ah berarti sesuatu yang 
disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, dan merupakan agama 
(al-dīn). Al-Qurt�ubī� mendefinisikannya sebagai berikut:11

Syariat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-
Nya di dalam agama.

Penggunaan kata syariah dalam arti luas bisa dilihat 
pada paduan kata “syariat Islam.” Sebagaimana dijelaskan 
oleh Mus�t�afa�  Syalabī�, al-syarī‘ah al-islāmiyyah merupakan 
kumpulan dari hukum-hukum yang diwahyukan Allah kepada 
Nabi Muhammad saw. yang berisi dasar akidah, hal yang 

9 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw Niẓām al-Dawlah al-
Islāmiyyah fī Syu’ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah (Kairo: Da� r al-
Ans�ar, 1977), hlm. 15.

10 Syamsul Anwar,. Hukum Perjanjian Syariah..., hlm. 6. 
11 Al-Qurtubī�, al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān, jld. VI (Kairo: Maktabah al-

Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 185.
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terkait dengan perbaikan jiwa, dan penjelasan tentang hal-
hal yang terkait dengan perbuatan manusia.12 Tampak di sini 
kata “syariat Islam” digunakan untuk ajaran Islam secara 
keseluruhan, yaitu ontologi Islam (akidah), epistemologi Islam 
(syariat) dan aksiologi Islam (akhlak/tasauf).

Pada awal perkembangan tradisi keilmuan Islam, tiga 
bidang ini dibahas dalam apa yang disebut fikih. Oleh karena itu, 
terminologi al-fiqh al-akbār dari Abu�  Ḥ� anī�fah (w. 150 Ḥ/767 M) 
mencakup akidah, amaliah, dan tasawuf.13 Belakangan kata fikih 
digunakan terbatas pada amaliah, artinya telah diperkhusus 
pada ranah epistemologi syariat Islam. Maka ranah ini memiliki 
aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya sendiri. Hal ini 
dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gb. 05. Tiga aspek hukum Islam sebagai bagian dari Syariat Islam secara 
keseluruhan.

Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa ranah amaliah dari 
syariat Islam memiliki aspek ontologi sendiri yang disebut fikih, 
memiliki aspek epistemologi sendiri yang disebut usul fikih, 
dan memiliki aspek aksiologi sendiri yang disebut maqāṣid al-
tasyrī‘. Dengan demikian, secara umum ḥukm al-syar‘ī (hukum 
syarak, hukum syariah) adalah bagian dari al-syarī‘ah al-
islāmiyyah. Tapi di sisi lain, ḥukm al-syar‘ī menjadi khusus pada 
apa yang disebut sebagai fikih saja, yaitu aspek ontologis dari 
ranah amaliah syariat Islam.

12 Muhammad Mustafa�  Syalabī�, al-Madkhal fī Fiqh al-Islāmī, cet. X (Beirut: Da� r 
al-Ja�mi‘ah, 1985), hlm. 29.

13 Wahbah al-Zuhaylī�, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, cet. III, jld. I (Beirut: Da� r 
al-Fikr, 1989), hlm. 15-16.
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Selanjutnya, seiring adanya kebutuhan akibat kemandirian 
fikih, usul fikih dan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai ilmu, maka 
terminologi ḥukm al-syar‘ī (hukum syarak, hukum syariah) 
dipersempit. Batasannya adalah hukum taklīfī sebagaimana 
definisi berikut:14

Hukum taklīfī adalah sesuatu yang menuntut pelaksanaan suatu 
perbuatan dari seorang mukallaf, atau meninggalkannya atau 
memilih antara melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan.

Definisi ini menunjukkan bahwa inti dari hukum taklīfī 
adalah daya ikat hukum (mulzim) yang timbul dari sifat 
imperatif ṭalab. Adapun sumber hukum taklīfī adalah ayat-
ayat hukum yang berisi titah (khiṭāb) Allah, berkenaan dengan 
tuntutan (ṭalab) untuk melakukan, meninggalkan atau pilihan 
(takhyīr) antara mengerjakan dan tidak.15 

Kenyataanya ayat-ayat hukum yang berisi titah (khiṭāb) 
sangat sedikit, sekitar 282 ayat saja.16 Hal ini menimbulkan 
pertanyaan tentang batasan khiṭāb, apakah sebatas nas (ṣīghat) 
atau mencakup makna yang dikandung nas? Menurut al-Sam‘anī� 
(w. 489 Ḥ/1096 M), dari ungkapan Imam al-Sya� fi‘ī� terpahami ia 
membagi dalil kepada al-naṣṣ, dan al-ma‘nā. Maka al-Kitāb, al-
Sunnah, dan al-ijmā‘ termasuk dalam al-naṣṣ, sementara yang 
dimaksud dengan al-ma‘nā adalah al-qiyās.17 Ini menunjukkan 
bahwa khiṭāb sebagai mulzim bagi hukum taklīfī dilihat dalam 
dua bentuk: 1) teks langsung berupa kata perintah (ṣīghat al-
amr) dan larangan (ṣīghat al-nahy); 2) kandungan makna yang 
disebut ma‘qūl lafẓiha yang dioperasionalkan melalui metode 
al-qiyās.

14  Khalla� f, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh..., hlm. 101. 
15 Moh. Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam, cet. II (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2002), 30.
16 Khalla� f, ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh..., hlm. 32-34.
17 Al-Sam‘a�nī�, Qawāṭi‘ al-Adillah fī al-Uṣūl (Beirut: Mu� ’assasah al-Risa� lah, 

1996), hlm. 35.
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Al-Ghaza� lī� sepakat dengan al-Sam‘anī�, maka ia secara 
tegas membatasi mulzim hanya sampai pada al-qiyās. Maka 
Imam al-Ghaza� lī� memandang al-qiyās bersifat tawqīfī, ia 
menyatakan:18 

Kami katakan: akan kami jelaskan pada masalah yang ketiga 
bahwa tidak ada beda, sungguh bukanlah kias syarak jika yang 
dimaksud tidak masuk dalam perkara tawqīfī, bahkan syariat 
seluruhnya tawqīfī.

Pembatasan pada al-qiyas disebabkan oleh adanya nas 
berupa ayat pada surah tertentu (aṣl mu‘ayyan) yang memiliki 
khiṭāb. Lalu diperluas kepada furū‘ dengan pola keberlakuan 
universalia (kullī) terhadap partikularia (juz’ī). Menurut Imam 
al-Ghaza� lī�, universalia tidak memiliki daya ikat (mulzim) sendiri, 
dari itu digunakan sillogisme untuk memperluas cakupan 
khiṭāb pada ayat, ia menyatakan:19 

Ketahuilah apabila al-‘illah telah tetap, maka keberadaannya 
bersifat umum. Oleh karena itu, apabila telah ditetapkan makan-
an sebagai al-‘illah, maka darinya tersusun proposisi: “Setiap 

18 Al-Ghaza� lī�, Asās al-Qiyās (Riyad: Maktabah al-‘Ubayka�n, 1993), hlm. 11. 
19 Al-Ghazza� lī�, Asās al-Qiyās..., hlm. 43.
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makanan adalah ribawī, buah jeruk adalah makanan, maka 
buah jeruk adalah ribawī.” Apabila telah ditetapkan bahwa 
mabuk adalah al-‘illah, maka darinya tersusun proposisi: “Setiap 
minuman memabukkan adalah haram, nabīż adalah minum-
an memabukkan, maka nabīż adalah haram.” Demikianlah pada 
setiap al-‘illah yang ditunjuk oleh dalil bahwa ia tempat bergan-
tung hukum, maka darinya tersusun proposisi umum yang berla-
ku seperti lafaz dari umum syarak. Bahkan lebih kuat, karena ke-
umuman lafaz masih mungkin dianulir oleh takhṣīṣ. Sedangkan 
al-‘illah, apabila ia merupakan manifestasi dari sandaran hukum 
(manāṭ al-ḥukm) maka ia menjadi penghimpun bagi semua sifat 
dan kait lainnya sehingga tidak ada peluang takhṣīṣ, sebab takhṣiṣ 
berarti meruntuhkan keumumannya.

Meski ada kemungkinan takhṣīṣ al-‘illah, namun pendapat 
ini benar secara general, sebab takhṣīṣ al-‘illah menjadi penge-
cualian yang mengeluarkan parkularia dari cakupan tanpa 
meruntuhkan universalia. Dari itu sifat imperatif khiṭāb pada 
aṣl berlaku terhadap furū‘ karena sifat universal al-‘illah. Maka 
al-qiyās dikatakan tawqīfī, sebab mulzim bagi furū‘ berasal dari 
khiṭāb pada aṣl. Adapun al-maṣlaḥat al-mursalah tidak bisa 
menjadi mulzim, Imam al-Ghaza� lī� mengatakan:20

Setiap maṣlaḥat yang kembali pada pemeliharaan maksud syarak 
yang diketahui keberadaannya sebagai maksud berdasar al-
Kitāb, al-Sunnah dan al-ijmā‘, maka tidak keluar dari semua asal 
ini. Tetapi ini tidak dinamakan al-qiyās, bahkan disebut maṣlaḥat 
mursalah, sebab al-qiyās adalah asal tertentu (aṣl mu‘ayyan). 

20 Al-Ghazza� lī�, al-Mustasfā..., hlm. 179.
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Sedangkan keberadaan makna-makna ini sebagai maksud syarak 
bukan diketahui dari satu dalil (aṣl mu‘ayyan), bahkan berdasar 
dalil yang banyak tak terbatas, baik dari al-Kitāb, al-Sunnah 
maupun dari indikasi-indikasi keadaan tertentu dan tanda-
tanda yang bermacam-macam, itulah sebabnya ia dinamakan al-
maṣlaḥat al-mursalah. Apabila kita menafsirkan maslahat sebagai 
pemeliharaan atas maksud syarak, maka tidak ada jalan untuk 
menolak mengikutinya, bahkan wajib diputuskan keberadaannya 
sebagai hujah.

Al-Maṣlaḥat al-mursalah dijadikan dalil oleh aliran 
Fukaha dan sebagian aliran Mutakallimin, modusnya disebut 
al-istiḥsān, al-istiṣlāḥ dan sebagainya. Al-Ghaza� lī� menolak 
keberadaan modus-modus tersebut sebagai dalil dalam arti aṣl 
yang berdaya ikat (mulzim), ia mengatakan:

Kami katakan ini termasuk al-uṣūl al-mawhūmah, jadi barangsiapa 
yang menganggapnya asal yang kelima maka ia salah. Ketika kami 
mengembalikan al-maṣlaḥah kepada pemeliharaan maqāṣid al-
syar‘, itu karena maqāṣid al-syar‘ diketahui berdasar al-Kitāb, 
al-Sunnah dan al-ijmā‘. Maka setiap maslahat yang tidak kembali 
pada pemeliharaan maqṣūd yang dipahami dari al-Kitāb, al-
Sunnah dan al-ijmā‘ dan merupakan bagian dari maslahat yang 
asing (gharībah) yang tidak sejalan dengan pola keberlakuan 
hukum syarak, maka ia batal dan harus ditinggalkan. Barangsiapa 
yang melakukannya maka sungguh telah membuat syariat 
sebagaimana (perkataan Imam al-Sya� fi’ī�) orang yang ber-istiḥsān 
telah membuat syariat.

Uraian ini memperlihatkan bagaimana Imam al-Ghaza� lī� 
cukup konsisten terhadap ciri imperatif ḥukm al-syar‘ī (hukum 
syarak, hukum syariah) yang ditandai dengan daya ikat (mul-
zim). Oleh karena itu ia membatasi wilayah al-ma‘qūl min al-
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naṣṣ hanya dalam rasionalitas teks (ma‘qūl lafẓiha) yang dio-
perasionalkan melalui al-qiyās.21 Selebihnya menjadi ketentuan 
akhlāqī yang tidak mengikat kecuali lewat taqnīn.

Umumnya Fukaha dan sebagian Mutakallimin melihat 
hukum syariat dalam fikih mengikat walau tanpa khiṭāb. 
Ḥarusnya fikih dilihat secara dualisme, sebagian ditetapkan 
berdasar khiṭāb sehingga bersifat qaḍā’ī dan sebagian tidak ada 
khiṭāb sehingga bersifat akhlāqī. Dari itu kata hukum dalam 
fikih digunakan dengan arti umum, yaitu mencakup hukum 
yang berdaya ikat (qaḍā’ī) dan juga etika (akhlāqī).

Simpulan ini relevan dengan konsep al-maḥkūm bihi yang 
terdiri dari al-wujūb, al-istiḥbāb, al-ḥirmah, al-karāḥah dan al-
ibāḥah.22 Konsep al-maḥkūm bihi menunjukkan bahwa fikih 
mengandung aturan akhlāqī di samping qaḍā’ī. Hal lainnya yang 
mendukung kesimpulan ini adalah aspek ta‘abbud, di mana fi-
kih lebih banyak mengatur hubungan hamba dengan al-Khāliq 
sehingga bersifat ibadah individual. Sementara hukum dalam 
arti kemasyarakatan diatur dalam al-siyāsah al-syar‘īyyah.

2. Hakikat ontologis hukum Islam
Kajian Bab Dua menyimpulkan bahwa hakikat hukum 

adalah aturan yang dibuat oleh otoritas tertentu, baik dalam 
arti teosentris maupun antroposentris. Sementara pembahasan 
pada sub bab di atas sampai pada simpulan bahwa fikih 
mengandung ketentuan hukum yang bersifat qaḍā’ī dan akhlāqī. 
Mengingat dalam perundangan, hukum harus dibatasi pada 
ketentuan yang mengikat, lalu bagaimana hakikat ontologis 
dari ḥukm al-syar‘ī (hukum syarak, hukum syariah), apakah 
hakikat ontologisnya dilihat sebagai khiṭāb atau kaidah etika?

Pada Bab Dua telah dijelaskan, bahwa hukum menurut 
ahli usul adalah sapaan Ilahi (khiṭāb Allāh). Hal ini menunjukkan 
bahwa khiṭāb merupakan kata kunci definisi hukum menurut 
uṣūliyyūn. Tidak jauh berbeda dari hukum Islam, dalam hukum 
positif konvensional dikenal istilah imperatif yang artinya bersi-

21 Al-Ghazza� lī�, al-Mustasfā..., hlm. 5, 8, dan 9. 
22 ‘Alī� Ḥ� asb Alla�h, Uṣūl al-Tasyrī‘ al-Islāmī (Kairo: Da� r al-Fikr al-‘Arabī�, 1982), 

hlm. 383. 
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fat memerintah atau memberi komando.23 Jadi kata kunci seba-
gai ciri untuk mengenali hukum adalah khiṭāb atau sifat impera-
tif, ini digunakan untuk membedakan hukum dari moral. Dengan 
demikian, penggunaan kata hukum perlu dipertegas, apakah 
dimaksudkan dalam arti umum yang mencakup moral, atau khu-
sus bagi ketentuan yang mengandung sifat imperatif saja.

Faktanya, ketentuan fikih tidak selamanya ditetapkan 
berdasar rujukan kepada nas. Perhatikan riwayat berikut ini:24

Abu�  Juh� ayfah berkata: “Aku bertanya kepada ‘Alī�, tahukah kamu 
sesuatu yang tidak ada dalam Alquran?” Ibn ‘Uyaynah menanggapi; 
“Mungkin yang tak ada pada manusia.” Ia berkata: “Demi Yang 
mengecambahkan benih dan menciptakan manusia, tidak ada satu 
ketentuan pun yang tidak bersumber dari Alquran, kecuali suatu 
pemahaman yang disarikan seseorang dari Kitāb Allāh, maka tidak 
ada dalam lembaran Alquran.” Aku berkata: Dalam Alquran tidak 
ada ketentuan tentang ‘aqīlah (al-‘aql), tentang menebus tawanan 
(fikāk al-asīr), dan ketentuan tentang tidak dikisasnya seorang 
muslim karena membunuh seorang kafir.

Memerhatikan riwayat ini, jelaslah sebagian hukum 
dalam fikih ditetapkan berdasar khiṭāb dan sebagian tidak. Nah, 
jika pada ketentuan yang ada khiṭāb saja terjadi beda pendapat, 
apalagi yang tidak ada khiṭāb. Pada kasus dalam riwayat di 
atas, menurut Mazhab al-Sya� fi’ī�, seorang muslim tidak dikisas 
jika membunuh nonmuslim,25 begitu pula pendapat Mazhab 

23 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 528.
24 Ibn Ḥajar al-‘Asqala�nī�, Fath al-Bārī fī Syarh Sahīh al-Bukhārī, jld. VI (Kairo: 

Da�r Masr, 2001), hlm. 235.
25 Al-Syarwa�nī� dan Ibn Qa�sim al-‘Uba�dī�, Ḥawāsyī al-Syarwānī wa Ibn Qāsim 

al-‘Ubādī ‘alā Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj, edisi kedua, jld. XI, (Beirut: Da� r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), hlm. 48.
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Ḥ� anbalī�.26 Tetapi menurut Mazhab Ḥ� anafī�, muslim tetap dikisas 
jika membunuh żimmī, atau musta’mān.27 Pendapat ini—antara 
lain—dapat dibaca dari penjelasan Abu�  Bakr al-Jas�s�a� s�  (w. 370 
H).28 Perhatikan, meski tidak ada ketentuan dalam nas syariat, 
masalah ini menuntut kepastian hukum sehingga para ulama 
mazhab berijtihad. Tetapi masalah ini terkait erat dengan 
siyāsah syar‘iyyah, maka muncul satu pertanyaan; apakah ini 
cukup secara akhlāqī saja?

Menurut Ibn Khaldu� n, diperlukan kawalan hukum (wāzi‘ 
ḥākim) sebagai rujukan bersama, kadang kala sumbernya 
syariat dan kadang siyāsah ‘aqliyyah.29 Dari itu ilmu hukum 
memerlukan batas, mana yang merupakan hukum dan mana 
yang merupakan kaidah etika. Pembatasan ini berarti membuat 
definisi sehingga masuk dalam ranah ilmu logika. Maka kajian 
kritis atasnya harus dilakukan dengan menerapkan empat 
prinsip akal (universal postulates of all reasoning), yaitu:30

1. prinsip identitas (principium identitatis/law of identity);
2. prinsip kontradiksi (principium contradictionis/ law of 

contradiction);
3. prinsip penyisihan jalan tengah (principium exclusi tertii/

law of excluded middle);

26 Ibn Quda�mah, al-Mughnī, jld. XI (Kairo: Da� r al-Ḥ� adī�s� , 2004), 303. Bahkan 
Ibn Quda�mah (w. 620 Ḥ) mengecam kelompok yang dianggap menyetarakan muslim 
dengan nonmuslim. Menurutnya, memberlakukan kisas muslim dengan nonmuslim 
berarti melecehkan umat Islam, juga berarti menyamakannya dengan Majusi.

27 Ibn Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, jld. II (Beirut: Da� r 
al-Kutub al-Isla�miyyah, t.th.), 299. Bagi ulama Ḥ� anafiyyah, Ḥadis al-Bukha�rī� di atas di-
takhṣīṣ oleh Ḥadis riwayat Rabī�‘ah ibn ‘Abd al-Rah� ma�n. Dengan demikian, ketentuan 
dalam Ḥadis al-Bukha�rī� hanya berlaku dalam konteks muslim membunuh kāfir ḥarbī 
yang tidak terikat perjanjian damai dengan umat Islam.

28 Abu�  Bakr al-Jas�s�a� s� , Aḥkām al-Qur’ān, jld. I (Beirut: Da� r al-Fikr, 1993), 188. 
Kata al-qatlā dalam ayat 178 surat al-Baqarah berbentuk umum, berarti pembunuhan 
di kalangan muslim dan pembunuhan antara muslim dan nonmuslim. Dan kalimat itu 
dipandang sudah sempurna, sehingga lanjutan kata al-ḥurr bi al-ḥurr, dan kalimat fa 
man ‘ufiya lahu min akhīhi, tidak menjadi mukhaṣṣiṣ bagi keumuman kata al-qatlā.

29 Ibn Khaldu� n, Muqaddimah Ibn Khaldūn (Beirut: Da� r al-Fikr, t.th.), hlm. 302.
30 Jan Hendrik Rapar. Pengantar Logika; Asas-asas Penalaran Sistematis  

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 18. Menurut Jan Hendrik Rapar, tiga prinsip yang 
pertama dirumuskan oleh Aristoteles (382-322 SM), sedangkan prinsip yang keempat 
dirumuskan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz (1645-1716 M).
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4. prinsip alasan memadai (principium rationis sufficient/law 
of sufficient reason).

Mari menerapkan keempat prinsip akal ini dalam me-
mahami hakikat ontologis hukum Islam. Keempat prinsip akal 
ini bekerja saat dilakukan predikabel atau kategori (taṣawwur) 
guna mendefinisikan sesuatu (ta‘rīf) dan membangun tesis 
(taṣdīq).31

a. Prinsip identitas
Prinsip identitas menuntun pikiran untuk memastikan 

apa yang dimaksud dengan hukum. Prinsip ini menetapkan 
bahwa a adalah a (a=a), sebab predikat dalam kalimat yang 
mendefinisikan sesuatu harus identik dengan subjek. Dengan 
kata lain, identitas harus dikenali lebih dahulu, baru predikat 
bisa disematkan dengan benar.

Berdasar kajian pada Bab Enam, tampak bahwa dalam 
pemikiran aliran filsafat hukum Islam didapati penyematan 
dua predikat berbeda terhadap hukum. Aliran Mutakallimin 
menyatakan; hukum Islam adalah khiṭāb, sedang Fukaha 
menyatakan; hukum Islam adalah pemahaman mujtahid. Jika 
dipahami secara apriori (ḍarūrī) maka disebut fardhu, adapun 
yang dipahami secara aposteriori (naẓarī) disebut wajib. Lalu 
manakah predikat yang sesuai dengan identitas hukum Islam?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab setelah menerapkan 
semua prinsip akal. Tapi sebelum itu perlu diketahui, bahwa 
prinsip identitas menuntut penggunaan kata hukum secara 
terukur. Maka penggunaan kata hukum secara terminologis 
dalam ilmu hukum harus dibedakan dari makna etimologisnya 
yang terlalu luas.

b. Prinsip kontradiksi
Prinsip kontradiksi menegaskan bahwa dua hal yang 

berlawanan tidak akan bersatu pada ruang dan waktu yang 
31 Al-Damanhu� rī�, Īḍāḥ al-Mubham min Ma‘ānī al-Sulam (Semarang: Toha 

Putra, t.th.), hlm. 6-8. Taṣawwur adalah berpikir untuk mengetahui hakikat satu objek 
tertentu, tujuannya untuk mendefinisikan objek tersebut. Ta‘rīf adalah penjelasan 
(al-qawl al-syāriḥ) yang menjadi sarana untuk memperkenalkan satu objek tertentu. 
Taṣdīq adalah pemikiran dalam rangka menautkan hubungan antara subjek dengan 
predikat.
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sama (al-ḍiddāni lā yajtami‘āni). Jika hakikat hukum Islam 
adalah khiṭāb, maka ia bukan dihasilkan oleh akal. Sebaliknya 
jika ia dihasilkan oleh akal, maka ia bukan khiṭāb Allah. Di sisi 
lain, jika hukum adalah khiṭāb Allah, maka pada tempat dan 
waktu yang sama, tidak mungkin ia juga pemahaman mujtahid. 
Sebab khiṭāb adalah perbuatan Allah, sementara pemahaman 
adalah perbuatan manusia, maka terjadilah kontradiksi.

Akal menyatakan dua hal yang kontradiktif tidak mungkin 
bersatu, bahkan dipastikan yang satu akan lebih diunggulkan 
dari yang lain. Oleh karena itu harus dicarikan solusi melalui 
salah satu dari dua cara, yaitu: 1) memilih salah satu yang 
paling dekat dengan kebenaran (tarjīḥ), atau; 2) memadukan 
keduanya (tawfīq). Cara pertama tetap mengantar pada salah 
satu dari dua sisi ekstrem, sebab tidak ada jalan tengah pada dua 
perkara yang bertolak belakang. Maka yang paling logis adalah 
melakukan tawfīq melalui penerapan prinsip berikut ini.

c. Prinsip penyisihan jalan tengah
Prinsip penyisihan jalan tengah menyatakan bahwa di 

antara dua hal yang kontradiksi tidak ada tengah. Logikanya, 
antara hukum sebagai khiṭāb Allah dan pemahaman akal, 
tidak ada tengah yang dapat disebut sebagai sesuatu di antara 
keduanya. Jadi jika bukan khiṭāb Allah, maka hukum adalah 
pemahaman akal. Prinsip ini menjadi alasan mendasar untuk 
melakukan tawfīq, yaitu memberlakukan dua hal yang saling 
berkontradiksi berdasar konsep pemilahan ruang dan waktu.

Kontradiksi dua pendapat tentang hakikat ontologis 
hukum Islam (antara khiṭāb dan pemahaman mujtahid) tidak 
mungkin ditarjih, sebab muncul dari dua paradigma atau 
perspektif yang berbeda. Pada kasus seperti ini, mentarjih 
berarti menghakimi salah satu pendapat berdasar paradigma/
perspektif lawan. Tetapi dengan melihat adanya perbedaan 
dimensi ruang dan waktu maka kedua pendapat ini bisa 
dimoderasi dengan cara menempatkan pada dimensinya 
masing-masing.

Ketika Fukaha melihat hukum dari perspektif dalil, maka 
benar hukum itu pemahaman mujtahid. Lalu pemahaman 
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mujtahid tersebut dapat diuji dengan cara kembali ke dalil, 
maka dapat diketahui mana pemahaman yang lebih dekat 
dengan petunjukan teks dalil itu sendiri. Jadi dari perspektif 
dalil, yang dilihat adalah apa yang dihasilkan oleh mujtahid, 
yaitu hukum sebagai produk pemahaman terhadap dalil, lalu 
ditimbang dengan cara kembali pada dalil (nas/khiṭāb Allah).

Sebaliknya ketika Mutakallimin melihat hukum dari 
perspektif sifat mengikatnya (mulzim). Maka benar hakikat 
hukum adalah khiṭāb, sebab khiṭāb-lah yang menimbulkan 
daya ikat, bukan ijtihad atau hasil pemahaman mujtahid. Jadi 
jelas kedua pendapat ini benar menurut perspektifnya. Dengan 
demikian, masing-masing pendapat ini berada dalam dimensi 
ruang dan waktu yang berbeda sehingga keduanya tidak 
kontradiktif. Pendapat Mutakallimin berada dalam dimensi 
ontologis, sedang pendapat Fukaha berada dalam dimensi 
epistemologis.

Pendapat kedua aliran ini bisa dipadukan (tawfīq) de-
ngan cara memperluas paradigma, bahwa hukum bisa dilihat 
lebih dari satu perspektif. Dengan demikian, hukum dalam arti 
pemahaman mujtahid dapat diterima dalam pengertian hukum 
secara luas. Sementara hukum dalam arti khiṭāb dibatasi 
sebagai terminologi khusus yang dijadikan acuan dalam ilmu 
hukum. Nah mengingat ilmu hukum harus membatasi objek 
formalnya, maka terminologi hukum dibatasi pada ketentuan 
yang memiliki daya ikat. Maka hukum dalam arti pemahaman 
mujtahid dibicarakan dalam konteks daya ikatnya menurut 
siyāsah. Penjelasan untuk pola tawfīq ini diberikan melalui 
prinsip berikut ini.

d. Prinsip alasan memadai
Penyisihan jalan tengah dengan pola moderasi di atas 

perlu diurai lebih jauh. Sebab prinsip akal yang keempat 
menegaskan bahwa akal tidak bisa menerima sesuatu tanpa 
alasan yang cukup. Bisa dijelaskan bahwa pola berpikir manusia 
ada dua macam, yaitu monisme dan dualisme. Nah, mereka 
yang berpola pikir monisme, dipastikan berdiri pada salah satu 
dari dua kutub ekstrem tersebut. Adapun mereka yang berpola 
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pikir dualisme, bisa saja terjebak dalam kontradiksi jika tidak 
mampu memoderasi dua kutub ekstrem.

Melihat dalam konteks hukum Islam, moderasi bisa 
dilakukan karena adanya dimensi Ilahi dan dimensi insani. 
Mengingat dalam Alquran juga ada perintah untuk taat kepada 
ulil amri, maka dalam hukum Islam terdapat dua macam daya 
ikat (mulzim), yaitu khiṭāb Allah yang bersifat teosentris dan 
khiṭāb ulil amri yang bersifat antroposentris. Logikanya, jika 
Alquran mendelegasi sebagian kewenangan daya ikat hukum 
kepada ulil amri, maka tidak logis jika daya ikat hukum harus 
didasarkan pada khiṭāb Allah semuanya. Dengan demikian, 
kedua pendapat bisa diamalkan, sebab hukum yang tidak ada 
khiṭāb Allah bisa diberi daya ikat melalui khiṭāb ulil amri.

Moderasi di sini berarti memosisikan sesuatu pada 
tempatnya, namun untuk sampai pada sikap moderat, perlu 
perluasan paradigma. Kiranya, di sinilah relevansi tawaran 
Kuntowijoyo tentang paradigma teoantroposentrisme.32 Jika 
paradigma teosentrisme melihat hukum semata-mata khiṭāb 
Allah, maka diperluas pada fakta adanya hukum berupa khiṭāb 
ulil amri, bahkan itu kewenangan yang ditegaskan oleh Alquran 
sendiri. Sebaliknya paradigma antroposentrisme yang melihat 
hukum semata-mata ketetapan manusia, maka harus diperluas 
menjadi teoantroposentrisme. Mengingat siyāsah menghasilkan 
hukum dalam bentuk aturan pemerintah yang berupa qanun, 
lalu dapatkah qanun digolongkan sebagai hukum Islam? 

Bisa dijawab bahwa qanun bersumber dari ketentuan-
ketentuan dalam fikih yang bersifat akhlāqī. Dengan demikian, 
qanun tetap bersumber dari nas syariat, setidaknya sumber 
yang disebut sebagai rasionalitas teks (ma‘qūl lafẓiha), 
atau kaidah umum syariat (al-qawā‘id al-kulliyyah). Jika ini 
disepakati, maka tidak ada halangan untuk menempatkan fikih 

32 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, edisi 
kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 54. Agama tidak pernah menjadikan 
wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan kecerdasan 
manusia, atau sebaliknya, menganggap pikiran manusia sebagai satu-satunya sumber 
pengetahuan dan melupakan Tuhan. Jadi sumber pengetahuan itu dua macam, 
yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia, dengan kata lain 
teoantroposentrisme. 
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dan siyāsah dengan cara yang saling melengkapi, sebab qanun 
juga diakui sebagai hukum Islam. Dengan demikian, ilmu 
hukum bisa mempergunakan kata hukum sebagai istilah yang 
kata kuncinya adalah daya ikat hukum.

Kembali pada pertanyaan: “Apakah hakikat ontologisnya 
dilihat sebagai khiṭāb atau kaidah etika? Maka di sini, dapat 
diajukan beberapa simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan 
tersebut:
1. Pendirian Fukaha bisa diakomodir oleh qanun, sedangkan 

pendirian Mutakallimin bisa dibatasi pada fikih. Ḥal ini 
bisa dijelaskan, sebab anggapan aliran Mutakallimin bahwa 
hukum Islam bersumber dari nas syariat cukup sahih dalam 
konteks fikih. Sementara anggapan Fukaha bahwa hukum 
adalah pemahaman mujtahid mendapatkan realitanya di 
dalam siyāsah. Maka perbedaan pendapat antara aliran 
Mutakallimin yang normatif dan aliran Fukaha yang empiris 
tidak kontradiktif, bahkan terintegrasi karena bersifat 
komplementatif.

2. Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad terhadap 
nas syariat dapat ditunjukkan pada fikih. Ḥal ini bisa 
dipertanggungjawabkan karena adanya metode yang bisa 
digunakan untuk menjejaki kembali proses penetapan suatu 
ketentuan fikih dari nas syariat, yaitu usul fikih. Sementara 
inferensi berdasar rakyu tidak dinafikan perannya, bahkan 
menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum Islam, yaitu 
ketika diberlakukan berdasar khiṭāb ulil amri.

3. Hukum Islam yang sebagian darinya berupa kaidah etika 
(akhlāqī), justru mendapat momen mengikat melalui 
pemberlakuannya secara positif oleh ulil amri. Dengan 
demikian, masalah kepastian hukum yang tidak bisa 
ditimbulkan oleh kaidah etika, justru bisa dipenuhi karena 
adanya peran ulil amri berdasar kewenangannya melakukan 
positivisasi (taqnīn).

Tiga poin ini mengantar pada jawaban yang moderat 
terhadap pertanyaan utama; Apa yang menjadi landasan 
kekuatan mengikat bagi hukum? Maka bisa dijawab bahwa 
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landasan mengikat bagi hukum Islam bersifat dualisme. 
Pertama, hukum Islam dalam artian fikih, maka landasan 
kekuatan mengikatnya adalah khiṭāb al-Syāri‘, baik berupa 
perintah maupun larangan syariat sehingga bersifat qaḍā’ī. 
Adapun ketentuan fikih yang sifatnya etis (akhlāqī), dapat 
dipositifkan oleh ulil amri sehingga memiliki daya ikat dan daya 
paksa. Dengan demikian, kekuatan mengikatnya dipulangkan 
pada kebijakan ulil amri. Kedua, hukum Islam dalam artian 
qanun (siyāsah) yang bersumber dari adat, maka landasan 
kekuatan mengikatnya adalah khiṭāb ulil amri.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa hakikat onto-
logis hukum Islam bersifat dualisme, yaitu khiṭāb Allah dan 
khiṭāb ulil amri. Kedua khiṭāb ini bersifat mengikat, hanya saja 
yang pertama mengikat secara teosentris sedang yang kedua 
mengikat secara antroposentris. Dengan demikian, ilmu hukum 
dapat memakai istilah hukum dalam arti daya ikat (mulzim) 
sehingga mencakup khiṭāb Allah dan khiṭāb ulil amri. 

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut:
1. Inti hukum taklīfī adalah daya ikat hukum (mulzim) yang 

timbul dari sifat imperatif ṭalab. Adapun sumber hukum 
taklīfī adalah ayat hukum yang berisikan titah (khiṭāb) Allah 
yang berkenaan dengan tuntutan (ṭalab) untuk melakukan, 
meninggalkan atau pilihan (takhyīr) antara mengerjakan 
dan tidak.

2. Menurut Imam al-Ghaza� lī�, akal menuntun pada pengakuan 
tidak adanya hukum tanpa khiṭāb. Menurut Louay Safi, akal 
tidak bekerja sebagai sumber hukum bagi kasus partikular, 
tapi sebagai metode atau mekanisme penyimpulan.

3. Menurut Imam al-Sya� fi’ī�, khiṭāb sebagai mulzim bagi 
hukum taklīfī ada dua bentuk: 1) teks langsung berupa kata 
perintah (ṣīghat al-amr) dan larangan (ṣīghat al-nahy); 2) 
kandungan makna yang disebut al-ma‘qūl min al-naṣṣ, ini 
dioperasionalkan melalui metode al-qiyās.
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4. Mazhab selain mazhab al-Sya� fi’ī� memperluas al-ma‘qūl min 
al-naṣṣ melibihi al-qiyās sehingga mencakup al-istiḥsān, 
al-istiṣlāḥ, maṣlaḥat mursalah, sadd al-żarī‘ah dan lain-
lain. Oleh karena itu, kebanyakan ulama Mutakallimin dan 
Fukaha melihat hukum syariat dalam fikih tetap mengikat 
walau tanpa khiṭāb.

5. Fikih harus dilihat secara dualisme, bahwa sebagian ditetap-
kan berdasar khiṭāb sehingga bersifat qaḍā’ī dan sebagian 
tidak ada khiṭāb sehingga bersifat akhlāqī. Dari itu kata 
hukum dalam fikih digunakan dalam arti yang umum, yaitu 
mencakup hukum yang memiliki daya ikat (qaḍā’ī) dan juga 
etika (akhlāqī).

6. Aliran Fukaha melihat hukum dari perspektif dalil, maka 
hukum adalah hasil pemahaman mujtahid, yaitu produk 
ijtihad. Adapun Mutakallimin melihat dari perspektif daya 
ikat (mulzim), maka hukum adalah khiṭāb, sebab khiṭāb-lah 
yang menimbulkan daya ikat (mulzim) bagi hukum.

7. Pendapat kedua aliran ini bisa dipadukan (tawfīq) dengan 
cara memperluas paradigma. Maka hukum dalam arti 
pemahaman mujtahid dapat diterima dalam pengertian 
hukum secara luas. Sementara hukum dalam arti khiṭāb 
dibatasi sebagai terminologi khusus yang dijadikan acuan 
dalam ilmu hukum.

8. Ilmu hukum memerlukan pembatasan karena tuntutan 
objek formal keilmuannya. Maka ditentukan kata kunci 
sebagai ciri untuk mengenali hukum, yaitu khiṭāb atau sifat 
imperatif.

9. Mengingat dalam Alquran juga ada perintah untuk taat 
kepada ulil amri, maka hukum Islam juga dilihat dari dimensi 
ilahi yang transenden dan dimensi insani yang imanen. 
Maka dalam hukum Islam terdapat dua macam daya ikat 
(mulzim), yaitu khiṭāb Allah dan khiṭāb ulil amri. Dengan 
demikian, fikih dan siyāsah dilihat sebagai dua entitas yang 
saling melengkapi (takāmul).

10.Hasil ijtihad ulama terhadap nas yang tidak ada khiṭāb-
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nya, dapat diberi daya ikat melalui khiṭāb ulil amri. Dengan 
demikian, ilmu hukum dapat membicarakan hukum dalam 
konteks daya ikatnya.
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hukum.
3. Bedakan secara kontras hakikat ontologis hukum yang 

bersifat akhlāqī di dalam fikih dibanding ketentuan 
hukum dalam fikih yang bersifat qaḍā’ī.

4. Jelaskan hakikat ontologis hukum dalam konteks 
siyāsah.

5. Bedakan secara kontras daya ikat hukum Islam dalam 
dimensi fikih dibanding daya ikat hukum Islam dalam 
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dimensi siyāsah.
6. Fikih adalah studi terhadap ketentuan syariat dalam kai-

tannya dengan perbuatan manusia dalam berbagai di-
mensi dan hubungannya, dengan tujuan untuk diamalkan. 
Kalimat ini memuat pengertian fikih dari perspektif...
a.  produk
b. proses
c.  proses dan produk
d. a, b dan c salah

7. Menurut Wahbah al-Zuhaylī�, terminologi al-fiqh al-akbār 
dari Abu�  Ḥ� anī�fah (w. 150 Ḥ/767 M) mencakup... 
a.  akidah; 
b. amaliah; 
c.  tasawuf
d. a, b dan c benar

8. Istilah ḥukm al-syar‘ī (hukum syarak, hukum syariah) 
khusus digunakan untuk salah aspek dari ranah amaliah 
syariat Islam, yaitu aspek...
a.  aspek ontologis
b. aspek epistemologis
c.  aspek aksiologi
d. a, b dan c salah

9. Perluasan paradigma bisa dilakukan jika fikih dan siyāsah 
dilihat secara...
a. saling bertentangan
b. saling melengkapi
c.  saling berdiri sendiri
d. terlepas antara satu dengan lainnya

10.Qanun termasuk ke dalam hukum syariah, karena qanun 
disusun dengan merujuk pada... 
a.  rasionalitas teks nas syariat (ma‘qūl lafẓiha) 
b. kaidah umum syariat (al-qawā‘id al-kulliyyah)
c.  a dan b benar
d. a dan b salah
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F. Daftar Istilah
ḥukm al-syar‘ī (hukum syarak, hukum syariah), berarti norma 

atau peraturan hukum Islam dan merupakan satuan 
dari syariah.

Hukum taklīfī adalah sesuatu yang menuntut pelaksanaan suatu 
perbuatan dari seorang mukallaf, atau meninggalkannya 
atau memilih antara melakukan dan meninggalkan 
suatu perbuatan.

al-fiqh al-akbār; istilah yang digunakan oleh Abu�  Ḥ� anī�fah (w. 
150 H/767 M) untuk menyebut aspek akidah, amaliah 
dan tasauf dari syariat Islam.

ma‘qūl lafẓiha; rasionalitas teks nas syariat, yaitu konsep yang 
dipahami dari kandungan ayat atau Hadis tertentu. 

al-qawā‘id al-kulliyyah; kaidah umum syariat, yaitu kaidah yang 
diabstraksikan dari berbagai ayat dan/atau Hadis yang 
memiliki kesatuan konsep.

Syariat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada 
hamba-Nya di dalam agama.

al-syarī‘ah al-islāmiyyah merupakan kumpulan dari hukum-
hukum yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad 
saw. yang berisi dasar akidah, hal yang terkait dengan 
perbaikan jiwa, dan penjelasan tentang hal-hal yang 
terkait dengan perbuatan manusia.



BAB DELAPAN 
ONTOLOGI HUKUM ISLAM DALAM SIYĀSAH

A. Standar Kompetensi
Kajian pada bab ini bukan sekadar memberi pemahaman 

bagi mahasiswa, bahkan agar mahasiswa mampu melakukan 
analisis, yaitu analisis tentang konsep negara dan hakikat onto-
logis hukum Islam dalam konteks al-siyāsah al-syar‘īyyah. Stan-
dar kompetensi yang diharapkan ada pada level Higher Order 
Thinking Skills (HOTS). Untuk mencapai standar kompetensi di 
atas, maka disajikan materi pembelajaran sebagai berikut:
1.	 Konsep	negara	menurut	aliran-aliran	filsafat	hukum	Islam;	
2. Hakikat ontologis hukum Islam dalam konteks al-siyāsah al-

syar‘īyyah.
Sementara	 pada	 ranah	 afektif,	 diharapkan	 mahasiswa	

sampai pada sikap organisasi, yaitu mampu mengintegrasikan 
antara	 konsep	 berpikir	 kefilsafatan	 dengan	 materi	 yang	
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1.	 Ceramah	sebagai	pengantar	kuliah;	
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana eva-

luasi	kemampuan	tanggap	mahasiswa	terhadap	materi	kuliah;
3.	 Diskusi	 kelompok	 untuk	 mengindentifikasi	 adanya	 sikap	

integrasi	 antara	 konsep	 berpikir	 kefilsafatan	 dan	 materi	
yang	disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks, untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang konsep negara menurut 

aliran-aliran	 filsafat	 hukum	 Islam	 dan	 hakikat	 ontologis	
hukum Islam dalam konteks al-siyāsah al-syar‘īyyah;	

2. Membangun skema tentang hakikat ontologis hukum Islam 
dalam konteks al-siyāsah al-syar‘īyyah.

Mahasiswa juga diberi tugas mandiri berdasar pertim-
bangan dosen. Ketiga ranah tersebut dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik 
ranah	kongnitif,	afektif	maupun	psikomotorik.
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B. Hakikat Hukum Islam dalam Konteks Siyāsah
Pada Bab Tujuh disimpulkan bahwa hakikat ontologis 

hukum	Islam	bersifat	dualisme,	yaitu	khiṭāb Allah dan khiṭāb ulil 
amri. Namun ada satu hal yang perlu diperdalam, yaitu masalah 
yang terkait dengan kedaulatan khiṭāb ulil amri, apakah karena 
khiṭāb	ulil	amri	itu	sendiri,	atau	disebabkan	oleh	faktor	lain	yang	
transenden. Hal ini menuntut kajian tentang hakikat ontologis 
khiṭāb ulil amri sebagai hukum.

Membicarakan hakikat ontologis hukum Islam dalam 
konteks siyāsah menuntut kajian tentang konsep negara, maka 
kajian ini dipilah menjadi dua sub kajian. Seperti dilakukan 
sebelumnya, penelusuran ini merentang dari abad klasik, 
modern sampai kontemporer.

1. Konsep negara
Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata negara berarti organisasi dalam suatu wilayah 
yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh 
rakyat.1 Adapun secara terminologis, negara adalah wadah suatu 
bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri untuk mencapai 
cita-cita dan tujuan bangsa.2	Melihat	definisi	ini,	tampak	ada	dua	
aspek yang diperhatikan, pertama tentang hakikat ontologis 
keberadaan negara, kedua tentang konsep negara.

Kata	 wadah	 pada	 definisi	 di	 atas	menunjukkan	 bahwa	
hakikat ontologis negara dilihat sebagai ada secara abstrak-
konseptual, yaitu relasi yang membentuk suatu sistem pe-
merintahan. Secara bahasa kata pemerintahan berarti proses, 
cara atau perbuatan memerintah.3 Secara terminologis, kata 
pemerintahan berarti penggunaan kekuasaan negara oleh yang 
berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan.4 
Jadi sistem pemerintahan bisa dikatakan sebagai mekanisme 

1 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm. 956.

2 Soehino, Ilmu Negara, edisi ketiga, cet. VII (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 
146.

3 Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 1057.
4	 Inu	 Kencana	 Syafi’ie,	 Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur’an, edisi revisi, cet. I 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 4.
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penentuan keputusan atau kebijakan oleh yang berwenang.
Sementara	konsep	negara	dalam	definisi	di	atas,	adalah	

sarana untuk mencapai cita-cita bangsa. Dengan demikian, cita-
cita bangsa dicapai melalui mekanisme penentuan keputusan 
atau kebijakan oleh yang berwenang. Hakikat ontologis dan 
konsep negara seperti ini telah didiskusikan sejak dari abad 
klasik sampai di era kontemporer sekarang ini. Para ulama di 
abad klasik telah melakukan diskusi mendalam tentang hakikat 
dan konsep negara menurut Islam, hal ini bisa disimak dari 
karya-karya yang dihasilkan. Berikut ini dicontohkan beberapa 
karya di antara karya-karya lainnya:5

1.	 Syiha�b	 al-Dī�n	 ibn	 Ah�mad	 ibn	 Abī�	 Rabī�‘	 (w.	 272H/885	M)	
dalam karyanya Sulūk al-Mālik fī Tadbīr al-Mamālik;

2.	 Abu� 	Nas�r	ibn	Muh� ammad	ibn	Muh� ammad	ibn	Ṭ�arkhan	ibn	
Unzalagh	al-Farabī�	(w.	339	H/950	M)	dalam	karyanya	Arā’ 
Ahl al-Madīnah al-Faḍīlah, Taḥṣīl al-Sa‘ādah dan al-Siyāsah 
al-Madāniyyah;

3.	 Abu� 	H� asan	 ‘Alī�	 ibn	H� abī�b	 al-Mawardī�	 al-Bas�rī�	 al-Sya� fi’ī�	 (w.	
450	H/1059	M)	dalam	karyanya	al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa 
al-Wilāyāt al-Dīniyyah, Qawānin al-Wizārah wa Siyāsah al-
Mālik dan al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah:

4.	 Al-Qa�d� ī�	 Abī�	 Ya‘la� 	 Muh� ammad	 ibn	 al-H� usayn	 al-Farra’	 al-
H� anbalī�	 (w.	 458	H/1066	M)	dalam	karyanya	al-Aḥkām al-
Sulṭāniyyah;

5.	 Ima�m	al-H� ara�mayn	al-Juwaynī�	al-Sya� fi’ī�	(w.	478	H/1085	M)	
dalam karyanya Ghiyāṡ al-Umam fī al-Tiyāṡat al-Ẓulm;

6.	 Abu� 	H� a�mid	 al-Ghaza� lī�	 al-Sya� fi’ī�	 (w.	 505	H/1111	M)	dalam	
karyanya Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, al-Iqtiṣād fī al-I‘tiqād dan al-Tibr 
al-Masbūk fī Naṣīḥat al-Mulūk;

7.	 Ibn	 Ṭaymiyyah	 al-H� anbalī�	 (w.	 728	 H/1328	 M)	 dalam	
karyanya al-Siyāsah al-Syar‘iyyah;

8.	 Abu� 	Zayd	‘Abd	al-Rah�ma�n	ibn	Khaldu� n	al-Had� ramī�	al-Ma� likī�	
(w.	808	H/1406	M))	dalam	karyanya	Muqaddimah.

5 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran, 
edisi V (Jakarta: UI-Press, 2003), hlm. 42, dst. Dalam penelitiannya Munawir Sjadzali 
membatasi	pada	enam	tokoh,	yaitu	Ibn	Abī�	Rabī�‘,	al-Fara�bī�,	al-Ma�wardī�,	al-Ghaza� lī�,	Ibn	
Ṭaymiyyah	dan	Ibn	Khaldu� n.
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Memperhatikan nama-nama di atas, tampak bahwa 
Ibn	 Abī�	 Rabī�‘	 dan	 al-Farabī�	 adalah	 filosof,	 sedangkan	 yang	
lain merupakan tokoh aliran Mutakallimin. Memerhatikan 
kajian	 tentang	 konsep	 negara,	 para	 tokoh	 filsafat	 hukum	
Islam	 membicarakannya	 dari	 perspektif	 Alquran.	 Umumnya	
keberadaan negara dikaitkan dengan delegasi kewenangan 
kepada	ulil	amri	berdasar	perintah	Alquran	berikut	ini:6

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar	lagi	Maha	Melihat”.	(Q.S.	al-Nisa’:	[4]	58.

Menurut	 al-Qurt�ubī�,	 ayat	 ini	 merupakan	 induk	 hukum	
yang mencakup seluruh ajaran agama dan syarak. Ia mengutip 
pendapat	‘Alī�	ra.,	bahwa	khiṭāb dalam ayat ini ditujukan khusus 
kepada pemimpin.7 Lalu kepada rakyat diperintahkan untuk 
taat kepada ulil amri:

“Hai	orang-orang	yang	beriman,	ta’atilah	Allah	dan	ta’atilah	Rasul	
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Alquran)	dan	Rasul	(sunnahnya),	jika	kamu	benar-benar	beriman	
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu)	dan	lebih	baik	akibatnya”.	(Q.S.	al-Nisa’:	[4]	59.

Meski	filosof	melihat	keberadaan	negara	secara	rasional,	
namun umumnya mereka sepakat tentang kewenangan ulil 

6 Ibn Taymiyyah, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāḥi al-Rā‘i wa al-Ra‘iyyah, (Beirut: 
Da�r	al-Kutub	al-‘Ilmiyyah),	hlm.	8.	

7	Al-Qurt�ubī�,	al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān,	jld.	V	(Kairo:	Maktabah	al-Ṭawfī�qiyyah,	
t.th.), hlm. 223.
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amri berdasarkan dua ayat di atas. Perbedaan pendapat 
terlihat	dalam	hal	status	hukum	mendirikan	negara.	Al-Farabī�	
melukiskan	 bahwa	 pendirian	 negara	 merupakan	 fitrah	 yang	
alamiah, karena manusia saling membutuhkan antara satu 
sama lain sehingga terbentuklah masyarakat, tujuannya untuk 
mencapai kesempurnaan, yaitu sa‘ādah.8 Ini indikator, bahwa 
pendirian negara merupakan kewajiban rasional yang dilihat 
dari	 perspektif	 antroposentrisme.	 Pendapat	 serupa	 dapat	
disimak	dari	Ibn	Abī�	Rabī�‘,	saat	membicarakan	kepemimpinan	
ia mengutip ayat ini:9

Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 
dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang 
lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat 
siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.	(QS.	al-An‘am	[6]:	165).

Ayat	 ini	dijadikan	dalil	oleh	 filosof,	maka	diyakini	pem-
bentukan negara dan keberadaan pemimpin adalah proses 
alamiah	 sesuai	 fitrah	 manusia.	 Berbeda	 dari	 filosof,	 Abu� 	
Ya‘la� 	 al-Farra� ’	 justru	melihat	 hukum	pendirian	 negara	 secara	
teosentris.	Pengikut	mazhab	fikih	Imam	Ah�mad	ibn	H� anbal	ini	
menyatakan bahwa kewajiban itu timbul dari dalil sam‘ī, sebab 
akal tidak dapat memberi ketetapan hukum.10 Adapun menurut 
al-Ma�wardī�11	dan	al-Juwaynī�,12 keduanya pengikut mazhab al-
Sya� fi’ī�,	hukum	wajib	mendirikan	negara	ditetapkan	berdasarkan	

8	 ‘Ali	 ‘Abd	 al-Wa�h� id	Wa� fī�,	al-Madīnat al-Faḍīlah li al-Farābī,	 (Kairo:	 Nahd� at	
Mas�r,	t.th.),	hlm.	36.

9	Syiha�b	al-Dī�n	ibn	Ah�mad	ibn	Abī�	Rabī�‘,	Sulūk al-Mālik fī Tadbīr al-Mamālik, 
(Riyad:	Da� r	al-‘Az�ariyyah,	2010),	hlm.	128.	

10	 Abī�	 Ya‘la� 	Muh� ammad	 ibn	H� usayn	Al-Farra� ’,	Aḥkām al-Sulṭāniyyah (Kairo: 
Maktabah	al-Qur’a�n,	t.th.),	hlm.	27.

11	 Al-Mawardī�,	 al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah (Kairo: 
Maktabah	al-Ṭaufiqiyyah,	t.th.),	hlm.	16.

12 Al-Juwayni, Ghiyāṡ al-Umam fi Tiyāṡ al-Ẓulm,	(Iskandariah:	Da� r	al-‘Aqī�dah,	
2006), hlm. 68.
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ijmak umat. Pendapat ini moderat, sebab ijmak kembali pada 
Alquran	 dan	 Sunah	 sehingga	 bersifat	 teoantroposentris.	
Menurut	Munawir	Sjadzali,	pendapat	al-Ma�wardī�	ini	merupakan	
teori kontrak sosial, di Barat teori ini baru muncul pada abad 
ke-16.13 Tiga macam konsep pembentukan negara ini menjadi 
sebab perbedaan konsep tentang otoritas pemerintah.

Perbedaan pendapat selanjutnya terjadi pada masalah 
pemilihan	 pemimpin.	 Syi‘ah,	 menyatakan	 harus	 melalui	
petunjukan langsung (bi al-naṣṣ wa al-ta‘yīn),14 ini termasuk 
pendapat	 yang	 ekstrem	 teosentris.	 Sementara	 filosof	 yang	
ekstrem antroposentris, sama sekali melepas persoalan ini dari 
urusan agama. Adapun sebagian Mutakallimin, antara lain al-
Juwaynī�,	melihat	masalah	ini	secara	moderat,	bahwa	pemilihan	
pemimpin dilakukan melalui ahl ḥilli wa al-‘aqd.15 Perbedaan 
konsep	 ini	 berefek	 pada	 konsepsi	 tentang	 otoritas	 ulil	 amri	
dalam hal taqnīn.

Berbeda dari diskusi klasik, ulama abad modern dan kon-
temporer cenderung setuju dengan sistem pemilihan umum 
demokratis, sebab memberi peluang terpilihnya pemimpin 
yang disukai rakyat. Hal ini bisa memberikan kelegaan dalam 
pelaksanaan taklīf	 dari	 ayat	 59	 surat	 al-Nisa’	 yang	memerin-
tahkan	umat	untuk	taat	kepada	ulil	amri.	Dilihat	dari	perspektif	
maqāṣid al-syarī‘ah, ini dapat menjadi sarana (wasā’il) untuk 
mencapai tujuan (maqāṣid), yaitu terpilihnya pemimpin yang 
dapat menjalankan amanah dengan baik.16

Setelah negara berdiri dan adanya pemimpin, lalu ba-
gaimana	konsep	negara	 islami?	Para	 filosof	dan	Mutakallimin	
sepakat bahwa negara islami merupakan institusi pelaksana 
ketentuan	 syariat,	 namun	 ada	 perbedaan	 perspektif	 dalam	
melihatnya.	Al-Fara�bī�	melihat	konsep	negara	Islam	dalam	kon-
teks	menjalankan	misi	kekhalifahan	di	muka	bumi.	Konsep	ini	
juga menjadi pembeda antara konsep negara ideal menurut al-

13 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara..., hlm. 67.
14	Al-Syahrasta�nī�,	al-Milal wa al-Nihal	(Beirut:	Da� r	Fikr,	2005),	hlm.	30.	
15 Al-Juwayni, Ghiyāṡ al-Umam..., hlm. 90.
16	Yu� suf	al-Qarad� awī�,	al-Dīn wa al-Siyāsah,	cet.	(Kairo:	Dar	al-Syuruq,	2007),	

hlm. 29.
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Fara�bī�	dengan	pemikiran	filosof	Yunani,	sebab	al-Fara�bī�	mem-
bangun	 konsepnya	 berbasis	 ajaran	 Alquran.17 Sementara itu, 
Imam	 al-Ma�wardī�	 dari	 aliran	 Mutakallimin	 justru	 menjelas-
kan	konsep	negara	islami	dari	perspektif	teoantroposentris,	ia	
menyatakan:18

Imamah diadakan untuk melanjutkan tugas kenabian dalam 
memelihara agama dan siasat dunia.

Konsep	serupa	juga	dikemukakan	oleh	Imam	al-Juwaynī�,	
ia menyatakan bahwa imamah adalah konsep kepemimpinan 
sempurna yang mencakup pemeliharaan kepentingan agama dan 
juga dunia. Di dalamnya terkandung pemeliharaan kekuasaan, 
pembinaan masyarakat, menegakkan dakwah lewat hujah dan 
kekuatan militer, melawan kezaliman, membantu orang yang 
terzalimi, menindak orang yang menahan hak orang lain, dan 
menyampaikan hak kepada pemiliknya.19 Demikian pula Ibn 
Khaldu� n,	 ia	 menyatakan	 bahwa	 hakikat	 khilāfah islāmiyyah 
adalah pemeliharaan agama dan siyāsah perkara duniawi.20

Kesepakatan tentang konsep negara islami yang dua-
lisme juga diikuti oleh para ulama di abad modern. Misalnya 
Muh� ammad	‘Abduh,	 ia	mengakui	tentang	berperannya	negara	
dalam hal yang terkait dengan keberlakuan agama.21 Pemikiran 
serupa juga terlihat pada pemikiran para sarjana muslim kon-
temporer.	Salah	satu	di	antaranya	pendapat	‘Abid	al-Jabiri,	me-
nurutnya	 keberadaan	negara	 bersifat	 dualisme,	 yaitu	 sebagai	
kekuasaan yang melaksanakan hukum syariat di satu sisi, dan 
negara sebagai lembaga sosial di sisi lain.22 Sampai di sini dapat 
disimpulkan, bahwa umat Islam sejak abad klasik sampai kon-

17	Wa� fī�,	al-Madīnat al-Faḍīlah li al-Farābī..., hlm. 39.
18	Al-Mawardī�,	al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah..., hlm. 16.
19 Al-Juwayni, Ghiyāṡ al-Umam..., hlm. 68.
20	Ibn	Khaldu� n,	Muqaddimah	(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	t.th.),	hlm.	191.
21	Muh� ammad	‘Abduh,	al-A‘māl al-Kāmilah,	tahkik:	Muh� ammad	‘Ima�rah,	cet.	I,	

jld.	I	(Beirut:	Da� r	al-Syuru� q,	1993),	hlm.	107.	
22	 Muhammad	 ‘Abid	 al-Jabiri,	 Agama, Negara dan Penerapan Syariah, terj. 

Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), hlm. 62.
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temporer	sepakat	tentang	konsep	negara	islami	yang	dualisme;	
yaitu sebagai pelayan kepentingan agama di satu sisi dan di sisi 
lain sebagai pelayan kepentingan duniawi rakyatnya.

Selanjutnya perbedaan pendapat tentang sistem negara, 
umumnya  para pemikir klasik muslim cenderung berorientasi 
monakhi. Namun menariknya, bukan monarki dalam arti yang 
absolut. Ketaatan rakyat tetap dilihat sebagai taklīf dari syarak 
yang dapat terus berlaku selama pemimpin tidak menggunakan 
wewenang untuk tujuan maksiat. Bahkan menurut Imam al-
Ma�wardī�,	 pemimpin	dapat	dimakzulkan	 jika	berbuat	munkar	
atau	mengikuti	 hawa	 nafsunya.23 Hanya saja pemikir muslim 
klasik tidak menjelaskan mekanisme dan teknis untuk melak-
sanakan pengawasan dan pemakzulan dimaksud. Hal ini menun-
jukkan bahwa sistem negara Islam tidak dianggap teokratis. 

Negara Madinah yang muncul pada tahun 622 M, dilihat 
sebagai pemerintahan Nabi dengan sistem kepemimpinan 
kabilah.	Bentuk	ini	dilanjutkan	oleh	khulafaurrasyidin	dengan	
model khilāfah yang artinya pengganti Rasul saw. Kemudian gelar 
khilāfah diganti menjadi amīru al-mu’mīnīn, yaitu pemimpin 
kaum mukmin. Dengan demikian, sistem pemerintahan Negara 
Islam	 Madinah	 yang	 spesifik	 Arab	 diteruskan	 oleh	 sahabat,	
namun berubah setelah habis periode sahabat.

Menurut Muhammad Husain Haekal, ciri kepemimpinan 
kabilah ini terlihat pada kendali pemerintahan yang dipegang 
oleh orang yang dianggap paling mampu menguasai dan juga 
memiliki kekuatan untuk membangun pertahanan, perlindu-
ngan, serta memiliki kebijaksanaan dalam mengatur negara. Pe-
mimpin kabilah memusatkan kekuasaan di tangannya, Haekal 
mencontohkan pemerintahan Umar sebagai sistem yang ideal, 
di mana Umar sendiri yang memutuskan perkara seperti kisas. 
Bagi Haekal, pemerintahan Umar ini lebih mirip dengan sistem 
pemerintahan Arab pedalaman (Badui) dari pada sistem yang 
berasal dari Persia dan Romawi, yaitu sistem Monarki.24

Sistem negara seperti ini bukan teokratis, walau yang 
23	Al-Mawardī�,	al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah..., hlm. 40.
24 Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, terj. Ali Audah, cet. IV 

(Jakarta: Litera Antarnusa, 2003), hlm. 662.
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memegang tampuk pimpinan adalah Nabi. Ini disepakati oleh 
oleh	pemikir	muslim	klasik	 dan	modern.	Muh� ammad	 ‘Abduh	
menolak konsep pemerintahan teokrasi yang diklaim oleh 
penulis Barat sebagai sistem pemerintahan Islam. Ia me-
ngatakan dalam Islam tidak dikenal sistem pemerintahan teo-
krasi sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Kristen.25 
Konsep	 serupa	 juga	bisa	 dibaca	dari	 ‘Abd	 al-Qa�dir	 ‘Awdah,	 ia	
menyatakan	pemerintahan	Islam	berdasar	Alquran	dan	syūra, 
bukan teokrasi.26 Hal serupa juga terlihat pada pendapat 
pemikir kontemporer.

Lahirnya negara modern menimbulkan diskusi tentang 
sistem negara ideal. Ulama abad modern dan kontemporer 
menyatakan bahwa sistem negara islami ideal tidak berten-
tangan dengan model negara demokratis.27 Jika inti demokra-
si adalah pengakuan kebebasan warga negara dan pengakuan 
atas kesetaraan martabat masyarakat. Maka ini tidak berten-
tangan	dengan	ajaran	Islam,	sebab	secara	induktif	(istiqrā’) nas 
syariat menghendaki kesetaraan martabat manusia, dan men-
jamin kebebasan. Namun Islam tidak membuka kebebasan ter-
lalu lebar seperti yang dikehendaki oleh sebagian orang, tetapi 
dibatasi	dalam	bingkai	syariat.	Dari	itu	Yu� suf	al-Qarad� awi	me-
lihat sistem pemerintahan yang dikehendaki Islam adalah ne-
gara madani (civil society),28 dan secara teknis bisa diwujudkan 
lewat demokrasi.

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa ulama dari 
abad klasik, modern sampai kontemporer sepakat, bahwa 
taklīf	dalam	Alquran	yang	menuntut	peran	kekuasaan	menjadi	
dasar terikatnya Islam dengan suatu lembaga pemerintahan. 
Akan tetapi, diamnya al-Syāri‘ dari penetapan satu sistem pe-
merintahan tertentu, berarti kelonggaran bagi sistem kelem-
bagaan negara apapun sebagai pengemban amanah. 

25	‘Abduh,	al-A‘māl al-Kāmilah..., hlm. 107. 
26	 ‘Abd	 al-Qa�dir	 ‘Awdah,	al-Islām wa Awḍā‘unā al-Siyāsiyyah	 (Kairo:	 Da� r	 al-

Kita�b	al-‘Arabī�,	1951),	hlm.	78.
27	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	 ibn	 ‘A� syu� r,	Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā‘ī fī al-Islām, cet. II 

(Ṭunisia:	al-Syirkah	al-Ṭu� nisiyyah	li	al-Ṭawzī�‘,	1985),	hlm.	214.
28	Al-Qarad� awī�,	al-Dīn wa al-Siyāsah..., hlm. 29.
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Sebelum beranjak pada kajian tentang hakikat ontologis 
hukum dalam konteks siyāsah, perlu dieksplisitkan beberapa 
kesepakatan: 
1. Ulama sepakat tentang konsep negara islami yang dualisme: 

yaitu di satu sisi sebagai pelayan kepentingan agama dan di 
sisi	lain	sebagai	pelayan	kepentingan	duniawi	rakyatnya;

2. Ulama sepakat bahwa Islam menuntut adanya pemerintah, 
tapi tidak diberi ketetapan tentang sistem pemerintahan 
tertentu;

Selain itu, ada pula beberapa perbedaan pendapat yang 
dapat diringkas sebagai berikut:
1. Tentang hakikat ontologis keberadaan negara:

•	 Abu� 	Ya‘la� 	al-Farra�’	al-H� anbalī�	melihat	dari	perspektif	teo-
sentris	(konsekuensi	dari	perintah	syarak/dalil	sam‘ī);

•	 filosof	melihatnya	secara	antroposentrisme	(konsekuensi	
fitrah);

•	 al-Ma�wardī�	dan	al-Juwaynī�	melihat	hakikat	keberadaan	
negara secara teoantroposentris (konsekuensi ijmak).

2. Tentang pemilihan pemimpin:
•	 aliran	 kalam	 Syi‘ah	melihatnya	 secara	 teosentris,	 yaitu	

harus melalui petunjukan langsung (bi al-naṣṣ wa al-
ta‘yīn);

•	 filosof	melihat	dari	perspektif	antroposentrisme	sehingga	
masalah	pemilihan	pemimpin	lepas	dari	agama;

•	 Imam	al-Juwaynī�	melihatnya	secara	moderat,	bahwa	pe-
milihan pemimpin dilakukan melalui ahl ḥilli wa al-‘aqd.
Kesepakatan di atas menjadi dasar untuk memahami 

adanya otoritas pemerintah dalam ranah hukum. Sementara 
perbedaan tentang hakikat ontologis negara dan pemilihan 
pemimpin menjadi dasar untuk menentukan sikap tentang 
hakikat ontologis hukum Islam dalam konteks siyāsah. Mari 
mendiskusikannya secara perlahan.

2. Ontologi hukum Islam dalam konteks siyāsah
Kajian pada Bab Satu menunjukkan bahwa kata hukum 

dalam	arti	konvensional	bisa	disebut	qanun	syar‘ī di satu sisi 
dan	qanun	waḍ‘ī di sisi lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan, 
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benarkah	kedua	jenis	qanun	ini	saling	beroposisi?	Masalah	ini	
berkaitan dengan otoritas negara atau pemimpin. Dalam hal 
ini, pendapat ulama berbeda-beda, yaitu mengikuti pendirian 
masing-masing dalam hal hakikat ontologis keberadaan negara 
dan pemilihan pemimpin. Perhatikan proposisi ini:
•	 Jika keberadaan negara dan keberadaan pemimpin adalah 

kewajiban agama, maka produk hukum pemerintah adalah 
bagian dari agama.

•	 Jika keberadaan negara dan keberadaan pemimpin lepas 
dari agama, maka produk hukum pemerintah tidak ada 
kaitan dengan agama.

•	 Jika keberadaan negara dan keberadaan pemimpin berpoto-
ngan dengan ajaran agama Islam, maka produk hukum 
pemerintah juga berpotongan dengan ajaran agama Islam.

Memerhatikan ketiga proposisi ini, yang pertama cen-
derung ekstrem teosentris, sedang yang kedua ekstrem an-
troposentris. Adapun yang ketiga merupakan moderasi yang 
bersifat	 teoantroposentris.	 Sesuai	 peta	 konsep	 di	 Bab	 Satu,	
maka yang harus dilakukan adalah moderasi-dualisme, yaitu 
menerima dan memadukan dua sisi ekstrem sehingga menjadi 
pola	 berpikir	 multiperspektif	 dan	 multidimensional.	 Nah,	
untuk memahami moderasi ini diperlukan sebuah kerangka 
konseptual.

Imam	al-Juwaynī�,	saat	membahas	tentang	hukum	wajib	
memilih	pemimpin,	beliau	mengutip	ucapan	‘Us�ma�n	ibn	‘Affa�n	
berikut ini:29 

Hal-hal yang dipelihara oleh Allah melalui sultan lebih banyak 
dari	pada	yang	dipelihara	melalui	Alquran.

Oleh	 Ibn	 ‘A� syu� r,	 ucapan	 ‘Us�ma�n	 ibn	 ‘Affa�n	 ini	 dijadikan	
konsep untuk memetakan wilayah mana yang menuntut peran 
ulil amri, ia menyebutnya teori al-wāzi‘.30 Kata wāzi‘ berasal 

29 Al-Juwayni, Ghiyāṡ al-Umam..., hlm. 68.
30	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah	(Kairo:	Da� r	

al-Sala�m,	2005),	hlm.	120.	
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dari kata waza‘a yang secara kebahasaan berarti menahan diri 
dari	hawa	nafsu.31 Secara terminologis kata wāzi‘ berarti tabiat 
menahan diri, dalam arti terhadap sesuatu yang buruk. Bagi 
Ibn	 ‘A� syu� r,	membicarakan	al-wāzi‘ berarti membahas tentang 
implementasi syariat. Ia membagi tiga al-wāzi‘:
1. al-wāzi‘ al-jibillī, yaitu keterpeliharaan dari dalam diri 

manusia;
2. al-wāzi‘ al-dīnī,	yaitu	keterpeliharaan	dari	agama;	dan
3. al-wāzi‘ al-sultānī, keterpeliharaan yang bersumber dari 

penguasa.
Al-Wāzi‘ al-jibillī	 merupakan	 fitrah	 manusia,	 berupa	

dorongan untuk mewujudkan maslahat dan menghindari 
mafsadat.32	Namun	ada	kalanya	fitrah	melemah	ketika	doro-
ngan	hawa	nafsu	lebih	kuat	dalam	diri	manusia.	Ini	berarti	ti-
dak	lagi	terpelihara	oleh	fitrah	dalam	dirinya	sehingga	perlu	
faktor	eksternal.	Di	sini	perintah	dan	larangan	agama	menjadi	
faktor	pemelihara	yang	bisa	mencegahnya	dari	kejahatan.	Ini	
yang disebut dengan al-wāzi‘ al-dīnī,	tetapi	ada	kalanya	faktor	
yang kedua ini lemah, tidak mampu mencegah seseorang dari 
kejahatan.

Manakala al-wāzi‘ al-dīnī lemah di suatu waktu, pada ko-
munitas tertentu, atau dalam kondisi tertentu, maka diyakini 
adanya	 faktor	 berlawanan	 yang	 lebih	 dominan	 dibanding	al-
wāzi‘ al-dīnī,	yaitu	hawa	nafsu	atau	kepentingan	pribadi	dan/
atau kelompok. Dari itu, dibutuhkan al-wāzi‘ al-sultānī, yaitu 
peran pemerintah dalam hal penanggulangan terhadap orang-
orang yang melanggar al-wāzi‘ al-dīnī. Di sinilah daya paksa 
melalui sanksi yang diterapkan oleh pemerintah diperlukan.

Menurut	Ibn	‘A� syu� r,	dari	ketiganya,	al-wāzi‘ al-dīnī harus 
selalu diperhatikan, sedangkan al-wāzi‘ al-sultānī hanya pelak-
sana bagi al-wāzi‘ al-dīnī, adapun al-wāzi‘ al-jibillī merupakan 

31	Ibn	Manzu� r.	Lisān al-‘Arab,	jld.	IX	(Kairo:	Da� r	al-H� adī�s� ,	2003),	hlm.	289.	
32	 M.	 ‘Usman	 Najati.	 Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa,	 terj.	 Ahmad	 Rofi’i	 ‘Usmani	

(Bandung:	Pustaka,	1985),	hlm.	10,	13,	dst.	‘Usman	Najati	mencontohkan	dua	dorongan	
fisiologis	yang	disebut	dalam	Alquran:	1)	dorongan	menjaga	diri;	2)	dorongan	untuk	
mempertahankan kelestarian hidup jenis yang terdiri dari dorongan seksual dan 
dorongan keibuan.
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persiapan untuk al-wāzi‘ al-dīnī. Jadi yang menjadi poros uta-
ma dalam pandangan syariat adalah al-wāzi‘ al-dīnī, sehingga ia 
harus dijaga agar tidak dibatalkan. Dengan demikian, jelaslah 
bahwa al-wāzi‘ al-sultānī merupakan sarana untuk mewujud-
kan al-wāzi‘ al-dīnī.33 Mengingat al-wāzi‘ al-sultānī dituangkan 
dalam	 bentuk	 qanun,	 maka	 dapat	 dipahami	 arti	 keberadaan	
qanun	sebagai	pelayan	(khādim) bagi syariat.34

Berdasarkan teori al-wāzi‘ ini, dapat dipahami otoritas 
negara dalam taqnīn tidaklah mutlak bebas, melainkan ter-
batas. Tetapi batas itu juga tidak boleh sampai melumpuhkan 
supremasi	 hukum/qanun	 yang	 dibuat	 oleh	 ulil	 amri.	 Seperti	
dikatakan	 oleh	 ‘Abd	 al-Qa�dir	 ‘Awdah,	 undang-undang	 tanpa	
kekuasaan seperti tubuh yang tanpa ruh. Lalu ada-tidaknya 
pengaruh undang-undang sebagai aturan hukum bagi manusia 
ditentukan oleh kadar kedaulatan undang-undang itu atas diri 
mereka.35 Hal ini mengantarkan diskusi pada ranah kedaulatan 
khiṭāb ulil amri.

Kembali	pada	pendapat	aliran-aliran	filsafat	hukum	Islam,	
bagi yang melihat keberadaan negara sebagai kewajiban agama 
dan memilih pemimpin harus dilakukan dengan cara petunjukan 
langsung (bi al-naṣṣ wa al-ta‘yīn), maka kedaulatan khiṭāb ulil 
amri	bersifat	 teosentris.	Sebaliknya	mereka	yang	melepaskan	
keberadaan negara dan pemilihan pemimpin dari agama, maka 
kedaulatan khiṭāb ulil amri dilihat secara antroposentris. Kedua 
pendapat ini ekstrem, maka harus dimoderasi.

Baik	 perspektif	 teosentris	 maupun	 antroposentris	
dalam melihat kedaulatan hukum, sama-sama menghadapi 
kontradiksi. Sebab otoritas membuat hukum bukan sekadar 
soal izin membuat perintah, tapi juga soal kepatuhan. Ini jelas 
dalam apa yang dilukiskan oleh H.L.A Hart sebagai salah satu 
dari tiga masalah hukum yang selalu dipertanyakan, yaitu 

33	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid..., hlm. 121. 
34	 ‘Abd	Alla�h	Mabru� k	al-Najja� r,	al-Madkhal al-Mu‘āṣir li Fiqh al-Qānūn, cet. I 

(Kairo:	Da� r	al-Nahd� ah	al-‘Arabiyyah,	2001),	hlm.	5.
35	 ‘Abd	 al-Qa�dir	 ‘Awdah,	 al-Islām wa Awḍā‘unā al-Qanūniyyah (Beirut: 

Mu’assasah	al-Risa� lah,	1981),	hlm.	30.	
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hakikat ontologis aturan. Hart melukiskan sebagai berikut:36

Kita mengira—demikian klaim para pengkritik—ada sesuatu 
dalam	aturan	yang	mengikat,	menuntun,	atau	menjustifikasi	kita	
untuk berbuat, ini adalah ilusi, tapi berguna. Semua itu, melampaui 
dan	 mengatasi	 fakta	 sekumpulan	 perilaku	 tertentu	 dan	 reaksi	
yang diprediksi terhadap pelanggaran, yaitu perasaan kuat kita 
sendiri untuk mematuhi aturan dan menindak yang tidak patuh. 
Kita tidak memahami perasaan ini sebagaimana adanya, kecuali 
hanya membayangkan sesuatu di luar sana, semacam bagian yang 
tak terlihat dari alam semesta yang menuntun dan mengendalikan 
kita	dalam	aktivitas	ini.	Jadi	kita	benar-benar	berada	dalam	fiksi,	
dengan apa yang dikatakan hukum selalu terhubung. Oleh karena 
mengadopsi	 fiksi	 ini,	 kita	 bisa	 berbicara	 tentang	 pemerintahan	
oleh	hukum,	‘bukan	oleh	manusia’.

Kutipan ini memperlihatkan bagaimana masalah otoritas 
ulil	 amri	 dalam	 membuat	 hukum	 memerlukan	 faktor	 lain	
yang transenden, yaitu kedaulatan. Sepintas hal ini terjawab 
oleh	 perspektif	 teosentris,	 sebab	 kedaulatan	 khiṭāb ulil amri 
diperoleh secara ilahiah sehingga memiliki otoritas untuk 
memberikan perintah dan larangan atas nama Allah. Tetapi 
masalahnya, wahyu telah berhenti, sedangkan masalah hukum 
tidak pernah habis. Sementara itu, setelah Rasulullah saw. 
wafat,	tidak	ada	lagi	manusia	yang	bisa	menerima	wahyu	dari	
Allah,	maka	perspektif	ini	mengalami	kontradiksi	internal.

Sebaliknya,	 perspektif	 antroposentris	 mengalami	 kon-
tradiksi	 dari	 segi	 pengabaian	 faktor	 transendental	 hukum.	
Perhatikan, jika ulil amri sebagai pembuat hukum (legislator) 
diikat oleh aturan-aturan tertentu, itu artinya legislator tidak 
memiliki kedaulatan. Logikanya, aturan yang dibuat oleh 
legislator bisa batal jika bertentangan dengan aturan yang 

36 H.L.A. Hart, The Concept of Law,	 edisi	 ketiga,	 (Oxford:	 Oxford	 University	
Press, 2012), hlm. 11-12.	We merely think, so such critics claim, that there is something 
in the rule which binds us to do certain things and guides or justifies us in doing them, 
but this is an illusion even if	it is a useful one. All that there is, over and above the clear 
ascertainable	facts of	group behaviour and predictable reaction to deviation, are our 
own powerful ‘feelings’	of	compulsion to behave in accordance with the rule and to 
act against those who do not. We do not recognize these	feelings for what they are 
but imagine that there is something external, some invisible part of	the	fabric	of	the	
universe	guiding	and	controlling	us	 in	 these	activities.	We	are	here	 in	 the	 realm	of	
fiction,	with	which	it	is	said	the	law	has	always	been	connected.	It	is	only	because	we	
adopt	this	fiction	that	we	can	talk	solemnly	of	the	government	‘of	laws	not	men’.



Ontologi Hukum Islam dalam Siyāsah 169

lebih tinggi yang mengikat legislator. Adanya aturan yang batal 
sudah cukup sebagai argumen bahwa legislator tidak memiliki 
kedaulatan.

Dua	perspektif	ekstrem	ini	mengalami	kontradiksi	yang	
tidak bisa diselesaikan selama masih berdiri pada salah satu 
sisi ekstrem tersebut. Tetapi kontradiksi ini bisa dimoderasi 
dengan sikap dualisme, caranya dengan melihat kedaulatan 
negara secara teosentris di satu sisi dan juga dilihat secara 
antroposentris di sisi lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya 
kesepakatan umat Islam tentang konsep negara islami yang 
dualisme. Perhatikan dua proposisi berikut ini:
•	 Negara adalah pelayan kepentingan agama dan pelayan 

kepentingan duniawi rakyatnya, maka konsep negara islami 
adalah dualisme.

•	 Islam menuntut adanya pemerintahan, tapi tidak ditetapkan 
sistem pemerintahan tertentu, maka otoritas ulil amri 
bersifat	dualisme,	di	satu	sisi	menerima	amanah	Allah	dan	
di sisi lain amanah rakyat.

Berdasarkan dua proposisi ini, maka di satu sisi 
negara Islam menjalankan peran yang teosentris, di mana 
ulil amri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. 
Tapi di sisi lain, ia menjalankan peran antroposentris yang 
harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, dalam 
menjalankan kedua peran ini, ulil amri memiliki otoritas untuk 
membuat	qanun	yang	memiliki	kedaulatan	hukum.

Kedaulatan hukum bukan diperoleh secara alamiah 
karena ia adalah pemimpin umat, tapi karena perintah Allah 
kepada rakyat agar patuh kepada ulil amri, yaitu dalam Surah 
al-Nisa’	ayat	59.	Ibn	‘A� syu� r	ketika	menafsirkan	ayat	ini	mengutip	
perkataan	‘Alī�	ra.	berikut	ini:37 

Kewajiban atas imam adalah memutuskan hukum secara adil 
37	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	ibn	‘A� syu� r,	Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, jld. III (Tunisia: 

Da�r	al-Ṭu� nisiyyah,	1984),	hlm.	188.
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dan menunaikan amanah. Apabila itu dilakukan, maka wajib atas 
rakyat untuk mendengarkan dan menaatinya.

Perkataan	 ‘Alī�	 ra.	 ini	 menunjukkan;	 bahwa	 otoritas	
ulil	 amri	 dalam	membuat	 hukum	 tidak	 bersifat	 mutlak,	 tapi	
dikaitkan dengan pelaksanaan perintah Allah, yaitu berbuat 
adil	 dan	menunaikan	 amanah.	 Jadi	 otoritas	 ulil	 amri	 bersifat	
dualisme, yaitu teoantroposentris. Jika aturan yang dibuat 
memenuhi kriteria keadilan dan penunaian amanah, maka 
aturan tersebut memiliki landasan kedaulatan transendental, 
yaitu kepatuhan terhadap perintah Allah agar rakyat menaati 
ulil amri.

Di sisi lain, aturan yang dibuat oleh ulil amri bukan 
perintah atau larangan Allah langsung. Hal ini jelas karena pada 
ranah siyāsah	 bisa	dikatakan	 sedikit	 sekali	 ayat-ayat	Alquran	
atau Hadis tertentu yang mengaturnya secara khusus (aṣl 
mu‘ayyan). Dengan demikian aturan yang dikeluarkan oleh ulil 
amri	bersifat	antroposentris,	sebab	dibuat	oleh	manusia.	Ṭetapi	
ulil amri memiliki otoritas membuat aturan dalam rangka 
menjalankan perintah menegakkan keadilan dan menunaikan 
amanah. Oleh karena itu, khiṭāb ulil amri hilang kedaulatannya 
jika terbukti menyimpang dari keadilan dan penunaian 
amanah.

Konsep dualisme inilah yang melahirkan terminologi 
siyāsah syar‘iyyah dan siyāsah waḍ‘iyyah, atau dari segi hasilnya 
disebut	qanun	 syar‘ī	 dan	qanun	waḍ‘ī.	Dilihat	dari	 perspektif	
kedaulatan,	 qanun	 syar‘ī memiliki kedaulatan transendental 
karena	bersumber	dari	 syariat,	yaitu	nas	Alquran	dan	Sunah,	
baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Dengan 
demikian,	 qanun	 syar‘ī memenuhi syarat kedaulatan hukum 
dalam arti kepatuhan terhadap hukum itu sendiri, jadi dapat 
disebut sebagai pemerintahan oleh hukum, bukan oleh 
manusia.

Berbeda	dari	qanun	syar‘ī,	qanun	waḍ‘ī hanya memiliki 
sumber yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Misalnya 
pendapat ahli hukum (arā’ ahl baṣr), kebiasaan (‘urf), adat, 
pengalaman (al-tajārib), dan aturan-aturan terdahulu (al-awḍā’ 
al-mawrūṡah).	Semua	sumber	ini	bersifat	dinamis,	karena	‘urf, 
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adat istiadat, pengalaman, budaya dan pandangan manusia 
berkembang dan berbeda-beda.38 Qanun seperti ini berpeluang 
menyimpang dari syariat, terutama jika syūrā dimaknai sebagai 
suara terbanyak. Sebab bisa saja kebenaran terkalahkan oleh 
apa	 yang	 disebut	 oleh	 al-Ghaza� lī�	 sebagai	 ijmak	 ahl al-bāṭil.39 
Tetapi dalam Islam, sumber-sumber yang baru saja disebut 
dapat diterima jika terbukti sejalan atau tidak bertentangan 
dengan syariat.

Batasan penerimaan Islam terhadap ‘urf, adat dan lainnya 
yang	sejenis,	menjadi	dasar	untuk	membedakan	antara	qanun	
syar‘ī	dan	qanun	waḍ‘ī.	Ini	juga	menjadi	argumen	bahwa	qanun	
syar‘ī adalah bagian dari sistem hukum Islam, ini dibahas pada 
bab	berikutnya.	Adapun	pada	kajian	ini,	tampak	bahwa	qanun	
syar‘ī	 dan	 qanun	waḍ‘ī ibarat dua sisi dari satu keping mata 
uang yang sama.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa hakikat 
ontologis hukum Islam dalam konteks siyāsah adalah aturan 
pemerintah	 yang	 sejalan	 dengan	 ajaran	 Alquran	 dan	 Sunah,	
baik sejalan dalam arti tekstual maupun kontekstual. Aturan 
seperti ini memiliki kedaulatan yang transendental sehingga 
wajib dipatuhi. Oleh karena itu, hukum dalam konteks siyāsah 
tidak keluar dari sistem hukum Islam.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1.	 Para	filosof	muslim	melihat	proses	terbentuknya	negara	dari	

perspektif	 antroposentrisme,	 yaitu	 berjalan	 sesuai	 fitrah	
alamiah.	 Sebagian	 Mutakallimin,	 antara	 lain	 al-Farra� ’	 al-
H� anbalī�,	melihat	proses	terbentuknya	negara	dari	perspektif	
teosentrisme,	 bersifat	 normatif	 berdasar	 perintah	 agama.	
Adapun Mutakallimin moderat melihat pembentukan negara 

38 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian 
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, 
(Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11

39	 Al-Ghaza� lī�,	 al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl	 (Beirut:	 Da� r	 al-Kutub	 al-‘Ilmiyyah,	
2000), hlm. 153.
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berdasarkan ijmak umat, jadi dilihat secara dualisme, yaitu 
dari	perspektif	teoantroposentrisme.

2.	 Dalam	konteks	pemilihan	pemimpin,	menurut	aliran	Syi‘ah	
harus melalui petunjukan langsung (bi al-naṣṣ wa al-
ta‘yīn), jadi dilihat secara teosentris. Sementara aliran yang 
antroposentris, sama sekali melepasnya dari agama. Adapun 
Mutakallimin	moderat	seperti	al-Juwaynī�,	melihat	masalah	
pemilihan pemimpin secara teoantroposentris, yaitu melalui 
ahl ḥilli wa al-‘aqd.

3.	 Para	 filosof	 muslim	 melihat	 konsep	 negara	 Islam	 dalam	
konteks	 menjalankan	 misi	 kekhalifahan	 di	 muka	 bumi.	
Sementara	aliran	Mutakallimin	melihatNya	dari	perspektif	
teosentris, yaitu untuk melanjutkan tugas nabi dalam 
memelihara agama dan siyāsah.

4. Ulama dari abad klasik, modern sampai kontemporer se-
pakat, bahwa taklīf	 dalam	 Alquran	 yang	 menuntut	 peran	
kekuasaan menjadi dasar terikatnya syariat Islam dengan 
suatu lembaga pemerintahan. Akan tetapi, diamnya al-Syāri‘ 
dari penetapan satu sistem pemerintahan tertentu, berarti 
kelonggaran bagi lembaga apapun sebagai pengemban 
amanah agama dan rakyat.

5.	 Aliran-aliran	filsafat	hukum	Islam	berbeda	pendapat	tentang	
otoritas ulil amri dalam membuat hukum yang dipengaruhi  
oleh pendirian masing-masing tentang hakikat ontologis 
keberadaan negara dan pemilihan pemimpin. bagi yang 
melihat keberadaan negara sebagai kewajiban agama dan 
memilih pemimpin harus dilakukan melalui cara petunjukan 
langsung (bi al-naṣṣ wa al-ta‘yīn), maka kedaulatan negara 
bersifat	 ilahiah	 (teosentris).	 Sebaliknya	 mereka	 yang	
melepaskan keberadaan negara dan pemilihan pemimpin 
dari agama, maka kedaulatan negara dilihat secara insaniah 
(antroposentris).

6. Perbedaan tersebut dapat dimoderasi melalui teori al-wāzi‘, 
yaitu terdiri dari: 1) al-wāzi‘ al-jibillī, yaitu keterpeliharaan 
dari	dalam	diri	manusia;	2)	al-wāzi‘ al-dīnī, yaitu keterpe-
liharaan	dari	agama;	dan	3)	al-wāzi‘ al-sultānī, yaitu keter-
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peliharaan yang bersumber dari tindakan penguasa.
7. Di satu sisi negara Islam menjalankan peran yang teosentris, 

di mana ulil amri akan dimintai pertanggungjawaban oleh 
Allah. Tapi di sisi lain, ia menjalankan peran antroposentris 
yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

8. Konsep dualisme melahirkan terminologi siyāsah syar‘iyyah 
dan siyāsah waḍ‘iyyah,	atau	dari	segi	hasilnya	disebut	qanun	
syar‘ī	dan	qanun	waḍ‘ī.

9.	 Dilihat	dari	perspektif	kedaulatan,	qanun	syar‘ī memiliki ke-
daulatan transendental karena bersumber dari syariat, yaitu 
nas	Alquran	dan	Sunah,	baik	secara	tekstual	maupun	kon-
tekstual.	 Dengan	demikian,	 qanun	 syar‘ī memenuhi syarat 
kedaulatan hukum sehingga dapat disebut sebagai peme-
rintahan oleh hukum, bukan pemerintahan oleh manusia.

10.Hakikat ontologis hukum dalam konteks siyāsah adalah 
aturan	 pemerintah	 yang	 sejalan	 dengan	 ajaran	 Alquran	
dan Sunah, baik sejalan secara tekstual maupun secara 
kontekstual, maka ia tidak keluar dari sistem hukum Islam.
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E. Latihan
1. Jelaskan pengertian negara secara terminologis.
2.	 Bedakan	secara	kontras,	perspektif	filosof	dan	Mutakal-

limin tentang teori terbentuknya negara.
3.	 Berikan	 analisis	 komparatif	 tentang	 cara	 pemilihan	

pemimpin	 menurut	 aliran	 kalam	 Syi‘ah	 dan	 aliran	
Mutakallimin moderat.

4. Bagaimana konsep negara Islami, jelaskan secara 
ringkas. 

5. Bagaimanakah bentuk negara yang dikehendaki oleh 
Islam?

6. Berikut ini adalah pemikir konsep negara dari golongan 
filosof.
a.		 Al-Ghaza� lī�;
b.	 Ibn	Abī�	Rabī�‘	
c.		 al-Farabī�
d. b dan c benar

7. Berikut ini nama tokoh pemikir moderat dalam siyāsah, 
kecuali...
a.		 al-Farabī�	
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b.	 al-Mawardī�
c.		 al-Juwaynī�
d.	 al-Ghaza� lī�

8. Negara Islam Madinah yang muncul pada tahun 622 
M dianggap sebagai bentuk pemerintahan Nabi yang 
memakai sistem...
a.  sistem monarki
b. sistem teokrasi
c.  sistem demokrasi
d. sistem kabilah

9.	 Manusia	memiliki	 fitrah	berupa	dorongan	mewujudkan	
maslahat	dan	menghindari	mafsadat,	dalam	teori	al-wāzi‘ 
ini disebut...
a. al-wāzi‘ al-jibillī;
b. al-wāzi‘ al-dīnī; 
c. al-wāzi‘ al-sultānī;
d. a dan b benar

10.Aturan pemerintah yang sejalan dengan syariat 
merupakan produk hukum yang disebut...
a.  siyāsah syar‘iyyah
b. siyāsah waḍ‘iyyah
c.		 qanun	syar‘ī
d.	 qanun	waḍ‘ī

F. Daftar Istilah
ahl ḥilli wa al-‘aqd adalah semacam badan legislatif yang 

dibentuk untuk mengawasi eksekutif dan berperan 
dalam pemilihan ulil amri.

civil society adalah negara madani yang secara teknis bisa 
diwujudkan lewat demokrasi.

ijmak ahl al-bātil adalah suara terbanyak dari kelompok yang 
diketahui menentang syariat.

khilāfah; artinya pengganti Rasul saw., kemudian gelar 
khilāfah diganti menjadi amīru al-mu’mīnīn, yaitu 
pemimpin kaum mukmin.
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negara adalah wadah suatu bangsa yang diciptakan oleh 
negara itu sendiri untuk mencapai cita-cita dan 
tujuan bangsa.

pemerintahan berarti penggunaan kekuasaan negara oleh 
yang berwenang untuk menentukan keputusan dan 
kebijaksanaan.

Syūrā adalah sistem musyawarah, atau mufakat ahl al-ḥill 
wa al-‘aqd, kesepakatan ulama atau kesepakatan 
masyarakat.

wasā’il merupakan sarana untuk mencapai tujuan 
(maqāṣid).



BAB SEMBILAN 
HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN NEGARA

A. Standar Kompetensi
Melihat pada ranah kongnitif, kajian ini bukan sekadar 

untuk memberi pemahaman, bahkan agar mahasiswa mampu 
menganalisis (C4) pola hubungan epistemologis hukum dan 
negara. Standar kompetensi pembelajaran ini berada pada level 
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk itu mencapai standar 
kompetensi dimaksud, maka disajikan materi pembelajaran 
sebagai berikut:
1. Perbedaan hukum Islam dan qanun al-waḍ‘ī;
2. Pola hubungan negara dengan hukum Islam.

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi, yaitu mampu mengintegrasikan 
antara konsep berpikir kefilsafatan dengan materi yang 
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1. Ceramah sebagai pengantar kuliah; 
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana eva-

luasi kemampuan tanggap mahasiswa terhadap materi kuliah;
3. Diskusi kelompok untuk mengindentifikasi adanya sikap 

integrasi antara konsep berpikir kefilsafatan dan materi 
yang disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks, untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang pola hubungan antara 

hukum Islam dengan negara; 
2. Membangun skema yang mengilustrasikan pola hubungan 

antara hukum Islam dengan negara.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang terkait 

dengan pengembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. 
Ketiga ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik 
itu ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Hubungan Hukum Islam dengan Negara
Kajian Bab Delapan mengantar pada simpulan bahwa 

hakikat ontologis hukum Islam dalam konteks siyāsah adalah 
aturan pemerintah yang sejalan dengan ajaran Alquran dan 
Sunah, baik sejalan secara tekstual maupun kontekstual. Kajian 
ontologis ini harus dilanjutkan dengan kajian epistemologi, yaitu 
tentang bagaimana hubungan itu terjalin. Oleh karena itu bab 
ini memperdalam kajian tentang bagaimana pola epistemologis 
hubungan hukum Islam dengan negara.

1. Perbedaan hukum Islam dan qanun al-waḍ‘ī
Berdasar konsepsi negara modern, negara memiliki dua 

fungsi utama: 1) fungsi politik berupa penetapan kebijakan; 
dan 2) fungsi administrasi berupa proses pelaksanaan 
kebijakan yang diambil.1 Dalam konteks negara islami, kedua 
fungsi ini dibicarakan pada kajian siyāsah syar‘iyyah, di sinilah 
didiskusikan peran negara islami. Memperhatikan kitab-kitab 
siyāsah yang disusun oleh para ulama sejak era klasik, dapat 
disimpulkan bahwa negara menjalankan tiga peran berikut:2

1. Peran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
2. Peran dalam pengorganisasian dan pengaturan untuk 

mewujudkan kemaslahatan;
3. Peran dalam mengatur hubungan antara penguasa dan 

rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam 
mencapai tujuan negara.

Memerhatikan ketiga peran ini, tampak dalam pelaksa-
naannya diperlukan pedoman yang dirumuskan menjadi pe-
raturan perundang-undangan atau qanun. Oleh karena itu, la-
hirlah bermacam peraturan perundang-undangan sesuai peran 
di atas. Hal ini dibahas dalam siyāsah syar‘iyyah sebagaimana 
tercermin pada definisi berikut ini:3

1 Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur’an, edisi revisi, cet. I 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 29 

2 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 28
3 ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah aw Nizām al-Dawlah al-

Islāmiyyah fī Syu’ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah (Kairo: Da� r al-
Ansar, 1977), hlm. 5.
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Siyāsah adalah qanun yang diterapkan untuk memelihara 
ketertiban, kemaslahatan dan stabilitas.

Definisi ini mengidentikkan siyāsah dengan qanun, sebab 
qanun merupakan bentuk konkret dari kebijakan pemerintah 
sehingga bisa dikritisi. Adapun definisi qanun adalah sebagai 
berikut:4

Dalam istilah fukaha, kata qanun didefinisikan sebagai kumpulan 
kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan, di mana jika 
perlu, seseorang akan dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut.

Memerhatikan pembahasan kitab-kitab siyāsah klasik, 
pembuatan peraturan perundang-undangan atau qanun tidak 
dibicarakan secara khusus. Mungkin kala itu tidak ada kebu-
tuhan spesifik sehingga cukup dipulangkan pada qāḍi atau 
mufti. Menurut Imam al-Juwaynī�, ulil amri harus mengangkat 
seorang mufti yang memenuhi tiga syarat, yaitu: 
1. memahami bahasa Arab meski tidak dalam benar;
2. memahami fikih secara mendalam (tabāḥur), termasuk pula 

kaidah fiqhiyyah dan pendapat mazhab terdahulu serta dalil 
istidlāl mereka;

3. menguasai usul fikih.5 
Pendapat serupa juga diungkap oleh tokoh aliran 

Mutakallimin lainnya, antara lain Abu�  Ya‘la�  al-Farra� ’ al-Ḥ� anbalī�. 
Ia melihat bahwa mereka yang dipercayakan mengemban 
amanah pada wilayah peradilan (qaḍā’) harus memiliki ilmu 
paripurna.6 Pendapat ini menunjukkan asumsi ulama tentang 
keberadaan fikih sebagai sumber bagi perundang-undangan 

4 ‘Abd Alla�h Mabruk al-Najja� r, al-Madkhal al-Mu‘asirah li Fiqh al-Qānūn, (Kairo: 
Ba�r al-Nahdah, 2001), hlm. 13. 

5 Al-Juwayni, Ghiyāṡ al-Umam fi Tiyāṡ al-Ẓulm, (Iskandariah: Da� r al-‘Aqī�dah, 
2006), hlm. 269-270

6 Abī� Ya‘la�  Muh� ammad ibn Ḥ� usayn Al-Farra� ’, Aḥkām al-Sulṭāniyyah (Kairo: 
Maktabah al-Qur’a�n, t.th.), hlm. 268 dst.
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(qanun), tapi bukan sumber satu-satunya.
Selain fikih, qanun juga bersumber dari realitas empirik 

berupa akhlak atau adat yang hidup di tengah masyarakat. Ini 
menjadi argumen bahwa di satu sisi qanun dan akhlak sama-
sama bersumber dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.7 
Oleh karena itu akhlak atau adat dapat berlaku secara moralitas 
sehingga tidak perlu kekuatan mengikat. Akan tetapi jika di-
perlukan, ia bisa diberikan sifat mengikat melalui positivisasi 
oleh ulil amri. Dengan demikian, fikih, qanun dan adat saling 
beririsan sebagaimana ilustrasi berikut: 

Gb. 06. Pola irisan antara fikih, qanun dan adat.

Irisan ini menimbulkan pertanyaan epistemologis tentang 
pola hubungan fikih dengan qanun di satu sisi, dan fikih dengan 
adat di sisi lain. Tentang relasi fikih dan adat dibahas pada Bab 
Sepuluh, adapun bab ini fokus pada relasi qanun dengan fikih 
dan relasi qanun dengan adat, sebab pada dua relasi ini muncul 
diskusi tentang hubungan hukum Islam dengan negara. Di 
sini muncul pertanyaan epistemologis, apakah relasi tersebut 
bersifat saling melengkapi atau berdiri sendiri?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya dipahami 
lebih dahulu perbedaan hukum Islam dengan hukum positif 
konvensional (qanun waḍ‘ī). Al-Najja� r menngontraskannya 
sebagai berikut:8

1. Hukum Islam adalah hukum Allah yang bersih dari kesalahan 
dan kekal sepanjang masa tanpa ada perubahan. Sedangkan 
qanun waḍ‘ī ditetapkan oleh penguasa yang disusun sesuai 

7 ‘Abd al-Fatta�h� , al-Akhlāq wa al-Siyāsah; Dirāsat fī Falsafat al-Ḥukm (Kairo: 
Majlis al-A‘la�  li al-S�aqa� fah, 2001), hlm. 91.

8 Al-Najja� r, al-Madkhal..., hlm. 35-dst.
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kebutuhan dan kultur, terbatas masa berlakunya dan akan 
berubah atau digantikan.

2. Dari sisi tujuan dan cakupan, hukum Islam bersifat umum 
dan menyeluruh karena bertujuan mewujudkan kebaikan 
manusia dalam hubungannya dengan saudaranya, keluarga, 
dirinya dan dengan Tuhannya. Oleh karena itu hukum-
hukum muamalah juga ditetapkan dengan cara yang sama 
sebagaimana ketentuan ibadah (secara naṣṣ). Sedangkan 
qanun waḍ‘ī terbatas pada pengaturan hubungan individu 
dengan individu atau dalam koridor kemasyarakatan saja.

3. Sebagaimana pensyariatan hukum Islam yang bertujuan 
untuk memelihara kemaslahatan jamaah, maka kemaslahatan 
jamaah lebih didahulukan dari kemaslahatan pribadi 
saat keduanya bertentangan, dan Islam tidak mengakui 
hak istimewa yang bersifat ṭab‘ī pada diri individu. Hak 
pribadi diakui dan diatur berdasar keanggotaannya dalam 
masyarakat dan diakui selama tidak merugikan hak-hak 
orang lain dan masyarakat, ia tidak boleh menimbulkan 
kemudaratan, dan hal pencegahan kemudaratan umum lebih 
diutamakan atas mudarat pribadi. Sedangkah qanun waḍ‘ī 
mengakui hak-hak pribadi yang alamiah (ṭab‘iyyah) abadi 
dan merdeka bertindak secara mutlak tanpa memperhatikan 
hak-hak orang lain dan masyarakat, baru belakangan saja 
qanun waḍ‘ī memperhatikan hak kemasyarakatan dan 
mendahulukan kepentingan umum.

4. Hukum Islam menetapkan dua hukum pada setiap perbuatan 
hukum yang dilakukan manusia, pertama ketentuan duniawi 
yang terkait dengan lahiriah perbuatan dan efeknya di 
kalangan manusia, kedua hukum akhirat yang terkait dengan 
niat yang sebenarnya dan motivasi atasnya. Dengan kata lain 
hukum Islam mengatur hubungan personal dengan individu 
lain dan juga hubungan dengan Tuhannya yang berdasarkan 
niatnya sehingga ada ungkapan; perbuatan ini boleh secara 
agama tapi tidak boleh secara peradilan. Adapun qanun 
waḍ‘ī hanya terbatas pada ketentuan lahiriah.

5. Hukum Islam memiliki sisi perintah dan larangan, yaitu 
amr bi al-ma‘rūf wa nahy ‘an al-munkar, jadi hukum Islam 
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bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan itu sendiri 
dan menolak setiap mudarat dalam arti mencegah mudarat 
itu sendiri. Dari itu secara umum dapat dikatakan bahwa 
hukum Islam sesuai dengan norma-norma etika dan terkait 
erat dengan jiwa manusia. Adapun esensi dari qanun waḍ‘ī 
cenderung pada larangan, karena biasanya hukum positif 
bertujuan untuk menolak mudarat dan mencegah hal-hal 
yang menyakiti.

6. Hukum Islam memberlakukan ganjaran yang ditakuti 
manusia dalam kondisi sendiri atau terang-terangan dan 
manusia tidak berkuasa melawan ketentuan hukum ini. 
Orang beriman tidak bisa lari dari ketentuan hukum ini 
karena ia dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di 
akhirat kelak oleh Allah Swt.

7. Hukum Islam mengajak pada ketaatan dan membawa kabar 
gembira kepada orang yang salih, bahwa amalan mereka 
akan mendapat balasan pahala. Sebaliknya bagi yang ingkar 
diperingatkan dengan dosa yang juga akan dapat balasan.

Uraian di atas memperlihatkan perbedaan antara hukum 
Islam dan qanun waḍ‘ī yang tersimpul sebagai berikut:
1. Dilihat dari aspek ontologi, hukum Islam bersifat transenden 

dan eternal, sementara qanun waḍ‘ī bersifat imanen dan 
temporal;

2. Dari aspek epistemologi, hukum Islam mengatur hubungan 
individu dengan Allah, antara individu dan individu dengan 
masyarakat. Sedang qanun waḍ‘ī hanya mengatur hubungan 
antara individu, dan individu dengan masyarakat. 

3. Dilihat dari aksiologi, tujuan hukum Islam terintegrasi de-
ngan etika, sementara tujuan qanun waḍ‘ī sebatas pada atu-
ran normatif saja. Demikian pula tujuan sanksinya, dalam 
hukum Islam terintegrasi dengan aspek spiritualitas, se-
dangkan qanun waḍ‘ī lepas dari tujuan-tujuan yang bersifat 
spiritual sehingga cenderung sekuler.

Mengikuti alur berpikir al-Najja� r, poin perbedaan per-
tama di atas timbul dari sifat siyāsah yang merespon realitas 
aktual, maka qanun waḍ‘ī selalu berubah. Sementara poin 
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kedua menunjukkan keterbatasan jangkauan qanun waḍ‘ī, se-
bab qanun tidak masuk pada pengaturan hal-hal yang bersifat 
ibadah murni atau hubungan manusia dengan Allah. Itulah se-
babnya mengapa sebagian ulama mendefinisikan siyāsah hanya 
sebatas urusan kemaslahatan umat.9 

Adapun poin ketiga, menunjukkan keterbatasan tujuan 
qanun waḍ‘ī dalam arti output, sebab qanun hanya bisa men-
jangkau aspek lahiriah. Artinya, qanun bertujuan mewujudkan 
apa yang telah diatur (output), tidak menjamin tercapainya 
manfaat di baliknya (outcome).

Melihat ketiga poin ini, tampak bahwa hukum Islam dan 
hukum positif (qanun waḍ‘ī) berbeda secara kontras. Tetapi lain 
halnya jika yang dibicarakan adalah qanun syar‘ī, sebab ia sejalan 
dengan hukum Islam walau tidak harus mengikuti pendapat 
mazhab.10 Bahkan qanun syar‘ī menjadi penengah di antara 
ragam pendapat fikih sehingga saling mengisi dengan hukum 
Islam. Dengan adanya qanun syar‘ī, maka sifat transenden dan 
eternal hukum Islam tetap terjaga. Alasannya karena tuntutan 
perubahan dapat diakomodasi oleh qanun syar‘ī yang memang 
disiapkan untuk berubah sesuai dengan tuntutan realitas.

Masalahnya, tesis tentang perbedaan antara hukum Islam 
(fikih) dan qanun syar‘ī (siyāsah) belum tuntas didiskusikan. 
Memerhatikan pembahasan aliran hukum normatif dan aliran 
hukum empiris, tampak adanya sebagian aliran yang meng-
anggap fikih juga berubah sehingga tidak diperlukan taqnīn. 
Hal ini dibahas lebih pada Bab Sepuluh.

2. Pola hubungan hukum Islam dengan negara

a.	 Relasi	antara	qanun	dan	fikih	
Mengawali kajian ini, berikut ini dikutip contoh kasus 

tentang keberlakuan hukum talak tiga sekaligus.11 Merujuk 
berbagai riwayat, tampak bahwa di masa Rasul talak tiga 
dinyatakan jatuh satu, lalu karena perubahan keadaan, ‘Umar 

9 Djazuli, Fiqh Siyasah, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 26.
10 Khalla� f, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah..., hlm. 15.
11 Muh� ammad Qa�sim al-Mansī�, Taghayyur al-Ẓurūf wa Aṡaruh fī Ikhtilāf al-

Aḥkām fī Syarī‘at al-Islāmiyyah (Kairo: Da� r al-Sala�m, 2010), hlm. 355.
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ibn al-Khat�t�a�b memberlakukan talak tiga jatuh tiga. Perhatikan 
riwayat berikut:12

Dari Ibn ‘Abba� s, ia berkata bahwa di masa Rasulullah saw., Abu 
Bakar dan dua tahun kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khat�t�a�b, talak 
tiga dianggap satu. Lalu Umar mengatakan bahwa manusia 
telah bersikap ceroboh dalam perkara mereka ini, maka kami 
berlakukan terhadap mereka (talak tiga sekaligus). 

Menurut Ibn Qayyim (w. 751 H/1314 M), Umar melihat 
sikap keterlaluan dari orang yang menjatuhkan talak tiga se-
kaligus. Sebab Allah memberlakukannya satu persatu, tapi me-
reka malah menjatuhkan sekaligus, maka kebijakan Umar ra. 
adalah bentuk ganjaran terhadap sikap kekterlaluan tersebut. 
Namun setelah masa Umar, hal ini malah mengakibatkan ma-
raknya nikah muḥallil sehingga nilai maslahat dari kebijakan 
Umar berhadapan dengan mafsadat lain di belakangnya.13 Oleh 
karena itu, di era modern Islam, beberapa negara muslim kem-
bali memberlakukan talak tiga jatuh satu, dengan tujuan untuk 
mencegah mudarat akibat maraknya nikah muḥallil, misalnya 
qanun di Mesir.14

Hal serupa juga bisa dilihat pada kasus lain seperti me-
netapkan patut tidaknya eksekusi atas orang yang meresahkan 
masyarakat. Antara lain para pengajak kepada bidah, atau pena-
hanan terhadap orang yang melakukan perbuatan meresahkan 
(jarā’im) yang tidak diancam dengan hukuman ḥudūd.15 Contoh 

12 Ahmad ibn Hanbal, Musnad, jld. I (Beirut: Da� r al-Sa�dir, t.th.), hlm. 265, 314.
13 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lām al-Muwāqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, jld. IV 

(Riyad: Maktabah Ibn Hazm, 2002), hlm. 389, dst.
14 Al-Mansī�, Taghayyur al-Ẓurūf..., hlm. 357.
15 Al-Farra� ’, Aḥkām al-Sulṭāniyyah..., hlm. 268 dst.
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ini menunjukkan adanya aspek politik hukum yang memerlu-
kan campur tangan negara dalam eksekusinya.

Selain itu, para ulama menyatakan banyaknya ketentuan 
dalam hukum Islam yang tidak diberi ketetapan konkret 
sehingga menuntut kebijakan pemerintah. Menurut Ibn 
Taymiyyah, dalam bidang jinayah terdapat banyak tindak 
pidana (jarīmah) yang hukumannya (uqūbah) perlu penetapan 
dari pemerintah, antara lain sebagai berikut;16

1. Pelecehan seksual (seperti mencium anak di bawah umur, 
atau mencium wanita yang bukan mahram/ajnabī).

2. Melakukan perbuatan intim yang tidak sampai kepada jimak 
(zina). 

3. Memakan sesuatu yang tidak halal seperti darah dan 
bangkai.

4. Menuduh orang lain (selain tuduhan zina)
5. Mencuri sesuatu bukan pada tempat penyimpanannya 

(ghayr hirz).
6. Mengkhianati amanah, misalnya dilakukan oleh pengelola 

bayt al-māl, pengelola harta wakaf, atau harta anak yatim.
7. Berbuat curang dalam perdagangan (muamalah).
8. Bersaksi palsu, atau menghadirkan saksi palsu
9. Melakukan penyuapan (risywah).
10.Bertindak berlebihan/semena-mena terhadap rakyat

Contoh di atas merupakan ketentuan yang jelas pelara-
ngannya dalam hukum Islam, tapi tidak ditetapkan hukuman-
nya secara khusus, maka perlu penetapan lebih lanjut oleh ulil 
amri. Selain itu, pelanggaran hukum yang dikenakan takzir 
(‘uqūbat al-ta‘zīr) juga menuntut peran ulil amri dalam peneta-
pannya. Ibn Taymiyyah menyatakan, bahwa mereka yang ber-
buat maksiat (selain yang diancam dengan ḥadd), dihukum tak-
zir menurut kadar yang dipertimbangkan oleh pemerintah.17

Contoh-contoh di atas menunjukkan; bahwa pada ke-
tentuan fikih yang tidak ada detilnya, epistemologi relasi 

16 Ibn Taymiyyah, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Islāḥi al-Rā‘i wa al-Ra‘iyyah, 
(Beirut: Da� r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 101

17 Ibn Taymiyyah, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah, hlm. 101
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fikih dan qanun terjalin secara saling melengkapi. Ketentuan 
ini berada dalam ranah peradilan (qaḍā’), pelaksanaannya 
dipulangkan kepada hakim (qāḍi). Di sini tidak ditemukan beda 
pendapat di antara aliran-aliran filsafat hukum Islam, baik yang 
beraliran normatif maupun empiris.

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa dalam peran 
pembuatan peraturan perundang-undangan, relasi epistemolo-
gis fikih dan qanun terjalin secara saling melengkapi (takāmul). 
Tetapi kebutuhan negara terhadap hukum bukan dalam hal pe-
radilan saja, oleh karena itu harus dilihat relasi qanun dan adat 
dalam dua peran ulil amri lainnya.

b. Relasi antara qanun dan adat
Sebagaimana dibahas pada awal bab ini, peran negara 

yang kedua adalah pengorganisasian dan pengaturan untuk 
mewujudkan maslahat. Dalam hal ini, negara memerlukan 
aturan yang terkait dengan penataan ketertiban umum. Tetapi 
aturan-aturan seperti ini umumnya bersumber dari adat. 
Aliran-aliran pemikiran filsafat hukum Islam di abad klasik 
telah membahas masalah ini dalam konteks keberlakuan adat, 
terutama pada masalah-masalah ‘ādiyah yang berlaku tetap.

Tokoh aliran Mutakallimin berpendapat adanya 
perkara-perkara ādiyyāt yang sama sekali tidak diatur oleh 
syariat. Menurut al-Sya� t�ibī�, perkara ‘ādiyyāt dikenali melalui 
keberlakuannya yang terus menerus (al-‘awā’id al-mustamirrah). 
Ia membaginya dalam dua kelompok, pertama adat yang sejalan 
dengan syariat (al-‘awā’id al-syar‘īyyah), misalnya pelarangan 
syariat terhadap perbuatan membuka aurat. Jika adat manusia 
berubah sehingga membuka aurat dianggap bukan aib, maka 
adat seperti ini tidak boleh dijadikan dasar untuk membolehkan 
pakaian minim dengan aurat terbuka. Kedua, adat yang tidak 
ada dalil syarak yang mengakui atau membatalkan (al-‘awā’id 
al-jāriyyah bayn al-khalq), misalnya adat menutup kepala dalam 
masyarakat Timur yang berbeda dengan adat masyarakat Barat. 
Adat seperti ini boleh berubah sesuai budaya dan lingkungan 
suatu masyarakat. Contoh lainnya batas usia dewasa secara 
hukum, ini bisa berbeda dalam lingkungan suatu masyarakat 
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tertentu, ada yang berpatokan pada usia tertentu dan ada yang 
berpatokan pada tanda-tanda biologis seperti haid.18

Sistematika yang dikemukakan oleh al-Sya� t�ibī� kiranya 
cukup untuk menjelaskan ‘ādiyyāt yang dibiarkan syarak, 
maka diperlukan siyāsah untuk mengaturnya. Artinya, manusia 
diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang sesuai 
demi terciptanya ketertiban dan tegaknya harkat-martabat 
suatu komunitas di lingkungan sosial tertentu. Perbedaan 
geografis dan kultur secara alamiah memang beragam, tentu ini 
menimbulkan ragam adat yang hidup di tengah masyarakat.19

Hal membangun pola hubungan saling melengkapi antara 
qanun dan adat, terutama dalam usaha negara mempertahan-
kan adat atau ‘urf yang sahih. Terkait dengan pola hubungan 
ini, menurut ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, produk siyāsah syar‘iyyah 
adalah berupa peraturan yang dilahirkan oleh umara dan ula-
ma dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan 
(qawānin).20 Namun ulil amri tidak bebas secara absolut, me-
nurut ‘Abd al-Qa�dir ‘Awdah, pemerintah Islam dan para hakim 
terikat pada Alquran dan Sunnah dalam hal yang didapati ada-
nya nas. Sementara dalam hal yang tidak ditemukan nas, mere-
ka terikat pada syūra.21 Itulah sebabnya mengapa al-siyāsah al-
syar‘iyyah didefinisikan sebagai urusan kemaslahatan umat.22

Memerhatikan pandangan pemikir filsafat hukum Islam 
di atas, tampak bahwa relasi epistemologikal qanun dan adat 
tidak terjadi secara otomatis. Sebab ulil amri terikat dengan 
syūrā, walaupun tidak harus mengadopsi pendapat para ulama 
mazhab fikih. Pendapat ini juga diikuti oleh para pemikir kon-
temporer, di antaranya ‘Abd al-Wahha�b Khalla� f, ia menjelaskan 
sebagai berikut:23 

18 Al-Sya� t�ibī�, al-I‘tiṣām, jld. II (Kairo: al-Maktabah al-Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 
241-242.

19 Ibn Khaldu� n, Muqaddimah Ibn Khaldūn (Beirut: Da� r al-Fikr, t.th.), hlm. 191.
20 Khalla� f, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah…, hlm. 15
21 ‘Abd al-Qa�dir ‘Awdah, al-Islām wa Awḍā‘unā al-Siyāsiyyah (Kairo: Da� r al-

Kita�b al-‘Arabī�, 1951), hlm. 78
22 Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2003-edisi revisi), hlm.26
23 Khalla� f, al-Siyāsah al-Syar‘iyyah…, hlm. 15 
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Mengatur urusan umum dalam negara dilakukan dengan memas-
tikan terwujudnya maslahat dan menolak mudarat selama 
tidak melanggar ketentuan-ketantuan syariat dan dasar-dasar 
syariat yang universal, walaupun aturan urusan umum itu tidak 
mengikuti pendapat para imam mujtahid.

Berdasar uraian ini dapat disimpulkan, bahwa siyāsah 
syar‘iyyah adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebija-
kan yang dikehendaki oleh maslahat melalui aturan yang 
tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak ada dalil 
tertentu yang mengaturnya. Hal ini dapat menjelaskan tentang 
wilayah mana yang pengaturannya dipulangkan pada kebijakan 
pemerintah dengan memenuhi syarat berikut:24 
1. isinya sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat 

Islam;
2. peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia 

di depan hukum dan pemerintahan;
3. tidak memberatkan masyarakat;
4. bertujuan untuk menegakkan keadilan;
5. dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat;
6. prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Melalui indikator ini dapat diukur apakah suatu kebijakan 
masih dalam bingkai syariat. Hanya saja dipertanyakan, 
sekaliber apa sosok yang dinyatakan punya kapasitas untuk 
mengoperasikan alat ukur ini. Dalam pemikiran klasik, 
kapabilitas ini diproyeksikan hanya terpenuhi pada pribadi 
yang sampai pada titel mujtahid dengan segala syarat yang 
dilekatkan padanya. Bahkan ditambahkan bakat khusus yang 
oleh ‘Abd Alla�h Darra�z disebut sebagai pengetahuan tentang 
rahasia pensyariatan dan tujuan syariat (‘ilm asrār al-syarī‘ah 

24 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian 
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, 
(Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 12.
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wa maqāṣiduha).25 Dengan demikian, aturan yang dihasilkan 
memenuhi syarat untuk disebut sebagai qanun syar‘ī dan 
terbedakan dengan jelas dari qanun waḍ‘ī.

Ini juga menunjukkan perbedaan siyāsah syar‘iyyah dan 
siyāsah waḍ‘iyyah, sebab siyāsah syar‘iyyah harus melewati 
verifikasi melalui mekanisme syūrā, walau ia memiliki sumber 
yang lebih luas, termasuk dari manusia dan lingkungannya. 
Misalnya pendapat ahli hukum (arā’ ahl baṣr), kebiasaan (‘urf/
adat), pengalaman (al-tajārib) dan aturan-aturan terdahulu 
(al-awḍā’ al-mawrūṡah). Semua sumber ini bersifat dinamis, 
karena adat istiadat, pengalaman, budaya dan pandangan 
manusia terus berkembang dan berbeda-beda.26

Sampai di sini dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa dalam 
peran pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan 
maslahat, relasi epistemologis qanun dan adat terjalin dengan 
cara saling melengkapi (takāmul). Lalu bagaimana relasi antara 
qanun dan adat dalam peran ulil amri yang ketiga?

Peran pemerintah dalam mengatur hubungan antara 
penguasa dan rakyat bersifat konstitusional. Perlu digaris-
bawahi, hak-hak masyarakat yang bersifat asasi, tidak semuanya 
diatur secara konkret dalam nas Alquran dan Sunah. Misalnya 
tentang hak untuk memilih dan dipilih, oleh ‘Umar ibn al-
Khat�t�a�b dinyatakan tidak bersumber dari nas Alquran sehingga 
‘Umar pun berijtihad secara kontekstual.27 Dari itu, pendapat 
‘Umar ini tergolong dalam pendapat ahli hukum (arā’ ahl baṣr) 
yang diterapkan dalam rangka siyāsah urusan duniawi umat 
Islam.

Dilihat dalam konteks negara kontemporer, hak untuk 
memilih dan dipilih kini diatur secara konstitusional sehingga 
bisa diuji apakah tergolong qanun syar‘ī atau qanun waḍ‘ī? 
Merujuk pada enam syarat yang disebutkan sebelumnya, maka 
qanun yang mengandung aturan seperti hasil ijtihad Umar dapat 

25 Darra�z, ‘Abd Alla�h, sebagai pen-tahqīq kitab al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, 
jld. I (Kairo: Maktabah al-Tawfī�qiyyah, t.th.), hlm. 6

26 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah..., hlm. 11
27 Muh� ammad Balta� jī�, Manhaj ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī‘: Dirāsah 

Mustaw‘abah li Fiqh ‘Umar wa Tanẓīmihi (Kairo: Maktabah al-Syaba�b, 1998), hlm. 516.
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dinyatakan syar‘ī. Maka jelas bahwa dalam mengatur hubungan 
penguasa dan rakyat, relasi epistemologikal antara qanun dan 
adat juga terjalin secara saling melengkapi (takāmul). Berdasar 
uraian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. secara epistemologis, relasi qanun dan fikih terjalin secara 

saling melengkapi (takāmul);
2. umumnya relasi qanun dan fikih berlaku pada ranah peran 

ulil amri membuat peraturan untuk kebutuhan peradilan;
3. secara epistemologis, relasi qanun dan adat juga terjalin 

secara saling melengkapi (takāmul); 
4. umumnya relasi qanun dan adat berlaku pada ranah peran 

ulil amri membuat aturan ketertiban umum dan aturan 
tentang hubungan antara ulil amri dengan rakyat yang 
bersifat konstitusional.

Memerhatikan kesimpulan di atas, tampak bahwa relasi 
antara qanun dengan fikih dan qanun dengan adat terjalin saling 
melengkapi (takāmul). Tetapi relasi epistemologikal itu terjalin 
dalam rangka melahirkan butir-butir pasal sebagai cikal bakal 
peraturan perundang-undangan (naskah akademik). Selanjut-
nya butir peraturan tersebut di-taqnīn oleh negara, barulah ia 
menjadi qanun yang mengikat. Jadi inti dari taqnīn adalah pem-
berian daya ikat, atau dengan kata lain membuat khiṭāb. De-
ngan demikian, relasi epistemologikal negara dan hukum ter-
jalin dengan cara membuat khiṭāb bagi cikal bakal qanun. 

c. Hakikat ontologis relasi negara dan hukum
Kajian pada Bab Delapan menjelaskan bahwa daya ikat 

qanun (mulzim) timbul karena perintah Allah kepada umat 
agar taat kepada ulil amri, yaitu pada Surah al-Nisa� ’ ayat 59. 
Jadi daya ikat qanun bukan ditimbulkan oleh otoritas ulil amri 
sendiri, melainkan kedaulatan hukum Allah yang transenden. 
Sedangkan pada Bab Tujuh disimpulkan bahwa hakikat 
ontologis hukum Islam bersifat dualisme, yaitu khiṭāb Allah 
dan khiṭāb ulil amri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 
hakikat khiṭāb ulil amri dalam hubungannya dengan qanun.

Memerhatikan uraian pada sub bab yang baru saja dilalui, 
tampak bahwa ulil amri tidak memiliki otoritas mutlak dalam 
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membuat hukum. Bahkan terikat ketat karena harus memenuhi 
enam syarat yang telah disebutkan, barulah aturan tersebut 
memiliki kedaulatan untuk dipatuhi. Dengan demikian, khiṭāb 
ulil amri harus dilihat dalam kerangka relasi epistemologikal 
negara dan hukum yang terjalin dengan cara membuat khiṭāb 
bagi cikal bakal qanun sehingga memiliki kekuatan mengikat.

Dilihat dalam kerangka relasi epistemologikal tersebut, 
khiṭāb ulil amri adalah epistemologi, yaitu cara memberi daya 
ikat bagi kaidah akhlāqī yang tidak ada khiṭāb Allah langsung. 
Di sini, relasi khiṭāb ulil amri dan qanun berbeda dengan relasi 
khiṭāb Allah dan hukum, sebab khiṭāb Allah adalah hukum itu 
sendiri, perhatikan ilustrasi berikut:

Gb. 07. Relasi khiṭāb dengan hukum

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa relasi khiṭāb Allah dan 
hukum bersifat ontologis, sebab hukum adalah khiṭāb Allah. 
Jika dilihat dari perspektif relasi proses dan produk, maka 
khiṭāb Allah adalah produk, sebab khiṭāb Allah itu sendiri 
adalah hukum yang memiliki daya ikat. Adapun prosesnya 
adalah relasi epistemologis antara dāll dan madlūl (lihat Bab 
6). Sebaliknya dalam relasi khiṭāb ulil amri dan qanun, daya 
ikatnya bersifat sandaran (iḍāfī) kepada perintah Allah dalam 
Surah al-Nisa’ ayat 59. Maka khiṭāb ulil amri tidak serta merta 
menjadi produk hukum, sebab khiṭāb ulil amri hanya memiliki 
kedaulatan hukum untuk dipatuhi jika terbukti memenuhi 
standar syar‘ī.

Dilihat dari perspektif relasi proses dan produk, khiṭāb 
ulil amri adalah proses yang melahirkan produk berupa 
qanun. Kedaulatan qanun diketahui dari enam syarat yang 
telah disebutkan. Jadi pada dasarnya, dengan memenuhi enam 
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syarat tersebut, diketahui qanun memiliki kedaulatan hukum, 
karena sifatnya yang syar‘ī. Tapi karena tidak ada khiṭāb Allah 
langsung, maka qanun syar‘ī tidak memiliki sifat imperatif 
(mulzim), walau diketahui sifatnya yang syar‘ī. Lalu khiṭāb ulil 
amri menjadi sarana (wasā’il) untuk memberi sifat imperatif. 
Pada teknisnya, setelah yakin akan terpenuhinya standar syar‘ī, 
barulah ulil amri boleh memberi khiṭāb yang diyakini pantas 
menerima hak ditaati sesuai ayat 59 Surah al-Nisa� ’. Jadi relasi 
khiṭāb ulil amri dengan qanun bersifat epistemologis, yaitu 
proses memberikan daya ikat pada qanun.

Sementara itu, di sisi lain rakyat tidak secara otomatis 
wajib mematuhi khiṭāb ulil amri, kecuali setelah mengetahui 
standar ke-syar‘ī-annya. Jika terbukti memenuhi standar syar‘ī, 
maka tidak ada alasan untuk menolak keberlakuan mengikat 
khiṭāb ulil amri tersebut. Alasannya, karena mematuhi khiṭāb 
ulil amri yang syar‘ī berarti taat kepada perintah Allah dalam 
ayat 59 Surah al-Nisa� ’.

Sampai di sini masih ada pertanyaan yang harus 
diselesaikan, mengapa khiṭāb ulil amri dilihat sebagai 
epistemologi, bukan ontologi? Pertanyaan ini bisa dijawab 
dengan tiga argumen. Argumen pertama, jika khiṭāb ulil amri 
adalah ontologi, maka ia adalah hukum itu sendiri dan memiliki 
daya ikat pada dirinya sendiri. Padahal khiṭāb ulil amri mengikat 
karena bersandar pada perintah Allah; agar rakyat menaati ulil 
amri. Argumen kedua, jika khiṭāb ulil amri adalah ontologi, 
maka tidak ada peluang kritik, sebab otoritas ulil amri menjadi 
absolut. Padahal dalam Islam, khiṭāb ulil amri terbuka untuk 
dikritisi. Argumen ketiga, hakikat ontologis relasi negara dan 
hukum adalah proses, maka ontologi proses pastilah bersifat 
epistemologis.

Argumen pertama dan kedua telah diberi landasan di 
belakang, sekarang mari menguji argumen yang ketiga dengan 
cara menerapkan empat prinsip akal (universal postulates of 
all reasoning). Pertama, menerapkan prinsip identitas yang 
menuntut adanya pendefinisian yang jelas. Jika esensi relasi 
antara negara dan hukum adalah proses, maka ia termasuk 
dalam genus ‘konsep’ yang diabstraksikan oleh akal (ma‘qūl/ 
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mawjūd fī al-ażhān), dari itu ia mengada secara abstrak dan 
bersifat konseptual. Sebaliknya jika relasi tersebut adalah 
produk, maka ia ada secara konkret dan bersifat empirik, yaitu 
berupa teks qanun.

Kedua, prinsip kontradiksi; menolak bersatunya dua 
hal yang bertentangan (al-ḍiddāni la yajtami‘āni). Jika hakikat 
hubungan negara dan hukum adalah proses, maka ia bukan 
produk. Dalam konteks relasi negara dan hukum, prosesnya 
adalah positivisasi (taqnīn), sementara produknya adalah 
qanun. Prinsip kontradiksi menolak penyamaan taqnīn dengan 
qanun, tidak masuk akal jika taqnīn disebut qanun, sebab 
keduanya entitas yang berbeda, jadi tidak mungkin bersatu.

Ketiga, prinsip penyisihan jalan tengah. Prinsip ini 
menolak keberadaan sesuatu di antara dua hal yang kontradiktif. 
Jika hakikat ontologis relasi negara dan hukum dipertentangkan 
antara proses dan produk, maka tidak ada sesuatu yang lain di 
antara keduanya sehingga harus ditarjih, kalau relasi itu bukan 
proses tentulah ia produk.

Keempat, menerapkan prinsip alasan memadai, sebab 
akal tidak bisa menerima sesuatu tanpa alasan yang cukup. 
Pada hubungan antara negara dan hukum, taqnīn merupakan 
proses yang menjembatani agar suatu ketentuan hukum dapat 
diterapkan oleh negara. Dalam hal ini, kaidah agama dan moral 
merupakan konsep abstrak yang multi tafsir. Jika konsep abstrak 
ini tidak dikonkretkan lebih dahulu, maka dalam penerapannya 
akan terjadi ketidakpastian hukum. Inilah alasan mengapa 
peran taqnīn oleh negara diperlukan, sebab kebijakan ulil amri 
adalah pemutus perbedaan pendapat (ḥukm al-ḥākim yarfa‘ al-
khilaf). Ini menjadi argumen dalam melakukan tarjih; bahwa 
hakikat ontologis relasi negara dan hukum adalah proses yang 
disebut taqnīn.

Hasil penerapan prinsip akal ini melengkapi kesimpulan 
Bab Delapan, bahwa ontologi hukum dalam konteks siyāsah 
adalah aturan pemerintah yang sejalan dengan ajaran Alquran 
dan Sunah, baik sejalan dalam arti tekstual maupun kontekstual. 
Maka epistemologinya adalah proses pemberian daya ikat 
qanun syar‘ī, perhatikan tabulasi berikut:
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Tabel	I.	Hukum	Islam	yang	Mencakup	Fikih	dan	Siyāsah

Hukum Islam
Fikih Siyāsah

Ontologi Khiṭāb Allah Aturan pemerintah yang sejalan 
dengan ajaran Alquran dan Sunah

Epistemologi Hubungan antara 
dāll dan madlūl

Khiṭāb ulil amri sebagai proses atau 
cara memberi daya ikat pada qanun

Aksiologi Menghasilkan 
hukum taklīfī Menghasilkan qanun syar‘ī

Tabulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam 
mencakup hukum dalam konteks fikih dan siyāsah. Dalam sistem 
hukum Islam yang general ini, khiṭāb Allah adalah ontologi, 
sedang khiṭāb ulil amri adalah epistemologi. Meskipun berbeda 
namun kedua khiṭāb memiliki daya ikat (mulzim), hanya saja 
khiṭāb ulil amri mengikat secara iḍāfī, sedangkan khiṭāb Allah 
mengikat secara hakiki. Maka dalam konteks yang general, tidak 
salah dikatakan hakikat ontologis hukum Islam itu dualisme, 
yaitu khiṭāb Allah dan khiṭāb ulil amri, seperti kesimpulan 
pada Bab Tujuh. Alasannya karena ini generalisasi, atau disebut 
tahglīb sehingga kedua macam khiṭāb itu disamaratakan karena 
sama-sama ada daya ikat, walaupun substansinya berbeda. 
Dengan demikian, ilmu hukum bisa menggunakan daya ikat 
(mulzim) sebagai indikator dalam pembedaan antara hukum 
dengan kaidah agama dan etika.

Penyamarataan (tahglīb) cukup beralasan kalau hukum 
Islam dilihat secara general, mencakup fikih dan siyāsah 
secara integratif. Tetapi jika pandangan diperkhusus pada 
siyāsah semata, maka khiṭāb ulil amri tampak sebagai ontologi. 
Akibatnya timbul masalah pelik pada persoalan kedaulatan 
hukum sebagaimana yang terjadi pada hukum konvensional. 
Adapun pada hukum Islam, masalah kedaulatan hukum ulil 
amri bisa dimoderasi karena adanya dua dimensi hukum 
Islam yang saling melengkapi (takāmul), yaitu dimensi ilahiah 
(fikih) dan dimensi insaniah (siyāsah). Kedua dimensi ini tidak 
kontradiksi, sebab patuh kepada khiṭāb ulil amri bermuara 
pada ketaatan terhadap khiṭāb Allah.
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Sampai di sini, filsafat hukum Islam dapat memberi 
jawaban argumentatif tehadap pertanyaan pertama; tentang 
landasan kekuatan mengikat hukum. Bahwa landasan kekuatan 
mengikat hukum Islam bersifat dualisme, yaitu khiṭāb Allah 
dan khiṭāb ulil amri. Kedua khiṭāb ini bersifat saling melengkapi 
(takāmul). Kedua khiṭāb ini memiliki daya ikat (mulzim) 
yang menjadi ciri utama hukum. Oleh karena itu, daya ikat 
(mulzim) dapat dijadikan kata kunci bagi objek formal ilmu 
hukum. Dengan demikian, fikih dan siyāsah dapat dikaji secara 
terintegrasi dalam keilmuan hukum Islam.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut:
1. Negara modern memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi 

politik dan fungsi administrasi.
2. Dalam menjalankan fungsinya, negara memiliki tiga 

peran: 1) pembuatan peraturan perundang-undangan; 
2) pengorganisasian/ pengaturan untuk mewujudkan 
maslahat; 3) mengatur hubungan antara ulil amri dan rakyat 
serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai 
tujuan negara.

3. Hukum Islam berbeda dengan qanun waḍ‘ī yang selalu 
berubah, terbatas pada hubungan individu dan masyarakat, 
terbatas pada output yang bersifat lahiriah semata.

4. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan 
untuk kebutuhan peradilan, relasi epistemologis fikih dan 
qanun syar‘ī terjalin secara saling melengkapi (takāmul).

5. Dalam pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan 
maslahat dan hubungan antara ulil amri dengan rakyat yang 
bersifat konstitusional, relasi epistemologis qanun syar‘ī dan 
‘urf terjalin dengan cara yang saling melengkapi (takāmul).

6. Ulil amri tidak memiliki otoritas mutlak dalam membuat 
hukum, bahkan terikat dengan syarat-syarat tertentu, baru 
aturan tersebut memiliki kedaulatan untuk dipatuhi.
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7. Relasi khiṭāb Allah dan hukum bersifat ontologis, sebab hu-
kum adalah khiṭāb Allah yang memiliki daya ikat langsung.

8. Khiṭāb ulil amri adalah epistemologi, yaitu cara memberi 
daya ikat bagi kaidah akhlāqī yang tidak ada khiṭāb Allah 
langsung.

9. Dalam relasi antara khiṭāb ulil amri dan qanun, daya ikatnya 
bersifat sandaran (iḍāfī) kepada perintah Allah dalam Surah 
al-Nisa’ ayat 59. Dari itu, khiṭāb ulil amri tidak serta merta 
menjadi produk hukum (qanun), sebab khiṭāb ulil amri 
hanya memiliki kedaulatan untuk dipatuhi jika terbukti 
memenuhi standar syar‘ī.

10.Ontologi hukum dalam konteks siyāsah adalah aturan pe-
merintah yang sejalan dengan ajaran Alquran dan Sunah, 
sedangkan epistemologinya adalah proses pemberian daya 
ikat qanun.
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E. Latihan
1. Sebutkan secara ringkas dan jelas dua fungsi negara.
2. Jelaskan peran negara dalam menjalankan fungsinya.
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3. Bedakan secara kontras antara qanun syar‘ī dan qanun 
waḍ‘ī.

4. Berikan analisis singkat tentang pola relasi qanun dengan 
fikih di satu sisi dan relasi qanun dengan ‘urf di sisi lain.

5. Pemerintah memiliki otoritas membuat kebijakan, tapi 
syaratnya melalui proses syūra, apakah syūra dapat 
dimaknai dengan demokrasi? Jelaskan.

6. Berikut ini syarat qadi menurut al-Juwaynī�, kecuali... 
a.  memahami bahasa Arab meski tidak dalam benar;
b. menghafal seluruh Alquran dan Hadis;
c.  memahami fikih secara mendalam (tabāḥur), kaidah 

fiqhiyyah dan pendapat mazhab terdahulu serta dalil 
istidlāl mereka;

d. menguasai usul fikih.
7. Menurut ‘Abd Alla�h Darra�z, seorang mujtahid harus me-

miliki keahlian khusus, yaitu.... 
a.  memahami bahasa Arab meski tidak dalam benar;
b. menghafal seluruh Alquran dan Hadis;
c.  memahami fikih secara mendalam (tabāḥur), kaidah 

fiqhiyyah dan pendapat mazhab terdahulu serta dalil 
istidlāl mereka;

d. menguasai ilmu tentang rahasia dan tujuan syariat;
8. Berikut ini adalah peran negara dalam menjalankan 

fungsi politik dan fungsi administrasi, kecuali...
a.  Peran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
b. Peran dalam menyejahterakan rakyat;
c.  Peran pengorganisasian dan pengaturan untuk mewu-

judkan kemaslahatan;
d. Peran dalam mengatur hubungan antara penguasa 

dan rakyat;
9. Berikut ini adalah syarat qanun syar‘ī, kecuali

a.  tidak memberatkan masyarakat;
b. dapat menyelesaikan sengketa;
c.  bertujuan untuk menegakkan keadilan;
d. dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat;
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10.Kaidah agama dan moral merupakan konsep abstrak yang 
multi tafsir, jika konsep abstrak ini tidak dikonkretkan 
lebih dahulu, maka dalam penerapannya akan terjadi...
a.  pelanggaran hukum.
b. penyalahgunaan hukum.
c.  ketidakpastian hukum.
d. penyimpangan hukum.

F. Daftar Istilah
ādiyyāt; perkara-perkara yang dikenali melalui keberlakuannya 

yang terus menerus, disebut juga al-‘awā’id al-
mustamirrah. Ada dua macam ādiyyāt: 1) adat yang 
sejalan dengan syariat (al-‘awā’id al-syar‘īyyah); 2) adat 
yang berlaku pada masyarakat tanpa pembatalan oleh 
syariat (al-‘awā’id al-jāriyyah bayn al-khalq), misalnya 
adat menutup kepala.

iḍāfī; bersifat sandaran pada yang lain.
Kaidah fiqhiyyah disebut juga al-Asybāh wa al-naẓā’ir; adalah 

masalah-masalah fikih yang serupa dari sudut pandang 
tercakupnya di bawah satu kaidah yang menyatukannya 
dalam hukum.

qanun waḍ‘ī; semakna dengan hukum positif konvensional, 
yaitu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, disusun 
sesuai kebutuhan, kultur, terbatas masa berlaku dan 
akan berubah atau diganti.

nikah muḥallil; pernikahan yang dilakukan untuk membolehkan 
rujuk kembali bagi pasangan yang telah tiga kali 
bercerai.

tabāḥur; pengetahuan yang luas dan mendalam.
takāmul; bersifat saling melengkapi.



BAB SEPULUH
HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN NILAI

A. Standar Kompetensi
Melihat pada ranah kongnitif, kajian pada bab ini 

bukan sekadar untuk memberi pemahaman bagi mahasiswa, 
bahkan agar mahasiswa mampu melakukan analisis tentang 
hubungan antara hukum Islam dan nilai. Dengan demikian, 
standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran ini 
berada pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk 
mencapai standar kompetensi di atas, maka disajikan materi 
pembelajaran sebagai berikut:
1.	 Hubungan	fikih	dan	adat;	
2.	 Hubungan	adat	dan	nilai;

Sementara pada ranah afektif, diharapkan mahasiswa 
sampai pada sikap organisasi, yaitu mampu mengintegrasikan 
antara	 konsep	 berpikir	 kefilsafatan	 dengan	 materi	 yang	
disajikan dalam perkuliahan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan 
dengan metode sebagai berikut:
1.	 Ceramah	sebagai	pengantar	kuliah;	
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana eva-

luasi	kemampuan	tanggap	mahasiswa	terhadap	materi	kuliah;
3.	 Diskusi	 kelompok	 untuk	 mengindentifikasi	 adanya	 sikap	

integrasi	 antara	 konsep	 berpikir	 kefilsafatan	 dan	 materi	
yang	disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks, untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang hubungan hukum Islam 

dan	nilai;	
2.	 Membangun	 skema	 filsafat	 hukum	 Islam	 berdasarkan	

kerangka	umum	filsafat.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri yang terkait 

dengan pengembangan diri mahasiswa yang bersangkutan. 
Ketiga ranah yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan 
sistem asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik 
itu ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Hubungan Hukum dan Nilai
Tiga bab di belakang telah menjawab pertanyaan funda-

mental pertama tentang landasan kekuatan mengikat bagi 
hukum. Maka tiga bab berikutnya ditujukan untuk menjawab 
pertanyaan fundamental yang kedua, yaitu tentang kriteria 
keadilan hukum. Tiga bab ke depan adalah kajian aksiologis 
terhadap hukum Islam, tapi fokus pada hukum dalam arti 
qanun syar‘ī.

Sub pertama dari kajian ini dimaksudkan untuk meng-
identifikasi	hakikat	qanun	syar‘ī, barulah setelah itu dibicara-
kan aspek aksiologis dari qanun syar‘ī. Pada Bab Sembilan, te-
lah	dibahas	relasi	antara	qanun	dengan	fikih	dan	relasi	qanun	
dengan adat. Kesimpulannya, kedua relasi itu terjalin secara 
saling melengkapi (takāmul). Untuk menuntaskan kajian terse-
but,	maka	bab	 ini	diawali	dengan	kajian	relasi	 fikih	dan	adat,	
dari	relasi	inilah	teridentifikasi	hakikat	qanun	syar‘ī.
1.	 Hubungan	fikih	dan	adat

Fikih adalah kumpulan hukum Islam yang sebagiannya 
berdasar khiṭāb Allah sehingga bersifat qaḍā’ī dan sebagian 
tidak ada khiṭāb sehingga bersifat akhlāqī. Dari itu kata hukum 
dalam	fikih	digunakan	dalam	arti	yang	mencakup	hukum	yang	
berdaya ikat (qaḍā’ī) dan juga dalam arti kaidah etika (akhlāqī). 
Dengan demikian, aturan adat pun berpotensi menjadi bagian 
dari	hukum	Islam	yang	disebut	fikih.

Dilihat dari segi keberlakuannya, adat serupa dengan 
ketentuan	 fikih	 yang	 tidak	 ada	 khiṭāb Allah langsung, yaitu 
sama-sama berlaku secara akhlāqī karena tidak memiliki 
landasan kekuatan mengikat (mulzim). Tapi bagi yang melihat 
ketentuan akhlāqī memiliki daya ikat, maka adat pun mengikat 
dengan sendirinya sehingga tidak diperlukan taqnīn oleh ulil 
amri. Misalnya kaidah al-‘ādah muḥakkamah, apakah ini berarti 
kemandirian adat sehingga berlaku secara mengikat?

Menurut KBBI, kata adat berarti aturan (perbuatan dsb.) 
yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.1 Kata ini 

1 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: 
Gramedia, 2008), hlm. 8. 



Hubungan Hukum Islam dan Nilai 201

berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ‘ādah yang artinya telah 
menjadi kebiasaan bagi seseorang (ṣāra ‘ādatan lah).2 Di 
kalangan uṣūliyyūn, kata ‘ādah ini dipandang sama maknanya 
dengan kata ‘urf,3 yang secara etimologis berarti saling meng-
ikuti.4	Menurut	Muh� ammad	Hisya�m	al-Ayyu� bī�,	al-‘urf merupakan 
konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam diri seseorang 
terjadi akibat kebiasaan, lalu meluas dan diterima di seluruh 
negeri.5	Berikut	definisi	‘urf menurut uṣūliyyūn:6

‘Urf adalah sesuatu yang tetap dalam jiwa manusia, dianggap 
baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat rida dan penerimaan 
manusia. 

Berdasarkan	definisi	ini,	maka	pada	dasarnya	‘urf kembali 
pada kebiasaan manusia dalam perikehidupannya, tindakan, 
atau hal lain yang mencerminkan kecenderungan atau rasa 
suka. Dengan demikian, ‘urf dan adat dapat dikatakan sama. 
Para uṣūliyyūn membagi ‘urf dalam beberapa kategori, yaitu 
‘urf dalam berbicara (al-‘urf al-qawlī) dan perbuatan (al-‘urf al-
‘amalī), ‘urf yang diterima seluruh manusia pada waktu tertentu 
(al-‘urf al-‘ām), ‘urf yang berlaku dalam daerah tertentu saja (al-
‘urf al-khāṣ), ‘urf yang sejalan dengan syariat (al-‘urf al-saḥīḥ) 
dan ‘urf yang berlawanan dengan syariat (al-‘urf al-fāsid).7

Kategorisasi ini menunjukkan adanya‘urf yang diterima 
syariat, yaitu al-‘urf al-saḥīḥ. Tetapi masalah penerimaan syarak 

2	Ibn	Manẓ�u� r,	Lisān al-‘Arab,	jld.	VI	(Kairo:	Da� r	al-H� adī�s� ,	2003),	hlm.	505.
3	 ‘Abd	al-Wahha�b	Khalla� f,	Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī,	cet.	II	(Kuwait:	Da� r	al-

Qalam, 1972), hlm. 145.
4	 Ibn	Manẓ�u� r,	Lisān al-‘Arab…, jld. VI, hlm. 197. al-tatābu‘: yatba‘u ba‘duhum 

ba‘da, seperti kebiasaan kuda di mana yang satu mengikuti yang lain. Ia juga berarti 
lawan inkār, yaitu segala kebaikan yang diikuti oleh manusia.

5	Muh� ammad	Hisya�m	al-Ayyu� bī�,	al-Ijtihād wa Muqtaḍiyyāt al-‘Aṣr (Omman: 
Da�r	al-Fikr,	t.th.),	hlm.	217.

6	 Muh� ammad	 Qa�sim	 al-Mansī�,	Taghayyur al-Ẓurūf wa Aṡaruh fī Ikhtilāf al-
Aḥkām fī Syarī‘at al-Islāmiyyah	(Kairo:	Da� r	al-Sala�m,	2010),	hlm.	167.

7	Muh� ammad	Mus�t�afa� 	Syalabī�,	al-Madkhal fī Fiqh al-Islāmī.	cet.	X	(Beirut:	Da� r	
al-Ja�mi‘ah,	1985),	hlm.	261	dst.
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tidak sama dengan masalah keberlakuannya. Ketika suatu ke-
biasaan disebut ‘urf, itu karena ia memang telah berlaku dalam 
masyarakat,	lalu	diverifikasi	secara	syar‘ī. Jadi ‘urf sudah lebih 
dahulu	berlaku	sebelum	diverifikasi.

Dilihat dari perspektif teori al-wāzi‘ (lihat Bab 8), al-‘urf 
al-saḥīḥ adalah al-wāzi‘ al-jibillī	 yang	 bersumber	 dari	 fitrah	
manusia, sedang al-‘urf al-fāsid	 adalah	 pelanggaran	 fitrah.8 
Mengingat sifat akomodatif syariat Islam, maka ‘urf harus 
dilihat secara netral, lalu syariat memberi validasi bagi boleh-
tidaknya suatu ‘urf diteruskan keberlakuannya. 

Sekarang sudut pandangnya diubah, dari soal keberlakuan 
ke	soal	penormaan.	Pertanyaannya;	jika	‘urf yang boleh berlaku 
hanyalah yang terbukti sesuai dengan syariat, lalu apakah ‘urf 
tersebut menjadi hukum dalam artian norma yang mengikat? 
Bagi	 yang	menjawab	 “iya”	 berarti	 relasi	 antara	 fikih	 dan	 ‘urf 
dilihat sebagai penormaan, lalu benarkah demikian sehingga 
relasi ini menghasilkan daya ikat pada ‘urf?

Menurut	Mus�t�afa� 	Syalabī�,	penerimaan	syarak	tidak	men-
jadikan ‘urf mandiri sebagai dalil, sebab sandaran hukumnya 
tetap saja kembali pada Alquran dan Sunah.9 Ini menunjukkan 
bahwa penerimaan syarak dapat memberikan kedaulatan bagi 
‘urf sehingga berhak dipatuhi. Akan tetapi, sebagaimana dibahas 
pada Bab Delapan, kedaulatan hukum dan daya ikat (mulzim) 
adalah dua hal yang berbeda. Maka kedaulatan hukum pada al-
‘urf al-saḥīḥ tidak otomatis menimbulkan daya ikat.

Daya	 ikat	 fikih	 adalah	 konsekuensi	 dari	 perintah	 dan	
larangan, yaitu ta‘abbud yang merupakan kepatuhan sebagai 
wujud penghambaan diri kepada Allah.10 Oleh karena itu, nas 

8	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah	(Kairo:	Da� r	
al-Sala�m,	2005),	hlm.	123.	Al-Wāzi‘ al-jibillī adalah perpanjangan tangan syariat dalam 
hal yang dibutuhkan manusia. Syariat tidak mengabaikan kebutuhan manusia yang 
muncul	berdasar	fitrah.	Begitu	pula	pada	larangan,	mafsadat	yang	dilarang	adalah	hal	
yang	ditolak	oleh	fitrah.	Contohnya	dorongan	karena	manfaat	pada	makanan	pokok,	
manfaat dari pakaian, manfaat dari pemeliharaan keturunan, dan perkawinan.

9	Muh� hammad	Mus�t�afa� 	Syalabī�,	Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī	(Beirut:	Da� r	al-Ja�mi‘ah,	
1974), hlm. 329.

10	 Muh� ammad	 Sa‘ī�d	 Ramad� a�n	 al-Bu� tī�,	 Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī Syarī‘at al-
Islāmiyyah	 (Beirut:	Mu� ’assasah	al-Risa� lah,	1992),	hlm.	112.	Menurut	al-Bu� tī�,	 semua	
wasā’il didedikasikan untuk tujuan ta‘abbud, yaitu penghambaan diri kepada Allah.
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tertentu yang memerintah atau melarang suatu perbuatan ha-
rus dilihat sisi ta‘abbud-nya.	Al-Ghaẓa� lī�	mencontohkan	Hadis:	
“Barangsiapa yang menyentuh organ intimnya, maka ia harus 
berwuduk.” Hadis ini dipatuhi secara tekstual (ṣīghat/seman-
tik), sebab tidak diketahui al-ma‘nā al-munāsib di dalamnya. 
Bahkan al-qiyās pada Hadis ini dilakukan karena keserupa-
an lahiriah saja, maka menyentuh organ intim orang lain juga 
membatalkan wuduk sebagaimana hukum menyentuh organ 
intim sendiri.11

Sejalan	dengan	penjelasan	al-Ghaẓa� lī�,	menurut	Mus�t�afa� 	
Syalabī�,	pada	ketentuan	hukum	syariat	 teradapat	dua	macam	
ta‘abbud. Pertama hukum yang tidak dapat dinalar hikmahnya 
secara khusus, walaupun diketahui hikmahnya dalam lingkup 
umum. Kedua, ta‘abbud dengan makna yang lebih umum, yaitu 
hukum yang terkait dengan hak Allah. Maksudnya, hukum 
yang jika dikerjakan akan mendapat hak yang dijanjikan Allah, 
sebaliknya jika ditinggalkan akan terkena sanksi.12 Pada macam 
yang pertama, ta‘abbud	bermakna	taat	secara	harfiah.	Misalnya	
soal mahar pada masalah nikah, menyembelih hewan yang halal 
dimakan pada tempat yang ditentukan, kadar pada warisan, 
bilangan idah pada wanita yang ditalak dan lain-lain.13

Adapun pada yang kedua, ta‘abbud bersifat abstrak 
karena tertuju pada al-ma‘nā al-ma‘qūl pada perintah atau 
larangan tersebut. Imam al-Zarkasyī�	mengatakan	bahwa	pada 
setiap hukum yang ma‘qūl al-ma‘nā terdapat dua maksud yang 
dikehendaki al-Syāri‘: 1) al-ma‘nā itu sendiri yang berupa nilai 
maslahat;	2)	perbuatan	yang	mengantarkan	pada	al-ma‘nā yang 
dimak sud.14 Oleh karena itu semua perbuatan yang menjadi 
wasā’il bagi suatu maqāṣid memiliki kedaulatan hukum untuk 

11	Al-Ghaẓa� lī�,	Syifā’ al-Ghalīl; Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta‘līl, 
(Beirut:	Da� r	al-Kutub	al-‘Ilmiyyah,	1999),	hlm.	27.

12	 Muh� ammad	 Mus�t�afa� 	 Syalabī�,	 Ta‘līl al-Aḥkām	 (Beirut:	 Da�r	 al-Nahẓ�ah	 al-
‘Arabiyyah, 1981), hlm. 299. Makna ta‘abbud di sini dipahami semata-mata dari sudut 
pandang adanya tuntutan dari syarak, baik berbentuk perintah maupun larangan.

13	 Al-Sya� t�ibī�,	 al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, jld. II (Kairo: Maktabah al-
Ṭawfī�qiyyah,	2003),	hlm.	262.

14 Al-Zarkasyī�,	al-Baḥr al-Muḥīṭ,	cet.	 III.,	 jld.	VII	(Kairo:	Da� r	al-Kutub,	2005),	
hlm. 158.
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dipatuhi (ta‘abbud). Tetapi pada wasā’il tidak terdapat daya ikat 
seperti pada perbuatan yang disebut langsung dalam perintah 
atau larangan.

Misalnya larangan mendekati zina, di satu sisi merupakan 
sarana (wasā’il) bagi tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu 
pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-nasl).15 Dari itu bisa diketahui 
bahwa perbuatan lain yang maqāṣid-nya sama, status hukumnya 
serupa. Misalnya inseminasi buatan pada pasangan yang bukan 
suami isteri. Pada dasarnya praktik inseminasi adalah mubah, 
tapi jika dapat merusak maqāṣid ḥifẓ al-nasl maka hukumnya 
pun haram. Efek merusak diketahui dari ‘urf, sebab biasanya 
inseminasi berakibat pada pembuahan, lalu lahirlah anak 
dari pasangan yang bukan suami isteri. Tetapi sebab akibat di 
sini adalah kausalitas natural, di dalamnya tidak terkandung 
inisiatif pembatasan kehendak bebas manusia, kecuali inisiatif 
manusia itu sendiri.

Perhatikan bedanya, larangan zina yang disebut langsung 
dalam khiṭāb menunjukkan maqāṣid al-Syāri‘ agar zina diting-
galkan. Maka zina haram secara ta‘abbudī,16 walau tidak ber-
akibat pada perusakan garis keturunan, misalnya dengan meng-
gunakan alat kontrasepsi. Daya ikat di sini timbul dari khiṭāb 
Allah yang secara eksplisit melarang mendekati zina. Dari 
itu, khiṭāb Allah berlaku sebagai penormaan yang membatasi 
kehendak bebas manusia. Dengan kata lain, ada inisiatif al-
Syāri‘ untuk membatasi kebebasan berkehendak manusia.

Masih pada contoh inseminasi di atas, peluang penormaan 
lewat perluasan (ta‘diyyah) perintah al-Syāri‘ menjauhi zina, 
tertutup karena alasan metodologis. Ini jelas karena praktik 
inseminasi tidak sama esensinya dengan perbuatan zina, maka 
keduanya bukan dari genus yang sama sehingga tidak bisa di-
qiyās.	Namun	menurut	fikih	ia	tetap	berlaku	secara	ta‘abbudī-

15 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lām al-Muwāqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn (Riyad: 
Maktabah	Ibn	H� aẓm,	2002),	jld.	IV,	hlm.	554.	

16	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. III, hlm. 33-36. Hukum yang bersifat umum 
kembali	pada	ma‘na� 	ma‘qu� l	dan	nalar	mukallaf,	seperti	keadilan,	kebaikan,	pe	maafan,	
sabar dan syukur, zalim dan aniaya, dan sebagainya. Sedangkan yang detil kembali 
pada	ma‘na� 	 ta‘abbudī�	 di	mana	nalar	manusia	 tidak	mampu	menjangkaunya.	 Sebab	
akal	bukan	alat	un	tuk	menalar	masalah	ta‘abbudī�,	apalagi	menetapkan	tatacaranya.
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akhlāqī, antara lain lewat pemberlakuan kode etik pada 
lingkungan di mana praktik tersebut berlangsung.

Sampai	 di	 sini	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 relasi	 fikih	
dengan ‘urf bersifat epistemologis, yaitu memberi landasan 
syar‘ī yang menjadi dasar kedaulatan ‘urf untuk berlaku secara 
ta‘abbudī-akhlāqī. Tetapi ketiadaan khiṭāb membuat ‘urf lepas 
dari penormaan sehingga tidak membatasi kehendak bebas 
manusia. Di sisi lain, daya ikat pada kasus seperti ini akan 
muncul jika ada putusan pengadilan, atau pengundangan oleh 
pemerintah. Ini menjadi argumen, bahwa untuk memberi daya 
ikat pada ‘urf diperlukan peran ulil amri, baik melalui taqnīn 
mau	pun	peradilan.	Dengan	demikian,	irisan	antara	fikih,	adat	
dan qanun menghasilkan qanun syar‘ī seperti yang terlihat 
pada ilustrasi berikut:

Gb. 08. Hakikat qanun syar‘ī	di	antara	irisan	fikih,	qanun	dan	adat.

Ṭampak	 pada	 ilustrasi	 ini,	 irisan	 fikih	 dan	 adat	 meng-
hasilkan aturan akhlāqī, tapi tidak mengikat. Sementara irisan 
adat dan qanun menghasilkan qanun waḍ‘ī, meski ada yang 
menganggap mengikat, tapi ia tidak memiliki kedaulatan syar‘ī. 
Adapun	irisan	qanun	dan	fikih	menghasilkan	aturan	mengikat,	
tapi belum tentu memenuhi keadilan menurut masyarakat, 
hal ini menuntut kajian tentang kriteria keadilan. Oleh karena 
qanun syar‘ī	 adalah	 irisan	 dari	 fikih,	 adat	 dan	 qanun,	 maka	
kajian kriteria keadilan harus dimulai dari relasi adat dan nilai. 

2. Hubungan adat dan nilai
Mengingat hukum Islam berdimensi ganda (teoantropo-

sentris), maka keadilan dalam qanun syar‘ī merupakan moderasi 
antara nilai-nilai syar‘ī dan nilai-nilai yang hidup dalam realitas 
sosial. Oleh karena itu, Filsafat hukum Islam mengemban 
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amanah untuk mengeksplisitkan pola epistemologis moderasi 
keduanya. Untuk itu Filsafat Hukum Islam harus masuk pada 
kajian tentang hubungan adat dengan nilai.

Menurut	Mus�t�afa� 	Syalabī�,	pengakuan	syarak	bukan	tertu-
ju pada ‘urf itu sendiri, tetapi pada nilai maslahat yang jelas (al-
maṣlaḥat al-rājiḥah) terkandung di dalamnya.17 Demikian pula 
pendapat	Wahbah	al-Zuhaylī�,	bahwa	 ‘urf berlandaskan peme-
liharaan ḍarūriyyah, ḥājiyyah, maṣlaḥat, menolak kesempitan, 
atau memberi kemudahan.18 Maslahat adalah nilai yang lepas 
dari ruang-waktu (universal), sedang‘urf terikat pada tempat 
dan masa tertentu (partikular), maka tidak logis pengakuan 
syarak yang universal ditujukan pada ‘urf yang partikular.

Menurut KBBI, kata nilai berarti sifat-sifat atau hal-hal 
yang penting atau berguna bagi umat manusia.19 Menurut 
K. Bertens, nilai adalah sesuatu yang menarik, dicari, 
menyenangkan, disukai, dan diingini, atau ringkasnya adalah 
sesuatu yang baik.20 Ini sepadan dengan kata qīmah dalam 
bahasa Arab yang berarti sesuatu yang menempati posisi yang 
lain, ia juga berarti harga sesuatu (ṡaman al-syay’).21 Kata qīmah 
juga berarti kebenaran, kebaikan dan keindahan.22 

Makna etimologis ini menunjukkan subjektivitas nilai, 
menurut Bertens, ini tampak dari tiga ciri berikut: 1) nilai 
berkaitan	dengan	subjek;	2)	nilai	tampil	dalam	suatu	konteks	
praktis;	 3)	 nilai	 menyangkut	 sifat	 yang	 ditambahkan	 oleh	
subjek pada objek.23	Adapun	definisi	nilai	secara	terminologis	
menurut uṣūliyyūn adalah sebagai berikut:24

17	Syalabī�,	Uṣūl al-Fiqh..., hlm. 329.
18	Wahbah	al-Zuhaylī�,	Naẓariyyat al-Ḍarūrat al-Syar‘iyyah; Muqāranah ma‘a 

al-Qānūn al-Waḍ‘ī	(Beirut:	Mu’assasah	al-Risa� lah,	1985),	hlm.	170.
19 Tim Redaksi, Kamus Besar…, hlm. 963.
20 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 139. Menurut Hans Jonas, 

bahwa nilai adalah sesuatu yang ditujukan dengan kata “ya” (the addressee of a yes).
21	Ibn	Manẓ�u� r,	Lisān al-‘Arab..., jld. VII, hlm. 547. 
22 Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Falsafī	(Kairo:	al-Amī�riyyah,	

1983, hlm. 151.
23 Bertens, Etika..., hlm., 141.
24	Ma�ni‘	ibn	Muh� ammad	ibn	‘Alī�	al-Ma�ni‘,	al-Qiyam bayn al-Islām wa al-Gharb; 

Dirāsah Ta’ṣīliyyah Muqāranah	(Riyad:	Da� r	al-Fad� ī�lah,	2005),	hlm.	16.
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Nilai	 ialah	 ketentuan	 yang	 dijadikan	 sebagai	 dasar	 sesuatu,	 ia	
menjadi petunjuk atas keseluruhan asas dan standar keridaan 
al-Syāri‘, dan menjadi pembatas tindakan menyenangi atau 
membenci.

Definisi	ini	menunjukkan	sikap	uṣūliyyūn yang berusaha 
keluar dari subjektivitas nilai dengan cara berpegang pada 
standar nilai syar‘ī. Para uṣūliyyūn mendiskusikan nilai dengan 
kata kunci al-maṣlaḥat, bukan kata al-qiyam. Hal ini karena 
konsep menolak mafsadat juga berujung pada terpeliharanya 
maslahat. Jadi kata maslahat dilihat secara dualisme, di satu sisi 
berarti mewujudkan maslahat (taḥṣīl al-maṣāliḥ) dan di sisi lain 
berarti melestarikan maslahat (ibqā’ al-maṣāliḥ), yaitu dengan 
cara menghilangkan mafsadat (daf‘ al-mafāsid).25

Maṣlaḥah (jamak: maṣāliḥ)	 adalah	 kata	 benda	 infinitif	
dari kata kerja ṣaluḥa yang menunjukkan keadaan atau tabiat 
baik seseorang (ṣaluḥa ḥāl fulān), atau keadaan yang baik (haża 
yaṣluḥ laka ṣalāḥan).26 Ṣaluḥa juga dipahami dalam arti sebab, 
cara, atau tujuan yang baik.27 Dari itu maṣlaḥah juga berarti se-
suatu yang membawa pada kebaikan (mā yab‘aṡ ‘alā al-ṣalaḥ), 
yaitu akibat dari perbuatan manusia yang termotivasi oleh 
manfaat terhadap diri atau kaumnya.28 

Pengertian ini menunjukkan sifat subjektif maslahat se-
bagai	 nilai.	 Oleh	 karena	 itu	 al-Ghaẓa� lī�	 mengubah	 sudut	 pan-
dang terhadap maslahat dengan cara melihatnya dari perspe-
ktif maqāṣid al-Syāri‘.	Al-Ghaẓa� lī�	menyatakan,	bahwa	setiap	hal	
yang mewujudkan pemeliharaan al-uṣūl al-khamsah adalah 
maslahat yang merupakan maqṣūd al-syar‘.29 Jadi maslahat 

25	Al-Ghaẓa� lī�,	Syifā’ al-Ghalīl…, hlm. 79.
26	 Luys	 Ma‘lu� f,	 al-Munjid	 (Beirut:	 al-Kathulikiyyah	 li	 al-Aba’i	 al-Yasu‘iyyah,	

t.th.), hlm. 446.
27	Ibn	Manẓ�u� r,	Lisan al-‘Arab..., jld. V, hlm. 374.
28	Luys	Ma‘lu� f,	al-Munjid..., hlm. 445.
29	 Al-Ghaẓa� lī�,	 al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl (Beirut:	 Da� r	 al-Kutub	 al-‘Ilmiyyah,	

2000), hlm. 174. yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
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dilihat sebagai al-qīmah al-khuluqiyyah yang transenden.30 
Transendentalitas nilai disadari penting bagi kedaulatan 

hukum sehingga berhak untuk dipatuhi, baik oleh aliran hu-
kum normatif mau pun aliran hukum empiris. Dalam diskusi 
filsafat	hukum	konvensional,	sebagian	tokoh	aliran	hukum	em-
piris mendasarkan kedaulatan hukum pada kemanusiaan itu 
sendiri,31 atau disebut kodrat manusia.32 Adapun realitanya, 
menurut	Rudolf	Stammler	(penganut	Neokantianisme),	kodrat	
tersebut merupakan kehendak yuridis yang transenden.33 Be-
gitu pula bagi penganut neopositivisme, misalnya H. L. A. Hart, 
meski ia memisahkan hukum dan moral secara tajam, namun 
tetap menganggap penting transendentalitas nilai,34 tapi dilihat 
secara antroposentris. 

Maslahat sebagai nilai transenden bukan khayalan, 
tapi abstraksi dari ayat-ayat Alquran dan Sunah yang disebut 
maqāṣid al-syarī‘ah.35	 Menurut	 al-Sya� t�ibī�	 maqāṣid al-syarī‘ah 
diketahui melalui empat cara: 
1. Maqāṣid al-syarī‘ah diketahui dari perintah atau larangan, 

sebab perintah menunjukkan bahwa al-Syāri‘ menghendaki 
agar perintah atau larangan tersebut dilaksanakan.36

2. Maqāṣid al-syarī‘ah diketahui berdasar al-‘illah, sebab pene-
muan al-‘illah menunjukkan tujuan penetapan suatu hukum.

3. Maqāṣid al-syarī‘ah diketahui dari abstraksi terhadap ayat-
ayat	Alquran	atau	Hadis	secara	tematik.	Menurut	al-Sya� t�ibī�,	
generalisasi tematik mengantar pada temuan adanya tujuan 
al-Syāri’ yang utama (maqāṣid al-aṣliyyah) dan tujuan pen-

30	Fahmī�	Muh� ammad	‘Ulwa�n,	al-Qiyam al-Ḍarūriyyah wa Maqāṣid al-Tasyrī‘ al-
Islāmī	(Kairo:	al-Hay’ah	al-Mis�riyyah.	1989),	hlm.	98.

31 Bertens, Etika..., hlm. 146. 
32 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral;dalam Pembangunan 

Masyarakat Indonesia	(Yogyakarta:	Kanisius,	1990),	hlm.	99,	101.
33 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah,	cet.	VI	(Yogyakarta:	

Kanisius, 1990), hlm. 151. 
34 H.L.A. Hart, The Concept of Law, edisi ketiga, (Oxford: Oxford University Press, 

2012), hlm. 40. Hukum berbeda dari moral karena bersifat memaksa (coercion).
35	Fath� ī�	al-Duraynī�,	Khaṣā’iṣ al-Tasyrī‘ al-Islāmī fī al-Siyāsah wa al-Ḥukm, cet. II 

(Beirut:	Mu� ’assasah	al-Risa� lah,	2013),	hlm.	23.
36	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 333-334.
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dukung (maqāṣid al-tābi‘ah).
4. Maqāṣid al-syarī‘ah juga diketahui dari diamnya al-Syāri‘ ter-

hadap suatu masalah, padahal terlihat adanya kebutuhan 
agar pada masalah tersebut diberikan ketetapan hukum.37

Dengan mengetahui maqāṣid al-syarī‘ah, maka manusia 
dituntut agar bertindak sesuai dengan kehendak al-Syāri‘. Oleh 
karena	itu,	Imam	al-Sya� t�ibī�	merumuskan	kaidah	berikut:38

Kehendak al-Syāri‘ terhadap mukallaf adalah agar tujuan mukallaf 
dalam	aktivitasnya	sejalan	dengan	tujuan-Nya	dalam	syariat.

Berdasar kaidah ini, tampak uṣūliyyūn membangun 
konsepsi maqāṣid berdimensi ganda: 1) dimensi ilahiah yang 
teosentris, disebut tujuan bagi Allah (maqāṣid lisy Syāri‘);	 2)	
dimensi insaniah yang antroposentris, disebut tujuan bagi 
manusia (maqāṣid lin nās). Dengan demikian, maslahat sebagai 
maqāṣid dilihat secara dualisme, dengan kata lain disorot 
menggunakan paradigma teoantroposentrisme.

Dilihat dari kesaksian syarak, nilai maslahat yang dituju 
manusia (maqāṣid lin nās/maqāṣid al-mukallaf/) dipilah dalam 
tiga kategori, yaitu al-maṣlaḥat al-mu‘tabarah, al-maṣlaḥat 
al-mulghāh dan al-maṣlaḥat al-mursalah.39	 Dari	 itu,	 verifikasi	

37	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 346.
38	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 281.
39	Wahbah	Zuhaylī�,	Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,	jld.	II	(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	1986),	hlm.	

752-753.	Menurut	Wahbah	al-Zhuhaylī�,	kategori	maslahat	adalah	sebagai	berikut:
1. Al-Maṣlaḥat al-mu‘tabarah, adalah maṣlaḥat yang keterwujudannya dijaga oleh al-

Syāri‘ melalui penetapan hukum, jadi didukung oleh nas syariat yang menunjukkan 
keberlakuannya. Pengakuan syarak kepada maṣlaḥat ini terlihat pada penetapan 
hukum-hukum terperinci yang secara keseluruhan menunjukkan kesatuan maksud, 
yaitu menjamin al-kulliyat al-khams (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta). Misalnya penetapan hukum jihad, bertujuan untuk memelihara agama. 

2. Al-Maṣlaḥat al-mulghah, adalah maslahat yang dipikirkan oleh manusia tapi 
bertentangan dengan hukum syarak. Misalnya al-maṣlaḥat pada pewajiban puasa 
dua bulan berturut-turut sebagai ganti memerdekakan budak, bagi orang kaya yang 
melakukan jimak pada siang hari bulan Ramadhan. Ini dianggap maslahat karena 
lebih ditakuti, sebab memerdekakan budak tidak menjerakan orang kaya. Meskipun 
pada kasus ini terkandung maslahat, tapi al-Syāri‘ telah mewajibkan pemerdekaan 
budak, maka maslahat ini batal karena bertentangan dengan nas. 
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keberlakuan adat harus dilakukan dalam dua langkah, yaitu: 
1) menggali maslahat terkait yang berupa maqāṣid lil al-Syāri‘;	
2) mengungkap maslahat yang terkandung pada adat atau ‘urf 
yang merupakan maqāṣid lin nās. 

Menurut	Ibn	‘A� syu� r,	langkah	pertama	dilakukan	terhadap	
nas syariat dengan tiga cara berikut: 40

1. istiqrā’ terhadap ketetapan syarak, baik terhadap al-‘illah 
maupun	dalil-dalilnya;	

2. berpegang pada ayat Alquran yang jelas dilālah-nya, yaitu 
ayat-ayat yang lemah petunjukannya kepada makna kedua. 
Jadi dengan lemahnya petunjukan makna kedua, maka mak-
na pertama yang merupakan pemahaman dari teks ayat 
dapat	diyakini	benar;

3. berpegang kepada hadis-hadis mutawatir, baik mutawātir 
ma‘nawī, mau pun mutawātir ‘amalī.

Ketiga	 cara	 ini	 memperlihatkan	 sikap	 Ibn	 ‘A� syu� r	 yang	
tidak membatasi cara penemuan maslahat melalui istiqrā’ saja 
(al-uṣūl al-syarī‘at al-kulliyyah). Intinya maslahat ditemukan 
dalam relasi antara hukum (khiṭāb al-Syāri‘) dengan perbuatan 
hukum (al-maḥkūm bih), di mana terdapat al-ma‘nā berupa 
al-‘illah, al-munāsib dan al-ḥikmah. Al-Munāsib adalah konsep 
abstrak murni (al-ma‘nā al-mukhayyal) yang disebut juga al-
ḥikmah, al-‘illat al-mukhayyalah, atau al-bā‘iṡ ‘alā syar‘ al-ḥukm. 
Al-Ghaẓa� lī�	mendefinisikan	al-munāsib sebagai berikut:41

Munāsib adalah kemunculan suatu kandungan makna (al-ma‘nā) 
dari sisi kemaslahatan hukum itu sendiri.

Misalnya, pada khiṭāb menjauhi khamar terdapat tiga hal: 
1) sifat yang jelas dan terukur (waṣf ẓahīr munḍabiṭ) yaitu sifat 
memabukkan yang disebut al-‘illah;	2)	efek	yang	ditimbulkan	
al-maḥkūm bih, yaitu merusak akal, disebut al-munāsib;	 3)	

3. Al-Maṣlaḥat al-mursalah, yaitu maslahat yang tidak diketahui adanya penerimaan 
atau penolakan dari syariat, baik melalui nas atau ijmak. Artinya tidak ada hukum 
syarak yang menunjukkan keberlakuan atau bertentangan sehingga menjadi batal.

40	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid..., hlm. 17.
41	Al-Ghaẓa� lī�,	Syifā’ al-Ghalīl, hlm. 286-287
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tujuan syariat memelihara akal (ḥifẓ al-‘aql), disebut maqāṣid 
al-tasyrī‘.42 Oleh sebagian ulama, al-munāsib dan maqāṣid al-
tasyrī‘ disamakan dalam sebutan al-ḥikmah.

Al-Munāsib merupakan pendukung bagi al-‘illah (waṣf 
ẓahīr munḍabiṭ) sehingga diyakini al-‘illah berlaku pada hukum. 
Misalnya efek khamar yang merusak akal, al-munāsib ini 
dijelaskan pada ayat 91 Surah al-Maidah, maka disebut ma‘nā 
al-munāsib al-mū’aṡṡīr.43 Maka bisa diungkap relevansi al-‘illah 
dengan hukum (ibdā’ munāsabatiha li al-ḥukm) sehingga al-
‘illah bisa ditetapkan dengan yakin. Di sisi lain, al-munāsib juga 
mengantar pada al-ḥikmah. Berikut ilustrasinya:

Gb. 09. Keberadaan al-munāsib dalam relasi antara khiṭāb dan al-maḥkūm bih.

Berdasar al-ma‘nā dalam relasi khiṭāb Allah dan dan 
al-maḥkūm bih ini, uṣūliyyūn mengelompokkan nas secara te-
matik (al-istiqrā’ al-ma‘nawī) sehingga tersusun kaidah umum 
(al-qawā‘id al-kulliyyah).	 Imam	al-Ghaẓa� lī�	mengatakan	bahwa	
semua munāsib kembali pada pemeliharaan tiga peringkat 
maqāṣid, secara hirarkis dari yang tertinggi terdiri dari: 1) pri-
mer (ḍarūrah);	2)	sekunder	(ḥājiyyah);	3)	tersier	(taḥsīniyyah).44 
Kaidah yang dihasilkan dari relasi inilah yang menjadi pedoman 
untuk	melakukan	verifikasi	terhadap	keberlakuan	adat.

Selanjutnya, langkah kedua, dilakukan pengungkapan 
maslahat pada ‘urf dengan menerapkan metode ijtihad taḥqīq 

42	 Al-Ghaẓa� lī�,	 al-Mustaṣfā...,	 hlm.	 174,	 lihat	 juga	 Mus�t�afa� 	 Syalabī�,	 Ta‘līl al-
Aḥkām..., hlm. 130.

43 Al-Munāsib dibagi menjadi empat kategori, yaitu al-munāsib al-mū’aṡṡir, al-
munāsib al-mulā’im, al-munāsib al-gharīb dan al-munāsib al-mursal.

44	Al-Ghaẓa� lī�,	Syifā’ al-Ghalīl, hlm. 80.
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al-manāṭ.45 Meski dilakukan terhadap realitas empiris, namun 
langkah	 ini	 tidak	 mudah.	 Seperti	 dikatakan	 oleh	 ‘Iẓẓ	 al-Dī�n	
ibn	 ‘Abd	 al-Sala�m	 (w.	 660	H/1262	M),	 bahwa	dalam	 realitas,	
umumnya maslahat dan mafsadat bercampur baur.46 Dari itu 
menurut	al-Sya� t�ibī�,	maslahat	dalam	realitas	harus	digali	dengan	
menyinergikan dua sisi:47

Maslahat yang ditetapkan di dalam dunia ini harus dikritisi dari 
dua sisi, yaitu dari sisi keterwujudannya dalam realitas dan dari 
sisi keberlakuan khiṭāb al-syar‘ī terhadapnya.

Harus disadari, potensi subjektif dan sifat abstrak nilai 
maslahat membuat usaha menyinergikan dua sisi itu tidak 
mudah.	 Dari	 itu	 Ibn	 ‘A� syu� r	 menetapkan	 syarat-syarat	 agar	
maslahat bisa tegak:48

Al-Maqāṣid al-syar‘iyyah ada dua macam, yaitu makna yang hakiki 
(mā‘anin ḥaqīqiyyatin) dan makna yang diterima masyarakat 
umum (ma‘ānin ‘urfiyyatin ‘āmmatin). Pada semua ini disyaratkan 
bersifat tetap (ṡābit), jelas (ẓāhir), terukur (munḍabiṭ) dan 
konsisten (muṭṭarid).

Syarat ini menjadi dasar untuk mengeksplisitkan suatu 
maslahat, kalau tidak ia akan kabur, inilah indikator bagi 
maslahat muktabar.49

45	 Al-Ghaẓa� lī�,	 Asās al-Qiyās	 (Riyad:	 Maktabah	 al-‘Ubayka�n,	 1993),	 hlm.	 37.	
Taḥqīq manāṭ al-ḥukm dilakukan karena hukum telah diketahui melalui nas, hanya 
saja ada kesulitan dalam realisasinya pada furū‘. Oleh karena itu agar manāṭ al-ḥukm 
pada furū‘ diketahui dengan yakin, maka diistinbat dengan dalil-dalil ẓanniyyah.

46	Ibn	‘Abd	al-Sala�m,	Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām,	jld.	I	(Beirut:	Da� r	
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 14.

47	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 20. 
48	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid..., hlm. 49.
49	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. II, hlm. 22. 
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Hasilnya, maslahat atau mafsadat yang muktabar secara syar‘ī 
adalah yang murni (al-khāliṣah), tidak bercampur dengan mafsadat 
baik sedikit mau pun banyak. Kalau diduga syubhat, maka bukan 
begitu sebenarnya dalam pandangan syariat, sebab yang dimaksud 
dengan maslahat yang dominan (al-maṣlaḥat al-maglūbah) atau 
mafsadat yang dominan (al-mafsadat al-maghlūbah) adalah apa 
yang berlaku pada kebiasaan perbuatan sadar manusia, jadi ia 
tidak melebar sampai diperlukannya tambahan yang menuntut 
keterlibatan perhatian al-Syāri‘ terhadapnya secara cakupan. 
Kadar	untuk	ini	adalah	apa	yang	dikatakan;	bahwa	itu	bukanlah	
maksud bagi al-Syāri‘ dalam pensyariatan hukum.

Sampai	 di	 sini	 dapat	 dinyatakan;	 maslahat	 muktabar	
secara syar‘ī jika: 1) memenuhi syarat: ṡābit, ẓāhir, munḍabiṭ 
dan muṭṭarid;	 2)	 tidak	 ada	 lagi	 yang	 mengatakan	 adanya	
pertentangan dengan syariat. Secara teknis kegiatan ini 
menuntut metodologi ilmiah yang relevan, hal ini dijelaskan 
dengan	baik	oleh	Ibn	‘A� syu� r,	ia	menyatakan:50

Adapun makna yang diterima masyarakat umum (ma‘ānin 
‘urfiyyatin ‘āmmatin) adalah hasil penelitian yang merupakan 
abstraksi dari jiwa masyarakat dan diakui sebagai kebaikan yang 
telah teruji kesesuaiannya dengan maslahat masyarakat banyak 
(jumhur). Contohnya pemikiran tentang sanksi pidana, bahwa 
ia dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan serupa, dan 
mencegah orang lain dari tindak pidana...

50	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid..., hlm. 50.
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Ini menunjukkan ‘urf harus diungkap melalui penelitian 
induktif (istiqrā’) sehingga realitas terdeskripsi secara objektif. 
Misalnya,	hasil	penelitian;	bahwa	bagi	manusia	pada	umumnya,	
menghisap ganja dalam dosis dan jangka waktu tertentu, seca-
ra ’urf	merusak	akal.	Penelitian	ini	memenuhi	syarat;	bersifat	
ṡābit, ẓāhir, munḍabiṭ dan muṭṭarid. Tapi ini hanyalah deskripsi 
efek mafsadat berdasar ‘urf. Perlu satu langkah lagi untuk 
melihat relasi ‘urf tersebut dengan nilai maslahat (maqāṣid). 
Al-Sya� t�ibī�	menyatakan	bahwa	dalam	ijtihad	pandangan	ulama	
tertuju pada fenomena tertentu untuk dirujukkan pada nilai-
nilai syar‘ī:51

Cukuplah dipahami bahwa syariat tidak mengeksplisitkan hukum 
setiap	 kasus	 partikular	 sesuai	 definisinya,	 tapi	 memberikan	
ketentuan umum yang mencakup hal-hal yang tidak terbatas. 
Pada saat yang sama, setiap kasus tertentu memiliki kekhususan 
yang tidak ada pada kasus lain, bahkan sifat tertentu itu sendiri 
adalah kekhususan. Maka kasus yang berbeda tidak langsung 
masuk dalam hukum secara cakupan, malah ia menjadi dua kasus 
berbeda yang di antara keduanya bisa saja ada kasus ketiga. Oleh 
karena itu ragam varian kasus partikular tak bisa diabaikan, 
bahkan harus kritisi oleh ahlinya, baik itu mudah atau sukar, 
sampai bisa dipastikan di bawah dalil mana ia masuk.

Langkah dimaksud adalah melakukan analisis deviasi, 
yaitu guna mengetahui ada tidaknya penyimpangan ‘urf dari 
maslahat (maqāṣid). Mengingat al-Syāri‘ bertujuan memelihara 
akal (maqāṣid ḥifẓ al-‘aql), maka dapat disimpulkan menghisap 

51	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. IV, hlm. 75. 
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ganja menyimpang dari tujuan syariat. Merujuk kaidah: 
“maqāṣid al-mukallaf harus sejalan dengan maqāṣid al-Syāri‘,” 
maka simpulan ini bersifat preskriptif.

Masalahnya, simpulan preskriptif ini hanya memberi 
panduan bersikap secara akhlāqī, tentang perbuatan baik dan 
buruk. Kaidah ini tidak otomatis menimbulkan daya ikat, al-
Sya� tibī�	menyatakan:52

Pensyariatan sebab tidak serta merta berkonsekuensi pada 
pensyariatan akibat, walau keduanya bersifat niscaya secara adat. 
Itu artinya, jika suatu sebab tertaut dengan hukum syarak, baik 
dibolehkan, dianjurkan, dilarang maupun hukum syarak lainnya, 
maka hukum syarak tersebut tidak otomatis tertaut dengan 
akibat yang ditimbulkan oleh sebab. Maka jika suatu sebab 
diperintahkan, itu bukan berarti perintah tersebut juga berlaku 
terhadap akibat yang ditimbulkan. Apabila suatu sebab dilarang, 
juga tidak berarti berlakunya larangan terhadap akibat. Apabila 
diberi pilihan pada suatu sebab, bukan berarti pilihan itu berlaku 
pada akibat.

Berdasar	 uraian	 al-Sya� t�ibī�,	 diketahui	 merusak	 akal	
adalah akibat (al-munāsib) dan minum khamar adalah sebab. 
Diketahui pula minum khamar itu dilarang (sebab), apakah ini 
berarti larangan terhadap akibat, yaitu merusak akal? Inilah 
alasannya mengapa maslahat tidak mutlak mengikat. Tapi hasil 
penelitian terhadap ‘urf menjadi rekomendasi bagi ulil amri, 
bahwa telah terjadi kekosongan hukum.

Nilai	 maslahat	 (maqāṣid) yang dijadikan landasan pe-
nelitian adalah indikator keadilan. Seperti dijelaskan pada Bab 
Empat, bahwa soal keadilan dalam siyāsah menuntut kriteria 

52	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. I, hlm. 151. 
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yang terukur, dan ini telah diusahakan oleh uṣūliyyūn moderat 
dalam kajian maqāṣid.	Menurut	Fath� ī�	al-Duraynī�,	inti	keadilan	
adalah penggunaan hak sesuai dengan tujuan (maqāṣid) dari 
pensyariatan hak tersebut oleh al-Syāri‘. Oleh karena itu, 
pengakuan syariat terhadap suatu maslahat berarti pemenuhan 
keadilan berdasar syariat itu sendiri.53

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa relasi nilai de-
ngan hukum bersifat epistemologis, yaitu memberikan instru-
men bagi kriteria keadilan qanun syar‘ī. Meski relasi ini bersifat 
epistemologis, tapi ia beroperasi dalam ranah aksiologis, 
yaitu mewujudkan tujuan hukum mencapai keadilan. Tentang 
kriteria keadilan dibahas lebih detil pada Bab Duabelas, namun 
sebelum itu harus dikaji lebih dahulu tentang pembatasan 
peran ulil amri pada Bab Sebelas.

C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Urf menurut uṣūliyyūn adalah sesuatu yang tetap dalam jiwa 

manusia, dianggap baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat 
rida dan penerimaan manusia.

2. Uṣūliyyūn membagi ‘urf dalam beberapa kategori: 1) ‘urf 
dalam berbicara (al-‘urf al-qawlī) dan perbuatan (al-‘urf al-
‘amalī);	2)	 ‘urf yang diterima seluruh manusia pada waktu 
tertentu (al-‘urf al-‘ām) dan ‘urf yang berlaku dalam daerah 
tertentu saja (al-‘urf al-khāṣ);	 3)	 ‘urf yang sejalan dengan 
syariat (al-‘urf al-saḥīḥ) dan ‘urf yang berlawanan dengan 
syariat (al-‘urf al-fāsid).

3.	 Relasi	 fikih	dan	 ‘urf bersifat epistemologis, yaitu memberi 
landasan syar‘ī yang menjadi dasar kedaulatan ‘urf untuk 
dipatuhi. Tapi karena tidak ada khiṭāb, ia menjadi kepatuhan 
moril, bukan kekuatan mengikat.

4. Penerimaan syarak tidak menjadikan ‘urf mandiri sebagai 
dalil, sebab sandaran hukum ‘urf kembali pada Alquran dan 

53	Fath� ī�	al-Duraynī�,	al-Manāhij Uṣūliyyah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī, cet. II (Beirut: 
Mu� ’assasah	al-Risa� lah,	2013),	hlm.	25.
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Sunah.
5. Pada ketentuan hukum syarak ada dua macam ta‘abbud: 1) 

hukum yang tidak dapat dinalar hikmahnya secara khusus, 
walau	 diketahui	 hikmahnya	 dalam	 lingkup	 umum;	 2)	
ta‘abbud dengan makna yang lebih umum, yaitu hukum yang 
terkait dengan hak Allah, jika dikerjakan akan mendapat 
hak yang dijanjikan Allah, sebaliknya jika ditinggalkan akan 
terkena sanksi.

6. Pada hukum yang ma‘qūl al-ma‘nā terdapat dua maqāṣid al-
Syāri‘: 1) al-ma‘nā itu	sendiri	yang	berupa	nilai	maslahat;	2)	
perbuatan yang mengantarkan pada al-ma‘nā yang dimak-
sud.

7.	 Dalam	irisan	fikih,	adat	dan	qanun	terdapat	empat	macam	
aturan:	1)	irisan	fikih	dan	adat	menghasilkan	aturan	akhlāqī 
yang	tidak	mengikat;	2)	irisan	adat	dan	qanun	menghasilkan	
qanun waḍ‘ī yang tidak memiliki kedaulatan syar‘ī;	3)	irisan	
qanun	dan	fikih	menghasilkan	aturan	mengikat	yang	belum	
tentu	 memenuhi	 rasa	 keadilan	 menurut	 masyarakat;	 4)	
irisan	fikih,	adat	dan	qanun	menghasilkan	qanun	syar‘ī.

8.	 Nilai	 menurut	 uṣūliyyūn adalah ketentuan yang dijadikan 
sebagai dasar sesuatu, ia menjadi petunjuk atas keseluruhan 
asas dan standar keridaan al-Syāri‘ dan menjadi pembatas 
tindakan menyenangi atau membenci.

9. Al-Maqāṣid al-syar‘iyyah ada dua macam: 1) makna yang 
hakiki (mā‘anin ḥaqīqiyyatin);	dan	2)	makna	yang	diterima	
masyarakat (ma‘ānin ‘urfiyyatin ‘āmmatin). Keduanya 
disyaratkan bersifat tetap (ṡābit), jelas (ẓāhir), terukur 
(munḍabiṭ), dan konsisten (muṭṭarid).

10.Relasi nilai dengan hukum bersifat epistemologis, yaitu 
sebagai kriteria untuk mengukur keadilan qanun syar‘ī. 
Meski relasi ini bersifat epistemologis, tapi ia beroperasi 
pada ranah aksiologis, yaitu mewujudkan tujuan hukum 
mencapai keadilan.
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E.	 Latihan
1. Jelaskan pengertian ‘urf secara terminologis.
2. Jelaskan pengertian nilai menurut uṣūliyyūn.
3. Buatlah analisis perbandingan antara nilai menurut ahli 

hukum konvensional dan nilai menurut uṣūliyyūn.
4.	 Berikan	analisis	tentang	relasi	antara	fikih	dan	adat.
5. Berikan analisis tentang relasi antara hukum Islam dan 

nilai.
6. Manakah dari kategori ‘urf berikut ini yang menjadi 

indikator penerimaan atau penolakan oleh syarak?
a.  al-‘urf al-qawlī dan al-‘urf al-‘amalī.
b. al-‘urf al-‘ām dan al-‘urf al-khāṣ.
c.  al-‘urf al-saḥīḥ dan al-‘urf al-fāsid.
d. a dan b benar.

7. Manakah di antara irisan-irisan di bawah ini yang meng-
hasilkan qanun syar‘ī?
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a.		 irisan	fikih	dan	adat.
b. irisan adat dan qanun.
c.		 irisan	qanun	dan	fikih.
d.	 irisan	fikih,	adat	dan	qanun.

8. Dilihat dari kesaksian syarak, nilai maslahat yang dituju 
manusia dibagi ke dalam kategori di bawah ini, kecuali... 
a.  al-maṣlaḥat al-mu‘tabarah;
b. al-maṣlaḥat al-maglūbah;
c.  al-maṣlaḥat al-mulghāh; 
d. al-maṣlaḥat al-mursalah;

9.	 Nilai	 maslahat	 dinyatakan	 muktabar	 secara	 syar‘ī jika 
menenuhi empat syarat, salah satunya bersifat terukur, 
yaitu... 
a.  ṡābit;
b. ẓāhir;
c.  munḍabiṭ;
d. muṭṭarid;

10.Susunan peringkat maqāṣid secara hirarkis dari yang 
tertinggi ke yang rendah adalah:
a.  ḍarūrah;	taḥsīniyyah; ḥājiyyah.
b. ḥājiyyah;	ḍarūrah;	taḥsīniyyah.
c.  taḥsīniyyah; ḥājiyyah; ḍarūrah.
d. ḍarūrah;	ḥājiyyah;	taḥsīniyyah.

F.	 Daftar	Istilah
adat berarti aturan (perbuatan dsb.) yang lazim diturut atau 

dilakukan sejak dahulu kala.
Deviasi adalah penyimpangan.
al-istiqrā’ al-ma‘nawī adalah induksi tematik.
Al-Munāsib adalah kemunculan suatu kandungan makna (al-

ma‘nā) dari sisi kemaslahatan hukum itu sendiri. Al-
Munāsib adalah pendukung bagi al-‘illah (waṣf ẓahīr 
munḍabiṭ) sehingga diyakini al-‘illah berlaku pada 
hukum.
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Nilai	 ialah	ketentuan	yang	dijadikan	sebagai	dasar	sesuatu,	 ia	
menjadi petunjuk atas keseluruhan asas dan standar 
keridaan al-Syāri‘, dan menjadi pembatas tindakan 
menyenangi atau membenci.

‘urf merupakan konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam 
diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu meluas dan 
diterima di seluruh negeri.



BAB DUA BELAS 
KRITERIA KEADILAN

A. Standar Kompetensi
Melihat pada ranah kongnitif, kajian pada bab ini ber-

tujuan agar mahasiswa mampu melakukan analisis (C4: analisys) 
tentang kriteria keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, 
standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran ini 
berada pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk 
mencapai standar kompetensi di atas, maka disajikan materi 
pembelajaran sebagai berikut:
1.	 Keadilan	dalam	konsepsi	fikih;
2. Kriteria keadilan dalam siyāsah.

Pada ranah afektif, diharap mahasiswa mampu meng-
integrasikan	antara	konsep	berpikir	kefilsafatan	dengan	materi	
yang disajikan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan dengan metode 
sebagai berikut:
1.	 Ceramah	sebagai	pengantar	kuliah;	
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana eva-

luasi	kemampuan	tanggap	mahasiswa	terhadap	materi	kuliah;
3.	 Diskusi	 kelompok	 untuk	 mengindentifikasi	 adanya	 sikap	

integrasi	 antara	 konsep	 berpikir	 kefilsafatan	 dan	 materi	
yang	disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks, untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang kriteria keadilan hukum 

Islam. 
2. Membangun skema atau diagram tentang kriteria keadilan 

hukum Islam.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri, hanya saja 

penugasan ini didasarkan pada pertimbangan dosen, sebab 
terkait dengan aspek yang memerlukan pengembangan lebih 
jauh pada diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem 
asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu 
ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Indikator Kriteria Keadilan Hukum Islam
Kajian Bab Dua Belas ini ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan	 fundamental	 kedua;	 “atas	 dasar	 (kriteria)	 apa	
hukum dapat dinilai keadilannya?” Masalah keadilan dalam 
hukum merupakan kewajiban yang diemban muslim berdasar 
perintah Alquran pada ayat berikut:

“Sesungguhnya	 Allah	 menyuruh	 kamu	 menyampaikan	 amanat	
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. al-Nisa’: [4] 58).

Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	 perintah	 pada	 ayat	 ini	 berlaku	
umum, baik terhadap pribadi maupun institusi pemerintahan. 
Demikian pula kata amanah, bersifat umum sehingga mencakup 
amanah	ilmu	dan	utang.	Namun	ulama	seperti	al-Ṭ�abarī�	dan	Ibn	
‘Abba�s,	memperkhusus	perintah	pada	ayat	ini	kepada	ulil	amri.1 
Dengan demikian, masalah keadilan dalam hukum merupakan 
kewajiban berdimensi religius. Mengingat hukum Islam 
mencakup khiṭāb Allah dan khiṭāb ulil amri, maka soal keadilan 
hukum	harus	dibahas	dalam	konteks	fikih	dan	siyāsah. 
1.	 Keadilan	dalam	konsepsi	fikih

Melihat	 dalam	 konteks	 fikih,	 perintah	 dan	 larangan	
Allah diimani dan dipastikan adil karena berasas pada prinsip 
samāḥah. Samāḥah adalah kemudahan yang terpuji (al-suḥūlah 
al-maḥmūdah) pada apa yang cenderung diberat-beratkan 
oleh manusia. Adapun terpuji artinya tidak berakibat pada 
kemudaratan dan kerusakan.2	 Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	 hikmah	

1	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	ibn	‘A� syu� r,	Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, cet. II, jld. XXIII 
(Ṭunisia:	al-Syirkah	al-Ṭu� nisiyyah	li	al-Ṭawzī�‘,	1985),	hlm.	397.

2	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah	(Kairo:	Da� r	
al-Sala�m,	2005),	hlm.	59.	Samāhah merupakan pertengahan antara kesempitan (al-
tadyīq) dan kemudahan (al-tasāhul), ia kembali pada makna al-i‘tidāl, al-‘adl, dan al-
tawāsut.
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samāḥah dalam syariat adalah untuk menjadikan syariat Islam 
sebagai	agama	fitrah.	Maka	perkara	fitrah	dalam	syariat	kembali	
pada aspek kejiwaan yang membuat Islam mudah diterima.3 
Hal ini terlihat pada semua taklīf syariat, selalu dalam batas 
kemampuan manusia, tidak menyulitkan dan tidak lepas begitu 
saja.	 Menurut	 al-Sya� t�ibī�,	 jika	 ada	 bagian	 syariat	 yang	 diduga	
bergeser dari poros pertengahan, itu adalah upaya syariat 
untuk mengembalikan manusia ke posisi pertengahan.4

Samāḥah sebagai konsep keadilan bisa dilihat pada pe-
rintah	dan	larangan	syariat.	Menurut	al-Sya� tibī�	Alquran	mene-
tapkan sebagian hukum secara detil dan sebagian lain nya secara 
umum. Hukum yang bersifat umum kembali pada ma‘nā ma‘qūl 
dan nalar mukallaf, seperti keadilan, kebaikan, pe maafan, sabar 
dan	syukur,	zalim,	aniaya,	dan	sebagainya.	Sedangkan	yang	de-
til kembali pada ma‘nā ta‘abbudī di mana nalar manusia tidak 
mampu menjangkaunya. Sebab akal bukan alat un tuk menalar 
masalah ibadah, apalagi menetapkan tata caranya.5

Masalah ma‘nā ta‘abbudī	 dibahas	 dalam	 fikih,	 oleh	
karena	 itu	 fikih	 Islam	 kaya	 kaidah-kaidah	 moralitas-religius	
dan berorientasi individual, yaitu hubungan manusia dengan 
Allah. Adapun masalah ma‘nā ma‘qūl diberikan hak bagi ulil 
amri untuk menetapkannya, maka masuk dalam kajian siyāsah 
dan berorientasi sosial, yaitu hubungan kemasyarakatan. 
Bidang ini cukup luas, karena mencakup transaksi kebendaan 
(ekonomi), tata hukum, politik, dan lainnya yang terkait dengan 
kehidupan sosial.6 Hal ini tidak diatur detilnya agar syariat 
dapat mengimbangi perkembangan kehidupan sosial umat. 
Perhatikan penyataan Hadis berikut:7 

3	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid…,	hlm.	60.
4	Ibra�hī�m	ibn	Mu� sa� 	al-Lakhmī�	al-Gharnat�ī�	al-Ma� likī�	al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Fiqh,	jld.	II	(Kairo:	Maktabah	al-Ṭawfī�qiyyah,	2003),	hlm.	139.
5	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. III, hlm. 33-36.
6	Muh� ammad	Qa�sim	al-Mansī�,	Taghayyur al-Ẓurūf wa Aṡruh fī Ikhtilāf al-Aḥkām 

fī Syarī‘at al-Islāmiyyah	(Kairo:	Da� r	al-Sala�m,	2010),	hlm.	70.
7	Abu� 	al-Ḥ� asan	‘Alī�	ibn	‘Umar	ibn	Ah�mad	ibn	Mahdī�	ibn	Mas‘u� d	ibn	al-Nu‘ma�n	

ibn	Dī�na� r	al-Baghda�dī�	al-Da� ruqutnī�,	Sunan al-Dāruqutnī,	jld.	V	(Beirut:	Mu� ’assasah	al-
Risa� lah,	2004),	hlm.	325.
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Sesungguhnya Allah menetapkan berbagai kewajiban, maka jangan 
engkau tinggalkan, Allah menetapkan batasan-batasan, maka 
jangan engkau langkahi, Allah mengharamkan beberapa perkara, 
maka jangan lah engkau melanggarnya, dan Allah diam terhadap 
beberapa perkara sebagai rahmat bagi kamu, bukan karena lupa, 
maka	jangan	lah	kamu	menanyakannya.	(ḤR.	Da� ruqutnī�).

Dikaitkan dengan teori al-wāzi‘,8 apa yang dilarang per-
tanyakan oleh Rasulullah termasuk dalam al-wāzi‘ al-jibillī yang 
berupa	fitrah	manusia.	Oleh	karena	itu,	Ḥadis	ini	menjadi	dasar	
untuk	memahami	bahwa	aspek	fikih	yang	tidak	mengikat	bukan	
kealpaan,	 jadi	 tidak	 pantas	 umat	 Islam	memositifkan	 semua	
ajaran syariat yang dibiarkan akhlāqī.	 Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	
positivisasi perlu untuk pemeliharaan (ri‘āyah) stabilitas sosial, 
terkait dengan peradilan (qaḍā’). Adapun interaksi sosial cukup 
berpijak pada prinsip akhlak mulia, keadilan dan kesadaran, 
prinsip persatuan dan persamaan (akhlāqī).9 Selanjutnya 
jika dipandang perlu diberi daya ikat, maka syariat memberi 
kewenangan bagi ulil amri untuk memutuskan yang terbaik 
bagi rakyatnya.

Melihat	 dalam	 konsepsi	 fikih	 Islam,	 hukum	 yang	 tidak	
mengikat	disebut	mubah.	Sala�m	Madku� r	mengutip	definisi	dari	
al-Amidī�	yang	ia	anggap	cukup	baik:10 

8	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid...,	hlm.	120.	
9 Ibn ‘Asyur, Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā‘ī fī al-Islām (Tunisia: al-Syirkah al-

Ṭunisiyyah	li	al-Ṭawzi‘,	1985),	hlm.	122.
10	Muh� ammad	Sala�m	Madku� r,	al-Ibāḥah ‘ind al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā’; Baḥṡ 

Muqāran	(Kairo:	Da� r	al-Nahd� at	al-‘Arab,	1965),	hlm.	36.	
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Bahwa mubah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil 
sam‘ī berdasar pernyataan (khitāb Allāh) untuk memilih antara 
melakukan atau meninggalkan sesuatu tanpa pengimbalan.

Definisi	ini	menunjukkan	bahwa	pada	perbuatan	mubah	
terdapat kemerdekaan berkehendak, yaitu memilih antara 
melakukan atau tidak. Ini kebalikan dari perintah dan larangan, 
sebab pada perintah dan larangan tidak berlaku pilihan. Namun 
syariat tidak mengatur semua hal secara mengikat, dari itu 
banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum dasar dalam 
syariat adalah mubah. Ada pula yang menyatakan bahwa mubah 
adalah hukum dasar bagi segala sesuatu yang bermanfaat, 
dalilnya	firman	Allah	dalam	ayat	berikut:11

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-
Nya tujuh langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 
al-Baqarah:	29)

Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	 adat	 umat	manusia	 yang	 beragam	
dipelihara oleh syariat lewat pensyariatan hukum mubah.12 
Namun sebagian fukaha cenderung berlebihan, mereka me-
nyatakan mubah mengandung tuntutan untuk ditinggalkan 
(maṭlūb al-tark), sebab ia menjadi sarana untuk hal-hal ter-
larang.	Ṭapi	menurut	Ḥ� usayn	Ḥ� a�mid	Ḥ� assa�n	 ini	kurang	tepat,	
sebab semua perbuatan mubah bisa terlarang (maṭlub al-tark) 
atau dianjurkan (maṭlūb al-fi‘l) sesuai dengan apa yang dituju. 
Dengan kata lain, status itu dilekatkan pada perbuatan mubah 
saat ia menjadi sarana bagi yang lain. Jika ia menjadi sarana 
keburukan, maka ia pun harus ditinggalkan, sebaliknya apabila 
ia menjadi sarana kebaikan malah bisa menjadi wajib dalam 
kondisi tertentu.13

11	 Al-Isnawī�,	 al-Tamhīd fī Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Uṣūl,	 tahkik:	 Muh� ammad	
Ḥ� asan	Ḥaytu� 	(Beirut:	Mu� ’assasah	al-Risa� lah,	1980),	hlm.	487.	

12	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid…,	hlm.	89.	
13	 Ḥ� usayn	Ḥ� a�mid	Ḥ� assa�n,	al-Ḥukm al-Syar‘ī ‘ind al-Uṣūliyyīn	 (Kairo:	Da� r	 al-

Nahd� at	al-‘Arab,1972),	hlm.	61
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Masalah	ini	dibicarakan	dalam	usul	fikih	di	bawah	tema	
sadd al-żarī‘ah,	 esensinya	menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r	 adalah	 sebagai	
berikut ini:14

Bagi saya ia (sadd al-żarī‘ah) tidak lain kecuali keseimbangan 
antara realita yang berupa sarana bagi maslahat dan efeknya 
yang estimatif berupa mafsadat. Maka persoalan ini kembali pada 
kaidah pertentangan antara maslahat dan mafsadat.

Berdasar	pendapat	Ibn	‘A� syu� r,	maka	substansi	dari	modus	
sadd al-żari‘ah adalah tarjīḥ antara maslahat dan mafsadat. 
Upaya tarjīḥ ini kembali pada soal keberadaan maslahat 
sebagai maqāṣid al-syarī‘ah. Di sini timbul pertanyaan, apakah 
nilai diketahui berdasar kategori hukum taklīfī (syakl), atau 
kandungan maslahat-mafsadatnya (mawḍū‘).15

Kedua pertanyaan ini menjadi dasar dalam tarjih, yaitu 
tentang mekanisme penetapan nilai. Setiap hal yang harus 
ditolak berdasar al-żarī‘ah, berarti mafsadat sebagai efek (ma’āl) 
lebih besar dari maslahat pada asal. Sebaliknya jika tidak harus 
ditolak, berarti maslahat pada asal lebih besar dari pada efek 
mafsadat yang timbul kemudian.16 Kajian pertimbangan kadar 
maslahat-mafsadat dibahas dalam konteks i‘tibār al-mā’alāt. 
Uṣūliyyūn	mendefinisikannya	sebagai	berikut:17

14	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid...,	hlm.	367.
15	Jama� l	al-Dī�n	al-‘At�iyyah,	Naḥw Taf‘īl al-Maqāṣid al-Syarī‘ah	(Beirut:	Da�r	al-Fikr,	

2003),	hlm.	59.
16	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid…, hlm. 113.
17	 ‘Abd	 al-Rah�ma�n	 ibn	 Mu‘ammar	 al-Sanu� sī�,	 I‘tibār al-Mā’alāt wa Murā‘at 

Natā’ij al-Taṣarrufāt; Dirāsah Muqāranah fī Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid al-Syarī‘ah (Arab 
Saudi:	Da� r	Ibn	al-Jawzī�,	2002),	hlm.	19.
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I‘tibār al-mā’alāt adalah melakukan taḥqīq manāṭ al-ḥukm dengan 
memerhatikan tuntutan yang bersifat heteronom (al-tab‘ī) 
pada saat suatu kasus terjadi. Hal ini dilihat dari sudut pandang 
terwujudnya tujuan (maqāṣid) dan dibangun berdasar kebutuhan 
dari tuntutan itu.

Bertolak	dari	 definisi	 ini,	maka	 jelas	 sadd al-żarī‘ah di-
dasarkan pada efek yang dapat timbul.18 Perbuatan mubah 
tidak memiliki dasar nilai dari khiṭāb Allāh, baik perintah mau 
pun larangan, itulah mengapa maqāṣid al-Syāri‘ tidak dapat 
ditemukan dalam perbuatan mubah itu sendiri. Anjuran atau 
larangan pada perbuatan mubah hanya ada karena faktor 
eksternal (li ‘āriḍ) bukan internal (li żātihi).19 Dari itu daya 
ikat hukum mubah harus melalui penetapan dari pihak yang 
berwenang, baik itu dalam konteks peradilan maupun dalam 
konteks taqnīn.

Mengingat	 pertanyaan	 Jama� l	 al-Dī�n	 al-‘At�iyyah:	 apakah	
nilai diketahui berdasar kategori hukum taklīfī (syakl), atau 
kandungan maslahat-mafsadatnya (mawḍū‘),20	maka	fikih	harus	
memoderasi antara pemikiran hukum normatif dan empiris. 
Merujuk	kajian	Bab	Empat,	 tampak	aliran	Fukaha	 cenderung	
menganut paradigma empirisme sehingga kewajiban (iltizām) 
timbul berdasar al-sabab yang ditetapkan al-Syāri‘, bukan 
karena khiṭāb.21 Sementara Mutakallimin cenderung pada 
normativisme sehingga tidak ada hukum tanpa khiṭāb. Di antara 
dua	aliran	ini	ada	tokoh	yang	moderat	seperti	Imam	al-Sya� fi’ī�	
dan	Imam	al-Ghaza� lī�.

Fukaha	 yang	 cenderung	 empiris	 melihat	 perbuatan	
mubah secara syakalī, nilainya diketahui berdasar kategori 
hukum taklīfī (syakl). Jadi hukum perbuatan mubah didasarkan 
pada al-sabab, yaitu kausalitas natural sebagai pengwajib 

18	Ḥ� usayn	Ḥ� a�mid	Ḥ� assa�n,	Naẓariyyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: 
Da�r	al-Nahd� at	al-‘Arabiyyah,	1971),	hlm.	242.	

19 Muh� ammad	 Ḥisya�m	 al-Burha�nī�,	 Sadd al-Żarā’i‘ fī al-Syarī‘at al-Islāmiyah 
(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	1995),	hlm.	201.

20	Al-‘At�iyyah,	Naḥw Taf‘īl...,	hlm.	59.
21	Al-Sarakhsī�,	Uṣūl al-Sarakhsī,	cet.	II,	jld.	I	(Beirut:	Da� r	al-Kutub	al-‘Ilmiyyah,	

2005),	 hlm.	 298.	 Bahkan	 khiṭāb dianggap sebagai sarana pemberitahuan agar 
kewajiban ditunaikan, jadi khiṭāb bukan sebab timbulnya daya ikat hukum (iltizām).
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(mulzim). Hal ini menimbulkan kontradiksi, sebab kausalitas 
natural tidak memiliki relevansi dengan pembatasan kehendak 
bebas manusia, kecuali kesadaran moral manusia itu sendiri. 
Oleh	 karena	 itu,	 al-Sya� tibī�	 menyatakan	 bahwa	 pensyariatan	
sebab (al-sabab) tak berarti pensyariatan akibat (musabbab).22 
Akibatnya cara pandang syakalī menjadikan sadd al-żarī‘ah 
serupa dengan al-qiyās dari segi penetapan hukum (muṡbit 
lil ḥukm). Padahal pada sadd al-żarī‘ah tidak ada aṣl untuk 
memperluas hukum (ta‘diyyat al-ḥukm).

Selain itu, penetapan nilai berdasar kategori hukum 
taklīfī (syakl) juga menimbulkan kontradiksi dalam ketentuan 
hukum syarak sendiri. Misalnya hukum memberi salam 
adalah sunat, sebaliknya hukum tidak memberi salam adalah 
makruh. Tapi ada kalanya tidak memberi salam menjadi haram, 
misalnya dalam kasus adanya kerenggangan hubungan, maka 
tidak memberi salam dapat merusak silaturrahim. Pada kasus 
ini efek mafsadat meningkat dari makruh tidak memberi salam 
menjadi haram. Jika daya ikat (mulzim) hukum sunat memberi 
salam adalah al-sabab, yaitu menjalin silaturahmi, maka 
memutus silaturrahmi menjadi mulzim bagi ketentuan haram 
memberi salam. Akibatnya terjadi dua kewajiban (iltizām) yang 
bertentangan. Perhatikan ilustrasi berikut:

Gb.	10.	Penetapan	nilai	berdasar	kategori	hukum	taklīfī (syakalī).

Ilustrasi ini menunjukkan, bahwa perbuatan wajib bisa 
menjadi haram dan perbuatan sunat bisa menjadi makruh bah-

22	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. I, hlm. 151. 
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kan haram. Begitu pula sebaliknya perbuatan yang makruh 
dan haram bisa menjadi sunat atau wajib. Jadi penetapan nilai 
berdasar kategori hukum taklīfī (syakl) menimbulkan kontra-
diksi. Maka sadd al-żari‘ah perlu dibatasi sebagai cara penetapan 
nilai yang berlaku pada menutup pintu kerusakan saja.

Kecenderungan	 aliran	 Fukaha	 pada	 argumen	 empiris	
juga terlihat pada penerapan al-istiḥsān. Di masa awal pengem-
bangan teori hukum Islam, kerangka metodologis al-istiḥsān 
belum	 terukur.	 Seperti	 kesan	 Ibn	 Quda�mah	 al-Ḥ� anbalī�,	 al-
istiḥsān adalah dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, 
tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sebab tidak ada 
ungkapan yang bisa membantunya.23 Demikian pula Imam al-
Sya� fi’ī�	mengkritik	istiḥsān berarti membuat-buat syariat.24

Kebalikan	 dari	 Fukaha,	 pendapat	 Mutakallimin	 yang	
ekstrem pada khiṭāb juga mengalami kontradiksi. Alasannya 
jelas, sebab nas terbatas, sedangkan masalah hukum terus 
bertambah menurut masa dan tempat.25 Maka yang terbaik 
adalah moderasi, lalu bagaimana nilai bisa diketahui secara 
mauḍū‘ berdasar maslahat-mafsadat?

Menurut Ibn ‘Asyur, efek mafsadat dari suatu perbuatan 
yang pada asalnya berupa maslahat, hanya dapat diketahui 
setelah perbuatan itu terwujud sempurna. Maka perhatian 
syariat untuk menolak mafsadat pada kasus itu hanya bisa 
dinyatakan valid setelah tampak dominannya sisi mafsadat efek 
atas sisi maslahat asal.26 Dengan demikian, maslahat pada asal 
tetap berlaku sampai tampak jelas mafsadat pada efek. Jadi tidak 
logis jika hukum taklīfī pada perbuatan mubah itu diterapkan 
dari awal. Oleh karena itu, sesuai dengan esensi sadd al-żarī‘ah, 
penetapan nilai dilakukan berdasar kadar maslahat-mafsadat 
yang aktual pada kasus tertentu. Perhatikan ilustrasi berikut:

23	‘Abd	Alla�h	ibn	Ah�mad	ibn	Muh� ammad	ibn	Quda�mah	al-Ḥ� anbalī�	al-Maqdisī�,	
Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Munāẓir	(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	1981),	hlm.	85.

24 Al-Sya� fi‘ī�,	al-Risālah fī al-Uṣūl al-Fiqh,	 tahkik:	 Ah�mad	Muh� ammad	
Sya�kir,	(Beirut:	Da� r	al-Kutub	al-‘Ilmiyyah,	t.th.),	hlm.	504.

25	Wahbah	al-Zuhaylī�,	Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,	 jld.	I	(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	1986),	
hlm.	762.

26 Ibn ‘Asyur, Maqasid…, hlm. 113.
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Gb.	11.	Penetapan	nilai	berdasar	kategori	maslahat-mafsadat	(mauḍū‘).

Ilustrasi ini menunjukkan perbuatan maslahat pada taraf 
primer bisa menimbulkan mudarat pada taraf sekunder dan 
primer. Demikian pula sebaliknya perbuatan mafsadat bisa 
menimbulkan maslahat dan seterusnya. Variasi kemungikan 
efek tidak serta-merta bisa diberi status hukum, jadi dipetakan 
saja. Baru kemudian diberi status hukum dengan merujuk pada 
kategori hukum syarak sesuai peringkat mafsadat.

Inilah bentuk moderasi, di mana perbuatan mubah ber-
laku secara akhlāqī,	ia	terpulang	pada	fitrah	dan	pilihan	bebas	
manusia yang dituntut menyesuaikan tujuannya dengan tuju-
an syariat.27	Jika	terjadi	pelanggaran	fitrah,	maka	ulil	amri	harus	
turun tangan, sebab hanya ulil amri yang berhak mengembalikan 
si	pelanggar	pada	fitrah	secara	paksa,	inilah	pentingnya	al-wāzi‘ 
al-sulṭānī dan ilmu maqāṣid yang menjadi pedoman dalam is-
tinbat terhadap kasus-kasus yang tidak ada nas.

2. Kriteria keadilan dalam siyāsah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriteria 

berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan 
sesuatu.28 Pada akhir Bab Sepuluh, telah disinggung bahwa inti 
dari keadilan adalah penggunaan hak sesuai dengan tujuan 
(maqāṣid) dari pensyariatan hak tersebut oleh al-Syāri‘.29 Ini 

27	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 281.
28 Tim KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia,	edisi	keempat	(Jakarta:	Gramedia,	

2008),	hlm.	742.
29	Fath� ī�	al-Duraynī�,	al-Manāhij Uṣūliyyah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī, cet. II (Beirut: 

Mu� ’assasah	al-Risa� lah,	2013),	hlm.	25.
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menunjukkan pentingnya penerapan ilmu maqāṣid dalam 
berbagai bidang dan aspek kehidupan umat. 

Berdasarkan istiqrā’ terhadap nas syariat, diketahui 
bahwa syariat bermaksud agar umat Islam memiliki pemerin-
tahan yang mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan 
di tengah umat. Untuk mewujudkan maqāṣid ini, syariat mem-
berikan khitāb, antara lain perintah untuk mempelajari hukum 
(tafaqquh) yang menunjukkan maqāṣid al-syarī‘ah;	bahwa	umat	
Islam harus mencukupi sumber daya dengan banyaknya ulama 
dan praktisi hukum di tengah umat.30

Kebutuhan sumber daya manusia sangat beragam, ia 
mengikuti keragaman aspek kehidupan umat manusia. Menu-
rut	 Sala�m	Madku� r,	Alquran	 tidak	memperdetil	 ketentuan	hu-
kum yang terkait dengan transaksi kebendaan (al-mu‘āmalat 
al-māliyyah), jināyah, dan hal yang terkait dengan peradilan. 
Demikian pula tentang hubungan dawlah islāmiyyah dengan 
negara lain, semua ini berubah sesuai perkembangan adat dan 
kebiasaan.31	Pada	bidang	tata	hukum	dan	politik,	Muh� ammad	
Balta� jī�	 menyebutkan	 tujuh	 ketentuan	 umum	 yang	 menjadi	
panduan:32 
1. Menerapkan hukum syariah dalam berbagai sektor kehidu-

pan berdasar apa yang bisa mewujudkan maslahat umat se-
cara	umum	dan	tidak	keluar	dari	hukum	Allah;	

2. Membatalkan hukum yang ditetapkan secara individu atau 
kelompok dan memberlakukan hukum berdasarkan syūrā;	

3.	 Menerapkan	keadilan	mutlak	atas	segenap	manusia;	
4. Menerapkan persamaan secara sempurna di kalangan 

manusia;	
5.	 Menerapkan	tanggung	jawab	pribadi	dan	jamaah;	
6. Taat kepada pemimpin yang dipilih apabila ketentuan di 

atas	dipenuhi;	

30	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid…,	hlm.	193.
31	Muh� ammad	Sala�m	Madku� r,	al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī,	(Da� r	al-Nahd� at	

al-‘Arabiyyah,	1960),	hlm.	23.
32	 Muh� ammad	 Balta� jī�,	 Manhaj ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī‘: Dirāsah 

Mustaw‘abah li Fiqh ‘Umar wa Tanẓīmihi	 (Kairo:	 Maktabah	 al-Syaba�b,	 1998),	 hlm.	
510.
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7.	 Jika	ketentuan	di	atas	dilanggar,	maka	kepercayaan	menjadi	
batal.

Ketujuh ketentuan umum ini tidak mudah untuk 
diwujudkan dalam sebuah negara. Alasannya jelas, sebab 
harus memoderasi dan menyeimbangkan antara tujuan syariat 
(maqāṣid li al-Syāri‘) dan tujuan manusia (maqāṣid li al-nās). 
Dengan kata lain, tujuan hukum dan tujuan negara tidak mudah 
diintegrasikan. Butuh kemahiran bergulat dengan perkara 
universal dan partikular serta pergulatan antara perkara yang 
abstrak	dan	juga	konkret	kasuistik.	Ibn	‘A� syu� r	menyatakan:33 

Al-Maqāṣid adalah perbuatan dan layanan (al-a‘māl wa al-
taṣarrufāt) yang dimaksudkan secara eksistensial. Maqāṣid juga 
berupa sesuatu yang memotivasi jiwa untuk mewujudkannya 
dengan cara-cara yang tak terbatas, atau ibarat dari perkara yang 
dijalani sebagai kepatuhan kepada Allah. Semua itu terbagi pada 
dua macam: yaitu maqāṣid lisy Syāri‘, dan maqāṣid lin nas.

Penjelasan	 Ibn	 ‘A� syu� r	 ini	menunjukkan	bahwa	maqāṣid 
ada kalanya bersifat konkret, yaitu perbuatan tertentu. Ada 
kalanya semi konkret, yaitu berupa layanan negara yang di satu 
sisi bersifat detil, tapi di sisi lain bersifat konseptual karena 
mengandung muatan teoretis tertentu. Ada pula bagian maqāṣid 
yang bersifat abstrak murni, yaitu berupa konsep-konsep yang 
dapat	diterapkan	dalam	aktifitas	sehari-hari	sehingga	tercipta	
integrasi antara ibadah dan muamalah. 

Mengingat bidang-bidang yang disebutkan di atas bersen-
tuhan langsung dengan realitas sosial-empiris, maka uṣūliyyūn 
mencari dalil alternatif untuk mengoperasionalkan maqāṣid.34 
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, para uṣūliyyūn sepakat terhadap 
dasar-dasar	usul	fikih	yang	disusun	oleh	Imam	al-Sya� fi‘ī�,	tetapi	

33	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid..., hlm. 142.
34	‘Alī�	Jum‘ah,	‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa ‘Alāqatuh bi al-Falsafat al-Islāmiyyah (Kairo: 

al-Ma‘had	al-‘A� lamī�	li	al-Fikr	al-Isla�mī�,	1996),	hlm.	9.
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masing-masing	mazhab	menambah	subjek	materi	yang	sesuai	
dengan kecenderungan mereka.35 Melihat pada praktiknya, dalil 
yang ditambahkan tersebut lebih tepat disebut sebagai metode, 
atau modus untuk mengoperasionalkan maqāṣid.

Sebagai contoh, misalnya al-istiḥsān,	menurut	al-Sya� t�ibī�	
berarti mengambil maslahat partikular (juz’ī) dengan mening-
galkan dalil yang universal (kullī).36 Contoh kasusnya tentang 
tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuat-
nya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan komoditi yang dipro-
duk pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan. 
Alasan-nya karena mereka hanya buruh yang menerima upah, 
tetapi demi kemaslahatan, yaitu memelihara harta orang lain 
dalam kondisi hilangnya kepercayaan terhadap buruh. Ulama 
Ḥ� anafiyyah	beristinbat	menggunakan	dalil	al-istiḥsān, maka di-
tetapkan buruh bertanggung jawab terhadap kerusakan, baik 
disengaja maupun tidak.37

Contoh ini menunjukkan bahwa dalam operasional ma-
qāṣid al-syarī‘ah, terjadi pergulatan antara hak dan kewaji-
ban. Pada contoh di atas, hak buruh berhadapan dengan hak 
pemilik perusahaan sehingga perlu dilakukan tarjih agar bisa 
diketahui mana yang harus didahulukan. Dalam proses tarjih, 
kaidah umum syariat menjadi pedoman, bahwa maslahat orang 
ba-nyak lebih utama dari maslahat individu. Sesuai kajian pada 
Bab Sepuluh, fakta-fakta temuan dalam kasus ditimbang de-
ngan cara berpedoman pada kaidah umum syariat. Baru kemu-
dian hak tersebut dikaitkan dengan kewajiban.

Jika	dibandingkan	dengan	fikih,	putusan	peradilan	atau	
aturan pemerintah (qanun) jarang berbicara tentang kewajiban, 

35 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, 
edisi	II	(Semarang;	Pustaka	Rizki	Putra,	1997),	hlm.	11. Uṣūliyyūn	Ḥ� anafī�	menambah	
al-istiḥsān dan al-‘urf ke dalam sehingga menjadi lebih luas dari rumusan dasar yang 
dibuat	 oleh	 al-Sya� fi‘ī�.	Uṣūliyyūn	Ma� likī�	menambah	 kesepakatan	 penduduk	Madinah	
(ijmā‘ ahl al-madīnah), al-istiḥsān, al-maṣlaḥah al-mursalah, dan sadd al-żarī‘ah. 
Sedangkan uṣūliyyūn	kalangan	Ḥ� ana�bilah	lebih	dekat	dengan	Ma� likiyyah	dari	segi	dalil	
hukum	sehingga	relatif	serupa	dengan	Mazhab	Ma� likī�.

36	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…,	jld.	III,	hlm.	205.
37	Al-Zuhaylī�,	Uṣūl al-Fiqh...,	jld.	II,	hlm.	747.
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sebab lebih tertuju pada putusan atau ketentuan mengikat 
(iltizām).38 Ini menjadi alasan lain, mengapa diperlukan 
moderasi antara pemikiran hukum normatif dan empiris. Sebab 
aliran hukum empiris meniadakan peran ulil amri, sedangkan 
aliran hukum normatif menutup potensi penemuan hukum 
berdasar kaidah moralitas yang hidup di tengah masyarakat.

Moderasi menjadi dasar bagi lahirnya kriteria keadilan 
hukum yang harus dieksplisitkan saat suatu putusan atau 
ketetapan dibuat. Di satu sisi, kehadiran hakim atau ulil amri 
diperlukan	 agar	 kehendak	 bebas	 para	 pelanggar	 fitrah	 bisa	
dibatasi. Di sisi lain, argumen empiris diperlukan oleh hakim 
atau ulil amri sebagai landasan sosiologis dalam suatu putusan 
atau ketetapan. Tetapi landasan sosiologi tersebut juga harus 
memiliki kedaulatan syar‘ī, yaitu melalui maqāṣid al-syarī‘ah.

Sebagaiman dibahas pada Bab Delapan, bahwa kedaula-
tan syar‘ī merupakan syarat bagi dasar kepatuhan umat terha-
dap khiṭāb	ulil	amri.	Lalu	pada	Bab	Sepuluh	telah	dibahas	bah-
wa qanun syar‘ī	merupakan	 irisan	antara	dari	 fikih,	 adat	dan	
qanun. Maka di sini dibahas bagaimana argumen empiris men-
dapat wujudnya. Pada Bab Sepuluh, ini disebut sebagai metode 
ijtihad taḥqīq al-manāṭ,39 yang dilakukan dengan cara menyi-
nergikan sisi keterwujudannya dalam realitas dan sisi keberla-
kuan khiṭāb al-syar‘ī terhadapnya.40 Mari menyegarkan ingatan, 
Ibn	‘A� syu� r	menetapkan	syarat	sebagai	berikut:41

Al-Maqāṣid al-syar‘iyyah ada dua macam, yaitu makna 
yang hakiki (mā‘anin ḥaqīqiyyatin) dan makna yang diterima 
masyarakat umum (ma‘ānin ‘urfiyyatin ‘āmmatin). Pada semua 
ini disyaratkan bersifat tetap (ṡābit), jelas (ẓāhir), terukur 
(munḍabiṭ) dan konsisten (muṭṭarid).

38	Ah�mad	Mah�mu� d	al-Khu� lī�,	Naẓariyyat al-Ḥaqq bayn al-Fiqh al-Islāmī wa al-
Qānūn al-Waḍ‘ī,	cet.	I	(Kairo:	Da� r	al-Sala�m,	2003),	hlm.	57

39	 Al-Ghaza� lī�,	 Asās al-Qiyās	 (Riyad:	 Maktabah	 al-‘Ubayka�n,	 1993),	 hlm.	 37.	
Taḥqīq manāṭ al-ḥukm dilakukan karena hukum telah diketahui melalui nas, hanya 
saja ada kesulitan dalam realisasinya pada furū‘. Oleh karena itu agar manāṭ al-ḥukm 
pada furū‘ diketahui dengan yakin, maka diistinbat dengan dalil-dalil ẓanniyyah.

40	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…,	jld.	II,	hlm.	20.	
41	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid...,	hlm.	49.
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Syarat-syarat ini diturunkan oleh para ulama dengan 
membuat pemetaan yang detil. Pada suatu perbuatan terdapat 
dua	 kemungkinan;	 1)	 menimbulkan	 efek	 mudarat	 terhadap	
orang lain, atau tidak menimbulkan mudarat. Pada kasus yang 
tidak menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, bisa 
terdapat	 tiga	kemungkinan;	1)	bisa	saja	pada	satu	perbuatan	
itu bersatu dua sisi efek, yaitu efeknya yang mewujudkan 
maslahat	 dan	 sekaligus	 berefek	menolak	mafsadat;	 2)	 setara	
antara mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat sehingga 
harus	memilih;	3)	ada	yang	lebih	unggul	antara	maslahat	dan	
mafsadat. Pada kasus di mana ada yang lebih unggul, terdapat 
dua	 kemungkinan;	 1)	 mendahulukan	 perwujudan	 maslahat;	
atau 2) mendahulukan penolakan mafsadat.42 Berikut ilustrasi-
nya:

Gb.	12.	Kategori	perbuatan	berdasar	efek	mafsadat	yang	ditimbulkannya.

Sementara pada kasus yang menimbulkan kerugian 
bagi	orang	lain,	maka	terdapat	dua	kemungkinan;	1)	bisa	saja	
dilakukan	dengan	sengaja;	dan	2)	 tidak	sengaja.	Dalam	kasus	
merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka 
terlihat	ada	dua	kemungkinan	efek;	1)	efeknya	dapat	bersifat	
umum;	 2)	 efeknya	 bersifat	 khusus.	 Dalam	 hal	 efek	mafsadat	
yang	 bersifat	 khusus,	 terdapat	 dua	 kemungkinan;	 1)	 pelaku	
melakukan dengan penuh kesadaran, dan memandang perlu 
melakukannya;	 2)	 pelaku	 sengaja	 melakukan,	 tapi	 tidak	
bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Dalam 

42	 ‘Izz	al-Dī�n	 ibn	Zaghī�bah, al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Kairo:	Da� r	al-Safwah,	1996),	hlm.	329.
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kasus tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap 
orang	 lain,	 ada	 tiga	 kemungkinan;	 1)	 efek	mudaratnya	 dapat	
dipastikan;	 2)	 jarang	 berefek	 mudarat;	 3)	 efek	 mudaratnya	
banyak terjadi pada banyak kasus. Pada model kasus ketiga ini 
terdapat	 dua	 kemungkinan;	 1)	 umumnya	memang	 dilakukan	
untuk	menimbulkan	mudarat	 terhadap	orang	 lain;	2)	banyak	
kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan untuk 
menimbulkan	mudarat	terhadap	orang	lain	(lihat	gb.	10).43

Kategorisasi	 ini	merupakan	 indikator	 keadilan	 hukum;	
pertama jika efek mafsadat diyakini pasti, kedua jika kebanyakan 
kasus atau kebiasaan memastikan timbul mafsadat. Dua 
kategori efek mafsadat ini dapat terjadi pada perbuatan yang 
mubah maupun perbuatan yang dianjurkan oleh syariat, baik 
efek mafsadatnya luas mau pun terbatas.44

1. Perbuatan yang dibolehkan (mubah):
a. Perbuatan mubah tapi pasti menyampaikan pada 

mafsadat umum dan mafsadat khusus, misalnya: 
-  Membakar sesuatu yang dipastikan dapat menimbul-

kan kebakaran dan pastinya menimbulkan kerugian 
bagi orang banyak seperti kebakaran hutan. 

-  Menggali sumur di dalam rumah, tepatnya di belakang 
pintu sehingga dalam kondisi gelap akan menyebabkan 
orang tertentu terperosok ke dalamnya.

b. Perbuatan mubah tapi pada kebanyakan kasus atau 
kebiasaan menyampaikan pada mafsadat umum dan 
khusus, misalnya: 
-  Menjual senjata saat kondisi terjadinya peperangan. 
-  Bertandang ke rumah maksiat. 

2. Perbuatan yang dianjurkan:
a. Jalan yang dianjurkan tapi pada kasus tertentu secara 

pasti dapat menyampaikan pada mafsadat, misalnya: 
-  Memberhentikan raja (kepala pemerintahan) yang fasik 

dalam kondisi tidak bisa diganti dengan yang lain. 
-  Anjuran jihad dilaksanakan dengan cara bom bunuh 

43	Bin	Zaghī�bah,	al-Maqāṣid al-‘Āmmah…,	hlm.	330.
44 Al-Burha�nī�,	Sadd al-Żarā’i‘...,	hlm.	207-10.	
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diri. Artinya, mendatangi bahaya kematian yang 
sudah pasti untuk menolak bahaya yang lebih besar 
dan luas.

b. Jalan yang dianjurkan tapi pada kebanyakan kasus 
dan kebiasaan dapat menyampaikan pada mafsadat, 
misalnya:
-  Berdakwah dengan materi yang menimbulkan rasa 

takut sehingga orang berputus asa dari rahmat Allah, 
tetapi pendakwah sendiri tidak mengamalkannya. 

-	 	 Memerintahkan	orang	zalim	dan	fasik	untuk	berbuat	
kebaikan (makruf), atau melarangnya berbuat munkar, 
padahal diyakini bahwa perintah atau larangan itu 
akan menyebabkan mereka semakin ingkar. 

Maslahat-mafsadat pada suatu perbuatan dapat ditim-
bang dengan memperhatikan tiga hal berikut:45

a. Mafsadat sampai pada peringkat ḥājiyyāt, atau ḍarūriyyāt 
sehingga berakibat timbulnya kesempitan dan kesukaran.

b. Mafsadat pada suatu perbuatan bersifat pasti atau mendekati 
pasti sehingga tidak mungkin dihindari tanpa meninggalkan 
perbuatan itu. 

c. Mafsadat bersifat umum (bukan aspek tertentu saja) dan 
menyangkut kepentingan orang banyak (bukan individu).

Ketiga kriteria ini berguna untuk menimbang kadar mas-
lahat-mafsadat pada asal dan pada efek. Ini menjadi pertim-
bangan dalam tarjih, apakah nilai pada asal yang diberlaku-
kan, atau nilai pada efek. Poin-poin di atas merupakan kriteria 
keadilan yang menjadi mekanisme sistem analisis sehingga 
nilai suatu perbuatan dapat ditetapkan. Hal ini harus diper-
hatikan, sebab mempertimbangkan kadar maslahat-mafsadat 
pada perbuatan yang jarang menimbulkan mafsadat justru me-
nimbulkan kesukaran dan bertentangan dengan sifat samāhah 
syariat.46

45 Al-Burhani, Sadd al-Dhara‘i‘ ...,	hlm.	210-29.
46 Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid…, hlm. 113.
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C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Masalah keadilan dalam hukum adalah kewajiban yang 

diemban muslim berdasar perintah Alquran pada ayat 58 
Surah al-Nisa’, jadi merupakan kewajiban yang berdimensi 
religius.

2.	 Dalam	 konteks	 fikih,	 perintah	 dan	 larangan	 Allah	 diimani	
dan dipastikan adil karena berasas pada prinsip samāḥah. 
Samāḥah adalah kemudahan yang terpuji (al-suḥūlah al-
maḥmūdah) pada apa yang cenderung diberat-beratkan 
oleh manusia.

3.	 Menurut	 al-Sya� t�ibī�,	 jika	 ada	 bagian	 syariat	 yang	 diduga	
bergeser dari pertengahan, itu adalah upaya syariat untuk 
mengembalikan manusia ke posisi pertengahan.

4. Alquran menetapkan sebagian hukum secara detil dan se-
bagian lain nya secara umum. Hukum yang bersifat umum 
kembali pada ma‘nā ma‘qūl dan nalar mukallaf, seperti 
keadilan,	 kebaikan,	 pe	maafan,	 sabar	 dan	 syukur,	 zalim,	
aniaya, dan sebagainya. Sedangkan yang detil kembali 
pada ma‘nā ta‘abbudī di mana nalar manusia tidak mampu 
menjangkaunya.

5.	 Dalam	 konsepsi	 fikih	 Islam,	 hukum	 yang	 tidak	 mengikat	
disebut mubah, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil 
sam‘ī berdasar pernyataan (khitāb Allāh) untuk memilih 
antara melakukan atau meninggalkan sesuatu tanpa 
pengimbalan.

6. Adapun masalah ma‘nā ma‘qūl diberikan hak bagi ulil amri 
untuk menetapkannya, maka masuk dalam kajian siyāsah 
dan berorientasi sosial, yaitu hubungan kemasyarakatan.

7.	 Perbuatan	 mubah	 tidak	 memiliki	 dasar	 nilai	 dari	 khiṭāb 
Allāh, baik perintah mau pun larangan, itulah mengapa 
maqāṣid al-Syāri‘ tidak dapat ditemukan dalam perbuatan 
mubah itu sendiri. Anjuran atau larangan pada perbuatan 
mubah hanya ada karena faktor eksternal (li ‘āriḍ) bukan 
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internal (li żātihi).
8. Syariat bermaksud agar umat Islam memiliki pemerintahan 

yang mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan di 
tengah umat. Untuk itu syariat memberikan khitāb, antara 
lain perintah untuk mempelajari hukum (tafaqquh) yang 
menunjukkan maqāṣid al-syarī‘ah;	bahwa	umat	Islam	harus	
mencukupi sumber daya dengan banyaknya ulama dan 
praktisi hukum di tengah umat.

9. Maqāṣid ada kalanya bersifat konkret, yaitu perbuatan 
tertentu. Ada kalanya semi konkret, yaitu berupa layanan 
negara yang di satu sisi bersifat detil, tapi di sisi lain bersifat 
konseptual karena mengandung muatan teoretis tertentu. 
Ada pula bagian maqāṣid yang bersifat abstrak murni, yaitu 
berupa	konsep-konsep	yang	dapat	diterapkan	dalam	aktifitas	
sehari-hari sehingga tercipta integrasi antara ibadah dan 
muamalah.

10.Maslahat-mafsadat	pada	suatu	perbuatan	dapat	ditimbang	
dengan memperhatikan tiga kriteria: 1) mafsadat sampai 
pada peringkat ḥājiyyāt, atau ḍarūriyyāt sehingga menimbul-
kan	kesempitan	dan	kesukaran;	2)	mafsadat	bersifat	pasti	
atau mendekati pasti sehingga tidak mungkin dihindari 
tanpa	meninggalkan	perbuatan	 tersebut;	3)	mafsadat	ber-
sifat umum (bukan aspek tertentu saja) dan menyangkut 
kepentingan orang banyak (bukan individu).

D. Saran Bacaan
Al-‘At�iyyah,	 Jama� l	 al-Dī�n.	 Naḥw Taf‘īl al-Maqāṣid al-Syarī‘ah. 

Beirut:	Da�r	al-Fikr,	2003.
Balta� jī�,	Muh� ammad.	Manhaj ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī‘: 

Dirāsah Mustaw‘abah li Fiqh ‘Umar wa Tanẓīmihi. Kairo: 
Maktabah	al-Syaba�b,	1998.

Ibn	 ‘A� syu� r,	 Muh� ammad	 al-Ṭ�a�hir.	 Maqāsid al-Syarī‘at al-
Islāmiyyah.	Kairo:	Da� r	al-Sala�m,	2005.	

‘Izz	al-Dī�n	ibn	Zaghī�bah. Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-
Islāmiyyah.	Kairo:	Da� r	al-Safwah,	1996.
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Madku� r,	Muh� ammad	Sala�m.	Al-Ibāḥah ‘ind al-Uṣūliyyīn wa al-
Fuqahā’; Baḥṡ Muqāran.	Kairo:	Da� r	al-Nahd� at	al-‘Arab,	
1965.

Al-Sanu� sī�,	 ‘Abd	 al-Rahma�n	 ibn	Mu‘ammar.	 I‘tibār al-Mālāt wa 
Murā‘at Natā’ij al-Tasarrufāt; Dirāsah Muqāranah fī 
Usūl al-Fiqh wa Maqāsid al-Syarī‘ah.	Arab	Saudi:	Da� r	Ibn	
al-Jawzī�,	2002.

E. Latihan
1. Jelaskan dasar hukum wajib berbuat adil.
2. Jelaskan landasan konseptual keadilan hukum dalam 

fikih.
3. Berikan argumen tentang adanya bagian dari syariat yang 

diduga bergeser dari poros pertengahan.
4. Bedakan secara kontras antara al-ma‘nā al-ma‘qūl dan al-

ma‘nā al-ta‘abbudī.
5. Jelaskan pengertian hukum mubah.
6. Anjuran atau larangan pada perbuatan mubah hanya ada 

karena faktor...
a.		 Faktor	internal	(li żātihi);
b.	 Faktor	eksternal	(li ‘āriḍ);
c.		 Faktor	internal	dan	eksternal;
d. Semua salah.

7.	 Upaya	 tarjīḥ kembali pada soal keberadaan maslahat 
sebagai maqāṣid al-syarī‘ah, maka nilai diketahui ber-
dasar...
a.  berdasar kategori hukum taklīfī (syakl);
b. berdasar kategori qanun waḍ‘ī;
c.  kandungan maslahat-mafsadatnya (mawḍū‘).
d. a dan c benar.

8. Pada kasus perbuatan yang tidak menimbulkan efek 
mudarat terhadap orang lain, seseorang harus berijtihad, 
jika...
a.  bersatu dua sisi efek, yaitu dapat mewujudkan mas-
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lahat	dan	sekaligus	dapat	menolak	mafsadat;
b. setara antara mewujudkan maslahat dan menolak 

mafsadat	sehingga	harus	memilih;
c.		 ada	yang	lebih	unggul	antara	maslahat	dan	mafsadat;
d. a, b dan c semua benar.

9.	 Pada	 kasus	 seseorang	 tidak	 bermaksud	 menimbulkan	
mudarat terhadap orang lain, seseorang dapat dihukum 
jika...
a.		 efek	mudaratnya	dapat	dipastikan;
b.	 jarang	berefek	mudarat;
c.		 efek	mudaratnya	banyak	terjadi	pada	banyak	kasus;
d. a dan c benar.

10.Berikut	ini	adalah	kriteria	keadilan	hukum	dalam	konteks	
siyāsah, kecuali...
a.  Mafsadat berada pada peringkat ḥājiyyāt atau 

ḍarūriyyāt;
b.	 Mafsadat	bersifat	pasti	atau	mendekati	pasti;	
c.		 mafsadat	bersifat	umum;
d. a, b dan c semua benar.

F.	 Daftar	Istilah
Al-Istiḥsān adalah mengambil maslahat partikular (juz’ī) dengan 

meninggalkan dalil yang universal (kullī).
I‘tibār al-mā’alāt adalah melakukan taḥqīq manāṭ al-ḥukm 

dengan memerhatikan tuntutan yang bersifat heteronom 
(al-tab‘ī) pada saat suatu kasus terjadi. Hal ini dilihat 
dari sudut pandang terwujudnya tujuan (maqāṣid) dan 
dibangun berdasar kebutuhan dari tuntutan itu.

Mubah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil sam‘ī 
berdasar pernyataan (khitāb Allāh) untuk memilih 
antara melakukan atau meninggalkan sesuatu tanpa 
pengimbalan.

sadd al-żarī‘ah, penetapan nilai dilakukan berdasar kadar 
maslahat-mafsadat yang aktual pada kasus tertentu. 
Sebab ia adalah keseimbangan antara realita yang 
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berupa sarana bagi maslahat dan efeknya yang estimatif 
berupa mafsadat. 

Samāhah merupakan pertengahan antara kesempitan (al-
tadyīq) dan kemudahan (al-tasāhul), ia kembali pada 
makna al-i‘tidāl, al-‘adl, dan al-tawāsut. Samāḥah adalah 
kemudahan yang terpuji (al-suḥūlah al-maḥmūdah) 
pada apa yang cenderung diberat-beratkan oleh 
manusia.



BAB DUA BELAS 
KRITERIA KEADILAN

A. Standar Kompetensi
Melihat pada ranah kongnitif, kajian pada bab ini ber-

tujuan agar mahasiswa mampu melakukan analisis (C4: analisys) 
tentang kriteria keadilan dalam hukum Islam. Dengan demikian, 
standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran ini 
berada pada level Higher Order Thinking Skills (HOTS). Untuk 
mencapai standar kompetensi di atas, maka disajikan materi 
pembelajaran sebagai berikut:
1.	 Keadilan	dalam	konsepsi	fikih;
2. Kriteria keadilan dalam siyāsah.

Pada ranah afektif, diharap mahasiswa mampu meng-
integrasikan	antara	konsep	berpikir	kefilsafatan	dengan	materi	
yang disajikan. Untuk itu, kuliah dilaksanakan dengan metode 
sebagai berikut:
1.	 Ceramah	sebagai	pengantar	kuliah;	
2. Responsi untuk mendapatkan umpan balik sebagai sarana eva-

luasi	kemampuan	tanggap	mahasiswa	terhadap	materi	kuliah;
3.	 Diskusi	 kelompok	 untuk	 mengindentifikasi	 adanya	 sikap	

integrasi	 antara	 konsep	 berpikir	 kefilsafatan	 dan	 materi	
yang	disajikan;

Masuk pada ranah psikomotorik, mahasiswa diharapkan 
mampu memberikan reaksi kompleks, untuk itu diberikan 
tugas terstruktur:
1. Menyusun ringkasan materi tentang kriteria keadilan hukum 

Islam. 
2. Membangun skema atau diagram tentang kriteria keadilan 

hukum Islam.
Mahasiswa juga diberikan tugas mandiri, hanya saja 

penugasan ini didasarkan pada pertimbangan dosen, sebab 
terkait dengan aspek yang memerlukan pengembangan lebih 
jauh pada diri mahasiswa yang bersangkutan. Ketiga ranah 
yang disebutkan di atas dievaluasi sesuai dengan sistem 
asesmen yang relevan untuk masing-masing ranah, baik itu 
ranah kongnitif, afektif maupun psikomotorik.
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B. Indikator Kriteria Keadilan Hukum Islam
Kajian Bab Dua Belas ini ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan	 fundamental	 kedua;	 “atas	 dasar	 (kriteria)	 apa	
hukum dapat dinilai keadilannya?” Masalah keadilan dalam 
hukum merupakan kewajiban yang diemban muslim berdasar 
perintah Alquran pada ayat berikut:

“Sesungguhnya	 Allah	 menyuruh	 kamu	 menyampaikan	 amanat	
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. al-Nisa’: [4] 58).

Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	 perintah	 pada	 ayat	 ini	 berlaku	
umum, baik terhadap pribadi maupun institusi pemerintahan. 
Demikian pula kata amanah, bersifat umum sehingga mencakup 
amanah	ilmu	dan	utang.	Namun	ulama	seperti	al-Ṭ�abarī�	dan	Ibn	
‘Abba�s,	memperkhusus	perintah	pada	ayat	ini	kepada	ulil	amri.1 
Dengan demikian, masalah keadilan dalam hukum merupakan 
kewajiban berdimensi religius. Mengingat hukum Islam 
mencakup khiṭāb Allah dan khiṭāb ulil amri, maka soal keadilan 
hukum	harus	dibahas	dalam	konteks	fikih	dan	siyāsah. 
1.	 Keadilan	dalam	konsepsi	fikih

Melihat	 dalam	 konteks	 fikih,	 perintah	 dan	 larangan	
Allah diimani dan dipastikan adil karena berasas pada prinsip 
samāḥah. Samāḥah adalah kemudahan yang terpuji (al-suḥūlah 
al-maḥmūdah) pada apa yang cenderung diberat-beratkan 
oleh manusia. Adapun terpuji artinya tidak berakibat pada 
kemudaratan dan kerusakan.2	 Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	 hikmah	

1	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	ibn	‘A� syu� r,	Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, cet. II, jld. XXIII 
(Ṭunisia:	al-Syirkah	al-Ṭu� nisiyyah	li	al-Ṭawzī�‘,	1985),	hlm.	397.

2	Muh� ammad	al-Ṭ�a�hir	ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid al-Syarī‘at al-Islāmiyyah	(Kairo:	Da� r	
al-Sala�m,	2005),	hlm.	59.	Samāhah merupakan pertengahan antara kesempitan (al-
tadyīq) dan kemudahan (al-tasāhul), ia kembali pada makna al-i‘tidāl, al-‘adl, dan al-
tawāsut.
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samāḥah dalam syariat adalah untuk menjadikan syariat Islam 
sebagai	agama	fitrah.	Maka	perkara	fitrah	dalam	syariat	kembali	
pada aspek kejiwaan yang membuat Islam mudah diterima.3 
Hal ini terlihat pada semua taklīf syariat, selalu dalam batas 
kemampuan manusia, tidak menyulitkan dan tidak lepas begitu 
saja.	 Menurut	 al-Sya� t�ibī�,	 jika	 ada	 bagian	 syariat	 yang	 diduga	
bergeser dari poros pertengahan, itu adalah upaya syariat 
untuk mengembalikan manusia ke posisi pertengahan.4

Samāḥah sebagai konsep keadilan bisa dilihat pada pe-
rintah	dan	larangan	syariat.	Menurut	al-Sya� tibī�	Alquran	mene-
tapkan sebagian hukum secara detil dan sebagian lain nya secara 
umum. Hukum yang bersifat umum kembali pada ma‘nā ma‘qūl 
dan nalar mukallaf, seperti keadilan, kebaikan, pe maafan, sabar 
dan	syukur,	zalim,	aniaya,	dan	sebagainya.	Sedangkan	yang	de-
til kembali pada ma‘nā ta‘abbudī di mana nalar manusia tidak 
mampu menjangkaunya. Sebab akal bukan alat un tuk menalar 
masalah ibadah, apalagi menetapkan tata caranya.5

Masalah ma‘nā ta‘abbudī	 dibahas	 dalam	 fikih,	 oleh	
karena	 itu	 fikih	 Islam	 kaya	 kaidah-kaidah	 moralitas-religius	
dan berorientasi individual, yaitu hubungan manusia dengan 
Allah. Adapun masalah ma‘nā ma‘qūl diberikan hak bagi ulil 
amri untuk menetapkannya, maka masuk dalam kajian siyāsah 
dan berorientasi sosial, yaitu hubungan kemasyarakatan. 
Bidang ini cukup luas, karena mencakup transaksi kebendaan 
(ekonomi), tata hukum, politik, dan lainnya yang terkait dengan 
kehidupan sosial.6 Hal ini tidak diatur detilnya agar syariat 
dapat mengimbangi perkembangan kehidupan sosial umat. 
Perhatikan penyataan Hadis berikut:7 

3	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid…,	hlm.	60.
4	Ibra�hī�m	ibn	Mu� sa� 	al-Lakhmī�	al-Gharnat�ī�	al-Ma� likī�	al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Fiqh,	jld.	II	(Kairo:	Maktabah	al-Ṭawfī�qiyyah,	2003),	hlm.	139.
5	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. III, hlm. 33-36.
6	Muh� ammad	Qa�sim	al-Mansī�,	Taghayyur al-Ẓurūf wa Aṡruh fī Ikhtilāf al-Aḥkām 

fī Syarī‘at al-Islāmiyyah	(Kairo:	Da� r	al-Sala�m,	2010),	hlm.	70.
7	Abu� 	al-Ḥ� asan	‘Alī�	ibn	‘Umar	ibn	Ah�mad	ibn	Mahdī�	ibn	Mas‘u� d	ibn	al-Nu‘ma�n	

ibn	Dī�na� r	al-Baghda�dī�	al-Da� ruqutnī�,	Sunan al-Dāruqutnī,	jld.	V	(Beirut:	Mu� ’assasah	al-
Risa� lah,	2004),	hlm.	325.
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Sesungguhnya Allah menetapkan berbagai kewajiban, maka jangan 
engkau tinggalkan, Allah menetapkan batasan-batasan, maka 
jangan engkau langkahi, Allah mengharamkan beberapa perkara, 
maka jangan lah engkau melanggarnya, dan Allah diam terhadap 
beberapa perkara sebagai rahmat bagi kamu, bukan karena lupa, 
maka	jangan	lah	kamu	menanyakannya.	(ḤR.	Da� ruqutnī�).

Dikaitkan dengan teori al-wāzi‘,8 apa yang dilarang per-
tanyakan oleh Rasulullah termasuk dalam al-wāzi‘ al-jibillī yang 
berupa	fitrah	manusia.	Oleh	karena	itu,	Ḥadis	ini	menjadi	dasar	
untuk	memahami	bahwa	aspek	fikih	yang	tidak	mengikat	bukan	
kealpaan,	 jadi	 tidak	 pantas	 umat	 Islam	memositifkan	 semua	
ajaran syariat yang dibiarkan akhlāqī.	 Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	
positivisasi perlu untuk pemeliharaan (ri‘āyah) stabilitas sosial, 
terkait dengan peradilan (qaḍā’). Adapun interaksi sosial cukup 
berpijak pada prinsip akhlak mulia, keadilan dan kesadaran, 
prinsip persatuan dan persamaan (akhlāqī).9 Selanjutnya 
jika dipandang perlu diberi daya ikat, maka syariat memberi 
kewenangan bagi ulil amri untuk memutuskan yang terbaik 
bagi rakyatnya.

Melihat	 dalam	 konsepsi	 fikih	 Islam,	 hukum	 yang	 tidak	
mengikat	disebut	mubah.	Sala�m	Madku� r	mengutip	definisi	dari	
al-Amidī�	yang	ia	anggap	cukup	baik:10 

8	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid...,	hlm.	120.	
9 Ibn ‘Asyur, Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā‘ī fī al-Islām (Tunisia: al-Syirkah al-

Ṭunisiyyah	li	al-Ṭawzi‘,	1985),	hlm.	122.
10	Muh� ammad	Sala�m	Madku� r,	al-Ibāḥah ‘ind al-Uṣūliyyīn wa al-Fuqahā’; Baḥṡ 

Muqāran	(Kairo:	Da� r	al-Nahd� at	al-‘Arab,	1965),	hlm.	36.	
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Bahwa mubah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil 
sam‘ī berdasar pernyataan (khitāb Allāh) untuk memilih antara 
melakukan atau meninggalkan sesuatu tanpa pengimbalan.

Definisi	ini	menunjukkan	bahwa	pada	perbuatan	mubah	
terdapat kemerdekaan berkehendak, yaitu memilih antara 
melakukan atau tidak. Ini kebalikan dari perintah dan larangan, 
sebab pada perintah dan larangan tidak berlaku pilihan. Namun 
syariat tidak mengatur semua hal secara mengikat, dari itu 
banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum dasar dalam 
syariat adalah mubah. Ada pula yang menyatakan bahwa mubah 
adalah hukum dasar bagi segala sesuatu yang bermanfaat, 
dalilnya	firman	Allah	dalam	ayat	berikut:11

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-
Nya tujuh langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 
al-Baqarah:	29)

Menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r,	 adat	 umat	manusia	 yang	 beragam	
dipelihara oleh syariat lewat pensyariatan hukum mubah.12 
Namun sebagian fukaha cenderung berlebihan, mereka me-
nyatakan mubah mengandung tuntutan untuk ditinggalkan 
(maṭlūb al-tark), sebab ia menjadi sarana untuk hal-hal ter-
larang.	Ṭapi	menurut	Ḥ� usayn	Ḥ� a�mid	Ḥ� assa�n	 ini	kurang	tepat,	
sebab semua perbuatan mubah bisa terlarang (maṭlub al-tark) 
atau dianjurkan (maṭlūb al-fi‘l) sesuai dengan apa yang dituju. 
Dengan kata lain, status itu dilekatkan pada perbuatan mubah 
saat ia menjadi sarana bagi yang lain. Jika ia menjadi sarana 
keburukan, maka ia pun harus ditinggalkan, sebaliknya apabila 
ia menjadi sarana kebaikan malah bisa menjadi wajib dalam 
kondisi tertentu.13

11	 Al-Isnawī�,	 al-Tamhīd fī Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Uṣūl,	 tahkik:	 Muh� ammad	
Ḥ� asan	Ḥaytu� 	(Beirut:	Mu� ’assasah	al-Risa� lah,	1980),	hlm.	487.	

12	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid…,	hlm.	89.	
13	 Ḥ� usayn	Ḥ� a�mid	Ḥ� assa�n,	al-Ḥukm al-Syar‘ī ‘ind al-Uṣūliyyīn	 (Kairo:	Da� r	 al-

Nahd� at	al-‘Arab,1972),	hlm.	61
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Masalah	ini	dibicarakan	dalam	usul	fikih	di	bawah	tema	
sadd al-żarī‘ah,	 esensinya	menurut	 Ibn	 ‘A� syu� r	 adalah	 sebagai	
berikut ini:14

Bagi saya ia (sadd al-żarī‘ah) tidak lain kecuali keseimbangan 
antara realita yang berupa sarana bagi maslahat dan efeknya 
yang estimatif berupa mafsadat. Maka persoalan ini kembali pada 
kaidah pertentangan antara maslahat dan mafsadat.

Berdasar	pendapat	Ibn	‘A� syu� r,	maka	substansi	dari	modus	
sadd al-żari‘ah adalah tarjīḥ antara maslahat dan mafsadat. 
Upaya tarjīḥ ini kembali pada soal keberadaan maslahat 
sebagai maqāṣid al-syarī‘ah. Di sini timbul pertanyaan, apakah 
nilai diketahui berdasar kategori hukum taklīfī (syakl), atau 
kandungan maslahat-mafsadatnya (mawḍū‘).15

Kedua pertanyaan ini menjadi dasar dalam tarjih, yaitu 
tentang mekanisme penetapan nilai. Setiap hal yang harus 
ditolak berdasar al-żarī‘ah, berarti mafsadat sebagai efek (ma’āl) 
lebih besar dari maslahat pada asal. Sebaliknya jika tidak harus 
ditolak, berarti maslahat pada asal lebih besar dari pada efek 
mafsadat yang timbul kemudian.16 Kajian pertimbangan kadar 
maslahat-mafsadat dibahas dalam konteks i‘tibār al-mā’alāt. 
Uṣūliyyūn	mendefinisikannya	sebagai	berikut:17

14	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid...,	hlm.	367.
15	Jama� l	al-Dī�n	al-‘At�iyyah,	Naḥw Taf‘īl al-Maqāṣid al-Syarī‘ah	(Beirut:	Da�r	al-Fikr,	

2003),	hlm.	59.
16	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid…, hlm. 113.
17	 ‘Abd	 al-Rah�ma�n	 ibn	 Mu‘ammar	 al-Sanu� sī�,	 I‘tibār al-Mā’alāt wa Murā‘at 

Natā’ij al-Taṣarrufāt; Dirāsah Muqāranah fī Uṣūl al-Fiqh wa Maqāṣid al-Syarī‘ah (Arab 
Saudi:	Da� r	Ibn	al-Jawzī�,	2002),	hlm.	19.
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I‘tibār al-mā’alāt adalah melakukan taḥqīq manāṭ al-ḥukm dengan 
memerhatikan tuntutan yang bersifat heteronom (al-tab‘ī) 
pada saat suatu kasus terjadi. Hal ini dilihat dari sudut pandang 
terwujudnya tujuan (maqāṣid) dan dibangun berdasar kebutuhan 
dari tuntutan itu.

Bertolak	dari	 definisi	 ini,	maka	 jelas	 sadd al-żarī‘ah di-
dasarkan pada efek yang dapat timbul.18 Perbuatan mubah 
tidak memiliki dasar nilai dari khiṭāb Allāh, baik perintah mau 
pun larangan, itulah mengapa maqāṣid al-Syāri‘ tidak dapat 
ditemukan dalam perbuatan mubah itu sendiri. Anjuran atau 
larangan pada perbuatan mubah hanya ada karena faktor 
eksternal (li ‘āriḍ) bukan internal (li żātihi).19 Dari itu daya 
ikat hukum mubah harus melalui penetapan dari pihak yang 
berwenang, baik itu dalam konteks peradilan maupun dalam 
konteks taqnīn.

Mengingat	 pertanyaan	 Jama� l	 al-Dī�n	 al-‘At�iyyah:	 apakah	
nilai diketahui berdasar kategori hukum taklīfī (syakl), atau 
kandungan maslahat-mafsadatnya (mawḍū‘),20	maka	fikih	harus	
memoderasi antara pemikiran hukum normatif dan empiris. 
Merujuk	kajian	Bab	Empat,	 tampak	aliran	Fukaha	 cenderung	
menganut paradigma empirisme sehingga kewajiban (iltizām) 
timbul berdasar al-sabab yang ditetapkan al-Syāri‘, bukan 
karena khiṭāb.21 Sementara Mutakallimin cenderung pada 
normativisme sehingga tidak ada hukum tanpa khiṭāb. Di antara 
dua	aliran	ini	ada	tokoh	yang	moderat	seperti	Imam	al-Sya� fi’ī�	
dan	Imam	al-Ghaza� lī�.

Fukaha	 yang	 cenderung	 empiris	 melihat	 perbuatan	
mubah secara syakalī, nilainya diketahui berdasar kategori 
hukum taklīfī (syakl). Jadi hukum perbuatan mubah didasarkan 
pada al-sabab, yaitu kausalitas natural sebagai pengwajib 

18	Ḥ� usayn	Ḥ� a�mid	Ḥ� assa�n,	Naẓariyyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: 
Da�r	al-Nahd� at	al-‘Arabiyyah,	1971),	hlm.	242.	

19 Muh� ammad	 Ḥisya�m	 al-Burha�nī�,	 Sadd al-Żarā’i‘ fī al-Syarī‘at al-Islāmiyah 
(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	1995),	hlm.	201.

20	Al-‘At�iyyah,	Naḥw Taf‘īl...,	hlm.	59.
21	Al-Sarakhsī�,	Uṣūl al-Sarakhsī,	cet.	II,	jld.	I	(Beirut:	Da� r	al-Kutub	al-‘Ilmiyyah,	

2005),	 hlm.	 298.	 Bahkan	 khiṭāb dianggap sebagai sarana pemberitahuan agar 
kewajiban ditunaikan, jadi khiṭāb bukan sebab timbulnya daya ikat hukum (iltizām).
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(mulzim). Hal ini menimbulkan kontradiksi, sebab kausalitas 
natural tidak memiliki relevansi dengan pembatasan kehendak 
bebas manusia, kecuali kesadaran moral manusia itu sendiri. 
Oleh	 karena	 itu,	 al-Sya� tibī�	 menyatakan	 bahwa	 pensyariatan	
sebab (al-sabab) tak berarti pensyariatan akibat (musabbab).22 
Akibatnya cara pandang syakalī menjadikan sadd al-żarī‘ah 
serupa dengan al-qiyās dari segi penetapan hukum (muṡbit 
lil ḥukm). Padahal pada sadd al-żarī‘ah tidak ada aṣl untuk 
memperluas hukum (ta‘diyyat al-ḥukm).

Selain itu, penetapan nilai berdasar kategori hukum 
taklīfī (syakl) juga menimbulkan kontradiksi dalam ketentuan 
hukum syarak sendiri. Misalnya hukum memberi salam 
adalah sunat, sebaliknya hukum tidak memberi salam adalah 
makruh. Tapi ada kalanya tidak memberi salam menjadi haram, 
misalnya dalam kasus adanya kerenggangan hubungan, maka 
tidak memberi salam dapat merusak silaturrahim. Pada kasus 
ini efek mafsadat meningkat dari makruh tidak memberi salam 
menjadi haram. Jika daya ikat (mulzim) hukum sunat memberi 
salam adalah al-sabab, yaitu menjalin silaturahmi, maka 
memutus silaturrahmi menjadi mulzim bagi ketentuan haram 
memberi salam. Akibatnya terjadi dua kewajiban (iltizām) yang 
bertentangan. Perhatikan ilustrasi berikut:

Gb.	10.	Penetapan	nilai	berdasar	kategori	hukum	taklīfī (syakalī).

Ilustrasi ini menunjukkan, bahwa perbuatan wajib bisa 
menjadi haram dan perbuatan sunat bisa menjadi makruh bah-

22	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…, jld. I, hlm. 151. 
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kan haram. Begitu pula sebaliknya perbuatan yang makruh 
dan haram bisa menjadi sunat atau wajib. Jadi penetapan nilai 
berdasar kategori hukum taklīfī (syakl) menimbulkan kontra-
diksi. Maka sadd al-żari‘ah perlu dibatasi sebagai cara penetapan 
nilai yang berlaku pada menutup pintu kerusakan saja.

Kecenderungan	 aliran	 Fukaha	 pada	 argumen	 empiris	
juga terlihat pada penerapan al-istiḥsān. Di masa awal pengem-
bangan teori hukum Islam, kerangka metodologis al-istiḥsān 
belum	 terukur.	 Seperti	 kesan	 Ibn	 Quda�mah	 al-Ḥ� anbalī�,	 al-
istiḥsān adalah dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, 
tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sebab tidak ada 
ungkapan yang bisa membantunya.23 Demikian pula Imam al-
Sya� fi’ī�	mengkritik	istiḥsān berarti membuat-buat syariat.24

Kebalikan	 dari	 Fukaha,	 pendapat	 Mutakallimin	 yang	
ekstrem pada khiṭāb juga mengalami kontradiksi. Alasannya 
jelas, sebab nas terbatas, sedangkan masalah hukum terus 
bertambah menurut masa dan tempat.25 Maka yang terbaik 
adalah moderasi, lalu bagaimana nilai bisa diketahui secara 
mauḍū‘ berdasar maslahat-mafsadat?

Menurut Ibn ‘Asyur, efek mafsadat dari suatu perbuatan 
yang pada asalnya berupa maslahat, hanya dapat diketahui 
setelah perbuatan itu terwujud sempurna. Maka perhatian 
syariat untuk menolak mafsadat pada kasus itu hanya bisa 
dinyatakan valid setelah tampak dominannya sisi mafsadat efek 
atas sisi maslahat asal.26 Dengan demikian, maslahat pada asal 
tetap berlaku sampai tampak jelas mafsadat pada efek. Jadi tidak 
logis jika hukum taklīfī pada perbuatan mubah itu diterapkan 
dari awal. Oleh karena itu, sesuai dengan esensi sadd al-żarī‘ah, 
penetapan nilai dilakukan berdasar kadar maslahat-mafsadat 
yang aktual pada kasus tertentu. Perhatikan ilustrasi berikut:

23	‘Abd	Alla�h	ibn	Ah�mad	ibn	Muh� ammad	ibn	Quda�mah	al-Ḥ� anbalī�	al-Maqdisī�,	
Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Munāẓir	(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	1981),	hlm.	85.

24 Al-Sya� fi‘ī�,	al-Risālah fī al-Uṣūl al-Fiqh,	 tahkik:	 Ah�mad	Muh� ammad	
Sya�kir,	(Beirut:	Da� r	al-Kutub	al-‘Ilmiyyah,	t.th.),	hlm.	504.

25	Wahbah	al-Zuhaylī�,	Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,	 jld.	I	(Beirut:	Da� r	al-Fikr,	1986),	
hlm.	762.

26 Ibn ‘Asyur, Maqasid…, hlm. 113.
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Gb.	11.	Penetapan	nilai	berdasar	kategori	maslahat-mafsadat	(mauḍū‘).

Ilustrasi ini menunjukkan perbuatan maslahat pada taraf 
primer bisa menimbulkan mudarat pada taraf sekunder dan 
primer. Demikian pula sebaliknya perbuatan mafsadat bisa 
menimbulkan maslahat dan seterusnya. Variasi kemungikan 
efek tidak serta-merta bisa diberi status hukum, jadi dipetakan 
saja. Baru kemudian diberi status hukum dengan merujuk pada 
kategori hukum syarak sesuai peringkat mafsadat.

Inilah bentuk moderasi, di mana perbuatan mubah ber-
laku secara akhlāqī,	ia	terpulang	pada	fitrah	dan	pilihan	bebas	
manusia yang dituntut menyesuaikan tujuannya dengan tuju-
an syariat.27	Jika	terjadi	pelanggaran	fitrah,	maka	ulil	amri	harus	
turun tangan, sebab hanya ulil amri yang berhak mengembalikan 
si	pelanggar	pada	fitrah	secara	paksa,	inilah	pentingnya	al-wāzi‘ 
al-sulṭānī dan ilmu maqāṣid yang menjadi pedoman dalam is-
tinbat terhadap kasus-kasus yang tidak ada nas.

2. Kriteria keadilan dalam siyāsah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriteria 

berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan 
sesuatu.28 Pada akhir Bab Sepuluh, telah disinggung bahwa inti 
dari keadilan adalah penggunaan hak sesuai dengan tujuan 
(maqāṣid) dari pensyariatan hak tersebut oleh al-Syāri‘.29 Ini 

27	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt..., jld. II, hlm. 281.
28 Tim KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia,	edisi	keempat	(Jakarta:	Gramedia,	

2008),	hlm.	742.
29	Fath� ī�	al-Duraynī�,	al-Manāhij Uṣūliyyah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī, cet. II (Beirut: 

Mu� ’assasah	al-Risa� lah,	2013),	hlm.	25.
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menunjukkan pentingnya penerapan ilmu maqāṣid dalam 
berbagai bidang dan aspek kehidupan umat. 

Berdasarkan istiqrā’ terhadap nas syariat, diketahui 
bahwa syariat bermaksud agar umat Islam memiliki pemerin-
tahan yang mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan 
di tengah umat. Untuk mewujudkan maqāṣid ini, syariat mem-
berikan khitāb, antara lain perintah untuk mempelajari hukum 
(tafaqquh) yang menunjukkan maqāṣid al-syarī‘ah;	bahwa	umat	
Islam harus mencukupi sumber daya dengan banyaknya ulama 
dan praktisi hukum di tengah umat.30

Kebutuhan sumber daya manusia sangat beragam, ia 
mengikuti keragaman aspek kehidupan umat manusia. Menu-
rut	 Sala�m	Madku� r,	Alquran	 tidak	memperdetil	 ketentuan	hu-
kum yang terkait dengan transaksi kebendaan (al-mu‘āmalat 
al-māliyyah), jināyah, dan hal yang terkait dengan peradilan. 
Demikian pula tentang hubungan dawlah islāmiyyah dengan 
negara lain, semua ini berubah sesuai perkembangan adat dan 
kebiasaan.31	Pada	bidang	tata	hukum	dan	politik,	Muh� ammad	
Balta� jī�	 menyebutkan	 tujuh	 ketentuan	 umum	 yang	 menjadi	
panduan:32 
1. Menerapkan hukum syariah dalam berbagai sektor kehidu-

pan berdasar apa yang bisa mewujudkan maslahat umat se-
cara	umum	dan	tidak	keluar	dari	hukum	Allah;	

2. Membatalkan hukum yang ditetapkan secara individu atau 
kelompok dan memberlakukan hukum berdasarkan syūrā;	

3.	 Menerapkan	keadilan	mutlak	atas	segenap	manusia;	
4. Menerapkan persamaan secara sempurna di kalangan 

manusia;	
5.	 Menerapkan	tanggung	jawab	pribadi	dan	jamaah;	
6. Taat kepada pemimpin yang dipilih apabila ketentuan di 

atas	dipenuhi;	

30	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid…,	hlm.	193.
31	Muh� ammad	Sala�m	Madku� r,	al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī,	(Da� r	al-Nahd� at	

al-‘Arabiyyah,	1960),	hlm.	23.
32	 Muh� ammad	 Balta� jī�,	 Manhaj ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī‘: Dirāsah 

Mustaw‘abah li Fiqh ‘Umar wa Tanẓīmihi	 (Kairo:	 Maktabah	 al-Syaba�b,	 1998),	 hlm.	
510.
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7.	 Jika	ketentuan	di	atas	dilanggar,	maka	kepercayaan	menjadi	
batal.

Ketujuh ketentuan umum ini tidak mudah untuk 
diwujudkan dalam sebuah negara. Alasannya jelas, sebab 
harus memoderasi dan menyeimbangkan antara tujuan syariat 
(maqāṣid li al-Syāri‘) dan tujuan manusia (maqāṣid li al-nās). 
Dengan kata lain, tujuan hukum dan tujuan negara tidak mudah 
diintegrasikan. Butuh kemahiran bergulat dengan perkara 
universal dan partikular serta pergulatan antara perkara yang 
abstrak	dan	juga	konkret	kasuistik.	Ibn	‘A� syu� r	menyatakan:33 

Al-Maqāṣid adalah perbuatan dan layanan (al-a‘māl wa al-
taṣarrufāt) yang dimaksudkan secara eksistensial. Maqāṣid juga 
berupa sesuatu yang memotivasi jiwa untuk mewujudkannya 
dengan cara-cara yang tak terbatas, atau ibarat dari perkara yang 
dijalani sebagai kepatuhan kepada Allah. Semua itu terbagi pada 
dua macam: yaitu maqāṣid lisy Syāri‘, dan maqāṣid lin nas.

Penjelasan	 Ibn	 ‘A� syu� r	 ini	menunjukkan	bahwa	maqāṣid 
ada kalanya bersifat konkret, yaitu perbuatan tertentu. Ada 
kalanya semi konkret, yaitu berupa layanan negara yang di satu 
sisi bersifat detil, tapi di sisi lain bersifat konseptual karena 
mengandung muatan teoretis tertentu. Ada pula bagian maqāṣid 
yang bersifat abstrak murni, yaitu berupa konsep-konsep yang 
dapat	diterapkan	dalam	aktifitas	sehari-hari	sehingga	tercipta	
integrasi antara ibadah dan muamalah. 

Mengingat bidang-bidang yang disebutkan di atas bersen-
tuhan langsung dengan realitas sosial-empiris, maka uṣūliyyūn 
mencari dalil alternatif untuk mengoperasionalkan maqāṣid.34 
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, para uṣūliyyūn sepakat terhadap 
dasar-dasar	usul	fikih	yang	disusun	oleh	Imam	al-Sya� fi‘ī�,	tetapi	

33	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāsid..., hlm. 142.
34	‘Alī�	Jum‘ah,	‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa ‘Alāqatuh bi al-Falsafat al-Islāmiyyah (Kairo: 

al-Ma‘had	al-‘A� lamī�	li	al-Fikr	al-Isla�mī�,	1996),	hlm.	9.
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masing-masing	mazhab	menambah	subjek	materi	yang	sesuai	
dengan kecenderungan mereka.35 Melihat pada praktiknya, dalil 
yang ditambahkan tersebut lebih tepat disebut sebagai metode, 
atau modus untuk mengoperasionalkan maqāṣid.

Sebagai contoh, misalnya al-istiḥsān,	menurut	al-Sya� t�ibī�	
berarti mengambil maslahat partikular (juz’ī) dengan mening-
galkan dalil yang universal (kullī).36 Contoh kasusnya tentang 
tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuat-
nya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan komoditi yang dipro-
duk pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan. 
Alasan-nya karena mereka hanya buruh yang menerima upah, 
tetapi demi kemaslahatan, yaitu memelihara harta orang lain 
dalam kondisi hilangnya kepercayaan terhadap buruh. Ulama 
Ḥ� anafiyyah	beristinbat	menggunakan	dalil	al-istiḥsān, maka di-
tetapkan buruh bertanggung jawab terhadap kerusakan, baik 
disengaja maupun tidak.37

Contoh ini menunjukkan bahwa dalam operasional ma-
qāṣid al-syarī‘ah, terjadi pergulatan antara hak dan kewaji-
ban. Pada contoh di atas, hak buruh berhadapan dengan hak 
pemilik perusahaan sehingga perlu dilakukan tarjih agar bisa 
diketahui mana yang harus didahulukan. Dalam proses tarjih, 
kaidah umum syariat menjadi pedoman, bahwa maslahat orang 
ba-nyak lebih utama dari maslahat individu. Sesuai kajian pada 
Bab Sepuluh, fakta-fakta temuan dalam kasus ditimbang de-
ngan cara berpedoman pada kaidah umum syariat. Baru kemu-
dian hak tersebut dikaitkan dengan kewajiban.

Jika	dibandingkan	dengan	fikih,	putusan	peradilan	atau	
aturan pemerintah (qanun) jarang berbicara tentang kewajiban, 

35 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, 
edisi	II	(Semarang;	Pustaka	Rizki	Putra,	1997),	hlm.	11. Uṣūliyyūn	Ḥ� anafī�	menambah	
al-istiḥsān dan al-‘urf ke dalam sehingga menjadi lebih luas dari rumusan dasar yang 
dibuat	 oleh	 al-Sya� fi‘ī�.	Uṣūliyyūn	Ma� likī�	menambah	 kesepakatan	 penduduk	Madinah	
(ijmā‘ ahl al-madīnah), al-istiḥsān, al-maṣlaḥah al-mursalah, dan sadd al-żarī‘ah. 
Sedangkan uṣūliyyūn	kalangan	Ḥ� ana�bilah	lebih	dekat	dengan	Ma� likiyyah	dari	segi	dalil	
hukum	sehingga	relatif	serupa	dengan	Mazhab	Ma� likī�.

36	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…,	jld.	III,	hlm.	205.
37	Al-Zuhaylī�,	Uṣūl al-Fiqh...,	jld.	II,	hlm.	747.
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sebab lebih tertuju pada putusan atau ketentuan mengikat 
(iltizām).38 Ini menjadi alasan lain, mengapa diperlukan 
moderasi antara pemikiran hukum normatif dan empiris. Sebab 
aliran hukum empiris meniadakan peran ulil amri, sedangkan 
aliran hukum normatif menutup potensi penemuan hukum 
berdasar kaidah moralitas yang hidup di tengah masyarakat.

Moderasi menjadi dasar bagi lahirnya kriteria keadilan 
hukum yang harus dieksplisitkan saat suatu putusan atau 
ketetapan dibuat. Di satu sisi, kehadiran hakim atau ulil amri 
diperlukan	 agar	 kehendak	 bebas	 para	 pelanggar	 fitrah	 bisa	
dibatasi. Di sisi lain, argumen empiris diperlukan oleh hakim 
atau ulil amri sebagai landasan sosiologis dalam suatu putusan 
atau ketetapan. Tetapi landasan sosiologi tersebut juga harus 
memiliki kedaulatan syar‘ī, yaitu melalui maqāṣid al-syarī‘ah.

Sebagaiman dibahas pada Bab Delapan, bahwa kedaula-
tan syar‘ī merupakan syarat bagi dasar kepatuhan umat terha-
dap khiṭāb	ulil	amri.	Lalu	pada	Bab	Sepuluh	telah	dibahas	bah-
wa qanun syar‘ī	merupakan	 irisan	antara	dari	 fikih,	 adat	dan	
qanun. Maka di sini dibahas bagaimana argumen empiris men-
dapat wujudnya. Pada Bab Sepuluh, ini disebut sebagai metode 
ijtihad taḥqīq al-manāṭ,39 yang dilakukan dengan cara menyi-
nergikan sisi keterwujudannya dalam realitas dan sisi keberla-
kuan khiṭāb al-syar‘ī terhadapnya.40 Mari menyegarkan ingatan, 
Ibn	‘A� syu� r	menetapkan	syarat	sebagai	berikut:41

Al-Maqāṣid al-syar‘iyyah ada dua macam, yaitu makna 
yang hakiki (mā‘anin ḥaqīqiyyatin) dan makna yang diterima 
masyarakat umum (ma‘ānin ‘urfiyyatin ‘āmmatin). Pada semua 
ini disyaratkan bersifat tetap (ṡābit), jelas (ẓāhir), terukur 
(munḍabiṭ) dan konsisten (muṭṭarid).

38	Ah�mad	Mah�mu� d	al-Khu� lī�,	Naẓariyyat al-Ḥaqq bayn al-Fiqh al-Islāmī wa al-
Qānūn al-Waḍ‘ī,	cet.	I	(Kairo:	Da� r	al-Sala�m,	2003),	hlm.	57

39	 Al-Ghaza� lī�,	 Asās al-Qiyās	 (Riyad:	 Maktabah	 al-‘Ubayka�n,	 1993),	 hlm.	 37.	
Taḥqīq manāṭ al-ḥukm dilakukan karena hukum telah diketahui melalui nas, hanya 
saja ada kesulitan dalam realisasinya pada furū‘. Oleh karena itu agar manāṭ al-ḥukm 
pada furū‘ diketahui dengan yakin, maka diistinbat dengan dalil-dalil ẓanniyyah.

40	Al-Sya� t�ibī�,	al-Muwāfaqāt…,	jld.	II,	hlm.	20.	
41	Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid...,	hlm.	49.
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Syarat-syarat ini diturunkan oleh para ulama dengan 
membuat pemetaan yang detil. Pada suatu perbuatan terdapat 
dua	 kemungkinan;	 1)	 menimbulkan	 efek	 mudarat	 terhadap	
orang lain, atau tidak menimbulkan mudarat. Pada kasus yang 
tidak menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, bisa 
terdapat	 tiga	kemungkinan;	1)	bisa	saja	pada	satu	perbuatan	
itu bersatu dua sisi efek, yaitu efeknya yang mewujudkan 
maslahat	 dan	 sekaligus	 berefek	menolak	mafsadat;	 2)	 setara	
antara mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat sehingga 
harus	memilih;	3)	ada	yang	lebih	unggul	antara	maslahat	dan	
mafsadat. Pada kasus di mana ada yang lebih unggul, terdapat 
dua	 kemungkinan;	 1)	 mendahulukan	 perwujudan	 maslahat;	
atau 2) mendahulukan penolakan mafsadat.42 Berikut ilustrasi-
nya:

Gb.	12.	Kategori	perbuatan	berdasar	efek	mafsadat	yang	ditimbulkannya.

Sementara pada kasus yang menimbulkan kerugian 
bagi	orang	lain,	maka	terdapat	dua	kemungkinan;	1)	bisa	saja	
dilakukan	dengan	sengaja;	dan	2)	 tidak	sengaja.	Dalam	kasus	
merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka 
terlihat	ada	dua	kemungkinan	efek;	1)	efeknya	dapat	bersifat	
umum;	 2)	 efeknya	 bersifat	 khusus.	 Dalam	 hal	 efek	mafsadat	
yang	 bersifat	 khusus,	 terdapat	 dua	 kemungkinan;	 1)	 pelaku	
melakukan dengan penuh kesadaran, dan memandang perlu 
melakukannya;	 2)	 pelaku	 sengaja	 melakukan,	 tapi	 tidak	
bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Dalam 

42	 ‘Izz	al-Dī�n	 ibn	Zaghī�bah, al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah 
(Kairo:	Da� r	al-Safwah,	1996),	hlm.	329.
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kasus tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap 
orang	 lain,	 ada	 tiga	 kemungkinan;	 1)	 efek	mudaratnya	 dapat	
dipastikan;	 2)	 jarang	 berefek	 mudarat;	 3)	 efek	 mudaratnya	
banyak terjadi pada banyak kasus. Pada model kasus ketiga ini 
terdapat	 dua	 kemungkinan;	 1)	 umumnya	memang	 dilakukan	
untuk	menimbulkan	mudarat	 terhadap	orang	 lain;	2)	banyak	
kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan untuk 
menimbulkan	mudarat	terhadap	orang	lain	(lihat	gb.	10).43

Kategorisasi	 ini	merupakan	 indikator	 keadilan	 hukum;	
pertama jika efek mafsadat diyakini pasti, kedua jika kebanyakan 
kasus atau kebiasaan memastikan timbul mafsadat. Dua 
kategori efek mafsadat ini dapat terjadi pada perbuatan yang 
mubah maupun perbuatan yang dianjurkan oleh syariat, baik 
efek mafsadatnya luas mau pun terbatas.44

1. Perbuatan yang dibolehkan (mubah):
a. Perbuatan mubah tapi pasti menyampaikan pada 

mafsadat umum dan mafsadat khusus, misalnya: 
-  Membakar sesuatu yang dipastikan dapat menimbul-

kan kebakaran dan pastinya menimbulkan kerugian 
bagi orang banyak seperti kebakaran hutan. 

-  Menggali sumur di dalam rumah, tepatnya di belakang 
pintu sehingga dalam kondisi gelap akan menyebabkan 
orang tertentu terperosok ke dalamnya.

b. Perbuatan mubah tapi pada kebanyakan kasus atau 
kebiasaan menyampaikan pada mafsadat umum dan 
khusus, misalnya: 
-  Menjual senjata saat kondisi terjadinya peperangan. 
-  Bertandang ke rumah maksiat. 

2. Perbuatan yang dianjurkan:
a. Jalan yang dianjurkan tapi pada kasus tertentu secara 

pasti dapat menyampaikan pada mafsadat, misalnya: 
-  Memberhentikan raja (kepala pemerintahan) yang fasik 

dalam kondisi tidak bisa diganti dengan yang lain. 
-  Anjuran jihad dilaksanakan dengan cara bom bunuh 

43	Bin	Zaghī�bah,	al-Maqāṣid al-‘Āmmah…,	hlm.	330.
44 Al-Burha�nī�,	Sadd al-Żarā’i‘...,	hlm.	207-10.	
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diri. Artinya, mendatangi bahaya kematian yang 
sudah pasti untuk menolak bahaya yang lebih besar 
dan luas.

b. Jalan yang dianjurkan tapi pada kebanyakan kasus 
dan kebiasaan dapat menyampaikan pada mafsadat, 
misalnya:
-  Berdakwah dengan materi yang menimbulkan rasa 

takut sehingga orang berputus asa dari rahmat Allah, 
tetapi pendakwah sendiri tidak mengamalkannya. 

-	 	 Memerintahkan	orang	zalim	dan	fasik	untuk	berbuat	
kebaikan (makruf), atau melarangnya berbuat munkar, 
padahal diyakini bahwa perintah atau larangan itu 
akan menyebabkan mereka semakin ingkar. 

Maslahat-mafsadat pada suatu perbuatan dapat ditim-
bang dengan memperhatikan tiga hal berikut:45

a. Mafsadat sampai pada peringkat ḥājiyyāt, atau ḍarūriyyāt 
sehingga berakibat timbulnya kesempitan dan kesukaran.

b. Mafsadat pada suatu perbuatan bersifat pasti atau mendekati 
pasti sehingga tidak mungkin dihindari tanpa meninggalkan 
perbuatan itu. 

c. Mafsadat bersifat umum (bukan aspek tertentu saja) dan 
menyangkut kepentingan orang banyak (bukan individu).

Ketiga kriteria ini berguna untuk menimbang kadar mas-
lahat-mafsadat pada asal dan pada efek. Ini menjadi pertim-
bangan dalam tarjih, apakah nilai pada asal yang diberlaku-
kan, atau nilai pada efek. Poin-poin di atas merupakan kriteria 
keadilan yang menjadi mekanisme sistem analisis sehingga 
nilai suatu perbuatan dapat ditetapkan. Hal ini harus diper-
hatikan, sebab mempertimbangkan kadar maslahat-mafsadat 
pada perbuatan yang jarang menimbulkan mafsadat justru me-
nimbulkan kesukaran dan bertentangan dengan sifat samāhah 
syariat.46

45 Al-Burhani, Sadd al-Dhara‘i‘ ...,	hlm.	210-29.
46 Ibn	‘A� syu� r,	Maqāṣid…, hlm. 113.
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C. Rangkuman
Berdasarkan uraian materi yang disajikan, dapat dikemu-

kakan beberapa rangkuman berikut: 
1. Masalah keadilan dalam hukum adalah kewajiban yang 

diemban muslim berdasar perintah Alquran pada ayat 58 
Surah al-Nisa’, jadi merupakan kewajiban yang berdimensi 
religius.

2.	 Dalam	 konteks	 fikih,	 perintah	 dan	 larangan	 Allah	 diimani	
dan dipastikan adil karena berasas pada prinsip samāḥah. 
Samāḥah adalah kemudahan yang terpuji (al-suḥūlah al-
maḥmūdah) pada apa yang cenderung diberat-beratkan 
oleh manusia.

3.	 Menurut	 al-Sya� t�ibī�,	 jika	 ada	 bagian	 syariat	 yang	 diduga	
bergeser dari pertengahan, itu adalah upaya syariat untuk 
mengembalikan manusia ke posisi pertengahan.

4. Alquran menetapkan sebagian hukum secara detil dan se-
bagian lain nya secara umum. Hukum yang bersifat umum 
kembali pada ma‘nā ma‘qūl dan nalar mukallaf, seperti 
keadilan,	 kebaikan,	 pe	maafan,	 sabar	 dan	 syukur,	 zalim,	
aniaya, dan sebagainya. Sedangkan yang detil kembali 
pada ma‘nā ta‘abbudī di mana nalar manusia tidak mampu 
menjangkaunya.

5.	 Dalam	 konsepsi	 fikih	 Islam,	 hukum	 yang	 tidak	 mengikat	
disebut mubah, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil 
sam‘ī berdasar pernyataan (khitāb Allāh) untuk memilih 
antara melakukan atau meninggalkan sesuatu tanpa 
pengimbalan.

6. Adapun masalah ma‘nā ma‘qūl diberikan hak bagi ulil amri 
untuk menetapkannya, maka masuk dalam kajian siyāsah 
dan berorientasi sosial, yaitu hubungan kemasyarakatan.

7.	 Perbuatan	 mubah	 tidak	 memiliki	 dasar	 nilai	 dari	 khiṭāb 
Allāh, baik perintah mau pun larangan, itulah mengapa 
maqāṣid al-Syāri‘ tidak dapat ditemukan dalam perbuatan 
mubah itu sendiri. Anjuran atau larangan pada perbuatan 
mubah hanya ada karena faktor eksternal (li ‘āriḍ) bukan 
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internal (li żātihi).
8. Syariat bermaksud agar umat Islam memiliki pemerintahan 

yang mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan di 
tengah umat. Untuk itu syariat memberikan khitāb, antara 
lain perintah untuk mempelajari hukum (tafaqquh) yang 
menunjukkan maqāṣid al-syarī‘ah;	bahwa	umat	Islam	harus	
mencukupi sumber daya dengan banyaknya ulama dan 
praktisi hukum di tengah umat.

9. Maqāṣid ada kalanya bersifat konkret, yaitu perbuatan 
tertentu. Ada kalanya semi konkret, yaitu berupa layanan 
negara yang di satu sisi bersifat detil, tapi di sisi lain bersifat 
konseptual karena mengandung muatan teoretis tertentu. 
Ada pula bagian maqāṣid yang bersifat abstrak murni, yaitu 
berupa	konsep-konsep	yang	dapat	diterapkan	dalam	aktifitas	
sehari-hari sehingga tercipta integrasi antara ibadah dan 
muamalah.

10.Maslahat-mafsadat	pada	suatu	perbuatan	dapat	ditimbang	
dengan memperhatikan tiga kriteria: 1) mafsadat sampai 
pada peringkat ḥājiyyāt, atau ḍarūriyyāt sehingga menimbul-
kan	kesempitan	dan	kesukaran;	2)	mafsadat	bersifat	pasti	
atau mendekati pasti sehingga tidak mungkin dihindari 
tanpa	meninggalkan	perbuatan	 tersebut;	3)	mafsadat	ber-
sifat umum (bukan aspek tertentu saja) dan menyangkut 
kepentingan orang banyak (bukan individu).
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Madku� r,	Muh� ammad	Sala�m.	Al-Ibāḥah ‘ind al-Uṣūliyyīn wa al-
Fuqahā’; Baḥṡ Muqāran.	Kairo:	Da� r	al-Nahd� at	al-‘Arab,	
1965.

Al-Sanu� sī�,	 ‘Abd	 al-Rahma�n	 ibn	Mu‘ammar.	 I‘tibār al-Mālāt wa 
Murā‘at Natā’ij al-Tasarrufāt; Dirāsah Muqāranah fī 
Usūl al-Fiqh wa Maqāsid al-Syarī‘ah.	Arab	Saudi:	Da� r	Ibn	
al-Jawzī�,	2002.

E. Latihan
1. Jelaskan dasar hukum wajib berbuat adil.
2. Jelaskan landasan konseptual keadilan hukum dalam 

fikih.
3. Berikan argumen tentang adanya bagian dari syariat yang 

diduga bergeser dari poros pertengahan.
4. Bedakan secara kontras antara al-ma‘nā al-ma‘qūl dan al-

ma‘nā al-ta‘abbudī.
5. Jelaskan pengertian hukum mubah.
6. Anjuran atau larangan pada perbuatan mubah hanya ada 

karena faktor...
a.		 Faktor	internal	(li żātihi);
b.	 Faktor	eksternal	(li ‘āriḍ);
c.		 Faktor	internal	dan	eksternal;
d. Semua salah.

7.	 Upaya	 tarjīḥ kembali pada soal keberadaan maslahat 
sebagai maqāṣid al-syarī‘ah, maka nilai diketahui ber-
dasar...
a.  berdasar kategori hukum taklīfī (syakl);
b. berdasar kategori qanun waḍ‘ī;
c.  kandungan maslahat-mafsadatnya (mawḍū‘).
d. a dan c benar.

8. Pada kasus perbuatan yang tidak menimbulkan efek 
mudarat terhadap orang lain, seseorang harus berijtihad, 
jika...
a.  bersatu dua sisi efek, yaitu dapat mewujudkan mas-
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lahat	dan	sekaligus	dapat	menolak	mafsadat;
b. setara antara mewujudkan maslahat dan menolak 

mafsadat	sehingga	harus	memilih;
c.		 ada	yang	lebih	unggul	antara	maslahat	dan	mafsadat;
d. a, b dan c semua benar.

9.	 Pada	 kasus	 seseorang	 tidak	 bermaksud	 menimbulkan	
mudarat terhadap orang lain, seseorang dapat dihukum 
jika...
a.		 efek	mudaratnya	dapat	dipastikan;
b.	 jarang	berefek	mudarat;
c.		 efek	mudaratnya	banyak	terjadi	pada	banyak	kasus;
d. a dan c benar.

10.Berikut	ini	adalah	kriteria	keadilan	hukum	dalam	konteks	
siyāsah, kecuali...
a.  Mafsadat berada pada peringkat ḥājiyyāt atau 

ḍarūriyyāt;
b.	 Mafsadat	bersifat	pasti	atau	mendekati	pasti;	
c.		 mafsadat	bersifat	umum;
d. a, b dan c semua benar.

F.	 Daftar	Istilah
Al-Istiḥsān adalah mengambil maslahat partikular (juz’ī) dengan 

meninggalkan dalil yang universal (kullī).
I‘tibār al-mā’alāt adalah melakukan taḥqīq manāṭ al-ḥukm 

dengan memerhatikan tuntutan yang bersifat heteronom 
(al-tab‘ī) pada saat suatu kasus terjadi. Hal ini dilihat 
dari sudut pandang terwujudnya tujuan (maqāṣid) dan 
dibangun berdasar kebutuhan dari tuntutan itu.

Mubah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil sam‘ī 
berdasar pernyataan (khitāb Allāh) untuk memilih 
antara melakukan atau meninggalkan sesuatu tanpa 
pengimbalan.

sadd al-żarī‘ah, penetapan nilai dilakukan berdasar kadar 
maslahat-mafsadat yang aktual pada kasus tertentu. 
Sebab ia adalah keseimbangan antara realita yang 
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berupa sarana bagi maslahat dan efeknya yang estimatif 
berupa mafsadat. 

Samāhah merupakan pertengahan antara kesempitan (al-
tadyīq) dan kemudahan (al-tasāhul), ia kembali pada 
makna al-i‘tidāl, al-‘adl, dan al-tawāsut. Samāḥah adalah 
kemudahan yang terpuji (al-suḥūlah al-maḥmūdah) 
pada apa yang cenderung diberat-beratkan oleh 
manusia.
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